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Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 

1  PHKA, Dirjen. 2008. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga: 
Dipa BA-29 Tahun 2008. Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata 
Alam Direktorat Jenderal PHKA

2  Ujud, Tahajuddin. 2015. Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. 
Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, Jakarta

iiiBook Chapter : Era Digitalisasi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis untuk Keberlangsungan Perusahaan 

KATA PENGANTAR 

Buku ini berupa bunga rampai yang ditulis oleh pemilik 
kompetensi bidangnya. Temanya mencoba mengkaitkan 
aktivitas perusahaan dengan isu digitalisasi ekonomi. Puji 
syukur hanyalah milik Allah Swt semata pemberi inspirasi, 
pemikiran, ide, gagasan kepada para penulis, hingga 
melahirkan tulisan yang insyaAllah bermanfaat bagi pembaca.   

Isu-isu Indonesia kekinian. Ekonomi digital, ekonomi 
hijau, ekonomi biru, ekonomi halal, literasi keuangan-inklusi 
keuangan. Isu tersebut merupakan isu internasional yang 
harus diimplementasikan oleh industri seluruh negara di 
berbagai belahan dunia. Zero carbon, udara bersih menjadi 
tujuan. Terutama Perusahaan-perusahaan yang bergerak 
di bidang produksi-manufacturing, industri pengolahan 
berbasis fosil. Dihimbau agar mengurangi polusi udara yang 
dapat mengganggu keseimbangan ekosistem alam semesta. 

Buku ini fokus pada digitalisasi ekonomi, keuangan 
dan bisnis untuk keberlangsungan perusahaan. Digitalisasi 
ekonomi Indonesia, juga negara lain di Dunia bergerak 
cepat berkat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. 
Informasi dan komunikasi antar personal, komunal, nasional, 
regional dan internasional hampir tidak ada batas ruang, 
waktu dan tempat. Dari kasus Covid19-20 justru dirasakan 
efisiensi utilitas-nya dalam digitalisasi ekonomi, terutama 
komunikasi disektor jasa ; pendidikan, kesehatanfarmasi, 
makan-minuman, logistik dan internet. 
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Mobilitasnya terus menggeliat dari pelaku ekonomi 
dari produksi-manufactruring, perdagangan dan jasa. 
Banyak perusahaan bermunculan untuk bisnis digital seperti 
edagang, e-tol, e-commerce, marketplace, e-wallet, e-money, 
lainnya. Baik yang berbasis Aplikasi server maupun Kartu 
Chip. Jasa pengiriman uang, jasa logistik, jasa perbankan. 
Kemajuan teknologi internet ini membuat tindakan menjadi 
lebih efisien. 

Efisiensi adalah tujuan dari aktivitas ekonomi. Mulai 
dari harga, kuantitas hingga tercapai equilibrium pasar. 
Dari harga pasokan, proses produksi hingga ke volume 
produk-kapasitas dan skala usaha. Dari faktor produksi-
operasi, tenaga kerja, keuangan dan marketing. Mulai dari 
perencanaan, perorganisasian, budgeting, pelaksanaan, 
hingga monitoring-evaluasi. Jika tidak efisien, perusahaan 
tidak akan memperoleh margin, keuntungan, return, profit, 
revenue. Meminimalisir biaya (cost) untuk memperoleh 
keuntungan (profit) yang optimal. 

Tiada kata yang paling indah, kecuali ucapan thank you 
very much  kepada seluruh author yang ikhlas memberikan 
kontribusi tulisan hingga terwujud menjadi sebuah buku. 
Berharap hanya kepada Allah Swt., semoga buku ini menjadi 
“ilmun yuntafa’u bih” amal jariyah bekal di akhirat. Amin. 

Surabaya, 17 Januari 2024.- 

                
Editor 
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SAMBUTAN

Alhamdulillah telah terbit buku bunga rampai 
tentang digitalisasi ekonomi, bisnis dan keuangan untuk 
keberlangsungan perusahaan di Indonesia. Buku ini sesuai 
dengan harapan kami. Semoga bermanfaat bagi seluruh 
civitas akademika, masyarakat dan bangsa Indonesia. 
Khususnya bagi keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Dosen Memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan 
tinggi. Pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. PTM dikenal catur dharma  perguruan 
tinggi; plus Al-Islam Kemuhammadiyahan. Terbitnya buku 
bunga rampai ini saya menyambut dengan baik. Sebab 
merupakan salahsatu bagian kewajiban para dosen untuk  
melakukan riset, menulis karya ilmiah seperti artikel di 
jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang 
bereputasi.

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk mewadahi 
inspirasi, pemikiran para dosen dalam menuangkan ide-
gagasan dari sudut keilmuan yang dimilikinya. Disamping 
memberikan contoh dan inspirasi kepada mahasiswa 
untuk terdorong mengembangkan gagasan-pemikirannya 
yang jernih, bersih, kritis dalam memperjuangkan nilai-
nilai kebenaran yang bersifat unversal. Tidak terjebak pada 
pemikiran gagasan yang bersifat pragmatis, jangka pendek.  
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Terima kasih kepada para penulis yang sudah 
berkontribusi tulisannya sehingga terwujud menjadi sebuah 
buku. Juga pada editor, co editor, reviewer, penerbit yang 
sudah mempublikasikan buku ini, semoga mendapat balasan 
yang setimpal dari-Nya.  

 

Surabaya, 18 Januari 2024
.Dekan FEB UMSurabaya,

Dr.Mochammad Mockhlas,S.Si.,MM
NIDN. 0706097101
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PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya Internet, telah berkembang 
beragam teknologi informasi, seperti laptop, tablet, dan 
smartphone, yang telah banyak diadopsi oleh oleh organisasi 
di dalam operasional bisnisnya (Dasgupta&Gupta, 2019). Tak 
hanya menjadi tren, pemanfaatan teknologi informasi saat 
ini menjadi kebutuhan bagi individu maupun organisasi. 

Banyaknya peluang baru yang didorong oleh digitalisasi 
memberi tekanan pada berbagai organisasi bisnis untuk 
mempertimbangkan kembali bisnis model dan sistem kerja 
mereka saat ini atau secara antusias merenungkan strategi 
mereka saat ini untuk mengidentifikasi peluang bisnis 
baru (Bouwman et al.,2019). Pada tahun 2019 Bank Kalsel 
menerapkan digitalisasi pada layanan dan operasionalnya 
seperti aplikasi mobile banking, service-desk app, talentpool 
management app, performance evaluation digital app, dan 
sales tracker app. Selain itu digitalisasi pada bank kalsel juga 
dilakukan pada rutin pekerjaan seperti laporan kerja digital, 
absensi online, dan meeting online.  

1
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Dalam berbagai penelitian, TAM telah banyak 
digunakan untuk menyelidiki faktorfaktor yang menentukan 
penerimaan teknologi informasi. Oleh karena itu, TAM 
digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari bagaimana 
penerimaan pegawai Bank Kalsel terhadap penerapan 
digitalisasi yang dilakukan. Dengan demikian penelitian ini 
akan menguji intrinsic motivation para pegawai Bank Kalsel 
dengan adanya digitalisasi dalam pekerjaan mereka serta 
presepsi penerimaan mereka dengan adanya digitalisasi 
yang diukur dengan TAM.  

KAJIAN TEORI 
Technology Acceptance Model (TAM) 

Pada awalnya Technology Acceptance Model (TAM) 
diusulkan oleh (Davis, 1986) dalam tesis doktoralnya berjudul 
“A technology acceptance model for empirically testing new 
end-user information systems: theory and results”. Hingga saat 
ini TAM adalah model yang digunakan untuk memberikan 
penjelasan tentang penentu penerimaan teknologi informasi 
yang bersifat umum, serta memberikan penjelasan sikap dan 
perilaku penggunaan teknologi informasi (website, software/
application, computer usage) oleh end user secara individu 
maupun kelompok populasi tertentu (Davis et al., 1989). 
Konstruksi TAM  dibangun  dengan dasar teori-teori perilaku 
termasuk Theory of Reasoned Action (TRA) (Fishbein & 
Ajzen, 1975), teori selfefficacy (Bandura, 1981), proses 
pengambilan keputusan biaya-manfaat (Beach & 

Mitchell, 1978), Teori Difusi Inovasi  (Tornatzky & Klein, 
1982), Model Disposisi Saluran (Swanson, 1987). Selanjutnya 
Davis berpandangan bahwa sikap penerimaan pengguna 
terhadap suatu teknologi ditunjukkan melalui dua variabel 
utama TAM yakni Perceived ease of use dan perceived usefulness.  
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Intrinsic Motivation 

Motivasi berperan merumuskan mekanisme perilaku 
dan tindakan seseorang (S. Zhang, et al., 2008). Ketika 
seseorang tidak termotivasi, orang tersebut tidak akan 
merasakan dorongan atau inspirasi untuk bertindak untuk 
suatu hal. Menurut berbagai penelitian motivasi  dibedakan 
menjadi dua kelas besar, intrinsic motivation  dan ekstrinsic 
motivation, hal ini disesuaikan dengan alasan atau tujuan 
yang berbeda untuk melakukan suatu tindakan (Lee et 
al., 2006; Teo & Noyes, 2011; Wang et al., 2012). Motivasi 
intrinsik juga telah diperdebatkan sebagai penentu utama 
dalam partisipasi aktivitas apapun (Hsu, 2017). Selain itu, 
motivasi intrinsik dapat dinyatakan sebagai persepsi dalam 
melakukan suatu aktivitas oleh pengguna untuk kesenangan 
dan kepuasan, dan perilaku yang dimotivasi secara intrinsik 
tersebut akan bersifat kemauan dan ditentukan sendiri dan 
melibatkan individu yang terlibat dalam aktivitas tertentu 
yang mereka anggap menarik, baru, dan menantang secara 
optimal (Chaurasia et al., 2019). Sehingga motivasi intrinsik 
disimpulkan berasal dari apresiasi terhadap aktivitas.  

Perceived Ease of Use 	  

Perceived ease of use merupakan tingkatan dimana 
seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi informasi 
akan membebaskan dari pekerjaan atau aktivitas tertentu 
(Davis, 1989). Atau dapat dinyatakan perceived ease of use 
memberi pengertian sejauh mana pengguna percaya bahwa 
mereka akan menggunakan teknologi baru tanpa kesulitan 
tertentu (Joo et al., 2018). Dan dapat dinyatakan bahwa 
seseorang melalui perceived ease of use akan percaya, bahwa 
suatu sistem mudah dipelajari atau digunakan (Sindhu Singh, 
2018).  
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Perceived Usefullness 	  

Perceived usefulness secara mendasar merujuk pada 
suatu kepercayaan dari seseorang yang menggunakan suatu 
sistem teknologi informasi tertentu yang pada gilirannya 
akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Davis, 1989; 
Venkatesh, 2000). Perceived usefulness dapat berfungsi 
dalam mempelajari manfaat dari suatu sistem, yang dapat 
membuatnya merasa terbantu dalam menyelesaikan 
pekerjaan dengan lebih efisien dan membuat pengguna 
menghasilkan tugas atau sistem yang diselesaikan (Thongsri 
et al., 2020). 

Intention to Use 

Menurut Law, (2020) yang menyatakan bahwa intention 
to use juga akan berkaitan dengan niat pengguna terkait 
menggunakan sistem atau teknologi setelah penggunaan 
awal. Sehingga akan mengacu pada TAM, bahwa intention to 
use dijadikan faktor kunci dalam menentukan penggunaan 
aktual pengguna sistem teknologi di masa depan. Intention 
to use sebagai behavioural construct dapat diterima sebagai 
representasi untuk attitude, behaviour dan actual use. 
Kemungkinan hal tersebut terjadi karena intention to use 
melalui refleksi dari sebuah pengetahuannya tentang adopsi 
teknologi akan mengarah pada sebuah perilaku sesorang 
dalam bertindak. Hal tersebut didukung dengan pernyataan 
menurut technology acceptance model, bahwa intention to use 
akan menentukan use behavior (Purwanto & Loisa, 2020). 
Intention individu diketahui sebagai penentu user behavior. 
Behavior didefinisikan sebagai intention to use pada seseorang 
dalam melakukan tindakan tertentu (Gupta & Arora, 2019). 
Sehingga intention to use dapat memprediksi behavior yang 
sesuai selama orang tersebut dapat mengambil tindakan 



1Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, 
Dan Social Learning Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 

1  PHKA, Dirjen. 2008. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga: 
Dipa BA-29 Tahun 2008. Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata 
Alam Direktorat Jenderal PHKA

2  Ujud, Tahajuddin. 2015. Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. 
Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, Jakarta

5Book Chapter : Era Digitalisasi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis untuk Keberlangsungan Perusahaan 

secara sukarela (Purwanto & Loisa, 2020). Berdasarkan 
TAM, actual usage behaviour dimodelkan sebagai fungsi 
langsung dari behavioural intention (Hossain et al., 2017). 
Selain itu, dalam konstruksi TAM  yang dikembangkan oleh 
Davis (1989) intention to use teknologi pada seseorang juga 
ditentukan oleh attitude. Berbagai penelitian sebelumnya 
telah menemukan pengaruh attitude terhadap intention 
to use sebuah aplikasi dalam konteks konteks self service 
banking technology (Fogarty & Rose, 2006).  

MODEL PENELITIAN DAN HIPOTESIS 

Orang dapat termotivasi untuk menggunakan sistem 
teknologi karena penghargaan intrinsik serta mendapat 
perceived usefulness (Hsu, 2017). Dengan begitu pengguna 
secara dalam dapat mengalami kenikmatan yang meningkat, 
disosiasi temporal, dan keingintahuan, yang di sebabkan oleh 
semua bentuk intrinsic motivation.  

Intrinsic motivation memberikan pengaruh penting 
pada prestasi belajar, kepuasan, dan persepsi pada ekspektasi 
kinerja (Shroff & Keyes, 2017). Dengan begitu, pengguna 
akan menerapkan berbagai strategi motivasi yang didasarkan 
pada keterampilan, pengetahuan, dan pengalamannya 
sendiri. Intrinsic motivation akan memiliki pengaruh 
langsung yang signifikan terhadap niat untuk menggunakan 
inovasi pada sebuah sistem teknologi (Chaurasia et al., 
2019). Individu yang termotivasi secara intrinsik terhadap 
penggunaan teknologi, menurut Chaurasia et al., (2019) 
akan terus memanjakan diri dalam menggunakan sistem 
teknologi tersebut untuk hasil eksplisit yang terkait dengan 
penggunaannya. Untuk pengguna seperti itu diketahui akan 
cenderung lebih rendah mengalami kesulitan terkait dengan 
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masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 
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penggunaan teknologi baru, karena mereka akan menikmati 
prosesnya dan menggunakan teknologi baru dianggap lebih 
mudah bagi mereka, dibandingkan dengan pengguna yang 
kurang merasakan motivasi intrinsik. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengguna dengan 
tingkat intrinsic motivation yang lebih tinggi akan memiliki 
kemauan lebih untuk melanjutkan intention to use teknologi.   
Selanjutnya pada konteks penelitian ini hipotesis diajukan 
sebagai berikut: 

H1: Intrinsic motivation berpengaruh positif terhadap 
intention to use aplikasi dan web oleh pegawai Bank 
Kalsel 

H2: Intrinsic motivation berpengaruh positif terhadap 
perceived ease of use aplikasi dan web oleh pegawai 
Bank Kalsel 

H3: Intrinsic motivation berpengaruh positif terhadap 
perceived usefulness aplikasi dan web oleh pegawai 
Bank Kalsel 

Melalui perceived ease of use akan memberi pengertian 
sejauh mana pengguna percaya bahwa mereka akan 
menggunakan teknologi baru tanpa kesulitan tertentu (Joo 
et al., 2018) serta mereka akan percaya bahwa suatu sistem 
mudah dipelajari atau digunakan (Sindhu Singh, 2018). Dalam 
konteks digitalisasi menggunakan aplikasi dan website, 
banyak faktor yang dapat meningkatkan kompleksitas. Jika 
layanan pada menggunakan aplikasi dan website mudah 
dipelajari dan digunakan, hal itu secara positif memengaruhi 
intention to use sistem tersebut. Karena pengguna akan 
percaya bahwa hal seperti kompleksitas tidak dapat terjadi, 
atau jika terjadi akan mudah untuk ditangani (Sindhu Singh, 
2018). Maka, hipotesis yang diusulkan sebagai berikut:  
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H4 = Perceived ease of use berpengaruh positif terhadap 
intention to use aplikasi dan web oleh pegawai Bank 
Kalsel  

Jika pengguna yakin bahwa mereka dapat memperoleh 
keuntungan dari sistem digitalisasi dalam menggunakan 
aplikasi dan website, maka kemungkinan besar pengguna 
tersebut akan mengadopsinya (Kasilingam, 2020). 
Karena hal itu tersebut akan memberi keuntungan pada 
pengguna. Sehingga dapat dinyatakan intention to use 
dalam sistem berbasis online lebih tinggi jika hal tersebut 
diniliai lebih memberi manfaat. Studi pendahuluan juga 
telah membuktikan secara empiris bahwa dalam bidang 
teknologi, perceived usefulness merupakan faktor penting 
yang merangsang penggunaan bentuk teknologi tertentu. 
Didukung juga dengan penelitian Marakarkandy et al. 
(2017) yang menelusuri penerimaan terhadap adopsi 
mobile banking, menunjukkan perceived usefulness memiliki 
pengaruh yang kuat pada intention to use mobile banking 
service. Dengan demikian, hipotesis yang diusulkan sebagai 
berikut: 

H5 = Perceived usefulness berpengaruh positif terhadap 
intention to use aplikasi dan web oleh pegawai Bank 
Kalsel  

Pengguna sistem digitalisai melalui perceived ease of 
use akan menganggap bahwa adopsi sistem teknologi lebih 
mudah digunakan, dan melalui perceived usefulness mereka 
menganggap perilakunya berguna. Terutama ketika dalam 
menggunakan sistem tersebut mereka telah termotivasi secara 
intrinsic yang dapat memunculkan perilaku sesuai kemauan 
dan ditentukan sendiri, serta mereka anggap sistem yang 
digunakan tersebut menarik, baru, dan menantang secara 
optimal (Chaurasia et al., 2019). Dengan begitu, mereka akan 
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tidak ragu dalam bertindak pada perilaku selanjutnya seperti 
intention to use digitalisasi dalam menggunakan aplikasi dan 
website berbasis online Oleh karena itu hipotesis penelitian 
ini diusulkan sebagai berikut:   

H6 = Perceived ease of use memediasi pengaruh intrinsic 
motivation mereka terhadap intention to use aplikasi 
dan web oleh pegawai Bank Kalsel  

H7 = Perceived usefulness memediasi intrinsic motivation 
mereka terhadap intention to use aplikasi dan web 
oleh pegawai Bank Kalsel 

RESEARCH DESIGN AND METHOD 
Methods 

Penelitian ini diketahui menggunakan pendekatan 
kuantitatif melalui survei terhadap seluruh pegawai di 91 
kantor cabang Bank Kalsel di Indonesia. Setelah data yang 
dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan tahapan selanjutnya 
yaitu teknik analisis. Pada penelitian ini melalui data yang 
telah diperoleh akan diuji menggunakan software LISREL 8.8 
yang merupakan bagian dari Structural Equation Modeling 
(SEM). LISREL merupakan software statistik yang akan 
digunakan dalam pemodelan persamaan struktural dalam 
menghasilkan hasil analisis statistik dan analisis faktor 
perhitungan. Software LISREL sendiri memiliki kelebihan, 
seperti memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi 
hubungan antara variabel yang kompleks. Tetapi dengan 
begitu, LISREL juga memiliki kekurangan seperti 
ketidakmampuannya dalam mengolah data SEM dengan 
jumlah sampel yang sedikit (Hair et al., 2010).  
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Data Collection Procedure 
Sehingga Diketahui data populasi yang digunakan 

dalam penelitian sebesat 556 responden yang berasal dari 91 
kantor cabang Bank Kalsel di Indonesia. Dengan demikian, 
teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling 
yang paada akhirnya terkumpul sampel sebanyak 375 
responden yang selanjutnya akan diuji dalam penelitian ini. 
Diketahui 375 responden yang digunakan sebagai sebagai 
repsonden penelitian merupakan hasil dari pertimbangan 
bagi pegawai yang lebih berinteraksi dengan menggunakan 
sistem teknologi dalam pekerjaannya di Bank Kalsel.  

PEMBAHASAN 

Hasil dari pengujian penelitian ini menunjukan 
pengaruh yang signifikan pada intrinsic motivation terhadap 
perceived ease of use dan perceived usefulness. Pengaruh 
intrinsic motivation terhadap perceived ease of use memiliki 
nilai t-hitung sebesar 12,96, yang berarti diketahui >1,64. 
Sedangkan pengaruh intrinsic motivation terhadap perceived 
usefulness memiliki nilai t-hitung sebesar 16,33, yang berarti 
diketahui >1,64. Sehingga dapat dinyatakan ketika intrinsic 
motivation yang dirasakan pegawai Bank Kalsel semakin 
tinggi, maka akan mempengaruhi pegawai Bank Kalsel dalam 
meningkatkan perceived ease of use dan perceived usefulness. 
Temuan ini memberikan dukungan pada penelitian 
sebelumnya mengenai  penerimaan penggunaan teknologi 
(Alalwan et al., 2018; Koenig-Lewis et al., 2015; Padilla-
Meléndez et al., 2013; Teo & Noyes, 2011). Dengan begitu, 
berdasarkan hasil penelitian akan menunjukkan tingginya 
enjoyment melalui pada intrinsic motivation yang dirasakan 
oleh para pegawai Bank Kalsel akan mempengaruhi tingginya 
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presepsi mereka atas kemudahan dan manfaat yang diperoleh 
dengan adanya digitalisasi di Bank Kalsel melalui berbagai 
aplikasi dan web yang tersedia. 

Kemudian penelitian ini menemukan pengaruh 
intrinsic motivation tidak signifikan terhadap intention to 
use. Pengaruh intrinsic motivation terhadap intention to use 
memiliki nilai t-hitung sebesar 1,48, yang berarti diketahui 
<1,64. Temuan ini memberikan dukungan pada penelitian 
sebelumnya mengenai penerimaan penggunaan teknologi 
yang menggunakan variabel perceived enjoyment sebagai 
variabel eksternal pada TAM (Balog, 2015; Koenig-Lewis 
et al., 2015; Sun, 2008). Hal ini memperlihatkan intrinsic 
motivation yang merupakan enjoyment yang dirasakan oleh 
pegawai Bank Kalsel dalam menggunakan aplikasi dan web 
yang tersedia bukan merupakan faktor penting bagi mereka 
untuk meng akses aplikasi dan web.  

Selanjutnya hasil dari pengujian penelitian ini 
menunjukan pengaruh yang signifikan pada perceived ease of 
use dan perceived usefulness terhadap intention to use aplikasi 
dan web yang menjadi bagian dari proses digitalisasi di Bank 
Kalsel. Pengaruh perceived ease of use terhadap intention 
to use memiliki nilai t-hitung sebesar 2,93, yang berarti 
diketahui >1,64. Sedangkan pengaruh perceived usefulness 
terhadap intention to use memiliki nilai t-hitung sebesar 
6,05, yang berarti juga diketahui >1,64. Temuan ini memberi 
dukungan berbagai jenis penelitian terbaru dalam lingkup 
penerimaan teknologi terkait hubungan antara perceived 
ease of use  dan intention to use (Alalwan et al., 2018; Bashir 
& Madhavaiah, 2015; Koenig-Lewis et al., 2015; Rouibah et 
al., 2016; Saadé & Bahli, 2005; Zhang et al., 2008). Dan juga 
temuan ini memberi dukungan banyak penelitian TAM yang 
telah menemukan pengaruh signifikan perceived usefulness 
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terhadap intention to use (Fan et al., 2013; Langer et al., 
2018; Ros et al., 2015). Hal tersebut memperlihatkan bahwa 
pegawai Bank Kalsel dalam menggunakan aplikasi dan 
web telah memiliki tingkat pengalaman dan pengetahuan 
tertentu untuk menggunakannya dengan aman dan efisien. 
Karena melalui perceived ease of use, pegawai Bank Kalsel 
akan menggunakan aplikasi dan web baru tanpa kesulitan 
tertentu dan mereka telah percaya bahwa suatu sistem mudah 
dipelajari atau digunakan. Selain itu, mereka juga didukung 
dengan melalui perceived usefulness, yang membuat pegawai 
Bank Kalsel menganggap menggunakan aplikasi dan web 
memberikan manfaat dan produktifas tambahan. Dengan 
demikian, mereka akan termotivasi untuk mengadopsi dan 
intention to use sistem tersebut. 

Hasil pengujian ini juga menemukan pengaruh tidak 
langsung dari intrinsic motivation melalui perceived ease 
of use dan perceived usefulness terhadap intention to use.. 
Pengaruh intrinsic motivation terhadap intention to use 
melalui perceived ease of use memiliki nilai t-hitung sebesar 
2,84, yang berarti diketahui >1,64. Sedangkan pengaruh 
intrinsic motivation terhadap intention to use melalui 
perceived usefulness memiliki nilai t-hitung sebesar 5,66, 
yang berarti juga diketahui >1,64. Hasil ini memperlihatkan 
kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh pegawai Bank 
Kalsel dalam menggunakan aplikasi dan web yang tersedia 
menghubungkan rasa enjoyment yang mereka rasakan 
dengan niat mereka mengakses aplikasi dan web sebagai 
bentuk penerimaan proses digitalisasi di Bank Kalsel. Temuan 
ini juga konsisten dengan penelitian TAM sebelumnya (Balog, 
2015; Koenig-Lewis et al., 2015; Sun, 2008).
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Implication for Manager 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi 
oleh jajaran manajemen perusahaan mengenai pengaruh 
intrinsic motivation, perceived ease of use, perceived usefulness 
terhadap intention to use digitalisasi pada suatu sistem 
teknologi di perusahaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi 
perusahaan di bidang indsutri dalam memberi dorongan 
atau inspirasi untuk bertindak suatu hal yang dapat mengacu 
pada kinerja yang tidak terkait dengan alasan apa pun, 
menumbuhkan kepercayaan bahwa menggunakan teknologi 
informasi akan membebaskan dari pekerjaan tertentu (tidak 
membuat mengeluarkan usaha berlebih), membuatnya 
pengguna terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan dengan 
lebih efisien, dan dapat mempengaruhi perusahaan dalam 
menumbuhkan minat untuk terus berpartisipasi mengadopsi 
suatu sistem dan menggunakan teknologi baru. Sehingga 
pada akhirnya akan menunjukan perubahan nilai kinerja 
yang diterima dan insentif yang diperoleh. 

KESIMPULAN 

Pada akhirnya para pegawai staff Bank Kalsel memiliki 
intention to use dan penerimaan yang tinggi terkait digitalisasi 
yang dilakukan di Bank Kalsel. Karena melalui intention to 
use para pegawai staff Bank Kalsel dapat menumbuhkan 
minat untuk terus berpartisipasi atau ikut mengambil peran 
dalam sebuah sistem tertentu. Hal tersebut juga terkait untuk 
menguji pegawai dalam menerima penggunaan aplikasi dan 
website dalam penyelesaian tugas kerjanya yang merupakan 
proses digitalisasi yang dilakukan di Bank Kalsel. Intention 
to use dalam penelitian ini juga mengarah untuk melihat 
intensitas para pegawai dalam melihat dan mengamati hasil 
penilaian kinerja mereka, laporan mengenai progress kerja, 
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diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
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dan update mengenai perkembangan informasi harian yang 
tersedia dalam aplikasi dan website milik Bank Kalsel. Secara 
tidak langung melalui digitalisasi dapat mempermudah 
sebuah proses bisnis dan mengukur kinerja karyawan 
pegawai staff Bank Kalsel. Melalui kebijakan digitalisasi yang 
diterapkan akan memberikan perubahan pola dan prosedur 
kerja para pegawai Bank Kalsel dari yang biasanya mereka 
lakukan. Selain itu, melalui digitalisasi Bank Kalsel dianggap 
akan memberikan efisiensi paling besar. Hal itu dapat terjadi 
ketika proses kerja yang terkait diubah untuk mengakomodasi 
peningkatan efisiensi, yang selanjutnya dimungkinkan dapat 
mengurangi resistensi terhadap perubahan. Karena hal 
tersebut dapat membuat para pegawai bersemangat untuk 
mencoba sesuatu yang baru.  

KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini didesain sesuai penerapan tentang 
pengalaman user atau pegawai dalam menggunakan 
berbagai aplikasi dalam proses digitalisasi di Bank Kalsel, 
sehingga aspekaspek terkait dampak sosial dan ekonomis 
dari adanya digitalisasi tidak termasuk dalam penelitian ini. 
Analisis mengenai aspek lain diluar penggunaan juga perlu 
dilakukan oleh penelitian selanjutnya, hal ini penting untuk 
menyelidiki area lain yang beriringan dengan penerapan dan 
proses penggunaan aplikasi. 

Selanjutnya penelitian ini merekomendasikan 
penelitian selanjuntnya untuk menyelidiki komparasi 
penerimaan dari perspektif generasional dan posisi jabatan. 
Hal ini akan memberikan pemahaman lebih luas mengenai 
bagaimana tiap generasional dan jabatan yang berbeda di 
dalam organisasi dalam kaitan adopsi teknologi.   
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*)Chapter ini merupakan luaran penelitian yang telah 
terbit pada jurnal Heliyon dengan judul “Digitalization 
in banking sector: the role of intrinsic motivation” pada 
tahun 2020 (https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.
e05801). 
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PENDAHULUAN 

Jumlah Bank yang banyak di Indonesia menciptakaan 
persaingan yang begitu ketat. Persaingan itu antara sesama 
bank milik pemerintah maupun swasta nasional ditambah 
lagi saat ini dengan masuknya bank-bank asing serta lembaga 
keuangan non-perbankan yang sangat berkontribusi dalam 
persaingan yang semakin kompetitif, sehinga perbankan 
harus memiliki strategi bersaing yang baik dan dari sisi 
nasabah, dihadapkan pada banyak pilihan pada bank atau 
lembaga non-perbankan yang dapat memberikan produk 
dan layanan yang lebih baik yang pada akhirnya menciptakan 
kepuasan dan pada akhirnya meningkatkan loyalitas nasabah. 

Dalam aspek loyalitas, tidak hanya akuisisi utilitas 
(acquisition utility) tetapi juga pertukaran utilitas (exchange 
utility) meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga 
menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan meningkatkan 
perilaku kewarganegaraan pelanggan (CCB). Implikasinya 

2
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adalah meningkatkan pertukaran utilitas (exchange 
utility) dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan 
utilitas pelanggan (customer utilities) dapat meningkatkan 
kewarganegaraan pelanggan (customer citizenship) melalui 
loyalitas pelanggan. (Kim.,et al. 2019).   

Peluang untuk produksi bersama dan nilai guna tidak 
hanya untuk meningkatkan niat mengunjungi kembali dan 
membeli kembali, tetapi juga mendapatkan manfaat dari 
manifestasi perilaku kewarganegaraan pelanggan seperti 
umpan balik pelanggan, advokasi, bantuan pelanggan ke 
pelanggan dan toleransi dalam layanan masa depan yang 
kurang memuaskan. Ioannis Assiouras. et.al ., 2019).  Dimensi 
kualitas layanan (sumber daya tak berwujud dan berwujud 
dari layanan penerbangan) yang secara tidak langsung 
mempengaruhi perilaku kewarganegaraan konsumen 
melalui nilai yang dirasakan. Mina Woo. (2019). 

Namun demikian, kepuasan tidak akan bisa terwujud 
tanpa dukungan dari banyak factor, antara lain adalah kualitas 
layanan. Dimensi kualitas layanan terdiri dari: (a) kualitas 
teknis (technical quality; what the customer get) dan (b) 
kualitas fungsional (functional quality; how the customer get). 
Gronroos (1984). Ada 22 indikator penentu kualitas layanan 
yang dirangkum dalam lima dimensi kualitas layanan yaitu 
berwujud (tangible); keandalan (reliability); ketanaggapan 
(responsiveness); jaminan dan kepastian (Assurance) serta 
empati (emphaty). Parasuraman., et al. (1988) dan faktor 
yang mempengaruhi nasabah dapat menerima layanan 
perbankan syariah khususnya bagi umat Islam adalah produk 
dan layanan, keandalan, serta ketersediaan outlet. Namun 
demikian, bagi nasabah yang non-Muslim justru produk dan 
layanan adalah faktor yang mereka rasa paling penting; faktor 
yang mereka rasa penting adalah kehandalan, ketersediaan 
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outlet dan agama. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan 
bahwa nasabah non-Muslim menerima layanan syariah 
bukan hanya karena merek Islam tetapi beberapa faktor lain 
seperti organisasi etis, kenyamanan pelayanan serta persepsi 
layanan. (Md. Abdul Jalil et al., 2014).   

Faktor lain yang sering luput dari perhatian peneliti 
adalah perilaku karyawan yang berinteraksi dalam organisasi 
sering disebut organizational citizenship behavior (OCB) yang 
didefinisikan sebagai perilaku yang ditunjukan oleh karyawan 
yang tidak hanya melakukan karena kewajiban dan tanggung 
jawabnya namun, karyawan juga melakukan peran yang lebih 
daripada apa yang menjadi tanggung jawabnya tanpa adanya 
reward atau apapun dari organisasi dan semata-mata hanya 
untuk kepentingan organisasi untuk tujuannya. organizational 
citizenship behavior (OCB) merupakan aspek khusus yang 
mendukung pemasaran bidang jasa dan berperan dalam 
meningkatkan layanan kepada pelanggan, karyawan dapat 
meningkatkan kepuasan pelanggan. Sabiote (2005); Kumar 
(2014). Kontribusi pada pengelolaan hubungan perusahaan 
dengan pelanggan, membentuk persepsi pelanggan tentang 
kualitas layanan prima dan dapat menimbulkan loyalitas 
pelanggan. Perilaku diluar peran disebut Service-Oriented 
Citizenship Behavior (S-OCB) dengan dimensi customer 
facilitation, organizational involvement, dan sportsmanship. 
Jain, Malhotra dan Guan. (2012). Dimensi S-OCB terbanyak 
yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan 
terdapat pada pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu 
dengan 6 dimensi serta urutan kedua pada Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR).  Harsono, et al (2017). S-OCB pegawai Bank 
Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat 
berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas layanan 
(servqual). Harsono, et al (2019). 
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Merujuk beberapa fenomena dan empiris yang telah 
dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk 
menguji pengaruh langsung: Service-Oriented Citizenship 
Behavior (S-OCB) dan kualitas layanan terhadap kepuasan, 
kepuasan terhadap loyalitas serta customer citizenship 
behaviour (CCB) dan loyalitas terhadap CCB. Selain itu juga 
menguji pengaruh tidak langsung: SOCB terhadap Loyalitas 
melalui kepuasan, SOCB terhadap CCB melalui kepuasan, 
kualitas layanan terhadap loyalitas melalui kepuasan, kualitas 
layanan terhadap CCB melalui kepuasan dan kepuasan 
terhadap CCB melalui loyalitas yang dilakukan pada Bank 
Pembangunan daerah dan Bank Perkreditan Rakyat. 

TELAAH PUSTAKA 
Kualitas layanan 

Beberapa studi yang panjang telah mengindetifikasikan 
dimensi untuk mengukur kualitas layanan antara lain kualitas 
teknis dan kualitas fungsional, Gronroos, (1984); kinerja 
(performance), corak (features), keandalan (reliability), 
conformance; daya tahan (durability), kemampuan layanan 
(serviceability), keindahan (aesthetics) serta kualitas 
yang dirasakan (perceived quality), Garvin (1984); dan 
responsiveness (tanggap), assurance (jaminan),  emphaty 
(empati),  tangible (keberwujudan), reliability (keandalan), 
Parasuraman et al.(1985) membagi dimensi kualitas 
layanan menjadi 5 (lima) dimensi sebagai berikut: 1.Bukti 
fisik (tangible elements) 2.Reliability 3.Responsiveness 
(Reaktivitas) 4.Assurance (Jaminan) 5.Empathy (Empati). 
Parasuraman. et al. (1988), service performance, Rust 
and Oliver, 1994) selain itu dimensi (interaction quality), 
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(environment quality) dan (outcome quality). Brady and 
Cronin. (2001). Zeithaml.dkk. (1990) mendefinisikan kualitas 
layanan sebagai “kesenjangan antara harapan atau keinginan 
pelanggan dan persepsi mereka. Zeithaml and Bitner (2000) 
menyatakan bahwa “kualitas layanan adalah evaluasi terfokus 
yang mencerminkan persepsi pelanggan terhadap aspek-
aspek tertentu dari suatu layanan, termasuk keandalan, 
daya tanggap, dan jaminan, empati, dan bukti nyata. Masalah 
proses seleksi nasabah bank telah menarik perhatian para 
peneliti, terutama di Amerika Serikat, beberapa negara Eropa 
dan kawasan lainnya (Senyucel, 2009).  

Studi diatas lebih cenderung menghubungkan dimensi 
kualitas layanan dengan kepuasan dan loyalitas. Namun 
yang menarik perhatian dalam penelitian layanan bahwa 
kualitas layanan dikonseptualisasikan sebagai sebuah 
hierarki dan dikonstruksikan multidimensi (Yilmaz et al., 
2018., Mittal et al., 2015). Penelitian Md.Abdul Jalil et al.2014 
mengkonfirmasi faktor yang mempengaruhi nasabah untuk 
menerima layanan perbankan syariah bagi umat Islam 
seperti: 1.Produk dan layanan, 2.Keandalan, 3.Ketersediaan 
outlet. Namun, bagi non-Muslim produk dan layanan adalah 
faktor yang paling penting; faktor penting lainnya bagi 
mereka adalah kehandalan, ketersediaan outlet dan agama. 
Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa non-Muslim 
menggunakan layanan Syariah bukan hanya karena merek 
Islami tetapi juga beberapa faktor lain seperti kesadaran 
layanan, kenyamanan layanan dan etika organisasi. Mokhlis 
Safiek (2009) juga mengkonfirmasi bahwa terdapat 9 
(sembilan) manfaat yang dicari pelanggan, yaitu: 1.Perasaan 
aman; 2.layanan ATM; 3.Manfaat finansial; 4.Kedekatan; 
5.Promosi penjualan; 6.Pengaruh orang; 7.Daya tarik; 
8.Penyedia jasa dan 9.Lokasi yang nyaman. 
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Meskipun terdapat banyak perdebatan tentang dimensi 
dari kualitas layanan, namun ada semacam kesepakatan 
tidak tertulis dari peneliti tersebut bahwa kualitas layanan 
antara organisasi maupun perusahaan bisa jadi berbeda, 
karena disebabkan perbedaan dalam aspek operasional, 
budaya organisasi, budaya setempat atau daerah dan 
bahkan perbedaan itu juga karena lingkupnya yaitu lingkup 
lokal, domestik atau internasional (Harsono, et al. 2019). 
Boonlertvanich, K. (2019) memaparkan bahwa kualitas 
layanan yang dirasakan pelanggan secara langsung dan tidak 
langsung mempengaruhi, melalui kepuasan dan kepercayaan, 
sikap dan loyalitas perilaku. Kualitas layanan mempengaruhi 
loyalitas pelanggan lebih sedikit jika pelanggan memegang 
status bank utama. Ehigie (2006) dan juga Bapat (2017) 
memaparkan bahwa selain kepuasan pelanggan, mereka juga 
menemukan bahwa kualitas layanan adalah anteseden dari 
loyalitas pelanggan. 

Service Organizational Citizenship Behavior (SOCB) 
Untuk menciptakan kepuasan pelanggan, perusahaan 

juga selalu menginginkan pegawai yang memiliki komitmen 
pada perusahaan, dengan komitmen tersebut memberikan 
kontribusi   ekstra di luar tugas dan kewajiban pokok mereka, 
antara lain mau melayani pelanggan tidak hanya pada jam 
kerja, bersedia melaksanakan tugas di luar hari dan jam 
kerja rutin tanpa mengharap imbalan, melakukan kegiatan 
promosi produk atau jasa kepada konsumen maupun 
pelanggan yang akan membawa manfaat buat perusahaan. 
Inilah di disebut dengan Organizational Citizenship Behavior 
(OCB). Dimensi Organizational Citizenship Behavior adalah: 
(1) Customer facilitation;  (2) Organizational involvement 
dan (3) Sportsmanship.  
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berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 
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Konsep baru tentang OCB dikemukakan oleh Williams 
dan Anderson pada tahun 1991, yaitu membagi OCB membagi 
dua dimensi yaitu dimensi yaitu (1) organizational citizenship 
behavior directed to individuals (OCBI) yaitu mengacu pada 
perilaku yang bermanfaat bagi individu dalam organisasi 
untuk skala yang lebih besar, termasuk membantu kolega yang 
memiliki tugas lebih berat; dan (2) organizational citizenship 
behavior directed to the organization  (OCBO) yaitu perilaku 
yang kondusif bagi organisasi secara keseluruhan, memiliki 
sikap positif dan selalu berbuat baik kepada organisasi. 
Borman dan Motowidle (1993) menyatakan industri layanan 
akan memiliki persyaratan yang lebih spesifik dalam perilaku 
karyawan ketika “menghadapi pelanggan dan mewakili 
organisasi kepada orang luar karena pesatnya pertumbuhan 
industri jasa.  

Podsakoff. dkk (2000), mengemukakan terdapat 
tujuh (7) dimensi Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) yaitu: (1) Sportivitas, yaitu kesediaan atau keinginan 
karyawan untuk bertoleransi kepada ketidaknyamanan 
yang muncul dalam menentukan pekerjaannya tanpa 
keluhan; (2) Civic Virtue, yaitu komitmen pegawai terhadap 
perusahaan secara keseluruhan dalam hal ini seperti 
menghadiri undangan rapat, memberikan masukan atau 
berpartisipasi aktif dalam segala aktivitas perusahaan. 
(3) Helping Behavior yaitu, perilaku pegawai yang dengan 
sukarela melakukan kegiatan membantu pegawai lain atau 
melakukan tindakan preventif terhadap permasalahan 
pekerjaan (4) Organizational Loyalty, yaitu wujud kesetiaan 
pegawai terhadap suatu perusahaan atau organisasi. 
Perilaku tersebut mencakup, antara lain menampilkan citra 
positif perusahaan, mengambil tindakan untuk membela 
perusahaan jika seseorang mendiskreditkan perusahaan 
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secara eksternal, dan mendukung serta mempertahankan 
tujuan perusahaan. (5) Organizational Compliance yaitu 
perilaku pegawai yang menaati seluruh peraturan, prosedur, 
dan ketentuan perusahaan/organisasi meskipun tidak ada 
yang mengawasinya. (6) Individual Initiative, yaitu bentuk 
dukungan dari dalam diri pegawai untuk menyelesaikan 
tugasnya dengan lebih baik atau melebihi standar yang telah 
ditetapkan. (7) Selft Development yaitu, perilaku pegawai 
yang bersedia secara sukarela meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan dan kemampuannya dengan mengikuti kursus, 
pelatihan, seminar atau mengikuti perkembangan terkini di 
bidang yang dikuasainya. 

Penelitian (Kumar, 2014) mengkonfirmasi bahwa 
dengan adanya Organizational Citizenship Behavior pada 
karyawan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ditinjau 
dari perspektif pemasaran, perilaku kewarganegaraan 
organisasi merupakan aspek spesifik yang mendukung 
pemasaran jasa dan berperan dalam meningkatkan 
layanan pelanggan (Sabiote.et al.2005 dan Kumar, 2014). 
Penelitian  (Jain, Malhotra, & Guan, 2012) mengungkapkan 
bahwa perilaku ekstra-peran ini merupakan perilaku 
kewarganegaraan berorientasi layanan Service-Oriented 
Citizenship Behavior (SOCB) yang berkontribusi dalam 
mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan, 
membentuk persepsi pelanggan terhadap keunggulan 
layanan dan dapat mengarah pada kepuasan pelanggan 
loyalitas.  

Melengkapi hasil penelitian terdahulu, Chen dan Chiu 
(2008) membuktikan bahwa “dukungan organisasi” dan 
“dukungan pengawasan” akan meningkatkan niat OCB. 
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Yoon dan Suh (2003) memaparkan bahwa meskipun 
OCB diterapkan dan ditekankan terlepas dari jenis industri, 
perilaku karyawan yang berorientasi layanan memerlukan 
lebih banyak focus. Yen dan Teng (2013) mengungkapkan 
bahwa OCBO cenderung menjadi umpan balik langsung dari 
apa yang karyawan pikirkan tentang karakteristik pekerjaan 
mereka sementara OCBI mencerminkan ekspresi alami kasih 
sayang karyawan di tempat kerja. Deng & Wang., (2014) 
menemukan ada dampak dari OCB yang berorientasi pada 
layanan berbasis tehnologi pada efisiensi tugas individu dan 
OCB berpengaruh terhadap efisiensi dari aktivitas jenis dan 
kompleksitas tugas yang terkait dengan tehnologi.  

Customer Citizenship Behavior (CCB) 

Groth (2005) dalam penelitiannya mendefinisikan 
perilaku kewarganegaraan pelanggan (CCB) sebagai 
perilaku sukarela dan diskresi yang tidak diperlukan untuk 
keberhasilan produksi dan / atau pengiriman layanan, 
tetapi secara agregat, membantu layanan tersebut. Lebih 
lanjut diungkapkan bahwa memperluas penelitian perilaku 
kewargaan organisasi (OCB) ke pelanggan dapat membantu 
mendapatkan wawasan berharga tentang bagaimana 
perilaku penciptaan nilai pelanggan berkontribusi terhadap 
keseluruhan keberhasilan organisasi layanan. Dijelaskan 
lebih lanjut bahwa pelanggan adalah sumber yang berharga 
untuk ide-ide baru strategi bisnis, membantu melatih 
pelanggan lain, dan berbagi pengalaman layanan yang 
mereka temui dengan manajemen.  

Bove et al. (2009) mendefinisikan perilaku 
kewarganegaraan pelanggan (CCB) adalah sebagai perilaku 
sukarela di luar peran yang disyaratkan pelanggan untuk 
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pemberian layanan, yang bertujuan untuk memberikan 
bantuan untuk fungsi organisasi yang efektif. Lebih lanjut 
Bove et al. (2009) memaparkan bahwa hal serupa untuk 
perilaku kewarganegaraan organisasi, pelanggan secara 
positif mempengaruhi kinerja karyawan, organisasi, dan 
pelanggan lain, dan membantu menciptakan pengaturan 
yang diinginkan untuk para pihak dalam pertemuan layanan. 
Christian Gilde, Stefano Pace, Simon J. Pervan  & Carolyn 
Strong., (2011) mendefinisikan customer citizenship behavior 
(CCB) adalah aktivitas diskresi oleh pelanggan, melebihi dan 
di atas persyaratan normal pertukaran, yang menguntungkan 
perusahaan. Johnson & Rapp., (2010) mendefinisikan 
perilaku kewarganegaraan pelanggan sebagai kebijaksanaan 
dan perilaku pelanggan peran ekstra yang menguntungkan 
organisasi. Jika melakukan flashback terkait dengan customer 
citizenship behavior, maka konsep ini tidak lepas dari peran 
Ford (1995) serta Bettencourt (1997) yang berpikiran bahwa 
jika karyawan dapat melakukan pekerjaan diluar pekerjaan 
utama mereka maka demikian juga pelanggan. Intinya 
bahwa dasar CCB adalah dari OCB konsep dari Organ (1988) 
tentang perilaku kewarganegaraan organisasi, sehingga 
dalam hal ini Bettencourt (1997) mendefinisikan perilaku 
kewarganegaraan pelanggan sebagai keleluasaan perilaku 
pelanggan yang mendukung kemampuan perusahaan untuk 
memberikan kualitas layanan. Ford., (1995) mengungkapkan 
fungsi organisasi yang efektif membutuhkan karyawan untuk 
bersedia melakukan berbagai perilaku spontan yang tidak 
ditentukan dalam pekerjaan mereka deskripsi. Lebih lanjut 
diungkapkan bahwa seperti halnya karyawan, pelanggan 
juga terlibat berbagai perilaku kewarganegaraan seperti 
melaporkan masalah kepada karyawan, merekomendasikan 
tempat bisnis ke teman, atau memajang stiker bemper yang 
mengiklankan dukungan mereka untuk suatu organisasi.  
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METODE PENELITIAN 

Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner 
dengan mengadopsi dimensi kualitas layanan dari 
(Parasuraman et al.1988) dengan 22 item pernyataan, 
dimensi SOCB dari (Sabiote and Roman, 2005) dengan 
42 item pernyataan. Dimensi CCB (Customer Citizenship 
Behavior) dengan 19 item pernyataan, kepuasan dengan 8 
item pernyataan dan loyalitas dengan 6 item pernyataan. 
Untuk mengukur instrumen penelitian ini digunakan enam 
poin skala Likert. Populasi penelitian nasabah BPD, sampel 
adalah nasabah BPD pada 6 kantor cabang. Teknik sampling 
menggunakan pendekatan nonprobability dengan teknik 
purposive sampling. Kuesioner yang dibagikan kepada 
301 nasabah melalui 30 pegawai BPD terpilih/dipilih 
yang mengikuti pelatihan. Analisis data meliputi analisis 
deskriptif dan analisis statistik untuk membuktikan hipotesis 
penelitian. Teknil analisis data menggunakan analisis model 
SEM-PLS dengan program WarpPLS. 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini telah mengikuti proses uji validitas dan 
reliabilitas yang meliputi (1) face validity yaitu meminta 
pendapat dan masukan dari rekan dan para ahli penelitian. 
(2) tahap kedua adalah dengan melakukan uji validitas dan 
reliabilitas sampel kecil pada 36 nasabah. 

Hasil uji sampel kecil di membuktikan indikator 
variable S-OCB, kualitas layanan, kepuasan, loyalitas dan 
CCB dinyatakan semuanya valid dengan nilai correlation of 
significant < 0.05. Semua variable S-OCB, kualitas layanan, 
kepuasan, loyalitas dan CCB dinyatakan reliabel karena nilai 
Cronbach Alpha > 0.60. Hasil output Model fit     dari Tabel 1. 
sebagai berikut:  
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Tabel 1. Model Fit and Quality Indices  

Indikator model Value Keterangan 

Average path coefficient 
(APC) 

=0.384 P<0.001 (Signifikan)  

Average R-squared (ARS) =0.415  P<0.001 (Signifikan) 

Average 	adjusted 	R-
squared (AARS) 

=0.412  P<0.001 (Signifikan) 

Average block VIF (AVIF) =2.150 acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 

Average full collinearity 
VIF (AFVIF) 

=3.080 acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 

Tenenhaus GoF (GoF) =0.465 small >= 0.1, medium >= 0.25, large 
>= 0.36 

Sympson’s paradox ratio 
(SPR) 

=1.000 acceptable if >= 0.7, ideally = 1 

R-squared 	 contri-
bution 	 ratio (RSCR) 

=1.000 acceptable if >= 0.9, ideally = 1 

Statistical suppression 
ratio (SSR) 

=1.000 acceptable if >= 0.7 

Nonlinear bivariate 
causality direction ratio 
(NLBCDR) 

=0.800 acceptable if >= 0.7 

Setelah dinyatakan bahwa hasil indeks fit memenuhi 
syarat, Gambar 1 berikut ini adalah hasil pengujian full 
model untuk penelitian ini yang menggambarkan pengaruh 
langsung dan juga pengaruh tidak langsung. 
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Gambar 1.  Full Model

 

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa: 

Menunjukan bahwa SOCB berpengaruh positif 
tehadap kepuasan. Terkonfirmasi dengan koefisien=0,10 dan 
probabilitas signifikansi P=0,04. Nilai ini lebih kecil dari level 
signifikansi (P) sebesar 0,05. Dengan demikian hipotesis 1 yang 
menyatakan SOCB berpengaruh positif terhadap kepuasan 
didukung. Hasil penelitian ini menyiratkan bahwa ketika 
bank dapat meningkatkan SOCB, ini juga akan meningkatkan 
kepuasan nasabah. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi hasil 
dari penelitian sebalumnya (Po-Hsuan Wu and Jui-Fan Liao., 
2016; Deng & Wang., 2014; Auh, Menguc, and Jung., 2014). 
SOCB berdampak pada kepuasan juga mengkonfirmasi 
literature-literatur manajemen HRM (Sabiote.,2005 dan 
Kumar., 2014). Hasil ini juga mengkonfirmasi beberapa 
catatan dan pesan nasabah saat mereka mengisi pertanyaan 
terbuka pada kuisioner terkait dengan apa yang mereka 
rasakan saat berinteraksi dengan bank.  

Menunjukan bahwa SOCB berpengaruh positif terhadap 
satisfaction (koefisien= 0,10 dan P=0,04) dan juga satisfaction 
berpengaruh positif terhadap loyalty (koefisien = 0,30 dan 
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P<,01). Oleh karena itu, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa 
SOCB berpengaruh terhadap loyalty dimediasi satisfaction 
didukung. Dengan kata lain satisfaction memediasi hubungan 
antara SOCB dan loyalty. Selain temuan ini sejalan dengan 
hasil penelitian sebelumnya (Po-Hsuan Wu and Jui-Fan Liao., 
2016; Deng & Wang., 2014; Auh, Menguc, and Jung., 2014). 
SOCB juga divalidasi sebagai antesenden dari kepuasan yang 
diusulkan dalam penelitian sebelumnya (Yen dan Teng., 
2013; Yoon dan Suh., 2003; Borman dan Motowidle., 1993; 
Sabiote.,2005; Kumar.,2014). Temuan ini juga sejalan dengan 
hasil penelitian sebelumnya bahwa kepuasan merupakan 
antesenden dari loyalitas (Boonlertvanich, K., 2019; Ehigie., 
2006; Bapat., 2017).  

Menunjukan bahwa SOCB berpengaruh terhadap 
satisfaction (koefisien=0,10 dan P=0,04) dan satisfaction 
berpengaruh positif terhadap CCB (koefisien=0,58 dan P<,01). 
Oleh karena itu, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa SOCB 
berpengaruh terhadap CCB dengan dimediasi satisfaction 
didukung. Dengan kata lain satisfaction memediasi hubungan 
antara SOCB dan CCB. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi 
hasil penelitian sebelumnya (Po-Hsuan Wu and Jui-Fan 
Liao., 2016; Deng & Wang., 2014; Auh, Menguc, and Jung., 
2014) dan temuan ini juga mengkonfirmasi hasil penelitian 
sebelumnya bahwa kepuasan merupakan antesenden dari 
CCB (Bettencourt., 1997; Groth., 2005 dan Bove et al., 2009). 
Kebaruan dalam penelitian ini adalah dikonfirmasi bahwa 
kepuasan memediasi hubungan antara SOCB dengan CCB. 

Menunjukan bahwa service quality berpengaruh positif 
signifikan terhadap satisfaction. Bukti ditunjukan dengan 
(koefisien= 0,47 dan P<,01). Dengan demikian hipotesis 
4 yang menyatakan service quality berpengaruh positif 
terhadap satisfaction didukung. Service quality dikonfirmasi 
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dalam penelitian ini sebagai antesenden dari satisfaction, 
hasil ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya (Ehigie., 
2006; Bapat., 2017; Soni, et al., 2019; Boonlertvanich, K. 
(2019). Temuan penelitian ini juga mendukung beberapa 
temuan yang populer dari penelitian sebelumnya dibidang 
pemasaran, dengan demikian service quality merupakan 
antesenden dari satisfaction. 

Menunjukan bahwa service quality berpengaruh 
terhadap satisfaction (koefisien=0,74 dan P<,01) dan 
satisfaction berpengaruh positif terhadap loyalty 
(koefisien=0,30 dan P<,01). Oleh karena itu, hipotesis 5 yang 
menyatakan bahwa service quality berpengaruh terhadap 
loyalty dengan dimediasi satisfaction didukung. Dengan kata 
lain satisfaction memediasi hubungan antara service quality 
dan loyalty. Hasil penelitian ini selain mengkonfirmasi hasil 
penelitian sebelumnya bahwa service quality merupakan 
antesenden dari satisfaction (Ehigie., 2006; Bapat., 2017; 
Soni, et al., 2019; Boonlertvanich, K., 2019). Sejalan juga 
dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa satisfaction 
merupakan antesenden dari loyalty dan satisfaction 
memediasi hubungan antara service quality dengan loyalty 
(Md. Abdul Jalil et al.,2014; Mittal et al., 2015; Yilmaz et al., 
2018). 

Menunjukan bahwa service quality berpengaruh 
terhadap satisfaction (koefisien=0,74 dan P<,01) dan 
satisfaction berpengaruh positif terhadap CCB (koefisien=0,58 
dan P<,01). Oleh karena itu, hipotesis 6 yang menyatakan 
bahwa service quality berpengaruh terhadap CCB dengan 
dimediasi satisfaction didukung. Dengan kata lain satisfaction 
memediasi hubungan antara service quality dan CCB.Selain 
kengkonfirmasi hasil penelitinan sebelumnya (Ehigie., 2006; 
Bapat., 2017; Soni, et al., 2019; Boonlertvanich, K., 2019). 
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Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya (Po-
Hsuan Wu and Jui-Fan Liao., 2016; Deng & Wang., 2014; Auh, 
Menguc, and Jung., 2014) satisfaction merupakan antesenden 
dari CCB (Bettencourt., 1997; Groth., 2005 dan Bove et al., 
2009). Kebaruan dalam penelitian ini adalah terkonfirmasi 
bahwa kepuasan memediasi hubungan antara service quality 
dengan CCB. 

Menunjukan bahwa satisfaction berpengaruh positif 
signifikan terhadap loyalty. Bukti ditunjukan dengan 
(koefisien= 0,30 dan P<,01). Dengan demikian hipotesis 7 
yang menyatakan satisfaction berpengaruh positif terhadap 
loyalty didukung. Hasil penelitian ini mengkinfirmasi 
beberapa temuan yang populer dari penelitian sebelumnya 
dibidang pemasaran, dengan demikian satisfaction 
merupakan antesenden dari loyalty (Po-Hsuan Wu and 
Jui-Fan Liao., 2016; Ioannis Assiouras. et.al., 2019; Ioannis 
Assiouras. et.al., 2019).   

Menunjukan bahwa satisfaction berpengaruh 
positif signifikan terhadap CCB. Bukti ditunjukan dengan 
(koefisien= 0,58 dan P<,01). Dengan demikian hipotesis 8 
yang menyatakan satisfaction berpengaruh positif terhadap 
CCB didukung. Dengan demikian satisfaction dikonfirmasi 
dalam penelitian ini, yang sejalan dengan hasil penelitian 
sebelumnya (Bettencourt.,1997; Groth., 2005; Bove et al., 
2009; Ioannis Assiouras. et.al ., 2019; Kumju Hwanga Bora 
Leeb., 2019; Mina Woo., 2019). 

Menunjukan bahwa loyalty berpengaruh positif 
signifikan terhadap CCB. Bukti ditunjukan dengan 
(koefisien= 0,21 dan P<,01). Dengan demikian hipotesis 9 
yang menyatakan loyalty berpengaruh positif terhadap CCB 
didukung. Temuan ini juga mendukung beberapa temuan 
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populer dari penelitian sebelumnya dibidang marketing 
relationship (Bettencourt.,1997; Groth., 2005; Bove et al., 
2009; Sang-Duck Kim, HyangMi Im, Ki-Hong Seo, Ok-Sook 
Yoon, Jong-Hun Kim., 2019). 

Menunjukan bahwa satisfaction berpengaruh terhadap 
loyalty (koefisien=0,30 dan P<,01) dan loyalty berpengaruh 
positif terhadap CCB (koefisien=0,21 dan P<,01). Oleh 
karena itu, hipotesis 10 yang menyatakan bahwa satisfaction 
berpengaruh terhadap CCB dengan dimediasi sloyalty 
didukung. Dengan kata lain loyalty memediasi hubungan 
antara satisfaction dan CCB. Dengan mengkonfirmasi 
hipotesis 7 dan hipotesis 9, maka hipotesis 10 ini merupakaan 
kebaruan temuan yang patut di perhatikan khususnya 
disektor perbankan. 

KESIMPULAN 

Telah terkonfirmasi pada pembahasan bahwa SOCB 
dan service quality berpengaruh positif signifikan terhadap 
satisfaction, selanjutnya satisfaction juga berpengaruh positif 
terhadap loyalty dan CCB, lebih lanjut loyalty berpengaruh 
positif signifikan terhadap CCB. Kontribusi utama penelitian 
ini adalah satisfaction memediasi hubungan antara SOCB 
dengan loyalty, memediasi hubungan antara service quality 
dengan CCB, serta loyalty memediasi hubungan antara 
satisfaction dengan CCB pada sector perbankan.  Hasil 
penelitian ini juga mengkonfirmasi pelaksanaan pelatihan 
yang dilakukan pada 30 pegawai bank sebelum penelitian 
ini dilakukan yang menjadi partisipan mencari responden, 
dibuktikan dengan peningkatan skor pemahaman tentang 
SOCB dan service quality perbankan. 
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Saran 

Temuan penelitian ini berkontribusi pada diskusi 
tentang hubungan langsung maupun mediasi yang kompleks 
antara SOCB, service quality, satisfaction, loyalty dan customer 
citizenship behavior (CCB). Penelitian ini memberikan bukti 
empiris hubungan satu sama lain seperti yang diusulkan 
dalam model penelitian. Oleh sebab itu saran dalam 
penelitian ini adalah manajemen bank selalu mengupgrade 
dan mengupdate pengetahuan, etika dan perilaku pegawai 
yang merupakan aset penting bank ini tercermin dari SOCB 
yang baik berdampak pada internal marketing kepada 
nasabah. selain itu juga aspek keberwujudan dan empaty 
dalam service quality perlu di tingkatkan mengingat dalam 
penelitian ini interaksi nasabah dengan bank banyak secara 
langsung. 

Menyarankan untuk penelitian mendatang agar 
melakukan penelitian pada beberapa bank yang berbeda 
operasional dan jangkauannya, sekaligus juga menambahkan 
beberapa factor antara lain adalah nilai yang diharapkan oleh 
nasabah. 

Implikasi penelitian  

Mengabaikan SOCB dan service quality oleh manajemen 
bank akan berdampak pada satisfaction, loyalty dan customer 
citizenship behavior dan pada akhirnya nasabah bisa beralih 
ke competitor lainnya. 

Keterbatasan Penelitian 

Responden dalam penelitian ini merupakan, 
responden/nasabah yang dicari oleh pagawai bank yang 
mengikuti pelatihan dan tentunya nasabah mengenal dekat 
dengan pagawai bank tersebut, sehinga bisa menimbulkan 
penilaian yang kurang objektif. 
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PENDAHULUAN 

Menolak kemajuan teknologi komunikasi dan informasi 
adalah suatu keniscayaan. Ekonomi global dan implementasi 
ekonomi digital merupakan bentuk penerimaan terhadap 
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu 
berdampak pula pada mekanisme perdagangan. Riset Google 
(2022)Transaksi belanja di e-commerce diproyeksikan 
tumbuh 59 miliar dollarAS(Kompas.com).  

Ada pergeseran perilaku belanja konsumen-produsen. 
Dimana penjual-pembeli bisa bertemu di dunia Maya(digital), 
yang hampir tidak ada batas ruang, tempat, dan waktu, untuk 
bertransaksi pembeli-penjual. Memudahkan, mempercepat 
dan efisiensi dalam sebuah sistem ekonomi. Sehingga 
berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. 
E-commerce bentuk perdagangan elektronik berbasis internet. 
Pertemuan antara bussines to bussines (BtoB), producent to 
consummer(PtoC), consummer to consummer(CtoC). Wadah 
interaksi masyarakat banyak lewat aplikasi seperti Facebook, 
Istagram, Twitter, TikTok, sebagai media sosial.  
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Ada komponen masyarakat yang mampu membaca 
peluang caruk pasar ; bagaimana caranya bisa mempertemukan 
penjual-pembeli lewat media sosial. Maka lahirlah platform 
jual-beli lewat media sosial (social media) sekaligus media 
komersial (social commerce). Sekarang jual-beli barang di 
paltform media sosial sudah menjadi tren. Dimulai pionir 
media sosial Facebook. Tahun 2007 memperkenalkan fitur 
Facebook marketplace sebatas etalase produk. Transaksi 
terjadi langsung antara pembeli dan penjual. Facebook 
lalu mengembangkan diri menjadi Facebook Shop yang 
hadir di Indonesia tahun 2020, tetapi tidak menyediakan 
fasilitas pembayaran di Indonesia. Aplikasi media sosial 
lain, Istagram, tahun 2020 menyediakan Istagram Shopping. 
TikTok mengikuti dengan TikTok Shop lengkap dengan fitur 
check out belanjaan.  

Dalam perkembangannya jika media sosial sekaligus 
menjadi media komersial (social commerce) akan 
membahayakan  usaha kecil menengah dan mikro lokal di 
Indonesia. Sebab saluran distribusisi dan agen penjualan 
akan terganggu, terpotong mata rantainya. Dari hulu ke hilir 
dikuasai oleh apikasi platform tersebut. Produsen langsung 
konsumen. Permendag No.31/2023 untuk melindungi produk 
lokal dan pedagang lokal. Ada  kekhawatiran persaingan harga 
tidak sehat. Predatory pricing yang dilakukan TikTokShop. 
Jatuhkan harga, hilangkan persaingan. Cenderung ke pasar 
monopoli. 

Produk yang dijual lewat social-commerce 90persen 
produk impor. 56persen omzet perdagangan online di 
Indonesia dinikmatin oleh asing (KemenKopUMKM,29/9/23). 
Jika dibiarkan SocialCommerce tersebut bisa ancam produk 
lokal tidak laku, mematikan pedagang lokal, timbulkan 
pengangguran dan turunkan income disposibel masyarakat. 
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kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  
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dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
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tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
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diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 
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Social Commerce hanya diperbolehkan sebagai sarana untuk 
memberikan penawaran barang-jasa. Dilarang memfasilitasi 
pembayaran pada sistem elektroniknya. 

Kajian Teori 

Mekanisme perdagangan adalah derivatif dari 
mekanisme pasar dalam struktur pasar ; (a)monopoli, (b)
oligopoli, dan (b)persaingan sempurna. Monopoli ; dominasi 
pasar dikuasai oleh satu perusahaan. Tidak ada perusahaan 
lain yang bergerak disektor itu. Oligopoli ; pasar dikuasai oleh 
dua-tiga perusahaan saja. Sedangan Persaingan sempurna 
adalah pasar yang memiliki banyak pesaing, banyak penjual-
banyak pembeli di satu line product. Sedangkan mekanisme 
pasar memiliki arti bertemuanya penjualpembeli dalam satu 
pasar. Pasar dalam arti sempit adalah bertemunya penjual-
pembeli yang menempati suatu tempat. Misalnya pasar 
Keputran di Surabaya, pasar Tanah Abang di jakarta, pasar 
Ciroyom di Bandung. Pasarnya di batasi oleh tempat, ruang 
dan waktu. Sedangkan kebalikannya pasar dalam arti luas 
adalah pasar tempat bertemunya penjual– pembeli yang 
tidak di batasi oleh ruang, tempat dan waktu. Seperti pasar 
online, ecommerce, e-dagang, atau perdagangan online, 
lewat dunia maya, bisnis digital. Interkasi penjual-pedagang 
lewat internet.  

Media Sosial atau social commerce adalah tempat 
bertemunya bisnis dengan bisnis (BtoB), bisnis dengan 
konsumen(BtoC), konsumen dengan konsumen(CtoC) 
melalui media elektronik-digital-internet. Tempatnya di 
platform aplikasi elektonik (ecommerce) yang dibuat oleh 
pihak ketiga yang mampu memfasilitasi transaksi online 
melalui pilihan konten, harga, barang, jumlah unit tertentu 
dikehendaki pembeli dan telah disediakan oleh penjual. Toko 
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online disebut Marketplace. Pembayarannya lewat emoney 
atau e-wallet. 

Ekonomi Digital adalah aktivitas penggunaan 
sumberdaya ekonomi seperti bahan baku, tenaga kerja, 
modal, teknologi yang dikelola secara digital oleh para 
manajer yang memiliki kemampuan manajerial untuk 
mengelola sumberdaya tersebut secara efisien guna 
memperoleh nilai tambah(value added) dan mafaat(utilitas) 
untuk kesejahteraan penduduk. Aktivitas ekonomi 
dilakukan secara elektronik(digital) mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, penganggaran, tindakan dan pengawasan. 
Aktivitas ekonomi produksi, perdagangan dan jasa dilakukan 
secara digital. Semua transaksi dalam sistem perdagangan 
atau mekanisme pasar dilakukan secara digital. Sebutan 
lain ekonomi digital adalah Online economic activity, 
Internet economy, Web economy. Definisi lain ekonomi digital 
adalah merupakan ekonomi yang didasarkan pada barang 
dan jasa yang dihasilkan oleh perangkat elektronik dan 
diperdagangkan melalui perangkat elektronik. Ekonomi 
digital termasuk e-commerce, e-marketplaces, online 
education courses, streaming platforms, social media, video 
conferencing, work-from home option, e-helts dan lain-lain.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy) 

Perdagangan Elektronik (E-Commerce). 

Elektronik Commerce atau e-commerce ; adalah segala 
kegiatan jual-beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan 
sarana media elektronik(internet). E-commerce lebih 
merujuk pada teknologi digital atau internet. E-commerce 
sering dianggap sama dengan marketplace, padahal berbeda.
marketplace merupakan salahsatu contoh dari bisnis model 
e-commerce. Marketplace berperan sebagai perantara yang 
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menghubungkan antara pihak pembeli dengan penjual. 
Marketplace semacam pasar di dunia maya (toko online) 
yang mempertemukan penjual dengan pembeli. Penjual 
yang memiliki lapak di marketplace, seperti lazada, Shopee, 
hanya menjalani aktivitas jual-beli dan leadeni pesanan yang 
dialkukan pembeli. Sedangkan aktivtas pengelolaan situs dan 
sebagainya, semuanya menjadi tanggung jawab dari pemilik 
situs (platform) jual beli online tersebut (https://www.djkn.
kemenkeu.go.id). 

Dalam e-commerce tidak terlepas dari istilah 
marketplace, e-money, e-wallet. Termasuk perbedaan 
antara e-money dan e-wallet. Marketplace adalah toko 
online. Emoney adalah jenis uang elektronik berupa kartu 
debet(ATM), kartu kredit(credit card), e-tol, uang digital lain 
yang diterbitkan oleh Perbankan atau lembaga keuangan 
lainnya. Pemegang kartu e-money diharuskan mempunyai 
rekening perbankan. Contoh e-money di Indonesia al.; Brizzi 
dari BRI, TapCash dari BNI, Flazz dari BCA, e-Money dari 
Mandiri, dan lain-lain. E-wallet adalah aplikasi finansial 
teknologi(fintech) yang pemegangnya tidak harus memiliki 
rekening perbankan atau lembaga pemilik platfrom, cukup 
identitas PIN saja. Contoh e-wallet al.; GoPay, ShopeePay, 
DANA, LinkAja, PayTern, DOKU dan OVO.     
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Kasus TikTokshop. Peraturan Menteri Perdagangan 
(Permendag) No.31/2023 tentang Perizinan Berusaha, 
Periklanan, Pembinaan,  dan Pengawasan Pelaku Usaha 
dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan itu 
merupakan revisi atas Permendag No.50/2020. Peraturan 
tersebut untuk menghilangkan peluang lokapasar dan 
penyelenggara media sosial dengan fitur dagang (social 
commmerce) melakukan praktek  jual-rugi (predatory 
pricing). Pemerintah menduga  paltform ByteDance China, 
TikTok dengan TikTokShopnya melakukan strategi bisnis 
menjual produk dengan harga rendah untuk menghilangkan 
persaingan. Banyak produk dijual di grosir  di Indonesia 
harganya Rp7.000 (tujuh ribu rupiah). TikTok bisa jual 
Rp4.000(empat ribu rupiah). Separuh dari itu. Itu yang disebut 
predatory pricing (Mendag,28/9/23). Harga distributor dan 
after sales di loncati. Praktik jual rugi dijalankan selama 
beberapa bulan, setelah itu harganya normal kembali. Tujuan 
terbit Permendag No.31/2023 itu adalah untuk melindungi 
UMKM di 

Indonesia jangan sampai gulungtikar. Hindari 
predator pricing dalam praktek e-dagang. (Apindo,Tirza 
R.M.)Permendag untuk mencegah  praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat di e-dagang. Tata niaga bisnis e-dagang 
juga memberikan kepastian tidak ada platform ang menguasai 
mata rantai perdagangan daring dari hulu hingga ke hilir. Ini 
meminimalisir potensi praktik monopoli dan persaingan 
yang tidak sehat. Penerapan syarat lebih ketat pada lokapasar 
(marketplace) luar negeri hingga aturan ambang batas harga 
minimu US$100 per unit atau setara Rp1,5juta per unit pada 
lokapasar cross border bakal membawa UMKM berdaya 
saing di tengah merebaknyaproduk impor. penguatan secara 
riil terhadap pelaku UMKM perlu dilakukan. Shinta Ketua 
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umum Apindo menyetujuinya. Juga Bima Laga Ketua umum 
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyambut baik 
diberlakukannya Permendag No.31/2023 definisi batasan 
social commerce sudah jelas. Permendag tersebut memuat 
antara lain; (a)pasal 21(2) Marketplace atau social commerce 
dilarang bertindak sebagai produsen ; (b)pasal 21(3) social 
commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada 
sistem elektronik ; (c)pasal 19(2) harga minimum barang 
impor yang dijual dalam marketpalce tidak boleh di bawah 
US$100 per unit setara dengan (Rp1,5juta) per unit. (d)pasal 
13(3b) e-dagang dan afiliasinya dilarang menyalahgunakan 
data ; (e)pasal 5(4) pedagang (merchant) luar negeri yang 
menjual barang impor wajib memenuhi standar barang 
seperti (standar Nasional Indonesia(SNI) hingga sertifikasi 
halal. 

METODE DAN RUANG LINGKUP 

Metode dalam kajian ini menggunakan metode 
deskriptif dan kajian literatur. Data empiris maupun data 
teoritis dihimpun dari berbagai sumber. Bahan diskusi hasil 
kajian untuk menjawab rumusan masalah dipaparkan pada 
beberapa pertanyaan. Data sekunder berupa gambar logo 
marketplace, e-commerce, e-money, e-wallet diambilkan dari 
websitenya pemilik platform aplikasi bersangkutan. Kajian 
dalam empat-lima tahun pengamatan. 

 
HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan kajian empiris dan teori bahwa 
kemajuan teknologi komunikasi dan informasi adalah 
suatu keniscayaan yang tidak mungkin untuk ditolak. Akan 
tetapi harus dihadapi. Perubahan yang mengglobal tersebut 
hampir dipastikan tidak batas ruang waktu dan tempat. 
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Cakupan pasar semakin meluas. Interaksi produsen dengan 
konsumen semakin dekat, mudah dan cepat. Biaya produksi, 
biaya saluran distribusi, jaringan penjualan semakin efisien.   

Nasib model bisnis social commerce yang sedang 
trend, di Indonesia sudah diputuskan dengan Kepmendag RI 
No.31 tahun 2023. Jika mau jalan terus, TikTok Shop harus 
izin e-commerce. Regulator memang ibarat kejar-kejaran 
mengatur cara belanja yang sedang tren tersebut. Akhirnya 
media sosial akan beralih ke social commerce.    

Media sosial yang digunakan oleh masyarakat dalam 
transaksi perdagangan itu seperti ; TikTok, Istagram, 
Facebook, Twitter, WhatApp, YouTobe, WeChart, FBMasager. 
Di Indonesia pada tahun 2023 secara empiris ada tujuh 
media sosial dengan pengguna terbanyak ; secara berurutan 
terbanyak pertama, Facebook 3juta pengguna ; kedua,YouTobe 
2.5juta pengguna ; ketiga, WhatsApp 2 juta pengguna dan 
keempat Istagram sama 2juta pengguna ; kelima, WeChart 
1,3jt pengguna ; keenam, TikTok 1,1jt pengguna dan ketujuh, 
FB Messenger 900 pengguna saja. Logo aplikasi sosial media 
(social media) yang digunakan tak asing ditelinga masyarakat 
yakni ;  
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TikTok urutan ke tujuh, malahan kedua terakhir setelah 
FBMassanger. Didominasi oleh Facebook, diikuti YoTobe, 
WhatsApp, dan Istagram.  

Menurut perusahaan riset pasar Insider Intelegence 
(2022), TikTok Shop platform asal China tersebut berhasil 
menggaet 135 juta pengguna di Asia Tenggara per Mei lalu. 
Sementara pengguna TikTok Shop di Indonesia mencapai 113 
juta. Indoesia menjadi pasar terbesar kedua setelah Amerika 
Serikat (AS). Sementara berdasarkan data di laman The 
Information, 2022 nilai total barang atau Gross Merchandise 
Volume (GMV) pada transaksi TikTok Asia Tenggara 
mengalami peningkatan hingga empat kali lipat sebesar 
US$4,4 miliar. Sedangkan jumlah pengguna TikTok di Amerika 
Serikat mencapai lebih dari 150 juta. Info Techcrunch, TikTok 
di AS bekerjasama dengan lebih dari 200.000 penjual dan 
lebih dari 100.000 konten kreator yang juga bekerjasama 
mengikuti program afiliasi (Kontan, Ekonomi Digital 2-8 
Oktober 2023-h.19). 

TikTok Shop dengan strategi jatuhkan harga predator 
pricing mampu menggeser market place online yang sangat 
digemari Bukalapak dan Lazada. Misalnya beli baju anak 
merek (brand) Disney kalau beli di Mall Rp200.000 hingga 
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Rp300.000, tetapi harga di TikTok Shop dijual seharga 
Rp30.000 itupun bermerk dan asli. Kekurangan di TikTok 
tidak ada fasilitas pengembalian dana dan barang seperti 
e-commerce. Marketplace di Indonesia ;

1 	 Shopee  158 juta  
2 	 Tokopedia  117 juta  
3 	 Lazada  83,2 juta  
4 	 Blibli  25,4 juta  
5 	 Bukalapak  18,1 juta  
Sumber : katadata.co.id (2023)  

 
Ini jumlah kunjungan e-commerce kuartal satu 

2023 (Januari-Maret) dengan urutan platform aplikasi 
marketplaces ;  Shopee 158 juta pengunjung, Tokopedia 117 
juta pengunjung, Lazada 83,2juta pengunjung, Blibli 25,4 
juta pengunjung, Bukalapak 18,1 juta pengunjung. Shoppe 
tertinggi dan terendah Bukalapak. 

     
Sumber:katadata.co.id (2022) 
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Survey yang dilakukan Jakpot semester satu 2022 
(Januari-Maret) ada beberapa pilihan jenis produk 
belanja online yang dipilih oleh 1.420 responden. Hasilnya 
menunjukkan ; fesysen  urutan teratas, berikutnya belanja 
gaway&elektronik, belanja bahan makanan segar, belanja 
perabotan, belanja perlengkapan anak dan terakhir belanja 
perjalanan&rekeasi. Responden  dari kelompok usia ; 50% 
milenial, 36% Gen-Z, 15% Gen-X. Dibagi ke dalam wilayah ; 
41% luar pulau Jawa, 35% di pulau Jawa, dan 24% di jakarta. 

Perdagangan secara online semakin masif dan tumbuh 
pesat. Bank Indonesia mencatat nilai transaksi perdagangan 
secara elektronik di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 
Rp476 triliun dengan volume transaksi menembus angka 
3,49 miliar kali. Nilai transaksi perdagangan secara online 
pada tahun 2022 telah meningkat sebesar 18,8% dari 
tahun sebelumnya sebesar Rp40 triliun. Melihat potensi 
pasar yang besar diharapkan perdagangan secara online ini 
dapat mendongkrak usaha pelaku usaha kecil menengah 
dan mikro di Indonesia. Sangat pening untuk melindungi 
dan memproteksi ekonomi domestik agar pasar digital 
Indonesia potensinya tidak dikuasai oleh asing (Bisnis 
Indonesia,29/9/23). 

Pada tahun 2022 jumlah usaha mikro, kecil dan 
menengah di Indonesia lebih dari 65 juta unit merupakan 
potensi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sekitar 20juta 
unit dan diharapkan terus meningkat yang telah terkoneksi 
dengan jaringan digital online. 
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Jumlah UMKM di Indonesia (juta unit) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

59,26 61,65 62,92 64,19 65,47 

 

Jumlah UMKM Onboarding Ekosistem Digital (juta unit) 

2022 2023* 2024* 

20,5 24 30 

Sumber : KemenkopUMKM (2022). 

 Tetapi ada persepektif lain dari para pedagang online. 
Memandang dengan adanya Permendag No.31/23 justru 
berdampak negatif kepada 13 juta pedagang daring(online) 
yang sudah bergabung berdagang online. Itu versi Online 
sellers. Sebab 13 juta pelaku tersebut sudah berinvestasi 
banyak, mengeluarkan dana yang besar, termasuk ; software, 
modal,  tenaga kerja, teknologi atau barang yang sudah dibeli. 
Sebaiknya aturan itu dilaksanakan secara bertahap, ada 
aturan transisi dan cara kerja baru. Misalnya perlu dijelaskan 
batasan perbedaan antara social media dengan e-commerce. 
Jika dari sisi usaha kecil, menengah yang belum ikut online, 
tentu saja produknya tidak akan laku. sebab kalah bersaing. 
Pasarnya terbatas. Berbeda dengan pasar online sangat 
terbuka, meluas, mudah, lintas geografis, lintas sosiologis, 
dan lintas psikografis. Dari segi aspek pasar, harga, jangkauan, 
para pedagang offline tentu kalah. Tugas pemerintah memang 
harus mampu melindungi seluruh kepentingan stakholder 
dari mulai investor, pedagang, konsumen, dan distribusi 
pendapatan yang adil bagi semua. Jangan sampai barang 
lokal tidak laku di pasar diakibatkan banyak barang impor 
yang harganya jauh lebih murah dari harga barang lokal. 
Dampak banyak pedagang lokal gulung tikar. Pengangguran 
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bertambah, daya beli masyarakat menurun. Tentu saja 
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk juga 
menurun. Ini semua dikembalikan kepada tujuan semula 
dari para pelaku pasar-ekonomi di Indonesia ; konsumen 
rumah tangga, perusahaan swasta dan kebijakan pemeritah. 
Hindari dari praktek monopoli e-commerce dari hulu ke hilir 
oleh kepemilikan asing. Lindungi marketplace lokal, juga 
pedagang offline. 

KESIMPULAN 

Perdagangan internasional ekspor-impor digital 
merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi Indonesia 
yang terbuka. Merebaknya  perdagangan elektronik, digital 
ekonomi, e-commerce, social media, social commerce 
atau perdagangan berbasis digital (internet) sebagai 
implementasi dari kemajuan teknologi komunikasi dan 
informasi. Emoney, e-wallets, marketplaces sebagai platform 
aplikasi yang memediasi perdagangan elektronik. Kecepatan, 
kemudahan, meluasnya segmentasi pasar, efisiensi sebagai 
tujuan dari penerbit platform aplikasi. Kemendag RI 
No.31/23 melarang aplikasi media sosial menjadi sosial 
komersial. Transaksi diperbolehkan social media tidak lebih 
dari Rp1,5juta. Untuk menjaga, melindungi produk lokal dan 
pedagang kecil-menengahmikro melalui praktek  predator 
pricing dari aplikasi afiliasi asing (kasus TikTokShop). Social 
media, leader Facbook, YouTobe, WhatApps, Istagram, TikTok. 
Jika dibiarkan produk lokal dikalahkan  produk impor, 
dampaknya timbulkan pengangguran, pendapatan menurun, 
pertumbuhan ekonom melemah. Hindari monopoli produk, 
dan ecommerce asing.  
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PENDAHULUAN

Sejak era pandemic covid 19, hampir semua transaksi 
dilakukan secara online. Bukan transaksi berbelanja saja 
tetapi proses pembelajaran juga dilakukan secara online, 
hal ini dikarenakan tidak boleh adanya interaksi langsung 
yang dapat menyebabkan timbulnya penularan covid 
19. Dan semenjak akhir tahun 2019 sampai sekarang 
masyarakat sudah membiasakan diri untuk bertransaksi 
online (e-commerce). Tentunya tidak hanya masyarakat saja 
bertransaksi online (e-commerce) tetapi juga perusahaan baik 
skala mikro, kecil, menengah dan skala besar juga bersaing 
untuk memasarkan produk secara online guna meningkatkan 
omset penjualannya (Alwendi, 2020). Dengan begitu 
seiring berjalannya waktu memang benar perkembangan 
teknologi sangatlah cepat berkembang dari mulai transaksi 
penggunaan uang kartal sampai penggunaan uang digital, 
dari mulai transaksi penggunaan uang tunai sampai transaksi 
penggunaan uang non tunai (Dedi Riswandi, 2019).  

Perilaku masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan 
hidup baik kebutuhan primer maupun skunder terus 
berkembang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga 
masyarakat sudah mulai membiasakan menggunakan 

4
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uang digital dan uang eletronik disetiap transaksi online. 
Pembayarannya sudah menggunakan virtual account, scanner 
barcode (QR), e-money maupun transfer bank melalui mobile 
banking (Lina Marlina, Ahmad Mundzir, 2020).Berikut data 
pengguna transaksi online (e-commerce) di Indonesia 

Berdasarkan data statistik diatas jumlah pengguna 
e-commerce di Indonesia meningkat dari tahun 2022 sebesar 
178,94 juta orang ke tahun 2023 sebesar 196,47 juta orang 
(Mustajab.,2023). Peningkatan tersebut membuktikan bahwa 
masyarakat lebih fleksibel, simple dan nyaman bertransaksi 
online, meskipun ada kelemahan dalam bertransaksi online. 
Hal ini juga membuktikan bahwa masyarakat dengan 
bertransaksi secara online bisa dilakukan dirumah atau 
dimanapun tanpa harus datang secara langsung.  Tentunya 
dengan menyeimbangkan perilaku masyarakat tersebut 
maka  mengakibatkan perilaku bisnis juga harus berubah, 
perilaku bisnis mulai berfikir, berinovasi bagaimana caranya 
memudahkan masyarakat untuk berbelanja secara online. 
Untuk itu sudah mulai muncul adanya aplikasi transaksi 
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online atau aplikasi e-commerce yang dapat memudahkan 
masyarakat dalam bertransksi secara online antara lain 
aplikasi shopee, tokopedia, bukalapak, lazada, traveloka, dan 
lainnya (Muhammad Ermanja, 2022).  

Transaksi online e-commerce) merupakan transaksi 
yang dilakukan pembeli dan penjual secara online melalui 
suatu aplikasi dimedia internet, tanpa adanya pertemuan 
secara langsung antara pembeli dan penjual. Transaksi 
online (e-commerce) terkait juga dengan adanya penggunaan 
uang eletronik dan uang digital yang tentunya berbeda dalam 
menggunakannya. Penggunaan uang elektronik atau dikenal 
e-money adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik 
dengan nilai uang yang disimpan dalam media elektronik 
tertentu, seperti e-money Mandiri, Britzi, Flazz BCA, dan 
lainnya. Pengisian saldo e-money dapat dilakukan melalui 
aplikasi shopee, tokopedia, mobile banking atau melalui 
ATM (Isna Rifka Sri Rahayu, 2021). Berbeda halnya dengan 
penggunaan uang digital atau dikenal e-wallet adalah alat 
pembayaran dengan pengguna hanya perlu memiliki akun 
dilayanan uang digital yang dipilih, seperti OVO, GoPay, 
Dana, Link Aja dan lainnya. Selanjutnya pengguna akun 
harus mengisi saldo akun dengan cara melakukan transfer 
bank atau penggunaan fitur top up lainnya yang disediakan 
oleh aplikasi e-wallet. Setelah pengguna akun melakukan 
pengisian saldo atau top up terisi maka pengguna dapat 
menggunakan untuk membeli barang dan jasa secara online.  
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TELAAH PUSTAKA  

1.	 Transaksi Online (E-Commerce) 
a.	 Transaksi 

Transaksi merupakan kegiatan dalam 
dunia bisnis yang melibatkan proses 
jual beli barang dan jasa yang diukur 
dengan uang. Adapun jenis transaksi 
ada 2 yakni (1) transaksi internal dan 
(2) transkasi eksternal. (1) Transaksi 
internal adalah aktivitas ekonomi yang 
melibatkan internal perusahaan dalam 
mempengaruhi perubahan keuangan 
perusahaan, misal pinjaman pegawai, 
aset perusahaan yang dibeli oleh pegawai 
dan lainnya. (2) Transaksi eksternal 
adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan 
eksternal perusahaan yang menimbulkan 
perubahan keuangan diperusahaan 
(Wildana Husada, 2021).  

b.	 Transaksi online (e-commerce)  

Merupakan kegiatan transaksi jual beli 
barang dan jasa yang menggunakan metode 
pembayaran secara online. Dan transaksi 
online (e-commerce)ini difasilitasi oleh 
penyedia layanan pembayaran (Cornelia 
Lyman, 2021). Jenis transaksi online yang 
paling dilakukan oleh masyarakat  antara 
lain pembelian pulsa, pembayaran listrik, 
pembayaran air, pembayaran telepon, 
pembayaran travel dan lainnya. Tentunya 
jenis transaksi online (e-commerce) 
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tersebut ada dilayanan mobile banking 
yang memudahkan dalam bertransaksi. 
Sistem transaksi online (e-commerce) 
langsung memotong saldo dari bank 
sehingga saldo harus mencukupi untuk 
melakukan pembayaran secara online 
tersebut.  

 
2.	 Uang Elektronik 

Uang eletronik atau dikenal e-money adalah 
suatu alat pembayaran dalam bentuk 
elektronik dengan nilai uang disimpan dalam 
media elektronik seperti server atau chip. Uang 
eletronik (e-money) umumnya dalam bentuk 
kartu seperti Mandiri emoney, BCA Flazz, 
BRI Brizzi, BNI TapCash, dan lainnya. Dalam 
peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 
pasal 1 ayat 3 dan ayat 4 menjelaskan bahwa 
uang eletronik (e-money) harus memenuhi 
unsur-unsur antara lalin : 

a.	 Diterbitkan atas dasar nilai uang yang 
dilakukan penyetoran terlebih dahulu 
kepada peneribit uang eletronik 
(e-money). 

b.	 Nilai uang disimpan secara elektronik 
dalam media server atau chip. 

c.	 Dimanfaatkan sebagai alat pembayaran 
kepada pedagang yang bukan 
merupakan penerbit uang eletronik 
(e-money). 
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d.	 Nilai uang eletronik (e-money) yang 
dikelola oleh penerbit bukan merupakan 
simpanan/tabungan sebagaimana 
dimaksud dalam UU yang mengatur 
perbankan (Indonesia, 2014). 
 

3.	 Uang Digital 

Uang digital atau e-wallet merupakan suatu 
alat pembayaran dalam bentuk elektronik, 
tidak memiliki bentuk fisik seperti halnya uang 
kertas dan uang logam tetapi uang tersebut 
dicatat dan ditransfer melalui system secara 
online. Uang digital (e-wallet) memiliki manfaat 
yakni memudahkan dalam bertransaksi 
tanpa menggunakan uang tunai sehingga 
dapat mempercepat system pengiriman dan 
penerimaan uang. Adapun jenis uang digital 
(e-wallet) yaitu GoPay, OVO, DANA, LinkAja, 
dan aplikasi lainnya (Soukotta, 2022). 
 

4.	 Perbedaan Uang Elektronik (E-Money) Dan 
Uang Digital (E-Wallet) Alat pembayaran 
yang digunakan dalam transaksi online 
(e-commerce) secara umum menggunakan 
uang elektronik (e-money) dan uang digital 
(e-wallet), tetapi keduanya bukan hal yang 
sama. Tentunya sama-sama digunakan dalam 
transaksi online (e-comerce), tetapi dari segi 
bentuk dan penerbit dari keduanya. Memang 
keduanya dalam penggunaan transaksi online 
(e-commerce) melakukan pengisian saldo dari 
bank baru bisa digunakan untuk pembayaran 
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online. Berikut perbedaan uang elektronik 
(e-money) dan uang digital (e-wallet) : 

 
Tabel 1. Perbedaan uang elektronik (e-money) dan uang digital 

(e-wallet) 

Perbedaan  Uang Elektronik  
(e-money)  

Uang Digital  
(e-wallet)  

Pengertian  Nilai 	 uang 	 disimpan 
dalam 	 bentuk 	 media 
elektronik 	
digunakan sebagai 	
alat pembayaran.  

Layanan 	elektronik 
untuk penyimpanan 
data dan 	instrumen 
pembayaran.  

Bentuk  Berbasis chip atau kartu 
sementara.  
 

Berbasis 	server 	 atau 
aplikasi.  

Pengisian 
Saldo  

Melalui ATM Bank 
Penerbit, aplikasi mobile 
banking dengan NFC.  

Melalui mobile banking.  

Penerbit 
Elektronik  

Uang Pihak 	 Bank 	 dan 
Teknologi Finansial atau 
Fintech.  

Teknologi Finansial atau 
Fintech.  

Kegunaan  Pembayaran alat 
trasnportasi, tarif tol, 
maupun tempat hiburan.  

Pembayaran transaksi 
online.  

Contoh 
Produk  

Mandiri e-money, BCA 
Flazz, BRI Brizzi, BNI 
TapCash.  

GoPay, OVO, DANA, 
LinkAja.  

Sumber : (Yuli Nurhanisah, 2022)  

METODE KAJIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian kualitatif yakni dengan menggunakan 
kajian pustaka (Library Research). Dan pengambilan kajian 
pustaka dari referensi artikel dan website (internet). Selain 
itu juga adanya keterlibatan langsung oleh peneliti dalam 
melakukan transaksi online (e-commerce) yang dapat 
mempertegas data-data yang diperlukan dalam melengkapi 
penulisan artikel ini. 
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PEMBAHASAN  
1. Transaksi Online (E-Commerce) 

Transaksi online (e-commerce) di Indonesia 
menunjukkan pertumbuhan yang meningkat 
dari tahun 2022 dengan nilai transaksi online 
(e-commerce) sebesar Rp 476 triliun (Lazuardhi 
Utaman, n.d.).  Hal ini membuktikan bahwa 
sejak era pandemic covid 19 masyarakat sudah 
merasa nyaman melakukan transaksi online 
(e-commerce), memang dari transaksi ini 
masyarakat dimudahkan oleh system aplikasi 
transaksi online. Jenis pembayaran apapun 
bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi 
transaksi online (e-commerce), seperti halnya 
berbelanja, pembayaran listrik, air, telepon, 
asuransi, pembelian emas,dan lainnya. Berikut 
proses transaksi online (e-commerce) di 
Indonesia : 
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Berdasarkan proses transaksi online (e-commerce) ada 
beberapa tahapan antara lain : 

a.	 Konsumen memesan produk melalui transaksi 
online (e-commerce). 

b.	 Aplikasi transaksi online (e-commerce) 
mengkonfirmasi adanya pemesanan barang 
(masuk keranjang pembelian konsumen atau 
istilah check out). 

c.	 Konsumen melakukan pembayaran online 
melalui transfer bank, atau COD (cash on 
delivery). 

d.	 Jika melalui transfer bank maka bank 
mengkonfirmasi adanya transfer oleh pembeli 
tetapi jika melalui COD (cash on delivery) maka 
pembeli membayar pesanannya saat pesanan 
sudah diterima. 

e.	 Transaksi online (e-commerce) memberikan 
konfirmasi dan perintah untuk segera 
mengirimkan produk pesanan yang dipesan 
oleh pembeli. 

f.	 Pedagang online melakukan proses pengiriman 
melalui jasa ekspedisi yang disediakan oleh 
aplikasi transaksi online (e-commerce). 

g.	 Proses pengiriman produk pesanan pembeli 
oleh pihak ekspedisi. 

h.	 Barang diserahkan ke pihak pembeli oleh jasa 
ekspedisi. 

i.	 Pembeli mengkonfirmasi bahwa produk 
pesananan sudah diterima dan pembeli 
memberikan penilaian terhadap produk 
pesanan. 

j.	 Transaksi online (e-commerce) meminta 
bank untuk membuka akses pencairan dana 
dikarenakan pembeli sudah menerima produk 
pesanan dan melakukan penilaian produk 
pesanan. 

k.	 Bank memberi akses pedagang online untuk 
dapat mencairkan dananya (Hamdun, 2017). 
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2.	 Kelebihan dan Kelemahan Transaksi Online 
(E-Commerce) 

Transaksi online (e-commerce) memang simpel, 
fleksibel, mudah dalam menggunakannya 
apalagi dapat digunakan dimana saja dan 
tidak harus datang secara langsung untuk 
melakukan transkasi. Tetapi penggunaan 
transaksi online (e-commerce) terdapat 
keunggulan dan kelemahan (Impulse Digital, 
2023).  

a.	 Kelebihan Transaksi Online 
(e-commerce) 

1.	 Dapat meningkatkan transaksi antar 
wilayah baik dalam negeri maupun 
luar negeri. 

2.	 Dapat meningkatkan market expose 
baik dalam negeri maupun luar 
negeri. 

3.	 Tidak memerlukan toko fisik. 
4.	 Bisa menjadi dropshipper. 
5.	 Pengelolaan usaha menjadi lebih 

mudah baik pembayaran dan 
pengiriman barang. 
 

b.	 Kelemahan Transaksi Online 
(e-commerce) 

1.	 Masalah keamana dalam transaksi, 
misal transaksi palsu dengan 
memberikan alamat yang fiktif. 

2.	 Adanya ketidaksesuaian produk, 
hal ini memang sering terjadi 
dikarenakan pemesanan barang 
dilakukan melalui aplikasi transaksi 
online (e-commerce) yang tidak ada 
tokonya secara fisik. 
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3.	 Adanya kerugian tidak terduga, hal 
ini terjadi jika penjual melakukan 
penipuan dengan menjual barang 
tidak sesuai dengan yang didisplay 
atau barang yang dijual banyak 
cacatnya. 

 
3.	 Analisis Penerapan Aplikasi Transaksi 

Online (E-Commerce) 

Dalam melakukan kegiatan transaksi online 
(e-commerce) ini memang harus didasari 
dengan sifat terbuka, jujur, amanah antara 
pihak penjual dan pembeli. Hal ini dikarenakan 
transaksi yang dilakukan secara online  dengan 
kondisi barang yang dipesan bisa dilihat 
dari gambar yang didisplay, ditampilkan, 
dipromosikan  oleh pihak penjual.  Pembeli 
juga dapat membaca testimoni dari pembeli 
lainnya yang sudah membeli barang tersebut. 
Transaksi online (e-commerce) dilakukan 
melalui suatu aplikasi sebagai penghubung 
yang memudahkan penjual dan pembeli dalam 
melakukan transaksi, antara lain shopee, 
lazada, tokopedia, bukalapak dan lainnya. 
Tentunya adanya kerjasama dengan bank 
pada saat pembayaran dari pembeli ke penjual 
jika pembeli melakukan pembelian barang 
dan pencairan dana ke penjual jika barang 
sudah diterima oleh pembeli. Jasa ekspedisi 
juga mendukung dalam transaksi online 
(e-commerce) ini.  

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi 
online (e-commerce) ini tentunya harus sering 
melakukan komunikasi jika ada kendala pada 
saat pembayaran, pengiriman barang, barang 
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dikembalikan, barang tidak sesuai, ataupun 
barang hilang. Dari sisi pihak penjual dalam 
melakukan penjualan barang haruslah jujur, 
dalam arti kata apapun kondisi dari barang yang 
dijual dijelaskan secara detail dan disesuaikan 
dengan harganya. Jangan menjual barang cacat 
dengan harga barang baru. Sisi pembeli selalu 
amanah atas barang yang dipesan, dibeli dan 
diterima. Dan jika barang yang diterima dalam 
kondisi tidak sesuai, barang cacat segera untuk 
melakukan video unboxing yang dikirim ke 
pihak penjual untuk diajukan pengembalian 
barang dan penjual melakukan pengembalian 
dana. Ataupun pembeli melakukan pemesanan 
barang melalui COD (cash on delivery) maka 
pembeli juga harus amanah jika pada saat 
penerimaan barang dibayar sesuai harga 
pemesanan barang. Sisi jasa ekspedisi dalam 
melakukan pengiriman barang haruslah sesuai 
dengan alamat pengiriman barang, jika pada 
saat pengiriman barang tidak ada pembeli 
dilokasi maka jasa ekspedisi bisa melakukan 
konfirmasi ke pihak pembeli bahwa barang 
yang sudah dipesan sudah sampai dilokasi.  

  
KESIMPULAN  

Dalam melakukan transaksi online (e-commerce) 
adanya alat pembayaran yang digunakan dalam melakukan 
transaksi yakni uang elektronik (e-money) dan uang 
digital (e-wallet). Keduanya memiliki kesamaan dalam hal 
sebagai alat pembayaran e-commerce tetapi perbedaanya 
terletak pada kegunaan dari alat pembayaran tersebut. 
Uang elektronik (e-money) digunakan untuk melakukan 
pembayaran transportasi, tarif told an tempat hiburan. 
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Sedangkan uang digital (e-wallet) umumnya digunakan dalam 
pembayaran listrik, air, telepon, pembelian pulsa, pembelian 
emas, dan lainnya. 

Transaksi online (e-commerce) memiliki kelebihan 
dan kekurangan dalam penggunaannya meskipun 
kelemahannya tidak sebanding dengan kelebihan transaksi 
online (e-commerce). Adanya pihak-pihak yang terlibat 
dalam transaksi online (ecommerce)  yaitu penjual (reseller), 
pembeli (konsumen), dan jasa ekspedisi harus sering 
melakukan komunikasi jika ada beberapa kendala dalam 
bertransaksi,dan tidak ada salah satu pihak yang merasa 
diuntungkan ataupun dirugikan. 
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PENDAHULUAN

Dari beberapa pengusahaan Pelabuhan, pelayanan 
bongkar muat sangat penting memegang peranan perputaran 
ekonomi dimana dalam pelaksanaannya dilakukan di 
Terminal Petikemas yang merupakan fasilitas pelabuhan 
yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar 
atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan 
naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat 
barang. Kegiatan bongkar muat barang di Terminal Petikemas 
meliputi Stevedoring, Cargodoring, Receiving, dan Delivery. 
Lapangan penumpukan digunakan sebagai penyimpanan 
sementara petikemas perlu pengaturan pola operasional 
dengan alat yang digunakan secara tepat dan efisien guna 
pengaturan arus petikemas yang masuk maupun keluar dari 
Terminal Petikemas. 

Kondisi saat ini di CY Ex-Pusri belum terdapat alat 
Rubber Tyred Gantry (RTG) untuk melakukan kegiatan 
stacking dan jika dilakukan investasi untuk pengadaan alat 
baru tersebut memerlukan anggaran biaya sekitar Rp 35 
milyar untuk 1 (satu) unit RTG. Sebagai langkah efisiensi 
program investasi dan berdasarkan prinsip ekonomi dimana 
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dengan biaya investasi rendah bisa mendapatkan laba besar, 
maka TPK Nilam bisa melakukan permintaan alat dengan 
relokasi/pemindahan RTG dari Terminal Petikemas lain yang 
tingkat utilisasi rendah yang bisa dimanfaatkan di CY Ex-
Pusri sehingga bisa meningkatkan stacking yang sebelumnya 
hanya sebesar 9% menjadi stacking full 100%.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan 
penelitian terhadap peningkatan kinerja dan pendapatan 
TPK Nilam dengan melakukan relokasi alat bongkar muat 
dari Terminal Petikemas lain yang membutuhkan biaya 
yang lebih rendah dibandingkan pengadaan unit baru untuk 
ditempatkan di CY Ex-Pusri, maka penulis tertarik untuk 
mengangkat judul “Penilaian Investasi Alat Bongkar Muat” 

 
TELAAH PUSTAKA

Terminal Petikemas adalah fasilitas yang merupakan 
titik pusat di mana petikemas dikumpulkan, diatur, dan 
dikelola untuk mengurus bongkar muat, penanganan, dan 
penyimpanan petikemas dalam kegiatan pengiriman barang 
dan logistik sebelum dipindahkan ke moda transportasi 
selanjutnya, seperti kapal, kereta api, atau truk. 

Terminal petikemas umumnya dilengkapi dengan 
fasilitas dan peralatan khusus yang dirancang untuk 
menangani petikemas dengan efisiensi, keamanan, dan 
kecepatan yang tinggi. Beberapa fasilitas yang biasanya ada 
di terminal petikemas meliputi: 

1.	 Dermaga 

Area tempat kapal-kapal petikemas bersandar dan 
bongkar muat petikemas dilakukan. Dermaga dilengkapi 
dengan fasilitas bongkar muat, seperti kran dan derek, untuk 
memindahkan petikemas antara kapal dan darat. 
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2.	 Lapangan Penumpukan  

Area di terminal petikemas yang digunakan untuk 
menyimpan petikemas yang sedang menunggu pengiriman 
atau penjemputan. Petikemas ditempatkan di area 
penyimpanan berdasarkan tujuan pengiriman atau jenis 
barang yang terkandung di dalamnya. 

3.	 Alat Penanganan Material 

Terminal petikemas dilengkapi dengan peralatan 
seperti Container Crane, Rubber Tired Gantry, Reach Stacker, 
Head Truck Chassis, dan Forklift yang digunakan untuk 
memindahkan petikemas di dalam terminal. Peralatan ini 
membantu dalam bongkar muat petikemas, pengangkutan di 
dalam terminal, dan menempatkan petikemas. 

Keputusan Menteri Perhubungan berdasarkan 
Undang-undang No.21 Tahun 1992, KM No.14 Tahun 2002, 
Bab I Pasal 1, Bongkar muat adalah: Kegiatan bongkar 
muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan 
pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga 
di lambung kapal ke gudang lapangan penumpukan atau 
sebaliknya (stevedoring), kegiatan pemindahan barang-
barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang lapangan 
penumpukan atau sebaliknya(cargodoring) dan kegiatan 
pengambilan barang dari gudang atau lapangan di bawa ke 
atas truk atau sebaliknya 

(receiving/delivery). 

Menurut KM No.25 Tahun 2002 Pasal 1 Tentang Pedoman 
dasar Perhitungan Tarif Pelayaran Jasa Bongkar Muat dari 
dan ke kapal di pelabuhan: 

1)	 Stevedoring : Pekerjaan membongkar barang dari 
kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat 
barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam 
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kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal 
dengan menggunakan derek kapal atau derek 
darat. 

2)	 Cargodoring : Pekerjaan melepaskan barang 
dari tali/ jala-jala (eks tackle) di dermaga dan 
mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan 
penumpukan selanjutnya menyusun di gudang 
lapangan atau sebaliknya. 

3)	 Receiving/delivery : Pekerjaan memindahkan 
barang dari timbunan/tempat penumpukan di 
gudang/ lapangan penumpukan dan menyerahkan 
sampai tersusun di atas kendaraan di pintu 
gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. 

  
Gambar 1. Kerangka Pikir 
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METODE PENELITIAN 
Objek Penelitian 

Dalam pelaksanaan suatu penelitian memerlukan 
objek sebagai sasaran penelitian yang terdapat masalah 
untuk dicari pemecahannya dengan analisa, riset dan 
perhitunganperhitungan yang cermat sehingga solusi yang 
diberikan bisa memecahkan masalah dengan efisian dan 
efektif. 

Secara umum, objek penelitian adalah variabel, hal, 
fenomena, atau sasaran penelitian yang menjadi perhatian 
dan fokus dari penelitian, yang akan diamati, diukur, atau 
dianalisis secara sistematis dan teratur untuk menghasilkan 
informasi dan pengetahuan baru. 

Objek yang dilakukan penelitian adalah Terminal 
Petikemas Nilam yang beralamat di Jl. Nilam Timur No.502, 
RT.011/RW.09, Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Kota 
Surabaya, Jawa Timur 60165, khususnya pada Container 
Yard Ex-Pusri yang pemanfaatannya tidak optimal untuk 
kegiatan penumpukan karena tidak ada alat bongkar muat 
yang beroperasi sehingga area tersebut menjadi idle. 
Terdapat potensi pendapatan yang besar jika Container Yard 
Ex-Pusri dioptimalkan dengan menggunakan alat bongkar 
muat relokasi dari Terminal Petikemas lain yang mempunyai 
tingkat utilisasi rendah sehingga bisa menekan biaya 
dibandingkan dengan investasi alat baru. 

 
Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan/
dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang 
didapatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
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Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses memperoleh data 
dari berbagai sumber untuk digunakan dalam analisis. 
Teknik pengumpulan data merupakan peran utama dalam 
pelaksanaan penelitian, dimana data tersebut diolah untuk 
mendapatkan kesimpulan dan saran. Data yang diambil oleh 
peneliti menggunakan data sebagai berikut : 

Data Primer  

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan 
observasi pada Terminal Petikemas Nilam saat pelaksanaan 
kegiatan bongkar muat untuk mengetahui pola operasional 
eksisting dan alat yang digunakan di Terminal Petikemas 
Nilam.  

Data sekunder. 

Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari 
pengumpulan beberapa data jumlah arus petikemas, jumlah 
penumpukan petikemas di Container Yard, tarif kegiatan 
petikemas di Container Yard, biaya pemeliharaan alat, biaya 
BBM, biaya pegawai, biaya penyusutan alat, harga investasi 
alat RTG baru dan used.  

Teknik Analisis Data 

Peneliti melakukan analisa perhitungan dari data yang 
sudah didapatkan dengan beberapa analisa perhitungan 
sebagai berikut : 
Net Present Value (NPV): 

NPV adalah metode yang digunakan untuk mengukur nilai 
sekarang dari arus kas bersih yang diharapkan dari suatu  
investasi.  
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Rumus NPV: 

NPV = CF0 + (CF1 / (1+r)^1) + (CF2 / (1+r)^2) + ... + (CFn / 
(1+r)^n) Internal Rate of Return (IRR): 

IRR adalah tingkat bunga yang membuat NPV dari  investasi 
menjadi nol.  

Rumus IRR : 

 
Payback Period (PP): 

Payback period adalah metode yang digunakan untuk 
mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan 
investasi awal dalam sebuah proyek atau usaha.  Payback 
period = 

	

     
PEMBAHASAN  

Berdasarkan data-data di atas dan analisa yang 
dilakukan, maka didapatkan nilai untuk masing-masing 
analisa sebagai berikut :  

Pemenuhan RTG Investasi Baru 
Tabel 1 Perhitungan Analisa RTG Investasi Baru 

Analisa 	  Satuan Nilai 
NPV 	   Rp Rp3.902.105.228,29  
IRR 	   % 11,43% 
Payback Period Th 6,96 

Sumber : Penulis 2023 
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 Pemenuhan RTG Relokasi dari Terminal Petikemas Lain 
Tabel 2 Perhitungan Analisa RTG Relokasi dari Terminal Petikemas Lain 

Analisa 	  Satuan Nilai 
NPV 	   Rp Rp12.879.952.172,75 
IRR % 51,47% 
Payback Period Th 1,74 

  Sumber : Penulis 2023 

Dari hasil perhitungan di atas didapatkan bahwa 
nilai NPV dan IRR pemenuhan RTG relokasi lebih tinggi 
dibandingkan dengan RTG investasi baru dan payback period 
RTG relokasi lebih cepat dibandingkan dengan RTG investasi 
baru, sehingga yang menguntungkan untuk dilaksanakan oleh 
TPK Nilam adalah melakukan relokasi RTG yang ditempatkan 
di CY Ex-Pusri. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

Optimalisasi CY Ex-Pusri TPK Nilam dengan menggunakan 
analisa SWOT didapatkan bahwa masing-masing metode 
pemenuhan RTG memiliki keuntungan yang bisa dilihat dari 
beberapa aspek  

Biaya Investasi 

Dilihat dari aspek biaya investasi yang harus dikeluarkan, 
maka metode relokasi RTG lebih menarik untuk dilaksanakan 
karena jika investasi RTG baru membutuhkan biaya yang 
sangat besar. Biaya Operasional 

Dilihat dari aspek biaya operasional, maka metode investasi 
RTG baru lebih rendah karena jarang adanya perbaikan berat 
dan konsumsi bahan bakar masih rendah. 
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Waktu  

Dilihat dari aspek waktu, maka metode relokasi RTG paling 
cepat bisa digunakan untuk kegiatan operasi dan bisa segera 
memberikan kontribusi pendapatan. 

Kecepatan Operasi dan Kehandalan Alat 

Dilihat dari aspek kecepatan operasi, maka metode investasi 
RTG baru lebih unggul dikarenakan unit baru dengan 
kecepatan maksimal dan tidak sering terjadi kerusakan alat.
Optimalisasi CY Ex-Pusri TPK Nilam dengan menggunakan 
analisa NPV, IRR pemenuhan RTG relokasi lebih tinggi 
dibandingkan dengan RTG investasi baru dan payback period 
RTG relokasi lebih cepat dibandingkan dengan RTG investasi 
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Dengan adanya Optimalisasi CY Ex-Pusri TPK Nilam bisa 
memberikan peningkatan pendapatan TPK Nilam, selain 
itu aset yag idle/tidak digunakan bisa dimanfaatkan 
dengan pola operasional yang baru dimana petikemas bisa 
dilakukan stacking terlebih dahulu di CY Ex-Pusri sehingga 
bisa mengurangi kehilangan pendapatan dikarenakan pola 
operasi truck lossing. 
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PENDAHULUAN 

Kecepatan perkembangan teknologi telah mengambil 
bagian dalam pengembangan teknologi finansial. Transaksi 
keuangan yang tidak pernah terlepas dari kehidupan 
seharihari masyarakat menuntut ketepatan dan efisiensi 
waktu. Teknologi memberikan kemudahan dalam bertransaksi 
sehingga mampu mengembangkan kemampuan seseorang 
untuk mencapai tujuan ekonominya yaitu kesejahteraan dan 
kepuasan semaksimal mungkin.  

Transaksi digital payment saat ini tengah menjadi topik 
hangat perbincangan masyarakat di Indonesia. Kaum milenial 
dan Gen Z sebagai generasi penikmat teknologi menjadi 
objek menarik bagi pengelola digital payment. Self efficacy 
yang dimiliki generasi tersebut menjadikan mampu dalam 
mengendalikan segala perilaku termasuk dalam mengelola 
transaksi keuangannya (’Ulumudiniati & Asandimitra, 2022; 
Pramedi & Haryono, 2021). Generasi milenial yang lahir 
antara tahun 1980-2000an sedangkan Gen Z yang lahir 
antara tahun 1995-2009 memiliki karakteristik tidak jauh 
berbeda. Gen Z dengan prinsip yang dipegang YOLO (You 
Only Live Once) menjadikan mereka menjadi generasi yang 

6
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lebih banyak memilih liburan untuk menyenangkan diri 
dibandingkan dengan menabung untuk kebutuhan dimasa 
yang akan datang (Fungky et al., 2021; Rodiana, 2020).  

Generasi milenial dan Gen Z saat ini telah berada 
pada masa dimana kemudahan dalam bertransaksi menjadi 
fasilitas yang sangat digemari. Berbelanja online, memesan 
tiket perjalanan, melakukan pemesanan hotel untuk liburan 
yang dilakukan tanpa bergerak keluar rumah adalah 
aktifitas-aktifitas yang menguji kemampuan self efficacy 
dan kemampuan mengelola hasrat berbelanja. Buy Now Pay 
Later menjadi paradigma baru dalam transaksi keuangan 
secara online. Konsep ini muncul setelah terjadi pandemi 
Covid 19. Masa pandemi menjadi masa resesi di berbagai 
lini bisnis terutama sektor perdagangan. Pembatasan 
transaksi langsung menjadi hambatan bagi pelaku usaha 
untuk mendapatkan keuntungan semaksimal sebelum masa 
pandemi (Agustin et al., 2022). Alternatif baru dimunculkan 
melalui transaksi online yang dilaksanakan secara masif.  

Buy now pay later muncul ketika maraknya 
permasalahan tunggakan oleh masyarakat pada transaksi 
pinjaman di perbankan konvensional (K & Aprilianty, 2022). 
Hal ini menjadikan dasar bagi perusahaan sektor keuangan 
transaksi online untuk memunculkan diversifikasi produk 
transaksinya. Hambatan ekonomi yang sedang mengalami 
resesi dan tingginya kebutuhan menjadikan faktor bagi 
millenial dan gen Z untuk memanfaatkan transaksi pay 
later untuk memenuhi kebutuhan melalui belanja online. 
Kemudahan dalam penggunaan, kemudahan akses 
pendanaan, lingkungan sosial, pengetahuan akan pengelolaan 
keuangan, lifestyle yang diminati saat ini, serta sikap dalam 
mengelola hutang menjadi faktor yang melatarbelakangi 
milenial dan gen Z merespon positif atas keberadaan pay 
later (Maurizka et al., 2021).  
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Di Indonesia sendiri pengguna pembayaran digital 
selama tahun 2021 meningkat pesat. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Xendit, Perusahaan payment gateaway 
dan teknologi keuangan Indonesia tentang tren pembayaran 
digital yang sedang terjadi selama tahun 2021. Terhitung dari 
30 November 2020–30 November 2021, dalam periode satu 
tahun xendit mengklaim telah melakukan proses pembayaran 
digital lebih dari 150 juta transaksi  (Suryowati, 2021). Dalam 
rangkuman data yang berjudul “Tren Pembayaran Digital 
Indonesia 2021” ditemukan bahwa di Indonesia metode 
pembayaran yang paling banyak digunakan adalah : E-wallet 
sebanyak lebih dari 40% presentase penggunaannya, Virtual 
Account presentase penggunaannya sebanyak lebih dari 
40%, Kartu Kredit dan QR Code presentase penggunaanya 
masing-masing sebanyak lebih dari 5%. 

Pay later banyak digunakan oleh  generasi  milenial 
(Alcazar & Bradford, 2021; Giulio, Cornelli et al., 2023). 
Menurut angket yang disebarkan oleh Insider Intelligence 
pada tahun 2020, 40% dari pengguna apliakasi ini adalah 
generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang  
lahir  pada  tahun  1980-2000 (Naumovska, 2017).  Generasi  
milenial  tumbuh  besar  bersama dengan  perkembangan  
teknologi  yang  pesat.  Hal  ini  membuat  generasi  milenial  
terbiasa  dengan digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan; 
termasuk pembayaran. Oleh karena itu, tidak heran jika 
mayoritas pengguna fitur pay later adalah generasi milenial.  

Melihat transaksi digital saat ini yang semakin 
meningkat tajam, potensi paylater seperti ladang hijau yang 
bagus untuk dikembangkan. Di sisi lain, dengan adanya 
pandemi juga  membuat  paylater  semakin  diminati  karena  
pembayarannya  bisa  dilakukan dikemudian hari serta bisa 
dicicil. Di Indonesia sendiri saat ini juga sudah menerapkan 
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sistem pembayaran fintech (financial technology). Salah 
satu contoh dari inovasi financial technology yang muncul 
adalah paylater. Pada dasarnya paylater merupakan metode 
pembayaran dengan menggunakan cicilan tanpa kartu 
kredit, pelayanannya secara digital dan pengajuan dilakukan 
secara online. Tetapi serupa dengan kartu kredit, paylater 
juga mempunyai limit pembayaran, bunga dan tanggal jatuh 
tempo pembayaran. Seperti halnya riset yang telah dilakukan 
oleh Kredivo dan  Katadata Insight Center,  yang menemukan 
bahwa pada tahun 2020 rata-rata nilai transaksi e-commerce 
mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 di semua 
kategori produk. Selama pandemi, pemakaian metode 
paylater meningkat sebanyak 55% pengguna baru (Merdeka, 
2022).  

Memperoleh dana secara mudah memang menjadi 
keinginan setiap orang sehingga tidak menjadi kendala 
dalam aktifitas nya. Kemudahan pay later menjadi masalah 
ketika millenial dan gen Z tidak dapat menghentikan hasrat 
kebutuhan mengikuti tren yang selalu dinamis. Cash flow 
yang tidak teratur disebabkan tidak adanya kontrol melalui 
pencatatan keuangannya menjadikan pendapatan berapapun 
tidak akan menjamin kebahagiaan di masa depan (Fungky 
et al., 2021). Pengetahuan pengelolaan keuangan menjadi 
sangat penting dan krusial dalam pengendalian diri untuk 
memanfaatkan pay later sebagai alternatif pembayaran yang 
mudah. 

TELAAH PUSTAKA  

Financial Behaviour 

Sikap finansial dapat didefinisikan sebagai 
kecenderungan pribadi terhadap masalah keuangan, yang 
merupalan kemampuan untuk merencanakan ke depan 
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dan memperhatikan kepentingan dari rekening tabungan 
yang dimiliki. Bhushan (2014) menyimpulkan bahwa untuk 
meningkatkan keuangan literasi antar generasi di setiap 
negara, berfokus pada mengembangkan sikap keuangan 
yang menguntungkan. Hal ini akan tercapai melalui edukasi 
keuangan yang diberikan kepada masyarakat.  

Pengertian sikap keuangan menurut Pankow (2003) 
sebagaimana dikutip oleh Humaira dan Humaira & Sagoro, 
(2018) sesuai pengertian yang dikembangkan oleh Klontz 
dkk (2011), yaitu diartikan sebagai keadaan pikiran, 
pendapat, serta penilaian tentang keuangan. Menurut 
Jodi & Phyllis (1998) dalam Basu, (2013) Sikap keuangan 
adalah kecenderungan psikologis yang diekspresikan 
ketika mengevaluasi praktik manajemen keuangan yang 
direkomendasikan dengan beberapa tingkatan kesepakatan 
dan ketidaksepakatan. 

Ajzen, (1991) mengidentifikasi bahwa sikap keuangan 
adalah hasil dari perilaku tertentu dari pembuat keputusan 
dan sikap yang mendasari keyakinan mereka atas perbedaan 
dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Amin et al., (2016) 
menyimpulkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan 
sikap keuangan pribadi, dengan demikian mengurangi 
ketergantungan pada kartu kredit. Sikap keuangan bersama 
dengan perilaku keuangan juga dapat mempengaruhi 
kesejahteraan keuangan.  

Literasi Keuangan 

Dikutip pada OJK (2014) Literasi keuangan 
yaitu “wawasan, keterampilan, dan kepercayaan, yang 
mempengaruhi sikap serta perilaku untuk meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan dan manajemen keuangan 
untuk mencapai kemakmuran”.  
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Adapun dikutip pada Triani & Mulyadi, (2019) bahwa 
Otoritas Jasa Keuangan dalam Strategi Literasi Keuangan 
Nasional Indonesia menjelaskan, literasi keuangan adalah 
“rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan 
pengetahuan (knowledge), keyakinan (competence), 
keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga 
mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik”. 

Dikutip pada Cohen & Nelson dalam Sari & Kautsar, 
(2020) Literasi keuangan merupakan penggabungan dari 
pengetahuan, keahlian, dan sikap mengenai pengelolaan 
keuangan. Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan 
keuangan menjadi jalan keluar dari beragam masalah, 
termasuk mengurangi angka kemiskinan. Semakin tinggi 
literasi keuangan akan memberikan dampak kesejahteraan. 

Jika pandangan individu terhadap uang positif seperti 
menghargai uang dan memahami bahwa untuk mendapatkan 
uang tersebut bukan hal yang mudah, maka hal tersebut akan 
berpengaruh terhadap literasi keuangan. Sebaliknya, jika 
individu memiliki sikap yang negatif terhadap keuangannya 
maka akan membentuk literasi keuangan yang negatif pula. 
Jadi literasi keuangan yang baik dapat terbentuk dengan 
adanya sikap keuangan yang baik (Rachmawati & Nuryana, 
2020).  

Menurut Chen dan Volpe dalam  Ulfatun et al., 
(2016), literasi keuangan dibagi dalam 4 aspek yaitu 1) 
General personal finance knowledge ialah merupakan 
pengetahuan tentang keuangan pribadi secara umum yang 
meliputi pemahaman beberapa hal yang berkaitan dengan 
pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi. 2) Savings 
and borrowing (tabungan dan pinjaman), bagian ini meliputi 
pengetahuan yang berkaitan dengan tabungan dan pinjaman 
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seperti penggunaan kartu kredit. 3) Insurance (asuransi), 
bagian ini meliputi pengetahuan dasar asuransi, dan 
produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa dan asuransi 
kendaraan bermotor. 4) Investment (investasi), bagian ini 
meliputi pengetahuan tentang suku bunga pasar, reksadana, 
dan risiko investasi 

Digital Payment  

Digital payment atau pembayaran digital merujuk 
pada metode pembayaran yang menggunakan teknologi 
digital untuk melakukan transaksi keuangan. Metode ini 
memanfaatkan jaringan internet dan perangkat elektronik, 
seperti ponsel pintar, komputer, atau perangkat lainnya, 
untuk mentransfer nilai keuangan dari satu pihak ke pihak 
lainnya (Khando et al., 2023). 

Beberapa contoh metode pembayaran digital 
melibatkan penggunaan kartu kredit, transfer bank elektronik, 
dompet digital, dan platform pembayaran online. Keuntungan 
utama dari digital payment termasuk kepraktisan, efisiensi, 
kecepatan, dan kemudahan penggunaan (Daud et al., 2022). 
Pengguna dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana 
saja, mengurangi ketergantungan pada uang tunai fisik dan 
menyederhanakan proses pembayaran (Sahi et al., 2022; 
Widayani et al., 2022). 

Selain itu, digital payment juga memungkinkan 
inovasi dalam bentuk layanan keuangan baru, seperti 
teknologi blockchain untuk cryptocurrency atau penggunaan 
teknologi biometrik untuk keamanan transaksi (Musyaffi et 
al., 2021; Najib & Fahma, 2020). Meskipun digital payment 
menawarkan banyak keuntungan, keamanan data dan privasi 
tetap menjadi perhatian, dan pengembang terus bekerja 
untuk meningkatkan sistem keamanan dalam ekosistem 
pembayaran digital.  
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Model bisnis digital payment berkoneksi dengan 
e-commerce. Pembeli melakukan transaksi pembelian 
melalui e-commerce pilihannya dengan memilih produk 
sesuai kebutuhan, melakukan input produk sehingga harga 
yang harus dibayarkan terakumulasi didalam toko online 
tersebut dan melakukan pembayaran di toko online. Toko 
online melanjutkan proses melalui payment processor yang 
bekerjasama dengan pihak perbankan sebagai penyedia jasa 
layanan pembayaran digital. Payment processor yang ada 
pada e-commerce terhubung dengan sistem pada perbankan 
yang juga telah mengadopdi sistem melalui komputerisasi 
dan digital. Bank mengirimkan dana yang dibayarkan oleh 
pembeli melalui e-commerce dan mengirimkan kepada 
penjual. Penjual yang telah menerima dana memeriksa 
kesesuaian barang dan nominal pembayaran. 

Gambar 1: Model Bisnis Digital Payment 
   Sumber: akseleran.co.id, 2023 
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Jenis-jenis dari mobile payment diantaranya: 

1.	 Mobile Wallet, aplikasi mobile wallet pada 
smartphone untuk dapat melakukan kegiatan 
keuangan apapun, seperti membayar tagihan, 
berbelanja, transfer uang, hingga cek dan top 
up saldo 

2.	 Point of Sale (POS), Sistem pembayaran 
ini berlaku pada pihak penjual untuk 
mempermudah pembeli dalam menyelesaikan 
transaksi 

3.	 Closed-Loop Mobile Payment, pembeli atau 
customer dapat menempatkan sejumlah uang 
pada akun pengeluaran yang dihubungkan 
pada perangkat pembayaran, seperti gift card, 
yang dirilis oleh suatu perusahaan 

4.	 Carrier Payments, pembayaran dengan 
menggunakan pulsa prabayar atau pulsa 
pascabayar 

5.	 Mobile Payment Apps, mendekatkan smartphone 
pada NFC (Near Field Communication) reader 
atau pembeli meletakkan sidik jari pada alat 
pemindai untuk melakukan pembayaran 

METODE KAJIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif 
dengan analisis melalui studi literatur Berbagai sumber 
ditelaah untuk mendapatkan simpulan dari konsep-konsep 
buy now pay later dan membandingkan dengan kondisi di 
Indonesia pada kaum milenial dan Gen Z. Studi empiris 
dilakukan melalui data-data yang didapatkan dari sumber 
institusi fiskal pemerintah seperti OJK dan BI, sedangkan 
untuk data teoritis bersumber dari referensi artikel jurnal 

dan buku yang mengkaji sesuai topik penelitian.   
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PEMBAHASAN 
Ekosistem Fintech  

Dalam setiap diskusi tentang perbankan, pertanyaan 
yang selalu muncul: “Apakah penggunaan tunai akan  
ketinggalan zaman?” Ini merupakan pertanyaan penting 
untuk bertanya, tapi hampir mustahil seseorang untuk 
menjawab karena ada yang c onflicting pandangan tentang 
topik ini. Di satu sisi, orang telah memprediksi kematian uang 
tunai selama bertahun-tahun, didorong oleh desas-desus 
seputar Apple Pay dan mata uang kripto. Namun baru-baru ini 
pada 2021, uang tunai masih digunakan sekitar 87% untuk 
transaksi konsumen global, menurut laporan MasterCard. 
Di sebagian besar negara berkembang, ini tetap menjadi 
cara pembayaran default untuk sebagian besar konsumen - 
di tempat tempat seperti Kenya, di mana alat pembayaran 
online telah mengalami kesuksesan besar. 

Inovasi dalam bidang pembayaran diimbangi dengan 
adanya ekosistem fintech tersendiri. Konsep perkantoran 
yang friendly semacam inilah yang telah menghidupkan 
ekosistem dunia digital, termasuk di dalamnya dunia financial 
technology (fintech). kantor tersebut dihadirkan berbagai 
ruang khusus seperti ruangan untuk tidur, tempat istirahat, 
kamar menyusui, tempat bermain anak hingga bermain 
video game. Selain itu juga, di kantor tersebut disajikan pula 
data realtime dari keyword pencarian yang selalu berubah 
setiap detik. Sementara untuk kebutuhan lebih serius, ruang 
meeting dirancang tak lagi harus berada di dalam ruang 
bersekat dan tertutup rapat, tapi bisa saja dilakukan di ruang 
terbuka. Konsep semacam ini sesungguhnya menjadi bentuk 
adopsi dari konsep co-working space yang belakangan ini 
makin menjamur dan menjadi ruang tumbuh bagi bisnis 
usaha rintisan (startup) di berbagai sudut Kota Jakarta dan 
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kota-kota besar lainnya di negeri ini.  

Selayaknya ekosistem, semua aktivitas yang terlibat 
didalamnya harus bisa saling berkolaborasi dan menyokong 
secara cepat, tanpa sekat. Filosoi inilah yang juga dibutuhkan 
buat kemajuan intech di Indonesia. Pertumbuhan intech yang 
belakangan ini makin membesar, tentunya tak bisa lepas 
dari adanya upaya saling berkolaborasi dan menyokong dari 
semua aktivitas entitas bisnis yang terlibat di dalamnya.  

Pendekatan yang mencakup keberlanjutan, inovasi, 
dan responsivitas terhadap kebutuhan konsumen adalah 
kunci untuk suksesnya perusahaan fintech. Pembangunan 
ekosistem yang ramah pengguna, inovatif, dan responsif, 
dan friendly fintech dapat menciptakan nilai tambah 
bagi pengguna mereka sambil menjaga keamanan dan 
kepercayaan.  

Model bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) 

 

Gambar 2: Model Bisnis Buy Now Pay Later 
Sumber: Peneliti, 2023

Buy Now Pay Later (“BNPL”) adalah jenis pembiayaan 
jangka pendek di bidang pinjaman konsumen yang 
memungkinkan pelanggan melakukan pembelian dan 
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membayarnya dengan angsuran yang sama di masa depan 
tanpa bunga (Yang & Birge, 2018). BNPL memiliki banyak 
model bisnis, tidak menutup kemungkinan pada hal-hal 
berikut:  

1.	 Aplikasi: memungkinkan belanja di platform 
e-commerce serta pembuatan kode QR untuk 
penggunaan di dalam toko. 

2.	 Kartu: termasuk kartu fisik yang digunakan 
untuk transaksi di dalam toko dan online. 

3.	 Ekstensi pada Browser: mengintegrasikan 
BNPL ke dalam perjalanan belanja bagi 
pengguna berbasis desktop melalui ekstensi 
browser. 

Menanggapi keterbatasan yang dikenakan pada 
pembiayaan tradisional dan ketidakpastian keuangan 
dunia saat ini, BNPL telah membuktikan dirinya sebagai 
model pembiayaan yang sukses yang memberikan insentif 
kepada konsumen untuk mengakses kredit dan memperoleh 
pembiayaan jangka pendek secara instan tanpa perlu melalui 
proses yang biasa. proses untuk mendapatkan kredit di dunia 
pembiayaan tradisional. Oleh karena itu, BNPL menawarkan 
banyak sekali manfaat antara lain: 

1.	 Meningkatkan pengalaman berbelanja 
konsumen karena mereka memperoleh 
keputusan kredit yang cepat dari penyedia 
BNPL. 

2.	 Mendukung sektor ritel karena konsumen 
cenderung melakukan lebih banyak pembelian 
karena keunggulan BNPL tanpa bunga. 

3.	 Menyesuaikan rencana pembayaran yang 
sesuai dengan posisi keuangan konsumen. 

4.	 Mengurangi proses untuk mendapatkan kredit 
dan dokumen yang diperlukan. 
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Tren Pendorong Perdagangan Online Milenial dan Gen Z 
Hasil studi yang berjudul “Indonesia Digital Economic 

and Financial Outlook 2024” ini mengungkap bagaimana 
teknologi membawa perubahan terhadap perilaku belanja 
dan aspirasi keuangan generasi milenial dan Gen Z. Kedua 
generasi ini menunjukkan preferensi yang berbeda dalam 
berbelanja dan mengelola keuangannya. 

Milenial cenderung fokus pada tanggung jawab mereka 
dalam keluarga, sehingga mereka memiliki perencanaan dan 
manajemen keuangan yang lebih matang untuk mencapai 
kestabilan finansial pada masa depan. Karena itu, gaya belanja 
dan prioritas keuangan mereka berpusat pada kebutuhan 
sehari-hari, tabungan dana pensiun, mempersiapkan dana 
pendidikan, serta berinvestasi pada instrumen yang minim 
risiko. Sedangkan Gen Z, yang mayoritas belum berkeluarga, 
menunjukkan gaya belanja dan manajemen keuangan yang 
lebih impulsif serta berpusat pada gaya hidup dan hiburan. 
Keputusan mereka banyak didorong oleh paparan media 
sosial yang membentuk mentalitas Fear of Missing Out 
(FOMO). Studi Komparasi Kredivo dan Shopee Pay Later 

Sejak Pandemi covid 19 di Indonesia tengah ramai 
diperbincangkan skema pembiayaan melalui kedua platform 
BNPL terbesar yaitu Kredivo dan Shopee Pay Later. Kedua 
platform tersebut dibentuk guna memberikan keleluasaan 
kepada masyarakat melalui kemudahan-kemudahan yang 
diberikan. Layanan yang diberikan keduanya sudah sama-
sama aman dan memiliki izin resmi dari OJK. Adapun 
perbedaan kedua platform tersebut sebagai berikut: 

Kredivo  
Kredivo sebagai fintech unicorn di Indonesia berasal 

dari FinAccel Pte Ltd kini tengah berproses menjadi 
perusahaan terbuka lewat aksi merger dengan perusahaan 
cangkang atau Special Purpose Acquisition Company (SPAC) 
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besutan perusahaan investasi asal Chicago, Amerika Serikat, 
Victory Park Capital Advisors LLC (VPC) bernama VPC Impact 
Acquisition Holdings II (NASDAQ: VPCB). Kredivo dipimpin 
oleh Akshay Garg. Kredivo lewat PT FinAccel Finance 
Indonesia berlisensi perusahaan pembiayaan (multifinance) 
di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 
didapatkannya lewat mengakuisisi PT Swarna Niaga Finance. 
Kredivo kini dipimpin oleh 

Umang Rustagi. Kredivo telah menjadi pemenang 
didalam industri layanan BNPL di Indonesia, hal ini 
disebabkan oleh wallet share yang diberikan oleh Kredivo 
lebih dari 50 persen di mayoritas merchant e-commerce 
Indonesia. Besarnya sharing tersebut memungkinkan banyak 
platform e-commerce berkenan untuk bekerjasama karena 
akan mampu memberikan banyak layanan kemudahan, 
bonus dan diskon dari costumer sehingga penjualan dan 
transaksinya meningkat. 

Shopee paylater 

Shopee yang merupakah sosok e-commerce yang 
berdiri awal di Singapura melalui perusahaan Sea Limited 
dengan pendirinya adalah Forrest Li pada tahun 2009. Di 
Indonesia,  PT Shopee International Indonesia kemudian 
bekerja sama dengan PT 

Commerce Finance meluncurkan SPayLater yang 
merupakan layanan pinjaman finansial bagi pengguna Shopee 
yang juga digunakan sebagai metode pembayaran di Shopee.  
SPayLater memungkinkan pengguna Shopee bertransaksi 
untuk membeli barang dan membayarnya di kemudian hari 
saat tanggal jatuh tempo.  
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Perbedaan kredivo dan shopee paylater 

Kedua layanan memiliki keunggulan dan kekurangan 
masing-masing. Konsumen harus jeli dalam memilih platform 
terutama untuk kebutuhan yang memang sangat urgent 
untuk menggunakan layanan-layanan tersebut. adapun 
perbedaan keduanya sebagai berikut: 

Tabel 1 : Komparasi antara Kredivo dan Shopee Paylater 
Kriteria Kredivo Shopee Paylater 

Jenis Layanan paylater sistem open-loop 
(berdiri sendiri) 

paylater sistem Close-
loop (diversifikasi 
produk dari ecommerce) 

Bunga pinjaman 
berdasarkan tenor 

30hari & 3bulan = 0% 
– 6 &12bulan = 2,6% per bulan 

1, 3, 6 & 12bulan = 
2,95% per bulan 

Denda 
keterlambatan 

4% efektif setelah tanggal jatuh 
tempo dan ketika melampaui 
30hari dikenakan denda 6% 
per 30 hari 

Shopee Paylater ketika 
terjadi keterlambatan 
pembayaran maka 
dikenakan denda 
sebesar 5% 

Tanggal jatuh 
tempo 

30 hari setelah transaksi tanggal 5, 11 ataupun 25 
tiap bulannya 

Limit Pinjaman 2 limit berbeda, untuk 
bayar dalam 30hari limit 
maksimalnya Rp3.000.000 dan 
cicilan mencapai Rp30.000.000 

maksimal limit diatas 
Rp10.000.000 

Biaya layanan –	 Tenor 30hari =1% 
dari total transaksi dengan 
minimal 
Rp.1000 
–	 3 bulan = 3% dari 
nilai transaksi 
–	 6 & 12bulan = gratis 

1% per transaksi 

Jenis akun 
pengguna 

ada akun Basic dan Premium tidak perlu upgrade 
ataupun melakukan 
pendaftaran untuk 
mendapatkan limit 
dalam jumlah besar 

Syarat pendaftaran Tinggal di daerah yang 
memiliki kantor cabang 
layanan kredivo pada merchant 
Penghasilan minimal Rp 
3.000.000 per bulan. 

Akun Shopee verifikasi 
minimal 3 bulan 
Warga negara Indonesia 
dengan usia minimum, 
Wajib memperoleh 
notifikasi untuk aktivasi 
Spaylater 

Sumber: data analisis, 2023 
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KESIMPULAN 

Pemahaman akan pengelolaan keuangan yang baik 
menjadi hal penting untuk dipahami oleh masyarakat 
khususnya milenial dan Gen Z. Kaum milenial yang saat ini 
tengah menjalani kehidupan berumah tangga harus mampu 
mengambil keputusan terbaik untuk memenuhi kebutuhan. 
Harga kebutuhan yang selalu meningkat menjadi faktor 
penting untuk lebih meningkatkan kemampuan pengelolaan 
keuangan dan menaikkan pendapatan melalui berbagai lini 
usaha. Gen Z dengan kehidupan yang penuh gejolak dari 
berbagai informasi yang sangat mudah diakses harus mampu 
meningkatkan kewaspadaan dirinya dari ketertarikan 
mengikuti tren yang tidak diimbangi dengan peningkatan 
pendapatan yang cukup.  

Platform BNPL saat ini menjadi alternatif layanan baik 
bagi masyarakat dengan memberikan kemudahan untuk 
mendapatkan barang kebutuhan seperti elektronik, fashion 
dsb dengan membayar setelah beberapa waktu sesuai 
dengan tenor yang diambil. Berbagai merk platform telah 
menawarkan fasilitas dengan keunggulan yang berbedabeda. 
Namun kekurangan yang diberikan juga harus diketahui oleh 
masyarakat terutama kaum milenial dan Gen Z dimana tidak 
semua kemudahan akan memberikan dampak yang baik 
untuk kemandirian keuangan setiap individu. Memanfaatkan 
layanan BNPL harus diimbangi dengan pengetahuan akan 
pengelolaan keuangan yang baik dan kondisi keuangan yang 
stabil sehingga tidak berdampak pada munculkan tunggakan. 
Hal ini dikarenakan tingginya denda dari layanan tersebut 
yang seimbang dengan kemudahan dalam mengakses dana 
melalui layanan BNPL.  
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PENDAHULUAN 

Era industry digital 4.0 sedang menuju dukungan 
Masyarakat 5.0. Teknologi terus berkembang dan manusia 
dimudahkan dalam setiap kegiatannya. Perubahan 
akan dirasakan terus-menerus seiring waktu. Akibat 
perkembangan teknologi, produk-produk hasil artificial  
intelligence selalu menghadirkan sisi positif dan negatif 
(Marlina et al., 2020). Konsep society 5.0 adalah untuk 
membangun masyarakat ketika perkembangan ekonomi 
dan solusi atas permasalahan dapat diraih, serta setiap 
orang dapat menikmati hidup yang berkualitas. Komponen 
utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai 
baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir 
adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi 
dikemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara 
berkembang seperti Indonesia, namun bukan berarti  tidak 
bisa  dilakukan  karena  saat  ini  negara  Jepang  sudah  
membuktikannya  sebagai  negara  dengan teknologi yang 
paling maju (Sugiono, 2020). 

Teknologi dan pengembangan kemampuan 
baru menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan 
meningkatkan efisiensi serta pengalaman pelanggan 
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(Ardiansyah, 2023). Oleh karena itu, bisnis dengan tingkat 
kepuasan pelanggan yang tinggi tidak hanya memiliki 
konsumen yang senang, namun juga menghasilkan lebih 
banyak pendapatan. Lembaga keuangan dapat menawarkan 
pengalaman konsumen yang lebih baik dan lebih individual 
berkat transformasi digital. Nasabah dapat mengakses 
rekeningnya, melakukan transaksi, dan memperoleh 
informasi secara real-time dengan menggunakan aplikasi 
perbankan digital. Chatbots dan asisten virtual juga dapat 
digunakan untuk menawarkan bantuan pelanggan yang 
responsif dan harga terjangkau. Selain itu, perusahaan 
dapat menawarkan saran untuk produk dan layanan yang 
memenuhi persyaratan dan minat pelanggan mereka berkat 
analisis data yang lebih canggih.  

Perkembangan teknologi menjadikan Indonesia 
menuju transformasi digital bagi sektor perekonomian 
terutama keuangan. Transformasi digital di sektor keuangan 
dapat mempercepat dan meningkatkan kegunaan layanan 
melalui otomatisasi sistemKemajuan teknologi yang telah 
hadir di dunia keuangan pun telah memacu transaksi menjadi 
lebih cashless dan memberikan nilai efisiensi yang tinggi bagi 
dunia usaha. 

TELAAH PUSTAKA  
Transformasi Digital Bagi Perusahaan 

Industri 4.0 mendorong perusahaan untuk melakukan 
transformasi digital, termasuk perusahaan. Digitalisasi penting 
dilakukan agar perusahaan mampu melakukan efisiensi 
dalam proses bisnis dan produksi serta menghasilkan produk 
berkualitas. Beberapa manfaat dapat diperoleh diantaranya 
proses produksi saling terintegrasi, biaya operasional 
berkurang karena automasi proses produksi, kontrol kualitas 
produk bisa dilakukan secara cepat dan akurat, dan pendataan 
produk bisa dilakukan secara otomatis. 
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Digital akan membuat perusahaan dapat beradaptasi 
dengan perubahan ekstrem di masa depan. Contohnya, 
perubahan pasar akibat pandemi Covid-19. Transformasi 
digital merupakan isu besar yang berpengaruh dalam setiap 
aspek kehidupan, termasuk sektor finansial. Oleh karenanya, 
para pelaku industri berupaya untuk mempercepat 
proses transformasi digital sektor keuangan. Pengaruh 
perkembangan teknologi melalui digitalisasi memaksa para 
perusahaan untuk terus beradaptasi, salah satunya melalui 
transformasi digital. Transformasi digital adalah bagian 
proses dari transformasi bisnis. Transformasi digital mampu 
meningkatkan kinerja perusahaan maupun individu dengan 
mengubah cara bisnis yang dilakukan baik menjalankan 
bisnis skala menengah hingga besar. Efisiensi kerja menjadi 
harga mahal untuk mengoptimalkan pendapatan. Melalui 
transformasi digital, perusahaan mendapatkan cara pandang 
baru dalam mengelola perusahaan, mengoptimalkan 
operasional perusahaan, dan mengubah model bisnis lebih 
efisien. Jadi transformasi digital adalah transformasi bisnis 
di era modern. 

Pada pengertiannya, transformasi digital sektor 
keuangan merupakan upaya pengelolaan finansial dengan 
mengandalkan ekosistem digital serta teknologi terbaru. 
Penerapan transformasi digital sektor keuangan yang efektif 
akan memberikan banyak manfaat, termasuk di antaranya 
adalah:  

•	Meningkatkan efisiensi 

•	Mengurangi tingkat kesalahan 

•	Mengoptimalkan alokasi tenaga kerja 

•	Mempercepat proses yang perlu dijalani 
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Berikut ini beberapa alasan mengapa transformasi 
digital sangat penting untuk keberlangsungan bisnis: 

1.	 Mampu Beradaptasi Dengan Perubahan Perilaku 
Konsumen 

Kemajuan teknologi serta transformasi digital 
saat ini telah membawa perubahan pada perilaku 
konsumen. Perubahan yang paling mendasar adalah 
minat konsumen untuk berbelanja secara langsung 
dengan mendatangi toko telah berkurang. Saat ini 
sebagian besar konsumen lebih cenderung melakukan 
transaksi online karena lebih praktis dan efisien. 
Hanya dengan smartphone yang terhubung dengan 
koneksi internet, konsumen dapat membeli berbagai 
kebutuhan mereka. Tidak perlu mengkhawatirkan 
jalanan yang macet, cuaca buruk atau menunggu lama 
saat antri. 

Agar bisnis tetap berjalan dengan lancar, 
pebisnis tentu harus melakukan transformasi 
digital untuk dapat beradaptasi dengan perubahan 
tersebut. Misalnya dengan membuat toko online 
dan mengoptimalkan pemasaran produk atau jasa 
dengan digital marketing. Saat ini sudah banyak 
pebisnis yang membuat website atau memanfaatkan 
marketplace seperti Tokopedia, Lazada dan Shopee 
untuk membuka toko online.  
2.	 Meningkatkan Kepuasan Konsumen 

Transformasi digital memudahkan konsumen 
untuk memperoleh informasi terkait dengan produk 
atau jasa yang ditawarkan tanpa batasan waktu dan 
tempat. Pelayanan pun juga dapat dilakukan lebih 
optimal, baik dalam proses transaksi pembelian, 
pengiriman, atau komplain atas kendala yang 
mungkin terjadi maupun cara mengatasinya. Sehingga 
dengan adanya transformasi digital maka mampu 
meningkatkan kepuasan bagi konsumen. 



1 Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, 
Dan Social Learning Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 

1  PHKA, Dirjen. 2008. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga: 
Dipa BA-29 Tahun 2008. Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata 
Alam Direktorat Jenderal PHKA

2  Ujud, Tahajuddin. 2015. Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. 
Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, Jakarta

108 Book Chapter : Era Digitalisasi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis untuk Keberlangsungan Perusahaan 

3.	 Lebih Menghemat Waktu dan Biaya 
Dalam mengaplikasikan teknologi digital 

untuk bisnis, perusahaan akan memperoleh banyak 
keuntungan dari sisi efisien waktu dan penghematan 
biaya pengeluaran. Misalnya jika Anda memiliki 
bisnis dengan cabang yang tersebar di beberapa kota, 
maka pengiriman dokumen antar cabang bukan lagi 
menjadi suatu masalah. Data atau dokumen dapat 
dengan mudah di share melalui Google Drive. 

Pengaplikasian teknologi digital juga bisa 
memungkinkan bagi bisnis kecil dapat menjangkau 
target pasar yang luas. Apabila sebelumnya 
pemasaran hanya dilakukan dengan membayar iklan 
di televisi atau media cetak, kini pemasaran dapat 
dilakukan secara online. Misalnya dengan membuat 
website, bisnis kecil juga memiliki kesempatan 
untuk memasarkan produk atau jasanya ke seluruh 
Indonesia.  
4.	 Upaya yang Efektif dan Efisien 

Setelah terjadinya transformasi digital, semua 
sistem akan terkomputerisasi dan terintegrasi. 
Pelayanan terhadap konsumen dan pemasaran dapat 
berjalan lebih optimal. Kemungkinan human error 
juga dapat diminimalisir. Hal ini merupakan upaya 
yang efektif dan efisien. Tidak hanya waktu dan biaya, 
tetapi juga tenaga. 
5.	 Mengurangi Risiko Kecurangan Internal 

Pengembangan Informasi Teknologi (IT) beserta 
segala sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi 
merupakan bentuk dari transformasi digital. Hal itu 
dapat mengurangi risiko kecurangan yang terjadi di 
internal perusahaan. Setiap ada data informasi dan 
laporan akan terekam dalam database serta ada sistem 
keamanan yang membuat akses pada data penting 
hanya terbatas pada orang yang punya otoritas. 
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6.	 Meningkatkan Nilai Saing dan Profit 

Tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan 
teknologi saat ini, ada lebih banyak tantangan yang 
harus dihadapi dalam menjalankan suatu bisnis. Salah 
satunya adalah ketatnya persaingan antar bisnis. Laju 
bisnis di era digital ini bergerak dinamis dan sangat 
cepat. Agar tidak kalah dalam persaingan antar 
bisnis atau setidaknya bisa bertahan di pasar, sebagai 
pebisnis harus meningkatkan nilai daya saing dengan 
melakukan transformasi digital sehingga dapat 
meningkatkan keuntungan. 

 
METODE-LINGKUP KAJIAN 
Digitalisasi Keuangan 

Penerapan digitalisasi memberikan kemudahan bagi 
pemilik usaha, karena dapat mengurangi resiko terjadinya 
kesalahan perhitungan, kerusakan atau kehilangan 
dokumen keuangan, mempercepat waktu penyusunan dan 
mengevaluasi hasil keuangan usaha dimanapun berada. 
Pemilik usaha tidak diharuskan memiliki latar belakang 
pendidikan bidang akuntansi. 

Menganalisis laporan keuangan sangatlah penting 
untuk dilakukan agar data keuangan bisnis atau perusahaan 
dapat dimanfaatkan dalam mendukung keputusan yang akan 
diambil baik oleh manajemen maupun pihak eksternal yang 
mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Laporan 
keuangan juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi 
antara data keuangan atau aktivitas keuangan perusahaan 
dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 
aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari 
neraca, laporan laba/rugi, dan laporan perubahan modal. 
Setiap analisa laporan dituntut untuk menyajikan datanya 
lebih baik dan cepat kepada para pengambil keputusan.  
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Risiko dan peluang teknologi perlu diidentifikasi dan 
dipahami dengan baik oleh kalangan profesi di tengah tren 
IT global, agar dunia bisnis dapat bertumbuh dengan aman 
dan optimal. Berdasarkan perspektif peluang teknologi ada 
konsep big data dan analisa risiko sementara dalam perspektif 
risiko teknologi berkembang dinamika cyber security. Oleh 
karena itu harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan dari segi 
digital. Digitalisasi keuangan digunakan untuk minimalisir 
kehilangan data, mengidentifikasi keadaan neraca bisnis 
secara lebih akurat dan mudah, menciptakan uang menjadi 
digital sehingga lebih praktis digunakan, serta memberikan 
kemudahan dalam melakukan pencatatan atau pembukuan 
keuangan perusahaan. 

Perusahaan perbankan dan industri jasa keuangan 
berupaya mewujudkan transformasi digital di sektor 
keuangan, yaitu : 

1.	 Blockchain 

Teknologi Blockchain dapat mempercepat 
proses keuangan bagi perusahaan. Selain itu, 
perusahaan dapat memotong biaya yang terkait 
dengan administrasi database. 
2.	 Real-Time Data Visualization 

Sektor keuangan menerapkan transformasi 
digital melalui penggunaan teknologi berbasis cloud 
yang didukung oleh arsitektur perangkat lunak yang 
ramah pengguna. Dengan menggunakan teknologi 
ini, pengguna dapat langsung berkomunikasi dengan 
pemangku kepentingan mengenai tren dan data 
terkini. Korporasi menghasilkan banyak uang dari 
keuntungan ini. 
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3.	 Automasi Proses 
Banyak proses dalam sistem keuangan 

konvensional yang monoton dan berulang. Teknologi 
yang canggih dapat memudahkan penyelesaian 
kegiatan tersebut dengan lebih cepat. 
4.	 Teknologi AI 

Sektor keuangan dapat memperoleh manfaat 
besar dari teknologi kecerdasan buatan (AI). Ini 
dapat digunakan oleh perusahaan untuk menilai 
data keuangan. Jika didukung oleh fakta yang dapat 
dipercaya, analisis AI dapat menghasilkan prosedur 
pengambilan keputusan yang paling efektif untuk 
perusahaan. 
 

Adaptasi Keuangan Perusahaan 
Adanya kemudahan transaksi digital dan banyak 

provider yang menyediakan layanan tersebut, maka tak ada 
alasan lagi bagi perusahaan maupun korporasi untuk tidak 
melakukan digitalisasi sistem keuangannya. Berdasarkan data 
survei digital oleh Standard Chartered pada Agustus 2020, 
diketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia mengharapkan 
untuk sepenuhnya tidak lagi menggunakan uang tunai, dan 
mereka berharap transisi ini terjadi pada tahun 2025. 
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Gambar 1. Perkembangan Penggunaan Pembayaran Digital

Sumber: Bank Indonesia, 2023 

 Berdasarkan Gambar 1 menjelaskan bahwa 
perkembangan penggunaan pembayaran digital dari tahun 
2017-2021 mengalami kenaikan signifikan sebesar 122,89 
persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi transformasi 
digital yang telah perkembang pesat. Perusahaan menjadi 
salah satu sektor yang harus mengimplementasikan 
perkembangan digital sebagai salah satu faktor berdaya 
saing. 

Banyak manfaat yang didapat oleh perusahaan 
apabila menambah sistem keuangannya secara digital yang 
terintegrasi untuk meneruskan kegiatan operasinya dengan 
efektif, selain juga terus menggunakan metode penagihan 
yang sudah dimiliki perusahaan. Selain itu, berdasarkan 
data dari Google, Temasek dan Bain & Company, sejak awal 
pandemi telah ada sekitar 21 juta konsumen digital baru di 
Indonesia, dan 99 persen di antaranya berniat untuk terus 
menggunakan layanan digital. Artinya, ini merupakan pasar 
potensial baru bagi para perusahaan. Selain itu, 96% pelaku 
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usaha digital juga kini menerima pembayaran digital, dan 
28% dari mereka berpendapat bahwa mereka tidak dapat 
selamat dari dampak pandemi bila tanpa platform digital. 

Bagi perusahaan yang ingin beralih ke digital dalam hal 
penagihan kas atau menerima pembayaran, bisa mencoba 
menggunakan solusi Straight2Bank Pay (S2B Pay) dari 
Standard Chartered. Solusi ini dapat menjadi sistem koleksi 
uang tunggal perusahaan yang secara digital menerima 
pembayaran atau melakukan penagihan dana menggunakan 
berbagai macam metode, seperti pembayaran tunai, dompet 
digital, transfer bank, maupun menggunakan kartu kredit 
dan debit. Perusahaan tidak perlu lagi membuka rekening 
di berbagai bank atau menyiapkan sistem transaksi dengan 
masingmasing mitra, sehingga bisa mengurangi biaya 
operasional, menghemat waktu dan mengurangi risiko 
kejahatan siber yang dapat meningkat bila terlalu banyak 
dilakukan integrasi sistem dengan pihak luar. S2B Pay juga 
dapat meningkatkan penjualan online dengan memperluas 
jangkauan ke seluruh kota di Indonesia, bahkan hingga luar 
negeri. 

Para pelanggan perusahaan juga diuntungkan karena 
lebih banyak dari mereka yang kini lebih menyukai metode 
pembayaran digital bebas sentuhan. Setelah mengklik tautan 
pembayaran digital (dalam email, faktur digital, halaman 
checkout di situs, dan lain sebagainya), atau memindai kode 
QR (saat menerima pengiriman atau membayar di konter), 
pelanggan dengan mudah diarahkan ke halaman gerbang 
pembayaran S2B Pay Standard Chartered yang menunjukkan 
jumlah pembayaran tertentu yang perlu dilakukan, serta 
berbagai opsi untuk metode pembayaran. Sementara itu, 
Standard Chartered juga melihat pentingnya perusahaan 
untuk mendigitalkan tidak hanya sistem penagihannya, 
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tapi juga sistem pembayarannya. Standard Chartered 
menawarkan Virtual Account Payment (VAP) sebagai solusi 
tunggal pembayaran perusahaan. 

Melalui Virtual Account Payment (VAP), perusahaan 
tidak perlu membuka banyak rekening untuk proyek atau 
kantor cabang yang berbeda-beda sehingga akan merapikan 
sistem keuangan dari perusahaan tersebut. Meskipun berupa 
rekening virtual, perusahaan masih bisa mengelompokkan 
penggunaan VAP-nya berdasarkan proyek atau kantor 
cabang yang menggunakannya. Standard Chartered sebagai 
pelopor solusi VAP memberikan keunikan tersendiri bagi 
proposisi yang mana VAP ini masih dapat dioperasikan mirip 
dengan akun fisik normal. Nasabah-nasabah perusahaan 
yang menggunakan solusi VAP ini dapat menetapkan 
matriks otorisasi mereka sendiri atau matriks pengguna 
untuk mengakses setiap VAP secara berbeda sesuai dengan 
tujuannya. Hal tersebut dapat menghasilkan struktur akun 
klien perusahaan yang lebih ramping, transparansi, serta 
dengan kontrol dan efisiensi yang lebih baik. Tentunya hal 
ini juga akan sejalan dengan strategi digitalisasi, yang mana 
rekonsiliasi akan dilakukan secara otomatis. 

Bagi perusahaan yang memiliki banyak kantor 
cabang di seluruh Indonesia maupun hingga ke luar negeri, 
solusi Virtual Account Payment bisa menjadi pilihan untuk 
memudahkan transaksi keuangan di kantor-kantor cabang. 
Perusahaan bisa mengoptimalkan manajemen keuangannya 
dengan memantau semua pergerakan uang. Selain itu, 
perusahaan juga bisa lebih mencapai efisiensi biaya, 
mengurangi risiko uang yang hilang, dan memudahkan 
administrasi. Meskipun jumlah transaksi uang elektronik 
di Indonesia cukup tinggi, nyatanya perputaran uang tunai 
atau kartal di Indonesia masih terbilang tinggi diikuti dengan 
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tantangan dan risiko yang ada. Menurut Bank Indonesia, 
hingga Oktober 2021 jumlah uang kartal yang diedarkan 
(UYD) naik 5,9 persen menjadi Rp854,3 triliun. Artinya, masih 
banyak masyarakat dan perusahaan yang menggunakan uang 
tunai untuk membayar sesuatu. Bagi perusahaan besar yang 
masih menerima pembayaran uang tunai, muncul lagi suatu 
permasalahan baru, yaitu menyetorkan uang tunai tersebut 
ke bank. Untuk itu, Standard Chartered menghadirkan Cash 
Deposit Machine (CDM) yang memudahkan perusahaan untuk 
melakukan setoran uang. Menariknya, Cash Deposit Machine 
bisa diletakkan di kantor atau lokasi khusus bagi perusahaan 
yang membutuhkan. 

Keuntungan dari menggunakan Cash Deposit Machine 
antara lain melakukan setoran dan settlement dalam jumlah 
banyak secara cepat dan tepat, mengurangi Sumber Daya 
Manusia dan biaya operasional untuk memindahkan uang 
dari perusahaan ke bank, serta meningkatkan efektivitas 
manajemen keuangan. Cash Deposit Machine memiliki 
kemampuan untuk menerima berbagai jenis uang dalam 
setiap transaksi, yaitu uang kertas atau logam. Uang yang 
disetorkan akan secara langsung masuk ke rekening 
perusahaan, dan mengurangi aktivitas penghitungan uang 
secara manual hingga 75 persen karena mesin secara otomatis 
menghitung jumlah uang yang disetorkan. Perkembangan 
digital di sektor keuangan bagi Perusahaan memberikan 
kemudahan pada internal dan eksternal Perusahaan. Faktor 
internal di gambarkan dengan kemudahan dalam proses 
pengelolaan keuangan, sedangkan secara eksternal akan 
memudahkan para konsumen dalam melakukan transaksi. 
Hal tersebut juga dapat menjadikan perusahaan sebagai 
daya saing dibandingkan para pesaingnya. Adanya anjuran 
untuk menjaga jarak aman dan untuk bekerja dari rumah di 
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tengah pandemi COVID-19, banyak perusahaan Indonesia 
dapat mengambil manfaat dari solusi penagihan dana dan 
pengelolaan keuangan secara digital yang terintegrasi, seperti 
yang ditawarkan Standard Chartered, untuk meneruskan 
kegiatan operasinya dengan efektif di masa kini, serta meraih 
peluang yang ditawarkan ekonomi digital di masa mendatang. 

Cashless Society 

Cashless society atau Gerakan Nasional Non Tunai 
(GNNT) merupakan transaksi pembayaran non tunai yang 
memperhatikan aspek efisiensi, keamanan, keandalan, 
inklusif, dan mengutamakan kepentingan nasional. Adanya 
cashless society ini didukung oleh tingginya penggunaan 
APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dan tingginya 
jumlah uang elektronik beredar. Mendukung cashless society, 
generasi Z telah menggunakan digital payment sebesar 
79,4% (Ramadanti and Nawir, 2021). 

Cashless Society memang memiliki hubungan erat 
dengan digitalisasi. Oleh karena itu, milenial sebagai generasi 
yang melek akan teknologi dan hidup ditengah internet 
of things dianggap lebih dapat menyesuaikan diri dengan 
budaya baru, seperti membayar secara non-tunai. Apalagi, 
membayar secara non-tunai ini juga sifatnya sangat praktis 
dan mudah. Tentu sajahal ini sesuai dengan karakteristik dari 
generasi milenial yang suka segala sesuatunya itu praktis dan 
bisa dikerjakan melalui ponsel pintar. 

Perkembangan ini semakin memudahkan orang 
maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam 
transaksi bisnis khususnya perdagangan. Bank Indonesia 
sendiri bekerjasama dengan beberapa instansi terkait 
menggalakkan transaksi non tunai yang bertujuan untuk 
mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi dengan 
menggunakan uang tunai (cashless society). 
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Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan 
dan juga pemerintah untuk   mewujudkan cashless 
society, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakatterhadap penggunaan instrument non tunai. 
Sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas 
atau masyarakat yang lebih menggunakan instrument non 
tunai dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. 
Dari segi efisiensi, ini mampu menekan anggaran yang 
dikeluarkan setiap tahunnya untuk mencetak uang. berikut 
ini beberapa perilaku milenial yang telah berubah akibat 
kemajuan teknologi (Rif’ah, 2019): 

a.	 Milenial tidak suka jika dompet mereka tebal 

Kaum   milenial terkenal dengan anti ribet. 
Mereka lebih   suka membawa uang seperlunya 
saja, cukup buat makan, nonton dan parkir. 
Sehingga bisa dikatakan dompet mereka tipis. 
Walau begitu, bukan berarti bahwa pengeluaran 
mereka tidak besar.  Sebenarnya milenial cukup 
konsumtif menggunakan uangnya. Bagi milenial, 
solusi untuk tidak terlampau konsumtif adalah 
dengan   gaya   hidup cashless   society. Pasalnya, 
mereka mengaku lebih boros jika membawa uang 
tunai dalam jumlah besar. Tidak hanya itu, dompet 
yang tebal juga dinilai tidak praktis karena bentuk 
fisiknya yang terlalu memakan tempat di tas atau 
di kantong celana. Dari survei yang dilakukan 
kepada orang-orang usia produktif. 

b.	 Milenial mengandalkan gadget untuk bertransaksi  

Generasi milenial sangat mengandalkan 
gadget untuk bertransaksi. Mereka lebih memilih 
menggunakan sistem pembayaran non-tunai, dari 
pembayaran dengan kartu kredit atau kartu debit, 
hingga sistem teknologi perbankan digital seperti 
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e-money atau e-wallet. Apalagi dengan kehadiran 
kartu debit, segala sesuatu memang terasa lebih 
mudah dalam hal transaksi. Sistem pembayaran 
tersebut sangat digemari oleh para milenial yang 
anti ribet, karena bisa menggunakannya dalam 
transaksi langsung tanpa perlu repot membawa 
uang tunai. 

c.	 Mobile banking dan internet banking dianggap 
sudah ketinggalan zaman 

Pada awal mobile banking dan internet 
banking muncul, produk keuangan nontunai ini 
banyak digunakan. Sistem perbankan elektronik 
yang dianggap sangat   modern   dan   sangat   
memudahkan transaksi tanpa perlu ke ATM atau 
bank.  Namun kini, kedua jenis produk tersebut 
justru sudah mulai ditinggalkan. Penyebabnya 
karena muncul produk yang lebih mutakhir yakni 
e-money dan e-wallet. Para milenial tidak perlu 
lagi membawa token atau mengingat password, 
dan tidak perlu lagi melakukan serangkaian 
prosedur transaksi seperti yang ada pada internet 
banking dan mobile banking. Kemudahan yang 
dirasakan, cenderung lebih nyaman bertransaksi 
secara digital atau gadget payment. Sebab, selain 
mudah digunakan, juga lebih aman. 

d.	 Meski suka transaksi non-tunai, milenial tetap 
punya banyak produk keuangan 

Meski tidak begitu suka melakukan transaksi 
secara tunai, milenial tetap mengenal dan 
memiliki berbagai jenis produk keuangan. Bahkan 
produk keuangan yang paling banyak dimiliki 
oleh para milenial adalah tabungan konvensional. 
Selanjutnya produk keuangan seperti asuransi, 
leasing, kartu kredit, deposito, serta KPR juga 
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cukup diminati oleh para milenial. Popularitas 
produk keuangan ini juga semakin mencuat karena 
kebutuhan milenial untuk mempersiapkan masa 
depannya.  Entah itu untuk asuransi kesehatan, 
properti, jaminan pensiun, dan tabungan darurat. 
Semakin banyak kebutuhan yang muncul seiring 
berjalannya waktu, kemungkinan   semakin   
banyak   pula   produk   keuangan   yang dimilikinya. 

e.	 Ada pertimbangan khusus untuk COD ketika 
transaksi untuk barang-barang tertentu 

Meski milenial paling malas membawa uang 
tunai dalam jumlah banyak dan lebih memilih 
melakukan transaksi secara digital, namun ada 
kalanya mereka   mempertimbangkan untuk 
membayar   secara   tunai, khusus untuk transaksi-
transaksi tertentu. Sebagai contoh ketika 
membeli barang-barang yang membutuhkan 
pengecekan khusus. Konsumen memilih untuk 
melakukan transaksi cash on   delivery (COD) 
untuk memastikan barang yang dibeli tidak akan 
mengecewakan. Metode pembayaran seperti ini 
masih menjadi preferensi mereka karena adanya 
wabah penipuan barang e-commerce yang bisa 
saja terjadi. Mereka rela mengambil uang sesuai 
jumlah yang harus mereka bayar, dibandingkan 
harus transfer sebelumnya namun barang yang 
diterima rusak atau cacat. Itulah mengapa peran 
uang tunai sebagai bagian dari aktivitas transaksi 
milenial sehari-hari tidak bisa dihilangkan. 
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KESIMPULAN 

Industri 4.0 mendorong perusahaan untuk melakukan 
transformasi digital, termasuk perusahaan. Digitalisasi 
penting dilakukan agar perusahaan mampu melakukan 
efisiensi dalam proses bisnis dan produksi serta menghasilkan 
produk berkualitas. Banyak manfaat yang didapat oleh 
perusahaan apabila menambah sistem keuangannya secara 
digital yang terintegrasi untuk meneruskan kegiatan 
operasinya dengan efektif, selain juga terus menggunakan 
metode penagihan yang sudah dimiliki perusahaan. Adanya 
kemudahan transaksi digital dan banyak provider yang 
menyediakan layanan tersebut, maka tak ada alasan lagi 
bagi perusahaan maupun korporasi untuk tidak melakukan 
digitalisasi sistem keuangannya. Cashless Society memang 
memiliki hubungan erat dengan digitalisasi. Oleh karena 
itu, milenial sebagai generasi yang melek akan teknologi 
dan hidup ditengah internet of things dianggap lebih dapat 
menyesuaikan diri dengan budaya baru, seperti membayar 
secara non-tunai. Apalagi, membayar secara non-tunai ini 
juga sifatnya sangat praktis dan mudah. Tentu sajahal ini 
sesuai dengan karakteristik dari generasi milenial yang suka 
segala sesuatunya itu praktis dan bisa dikerjakan melalui 
ponsel pintar. 
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berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  
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PENDAHULUAN  

Perkembangan UMKM yang cukup banyak memberikan 
sumbangan yang bukan main bagi perkembangan 
perekonomian Indonesia. UMKM menjadi tulang punggung 
ekonomi dengan kontribusi signifikan, Peran strategis UMKM 
ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik 
Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai lebih dari 60%, setara 
dengan sekitar Rp8.573 Triliun per tahun. Selain itu, UMKM 
juga berperan dalam menyerap tenaga kerja, mencakup 
sekitar 97% dari total pekerja di Indonesia, atau setara 
dengan 116 juta orang.(1) 

Laju tumbuh kembang UMKM yang begitu cepat ibarat 
jamur di musim hujan memaksa UMKM untuk mengikuti 
perubahan dunia modern. UMKM perlu memahami dan 
merespons perubahan zaman, khususnya melalui digitalisasi. 
Digitalisasi UMKM tidak hanya menjadi opsi tambahan, 
melainkan suatu kebutuhan mendesak yang mampu 
memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Digitalsasi UMKM ini kedatangannya dipercepat 
seiring dengan mewabahnya virus Covid- 19 yang datang di 
tahun 2019, sehingga hal ini tidak dapat ditampikkan lagi 
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bahwa bisnis UMKM harus Go Digital agar mampu hidup dan 
bersaing di tengah krisis ekonomi dan kesehatan pada waktu 
itu.

Upaya memajukan digitalisasi Usha Kecil Menengah 
(UMKM) menjadi semakin penting dalam mendorong 
perekonomian suatu negara. Di Indonesia, UMKM memiliki 
peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, 
meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi 
disparitas ekonomi antar wilayah(2). Tantangan  global ini 
harus dijawab melalui peningkatan daya saing penguasaan 
teknologi digital bagi para pelaku sehingga diharapkan UMKM 
dapat menopang kehidupan masyrakat kecil dan membantu 
pemerintah dalam mengatasi tingginya angka pengangguran 
di Indonesia di setiap tahunnya. 

TELAAH PUSTAKA
Urgensi Digitalisasi UMKM 

UMKM yang tumbuh begitu cepat di Indonesia 
memaksa para pihak untuk bergerak secara aktif dalam upaya 
pengembangan dan perbaikan dalam rangka memperkuat 
perekonomian di Indonesia. UMKM memegang peranan 
utama dalam ekonomi nasional Indonesia dengan kontribusi 
penyerapan tenaga kerja mencapai 96% dengan jumlah unit 
usaha yang mencapai 99% dari total, UMKM memiliki dampak 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, 
menjalankan digitalisasi bisnis menjadi hal yang krusial bagi 
UMKM guna meningkatkan kinerja usaha, meraih kemajuan, 
dan meningkatkan daya saing mereka.

Daya saing disini tidak hanya berkisar tentang masalah 
produk seperti harga ataupun kualitas. Bersaing disini bisa 
dalam arti yang cukup luas seperti pengelolaan keuangan, 
operasional, marketing ataupun Sumber Daya Manusia 
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(SDM) menjadi tantangan yang dirasakan oleh UMKM, dan 
hal ini dianggap sebagai permasalahan. Pemilik UMKM. 
Pemilik UMKM pertama masih menghadapi kesulitan dalam 
mengelola dan mengembangkan usahanya, terutama dalam 
hal pelaporan keuangan yang memadai. Akibatnya, beberapa 
UMKM sering mengalami kegagalan dalam menjalankan 
usahanya karena, laporan keuangan menjadi salah satu 
alat penting untuk mengawasi dan mengendalikan arus kas 
dalam usaha tersebut.(3).  

Hal kedua yang tidak kalah penting dari proses 
pelaporan keuangan adalah bagaimana memasarkan sebuah 
produk. Pemasaran dalam taraf ini tidak hanya memasarkan 
secara manual seperti periode sebelumnya, akan tetapi 
melalui sebuah media yang disebut dengan digitalisasi. Proses 
digitalisasi di bidang pemasaran didukung oleh munculnya 
virus Covid-19 yang berasal dari Cina, sehingga menyebabkan 
setiap orang di dunia untuk tetap tinggal di rumah untuk 
menghindari penyebaran virus Covid -19 di akhir tahun 
2019. Hal ini dimana selanjutnya memicu para pedagang dan 
konsumen yang tetap berusaha memenuhi kebutuhannya 
dengan memesan layanan lewat aplikasi online, sehingga mau 
tidak mau setiap pedagang memaksa dirinya untuk melek 
teknologi dalam bidang pemasaran digital. Hal lain yang 
turut mempercepat tumbuhnya digitalisasi dalam bidang 
pemasaran yaitu adanya pertumbuhan dunia e commerce 
tumbuh secara cepat melalui. ekspansi e-commerce di 
Indonesia dan jangkauan layanan yang disediakan merupakan 
faktor utama yang mendorong aktivitas pembelian online. 

Pembelian online ini dilakukan oleh konsumen memiliki 
berbagai alasan. Salah satu hal utama yang mendorong orang 
berbelanja online adalah gratis ongkos kirim yang ditawarkan 
oleh berbagai platform e-commerce. Dari responden, 50,5% 



1Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, 
Dan Social Learning Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 

1  PHKA, Dirjen. 2008. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga: 
Dipa BA-29 Tahun 2008. Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata 
Alam Direktorat Jenderal PHKA

2  Ujud, Tahajuddin. 2015. Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. 
Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, Jakarta

125Book Chapter : Era Digitalisasi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis untuk Keberlangsungan Perusahaan 

mengakui masalah ini. Selain itu, 48,3% peserta menyatakan 
bahwa ulasan pelanggan, kupon, dan diskon menggugah rasa 
ingin tahu mereka. Penjelasan lain yang diberikan oleh 41,7% 
responden adalah sistem pembayaran yang mudah, 31,1% 
memperhitungkan jumlah suka dan komentar di media 
sosial, dan 24,7% tertarik pada tujuan. Pembayaran tunai 
di tempat (COD) atau pembayaran di tempat merupakan 
pilihan, dan 24% responden mempertimbangkan variable 
ramah lingkungan (4) 

 Digitalisasi dan UMKM 

Selain pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, 
sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) sangat 
membutuhkan keahlian di bidang teknologi digital, karena 
berpotensi meningkatkan kinerja dan produktivitas secara 
signifikan. Oleh karena itu, terdapat inisiatif penting untuk 
melakukan transformasi digital di kalangan UMKM, yang 
dituangkan dalam program digitalisasi, yang merupakan 
bagian integral dari keseluruhan upaya transformasi yang 
dipimpin oleh Kementerian UMKM dan Koperasi. 

Transformasi digital, mengacu pada perubahan 
organisasi yang disebabkan oleh dampak teknologi digital. 
Perubahan-perubahan ini, yang dipicu oleh kemajuan 
teknologi, bertujuan untuk mengadaptasi proses bisnis, 
membina interaksi antara pelanggan dan perusahaan, 
perusahaan dan karyawan, serta karyawan dan pelanggan. 
(5)Penyesuaian ini penting untuk menyelaraskan dengan 
kondisi lingkungan dan pasar yang terus berkembang. 
Pandemi COVID-19 semakin mempercepat perubahan ini, 
mengubah perilaku konsumen dan menekankan perlunya 
UMKM untuk menjadikan digitalisasi sebagai norma di masa 
depan (6).  
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Adopsi platform digital di kalangan UMKM telah 
mengalami peningkatan yang signifikan sejak awal 
pandemi. Terbukti bahwa media sosial memainkan peran 
penting dalam pengembangan kewirausahaan dan bisnis 
UMKM, dan berperan sebagai fasilitator utama dalam 
meningkatkan transaksi online. Meluasnya penggunaan 
media sosial memberikan peluang bagi sektor UMKM untuk 
bertransisi sepenuhnya ke model digital. Namun, penting 
untuk disadari bahwa meskipun digitalisasi memberikan 
manfaat, UMKM mungkin masih menghadapi tantangan 
seperti memenuhi permintaan pasar digital, mengatasi 
kesenjangan tingkat ketahanan antar pelaku usaha, dan 
mengatasi terbatasnya ketersediaan pendidikan literasi 
digital. Singkatnya, perubahan paradigma menuju digitalisasi 
di sektor UMKM, yang dipercepat oleh pandemi COVID-19, 
menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perubahan 
teknologi. Meskipun media sosial telah berperan penting 
dalam pertumbuhan bisnis, tantangannya masih ada, 
sehingga menekankan perlunya solusi komprehensif untuk 
memastikan keberhasilan transformasi digital UMKM. 

Dampak Positif Tumbuhnya UMKM 

1.2.1.	Dampak Positif  Tumbuhnya UMKM bagi 
Perekeonomian Indonesia 

1.	 Mendorong pemerataan ekonomi melalui 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 
dengan syarat mendorong partisipasi 
ekonomi skala kecil. Masyarakat pedesaan 
dapat memperoleh kebutuhan pokok dari 
masyarakatnya serta komoditas dan jasa. 

2.	 Prospek komersial yang tersedia secara 
umum, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
memiliki standar dan kredensial yang tidak 
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terlalu ketat dibandingkan perusahaan 
besar lainnya. Hal ini membuat lowongan 
pekerjaan pada Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah dapat diakses oleh masyarakat 
umum di semua tingkatan. 

3.	 Meningkatkan cadangan devisa negara 
sebesar jumlah tertentu dapat dicapai 
melalui daya tarik yang sudah dimiliki 
oleh produk Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM), termasuk kategori Mikro dan Kecil, 
yang telah mampu menarik konsumen 
asing. Aktivitas ekspor juga semakin 
meningkat berkat kontribusi dari para 
pelaku bisnis tersebut. Menyebarluasnya 
usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
dengan produk berkualitas yang dapat 
mencapai pasar internasional diharapkan 
dapat berkontribusi pada pertumbuhan 
terusmenerus cadangan devisa negara. 

4.	 Memenuhi kebutuhan komunitas bisnis 
Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan 
kelebihan yang signifikan. Para pelaku 
bisnis ini mampu dengan tepat memenuhi 
kebutuhan komunitas kecil. Selain 
itu, para pengusaha di sektor Mikro, 
Kecil, dan Menengah juga lebih mudah 
mendapatkan bahan baku produksi 
dari lingkungan sekitar dan produsen 
lokal. Hal ini memberikan keuntungan 
dan manfaat tambahan bagi masyarakat 
lokal, yang menjadi konsumen dan dapat 
meningkatkan perputaran ekonomi. 

5.	 Bantuan keuangan pada masa-masa sulit 
seperti krisis keuangan tahun 1998 dan 
masa pandemi tahun 2020 hingga saat ini. 
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Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
cukup fleksibel dalam menyesuaikan diri 
dengan berbagai kebijakan. 

Dampak Positif dan Negatif E-Commerce 

1.3.1. 	Dampak Positif untuk Perusahaan maupun 
Pelanggan(8) 

1.	 Keuntungan e-commerce bagi pengusaha 
lebih mudah untuk membeli dan menjual 
sesuatu; biaya pemasarannya lebih 
murah; lebih mudah berkomunikasi 
dengan produsen dan pelanggan; dapat 
menjangkau target pasar yang lebih besar; 
penyebaran informasi lebih mudah dan 
cepat; dan proses pembayaran menjadi 
lebih mudah dan cepat. 

2.	 E-commerce menguntungkan pelanggan 

	 Pelanggan dapat berbelanja dengan lebih 
nyaman sepanjang waktu; . Mereka dapat 
melihat lebih banyak pilihan produk yang 
dianggap menarik dan dapat dibeli dengan 
harga terbaik; Pelanggan dapat membeli 
barang dan jasa dengan biaya lebih besar 
dengan mudah setelah membandingkan 
harga dengan ecommerce yang berbeda 

Dampak Negatif  untuk Perusahaan maupun Pelanggan 

1.	 Kerugian finansial yang diakibatkan 
langsung dari aktivitas penipuan terjadi 
ketika penipu mentransfer dana antar 
rekening atau memanipulasi semua data 
keuangan yang dapat diakses. 
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2.	 Pencurian informasi rahasia, yang dapat 
mengakibatkan kerugian besar bagi 
korbannya, melibatkan pengungkapan data 
sensitif tanpa izin kepada pihak yang tidak 
berhak mengaksesnya. 

3.	 Peluang bisnis yang hilang muncul 
akibat gangguan layanan, yang seringkali 
disebabkan oleh kesalahan non-teknis 
seperti pemadaman listrik secara tiba-tiba. 

4.	 Akses tidak sah oleh pihak eksternal 
terhadap sumber daya pengguna, misalnya 
peretas membobol sistem perbankan 
dan mentransfer rekening orang lain ke 
rekening miliknya. 

5.	 Terkikisnya kepercayaan konsumen 
disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk 
upaya sengaja pihak eksternal yang ingin 
mencoreng reputasi perusahaan. 

6.	 Kerugian yang tidak terduga, akibat campur 
tangan yang disengaja, praktik tidak jujur, 
perilaku bisnis yang tidak patut, kesalahan 
manusia, atau kegagalan fungsi sistem 
elektronik. 

 
Tantangan dan Hambatan dalam Digitalisasi UMKM 

Masih ada banyak pelaku UMKM yang merasa ragu 
untuk mengembangkan bisnis mereka secara online melalui 
digitalisasi. Beberapa pelaku UMKM mengungkapkan 
bahwa keraguan ini muncul karena adanya kendala modal 
yang terbatas (sekitar 30%) dan kurangnya pemahaman 
tentang literasi digital (sekitar 27%). Selain itu banyaknya 
konsumen yang berasal dari golongan tua  yang tidak 
terbiasa menggunakan perangkat digital. Kendala lainnya 
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meliputi keterbatasan alat dan perangkat (sekitar 10,8%), 
ketidakjelasan dalam prosedur dan proses digitalisasi 
(sekitar 7,8%), dan kekurangan sumber daya manusia yang 
memadai (sekitar 4,8%). Salah satu masalah yang perlu 
diatasi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses 
pengaturan dan pendaftaran produk di platform e-commerce.
(9) 

Digitalisasi yang berkembang ternyata tidak dihadapi 
dengan begitu mudah banyak tantangan dan hambatan yang 
harus dihadapi baik dari sisi budaya, Sumber Daya Manusia, 
maupun kesiapan  penguasaan teknologi diantaranya  
yaitu(10) 

1.	 Permasalahan sumber daya manusia 
(human intelectual capital).sebagian besar 
UMKM belum memiliki sumber daya untuk 
dapat memanfaatkan teknologi informasi. 
literasi digital UMKM. Hal ini menjadi 
permasalahan mendasar yang perlu 
segera diatasi, karena mayoritas tingkat 
pendidikan masyarakat masih didominasi 
oleh tiga kelompoknya, yakni 4.444 
lulusan SD, lulusan SD, dan lulusan non 
sekolah, .tanpa kesiapan tenaga kerja untuk 
digitalisasi, UMKM akan terus kesulitan 
dalam hal permodalan dan pemasaran 
meskipun terdapat peningkatan peluang 
selama pandemi, terutama mengingat 
kebiasaan mereka menggunakan transaksi 
digital. 

2.	 Kesulitan masalah “modal struktural” dalam 
infrastruktur dan sistem informasi, karena 
keterbatasan modal, tidak semua UMKM 
memiliki infrastruktur yang diperlukan 
untuk digitalisasi.Sebaran infrastruktur 
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digital seperti akses internet di Indonesia 
belum merata di Pulau Jawa, dan harga 
perangkat pintar dinilai masih terlalu 
mahal bagi .kelas menengah ke bawah. 

3.	 Masalah jaringan (modal relasional). 
Masih sangat sedikit UMKM yang memiliki 
akses terhadap jaringan tersebut. Mereka 
bahkan tidak menyadari bahwa networking 
itu sangat penting, termasuk networking 
dengan pengusaha lain, organisasi profesi, 
pemerintah, dan bank. 

4.	 Masalah sosial dan perilaku (modal 
sosial), meskipun UMKM telah memiliki 
fasilitas internet, mereka masih jarang 
memanfaatkan fasilitas internet untuk 
memperoleh informasi yang berguna 
dalam kemajuan usahanya.  Sebagian besar 
penggunaan internet masih sebatas akses 
berupa media hiburan. Dalam hal ini, belum 
banyak UMKM yang mampu memanfaatkan 
peluang digital. 

Kerangka Kebijakan Dukungan Digitalisasi UMKM 

Usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memperoleh 
manfaat besar dari digitalisasi yang dapat memperluas 
akses pasar mereka. Teknologi digital juga memungkinkan 
pengumpulan data yang lebih akurat dan selalu terkini untuk 
menginformasikan kebijakan pemerintah yang lebih tepat 
sasaran dan efektif sehingga membantu mengembangkan 
potensi usaha kecil dan menengah tersebut.  
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Tabel 1 Rekomendasi Kebijakan Penguatan UMKM

 Sumber : Bappenas, 2022 

Tabel 2 Rekomendasi Kebijakan Ekosistem untuk 
Transformasi UMKM 

Sumber : Bappenas, 2022 

Pemerintah berupaya menghidupkan kembali UKM  
semenjak terjadinya wabah Covid 19 di akhir tahun 2019 
dengan membuat kebijakan untuk meringankan beban UKM. 
Pemerintah mendukung praktik yang tercantum dalam PMK 
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nomor 86/PMK.03/2020 tentang keringanan pajak bagi Wajib 
Pajak yang terdampak pandemi  PPh penyakit virus corona 
tahun 2019 berupa keringanan pasal 21, PPh  22, dan PPN. 
PMK Nomor 65/PMK.05/2020 Subsidi Bunga/Dukungan 
Margin Pinjaman/Pembiayaan Mikro dan UKM pada Tata 
Cara Hibah Mendukung pelaksanaan Program Stimulus 
Perekonomian Nasional memberikan kemudahan bagi 
usaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajibannya. 
kebutuhan finansial. pembayaran pokok dan bunga tagihan 
Pada tahun 2020, pemerintah menyetujui rencana pemulihan 
ekonomi yang mencakup insentif  bagi UKM. Diskon ini 
diberikan sesuai dengan Instruksi Presiden PMK Nomor 86/
PMK.03/2020 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak 
yang Terdampak Pandemi Virus Corona Tahun 2019, PMK 
Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Subsidi Bunga/Sumbangan 
Margin Pinjaman subsidi/pembiayaan bagi usaha mikro, 
UKM, dan menengah untuk mendukung pelaksanaan Program 
Stimulus dan PMK nomor 71/PMK.08/2020 tentang tata cara 
penjaminan negara terhadap perusahaan penjaminan selama 
pelaksanaan Program Stimulus. Kebijakan pemulihan dunia 
usaha dapat dikelompokkan menjadi delapan kebijakan, 
yaitu penangguhan permodalan dan bunga  UMKM, subsidi 
bunga kredit UMKM, insentif perpajakan, dana  daerah 
(DID), pemulihan modal kerja krisis COVID-19 bagi UMKM, 
penjaminan modal kerja, dan investasi bank Himbara. dan 
Banpres Produktif (11) 

 
METODE KAJIAN 

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
(qualitative approach). Penulis melihat fenomena yang 
berkembang sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak 
terikat dengan satu variable atau hipotesis tertentu. 
Pendekatan ini akan memudahkan penulis dalam 
menemukan persoalan-persoalan ganda, mendekatkan diri 
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peneliti dengan subyek yang dikaji, serta lebih peka dan lebih 
dapatmenyesuaikan diri terhadap pengaruh fenomena yang 
ada di lapangan. 

PEMBAHASAN  

Urgensi Digitalisasi UMKM. Dalam konteks 
pertumbuhan UMKM di Indonesia, digitalisasi dianggap 
sebagai suatu kebutuhan mendesak. Meskipun UMKM telah 
menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, tantangan 
yang dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama terkait dengan 
manajemen keuangan dan pemasaran, memerlukan 
solusi yang bersifat digital. Digitalisasi di sektor ini dapat 
meningkatkan daya saing UMKM, membantu pertumbuhan 
ekonomi, dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. 

Dampak Positif Tumbuhnya UMKM. Pertumbuhan 
UMKM memberikan dampak positif yang signifikan 
pada perekonomian Indonesia. Beberapa dampak positif 
mencakup pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal, 
penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan 
masyarakat, peningkatan cadangan devisa melalui ekspor 
produk UMKM, dan dukungan finansial pada masa-masa 
sulit. Kelebihan UMKM terletak pada fleksibilitasnya dalam 
menyesuaikan diri dengan berbagai situasi.Dampak Positif 
dan Negatif E-Commerce. E-commerce telah memberikan 
dampak signifikan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. 
Keuntungan termasuk efisiensi dalam transaksi, biaya 
pemasaran yang lebih rendah, akses pasar yang lebih luas, 
dan kenyamanan berbelanja bagi konsumen. Namun, seiring 
dengan keuntungan tersebut, ada pula dampak negatif 
seperti risiko keamanan finansial, pencurian informasi, dan 
gangguan layanan yang dapat merugikan baik pelaku bisnis 
maupun konsumen. 
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Tantangan dan Hambatan dalam Digitalisasi UMKM. 
Proses digitalisasi UMKM tidak berjalan tanpa tantangan. 
Beberapa tantangan utama melibatkan sumber daya manusia 
yang belum siap secara digital, keterbatasan infrastruktur 
dan sistem informasi, serta kurangnya jaringan dan literasi 
digital. Kesulitan dalam mengatasi masalah-masalah ini 
dapat memperlambat proses digitalisasi UMKM. Kerangka 
Kebijakan Dukungan Digitalisasi UMKM. Pemerintah 
berupaya memberikan dukungan untuk digitalisasi UMKM 
melalui kebijakan-kebijakan, seperti keringanan pajak, 
subsidi bunga, dan insentif perpajakan. Kebijakan ini 
diharapkan dapat mendorong para pelaku UMKM untuk 
mengadopsi teknologi digital, memperluas akses pasar, 
dan meningkatkan daya saing mereka. Secara keseluruhan, 
digitalisasi UMKM memiliki peran penting dalam memajukan 
perekonomian Indonesia, namun tantangan dan hambatan 
perlu diatasi melalui kerjasama antara pemerintah, pelaku 
bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan 
kebijakan yang tepat dan upaya bersama dapat memastikan 
bahwa UMKM tetap menjadi tulang punggung ekonomi yang 
kuat dan berdaya saing di era digital. 

 
KESIMPULAN  

Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha 
yang dapat memanfaatkan kesempatan kerja, memberikan 
tambahan pendapatan ekonomi kepada masyarakat, 
dan mendorong pertumbuhan, sehingga meningkatkan 
perekonomian nasional dan menjamin kelangsungan hidup 
dunia. Dalam hal ini, salah satu tantangannya adalah bagi 
pemerintah untuk menyediakan undang-undang yang 
melindungi usaha mikro dan kecil sehingga usaha menengah 
dapat memperkuat kebebasan bersaing yang semakin 
meningkat di era perdagangan.  
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Tujuannya untuk mendorong hal tersebut. Kehidupan 
manusia sebagai proses peningkatan standar dan kualitas 
dalam kondisi yang memungkinkan manusia untuk 
berkembang. Penerapan digitalisasi terjadi di berbagai 
bidang, khususnya di bidang operasional dan pemasaran 
Sistem Pemasaran Digital membantu usaha mikro, kecil, 
dan menengah menjangkau lebih banyak orang melalui 
situs web dan media sosial mereka. Pengusaha, usaha kecil 
dan menengah dapat menarik lebih banyak pelanggan 
dengan cara yang terjangkau. Para pelaku bisnis juga akan 
mendapatkan kemudahan dalam menerapkan digitalisasi di 
perusahaannya. Segala sesuatunya dapat dikelola dari sistem 
terpusat sehingga menjadikan segalanya lebih praktis dan 
efisien serta meminimalisir biaya. 

Digitalisasi UMKM dalam berbagai aspek, seperti 
pemasaran, keuangan, dan logistik, memiliki potensi untuk 
meningkatkan kinerja bisnis UMKM dengan memanfaatkan 
potensi besar yang dimilikinya. Namun, perlu diimbangi 
dengan etika bisnis dan penegakan hukum yang ketat 
dalam implementasinya. Meskipun demikian, masih ada 
beberapa kendala yang perlu terus diperbaiki dalam UMKM, 
seperti rendahnya kualitas SDM dalam manajemen bisnis, 
keterbatasan pemahaman dalam bidang teknologi informasi, 
kepemilikan peralatan pendukung digitalisasi yang terbatas, 
dan tantangan akses serta penguasaan keuangan. 
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Model Bisnis Digitalisasi 

Bisnis online sedang ngetren saat ini, terutama 
di kalangan anak muda. Banyak sekali startup yang 
bermunculan, ada yang berhasil dan ada pula yang gagal. 
Kisah sukses beberapa startup di luar negeri yang mampu 
berkembang menjadi perusahaan raksasa seperti Google, 
Yahoo, Facebook, Twitter, dan yang lainnya merupakan 
sumber inspirasi yang mendorong tumbuhnya banyak startup 
di negeri ini. Fransillia M. et.al (2019). Bisnis online adalah 
segala kegiatan perdagangan atau bisnis yang menggunakan 
fasilitas Internet, entah itu untuk keperluan jual beli barang 
dan jasa, promosi, transaksi keuangan, sistem pembayaran 
online, maupun pertukaran data elektronis. 

  
Business Online 

9
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Bisnis online itu sendiri ada banyak sekali modelnya 
dan mengklasifikasikan bisnis online menjadi 9 model, yaitu 
sebagai berikut: 

1.	 Brokerage Model 

Brokerage adalah model bisnis online yang 
mempertemukan penjual dan pembeli pada satu tempat dan 
menyediakan fasilitas agar mereka bisa melakukan transaksi 
di situ. Model bisnis ini bisa juga disebut dengan istilah 
market-makers atau pencipta pasar. 

Contoh bisnis online yang menggunakan model Brokerage 
yaitu Priceline.com, eBay, PayPal, Escrow dan Amazon.com 

Bisnis online dengan model Brokerage ini bisa dibagi lagi 
menjadi beberapa kategori, yaitu: 

•	 Marketplace Exchange 
•	 Buy / Sell Fulfillment 
•	 Demand Collection System 
•	 Auction Broker 
•	 Transaction Broker 
•	 Distributor 
•	 Search Agent 
•	 Virtual Marketplace 

2.	 Advertising Model 

Assauri, S. (2018) Advertising adalah model bisnis 
online dengan iklan sebagai sumber utama pendapatan. 
Caranya dengan menyediakan konten atau jasa secara gratis 
(misalnya email) lalu dicampur dengan iklan dalam bentuk 
teks maupun banner. Bisnis online semacam ini mempunyai 
peluang sukses yang besar apabila mempunyai pengguna 
yang sangat banyak atau trafik ke situs tersebut sangat tinggi. 
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Contoh bisnis online yang menggunakan model Advertising 
yaitu Yahoo, Google, dan NYTimes. 

Bisnis online dengan model Advertising ini bisa dibagi lagi 
menjadi beberapa kategori, yaitu: 

•	 Portal 
•	 Classifieds 
•	 User Registration 
•	 Query-based Paid Placement 
•	 Contextual Advertising / Behavioral Marketing 
•	 Content-Targeted Advertising 
•	 Intromercials 
•	 Ultramercials 

3.	 Infomediary Model 

Infomediary adalah penyedia informasi. Model bisnis 
online ini menyediakan data-data yang berkaitan dengan 
konsumen misalnya bagaimana kebiasaan mereka, apa 
saja yang mereka sukai, umur dan jenis kelamin, lokasi dan 
sebagainya. Data-data tersebut lalu dianalisis dan dipakai 
untuk keperluan pemasaran. 

Contoh bisnis online yang menggunakan model Infomediary 
yaitu DoubleClick dan Nielsen. 

Bisnis online dengan model Infomediary ini bisa dibagi lagi 
menjadi beberapa kategori, yaitu: 

•	 Advertising Networks 
•	 Audience Measurement Services 
•	 Incentive Marketing 
•	 Metamediary 
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4.	 Merchant Model 

Merchant adalah model bisnis online dengan cara 
menjadi penyedia barang atau jasa, baik itu secara eceran 
maupun grosir. Sathya, P. (2016). Penjualan bisa dilakukan 
dengan menentukan harga barang secara langsung atau 
dengan sistem lelang. Contoh bisnis online yang menggunakan 
model Merchant yaitu Amazon.com, Barnes & Noble dan 
Apple iThunes Music Store. 

Bisnis online dengan model Merchant ini bisa dibagi lagi 
menjadi beberapa kategori, yaitu: 

•	 Virtual Merchant 
•	 Catalog Merchant 
•	 Click and Mortar 
•	 Bit Vendor 

5.	 Manufacturer (Direct) Model 

Manufacturer adalah model bisnis online dengan cara 
memproduksi barang atau jasa lalu menjualnya sendiri lewat 
website. Karena dijual secara langsung kepada konsumen 
maka mekanisme distribusi barang menjadi lebih cepat dan 
efisien.  

Contoh bisnis online yang menggunakan model Manufacturer 
yaitu Dell Computer. Bisnis online dengan model Manufacturer 
ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa kategori, yaitu: 

•	 Purchase 
•	 Lease 
•	 License 
•	 Brand Integrated Content 
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6.	 Affiliate Model 

Affiliate adalah model bisnis online dengan cara 
menawarkan insentif dalam bentuk prosentase pendapatan 
kepada pemilik situs online yang menjadi mitra afiliasi. 
Ningsih, N., Komalawati, E., & Rosma, A. (2019). Dalam hal 
pembelian bisa dilakukan di mana saja, tidak harus ke satu 
situs seperti pada portal. Semakin banyak mitra afiliasi maka 
semakin besar pula peluang terjadinya penjualan.  

Contoh bisnis online yang menggunakan model Affiliate yaitu 
Amazon.com 

Bisnis online dengan model Affiliate ini bisa dibagi lagi 
menjadi beberapa kategori, yaitu: 

•	 Banner Exchange 
•	 Pay-Per-Click 
•	 Revenue Sharing 

7.	 Community Model 

Community adalah model bisnis online yang 
kelangsungan hidupnya bergantung kepada loyalitas 
penggunanya. Pendapatan biasanya diperoleh dari penjualan 
produk tambahan, jasa, atau layanan premium.  

Contoh bisnis online yang menggunakan model Community 
yaitu RedHat, Ubuntu, Wikipedia dan Flickr. 

Bisnis online dengan model Community ini bisa dibagi lagi 
menjadi beberapa kategori, yaitu: 

•	 Open Source 
•	 Open Content 
•	 Public Broadcasting 
•	 Social Networking Services 
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8.	 Subscription Model 

Subscription adalah model bisnis online dengan cara 
menarik biaya berlangganan kepada penggunanya. Biaya 
tersebut biasanya dikenakan secara berkala, baik itu harian, 
bulanan atau tahunan.  

Contoh bisnis online yang menggunakan model Subscription 
yaitu Netflix, Truste, dan America Online. 

Bisnis online dengan model Subscription ini bisa dibagi lagi 
menjadi beberapa kategori, yaitu: 

•	 Content Services 
•	 Person-to-Person Networking Services 
•	 Trust Services 
•	 Internet Services Providers 

9.	 Utility Model 

Utility atau “on-demand” yaitu model bisnis online 
dengan cara menarik biaya kepada penggunanya berdasarkan 
tingkat penggunaan yang sebenarnya atau istilahnya “pay as 
you go”. Prinsipnya hampir sama dengan layanan telepon, air, 
listrik atau ISP.  

Contoh bisnis online yang menggunakan model Utility yaitu 
Amazon Web Service. Bisnis online dengan model Utility ini 
bisa dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: 

•	 Metered Usage 
•	 Metered Subscriptions 
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POLA MODEL E-BUSINESS 
Platform bersisi banyak. 

Platform bersisi banyak (multi-sided) mempertemukan 
dua atau lebih kelompok pelanggan berbeda namun saling 
bergantung. Platform semacam itu akan bernilai bagi satu 
kelompok pelanggan hanya jika kelompok pelanggan lain 
juga ada. Prabowo, W. A. (2018). Platform ini menciptakan 
nilai dengan memfasilitasi  interaksi antarkelompok yang 
berbeda. Platform bersisi banyak tumbuh dalam nilai sejauh 
mana platform tersebut menarik lebih banyak pengguna, 
sebuah fenomena yang dikenal dengan sebutan efek jaringan. 
Poin kritis dari pola platform bersisi banyak adalah sisi 
mana yan harus disubsidi dan bagaimana menetapkan harga 
dengan tepat untuk dapat menarik pelanggan. 

Karakteristik yang sama dari pola model bisnis bersisi 
banyak ini meliputi preposisi nilai, segmen pelanggan, 
arus pendapatan, sumber daya utama, dan struktur biaya. 
Preposisi nilai biasanya menciptakan nilai pada area utama: 
pertama, menarik kelompok pengguna (misalnya segmen 
pelanggan); kedua, mencocokkan antar-segmen pelanggan; 
ketiga, menurunkan biaya dengan menyalurkan transaksi 
melalui platform. Tjiptono, F, (2017). Segmen pelanggan 
biasanya memiliki dua atau lebih segmen pelanggan yang 
masing-masing memiliki preposisi nilai sendiri dan terkait 
dengan arus pendapatan, selain itu segmen pelanggan tidak 
mungkin berdiri sendiri tanpa segmen pelanggan lainnya. 
Arus pendapatan yang dihasilkan disumbang tidak dari 
semua segmen pelanggan, dalam artian satu atau lebih 
segmen pelanggan dapat menikmati penawaran gratis 
atau harga murah yang merupakan subsidi pendapatan 
dari segmen pelanggan lainnya. Sumber daya utama dalam 
model bisnis ini adalah platform dengan aktivitas kunci 
berupa manajemen platform, penyedia layanan, dan promosi 
platform. Sedangkan biaya utama yang timbul dalam pola 
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ini terkait dengan mempertahankan dan mengembangkan 
platform. 

Sebagai contoh Google, perusahaan ini memiliki 
program perikalanan yang disebut dengan Google Adsense. 
Dalam Platform Google Adsense terdapat tiga pelanggan, 
yaitu Pemasang Iklan, Peselancar Web, dan Pemilik konten 
yang sudah menjadi mitra adsense (biasa disebut publisher 
adsense). Cara kerjanya seperti berikut: 

Pemasang iklan membayar iklan untuk ditanyangkan 
oleh Google, Google kemudian mendistribusikan iklan 
dari pemasang iklan kepada para publisher Adsense. Para 
pubsliher yang ingin menguangkan kontennya ini kemudian 
menaruh script iklan dari Google di blog atau situsnya. 
Berharap para peselancar web, seperti anda yang membaca 
tulisan ini memanfaatkan mesin pencari Google sampai 
nyasar ke sini, untuk mengklik iklan yang dipasang agar 
mereka mendapatkan pemasukan komisi iklan yang biasanya 
dengan sistem CPC maupun RPM. 

Loh kok peselancar web seperti anda dapat gratisan sih? 
Kan jelas tadi disubsidi dari para pemasang iklan. Sementara 
para pemilik konten alias publisher adsense mendapatkan 
uang dari komisi iklan dengan persentase yang sudah 
ditentukan oleh Google. Kalau saja satu segmen pelanggan 
tidak ada, maka model bisnisnya tidak akan berjalan. 
Contoh: Visa, Google, eBay, Windows dari Microsoft, Financial 
Times. 

Gratis sebagai model bisnis. 
Gratis selalu menjadi preposisi nilai yang menarik. 

Pemasar atau ahli ekonomi manapun akan mengonfirmasikan 
bahwa permintaan yang datang untuk harga nol jauh lebih 
tinggi daripada permintaan yang datang untuk harga satu 
sen atau nominal harga lainnya. 
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Dalam model bisnis gratis setidaknya satu segmen 
pelanggan utama terus-menerus merasakan manfaat 
penawaran gratis. Ayu, S., & Lahmi, A. (2020). Pelanggan yang 
tidak membayar didanai oleh sebagai model bisnis lain atau 
oleh segmen lain. Setidaknya ada tiga pola yang membuat 
model bisnis gratis dapat dijalankan, yaitu pertama, 
penawaran gratis berdasarkan pada platform bersisi banyak; 
dua, layanan dasar gratis dengan layanan premium opsional 
(yang disebut model freemium); ketiga, model ‘umpan dan 
kail’. 

Model platform bersisi banyak berbasis iklan.  

Iklan merupakan sumber pendapatan yang sudah 
mapan dan memungkinkan adanya penawaran gratis. Salah 
satu contoh yang menggambarkan pola ini adalah Metro, 
surat kabar gratis yang bermula di Stockholm. 

Freemium.  

Istilah freemium diciptakan oleh Jurid Lukin dan 
kemudian dipopulerkan oleh Fred Wilson. Istilah ini 
mewakili model bisnis, terutama yang berbasis web, yang 
menggabungkan layanan dasar gratis dengan layanan 
premium berbayar. Bahasa lainnya dari freemium ini adalah 
pelanggan menerima gratis untuk fasilitas dasar, membayar 
untuk fasilitas lainnya. Contoh dari model bisnis  ini salah 
satunya adalah WordPress.com. Pengguna WordPress.com 
dapat berlangganan secara gratis untuk akun dasar yang 
memungkinkan mereka membuat blog. Layanan gratis 
memiliki batasan tertentu, seperti ruang penyimpanan yang 
terbatas, nama domain berembel-embel wordpress.com, 
tema yang terbatas yang disediakan, tidak adanya plugin, dan 
munculnya tampilan iklan dari wordpress.com di blog anda. 
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Pengguna berbayar tahunan yang jumlahnya kecil dapat 
membeli akun ‘pro’ dan menikmati unggahan tak terbatas 
ditambah fitur-fitur tambahan lainnya yang tidak tersedia di 
akun dasar. 

Selain dari pengguna berbayar, arus pendapatan 
wordpress juga di dapat dari pemasangan iklan yang 
dipasang di blog, khususnya blog dari pengguna free. Pola 
model bisnis Freemium ini juga banyak diterapkan pada game 
online, dimana pengguna gratis bisa bemain dengan fasilitas 
dasar, sementara untuk mendapatkan fasilitas lainnya harus 
membeli gift tertentu. 

Model Umpan dan Kail.  

Model umpan dan kail mengacu kepada model bisnis 
yang bercirikan penawaran awal yang menarik, tidak mahal, 
atau bahkan gratis yang mendorong kelanjutan pembelian 
berikutnya atas produk atau jasa terkait. Istilah Pola ini juga 
terkenal dengan sebuatn loss leader dan razor & blades. 
Loss leader mengacu pada penawaran awal bersubsidi, 
yaitu penawaran yang dapat dikatakan rugi, yang bertujuan 
menghasilkan keuntungan dari pembelian berikutnya. 

Razor & blades adalah model bisnis yang diperkenalkan 
oleh King C. Gillette, penemu mata pisau cukur sekali 
pakai. Pada tahun 1904 King C. Gillette, yang pertama 
kali mengkomersialkan sistem mata pisau sekali pakai, 
memutuskan untuk menjual gagang pisau cukur dengan 
diskon besar atau bahkan memberikannya secara gratis 
bersama produk lain untuk menciptakan permintaan bagi 
pisau cukur sekali pakainya. 
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Model Bisnis Terbuka 

Model bisnis terbuka dapat digunakan perusahan untuk 
menciptakan dan menangkap nilai melalui kolaborasi dengan 
mitra luar secara sistematis. Model ini dapat terjadi ‘dari luar 
ke dalam’ dengan memanfaatkan gagasan eksternal ke dalam 
perusahaan, atau ‘dari dalam ke luar’ dengan menyediakan 
gagasan atau aset yang tidak digunakan perusahaan untuk 
pihak luar. Model bisnis ini sangat terkait dengan R& D. 
model bisnis ini mengacu kepada pembukaan proses riset 
perusahaan kepada pihak luar. Contoh dari model bisnis ini 
adalah P&G, GlaxoSmithKline, Innocentive. 

Model Bisnis Unbundling 

Pada konsep perusahaan terurai (unbundled), 
terdapat tiga jenis bisnis yang secara fundamental berbeda, 
yaitu bisnis hubungan pelanggan, bisnis inovasi produk, 
dan bisnis infrastruktur. Nizam & Jaafar (2018). Setiap 
bisnis memiliki desakan ekonomi, kompetitif, dan budaya 
yang berbeda. Ketiga jenis bisnis ini bisa berada pada satu 
perusahaan, tetapi idealnya “terurai” dalam entitas terpisah 
untuk menghindari konflik atau tarik-menarik bisnis yang 
tidak diinginkan. Perusahaan dengan model bisnis ini 
sebaiknya berfokus pada salah satu dari tiga disiplin nilai, 
yaitu keunggulan operasional, kepemimpinan produk, dan 
kedekatan pelanggan. 

Long Tail 

Model bisnis long tail adalah tentang menjual 
sedikit dari banyak jenis produk. Model ini berfokus pada 
penawaran sejumlah besar produk ceruk yang jarang 
terjual. Total penjualan barang-barang ceruk dapat sama 
menguntungkannya dengan model konvensional karena 



1 Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, 
Dan Social Learning Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 

1  PHKA, Dirjen. 2008. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga: 
Dipa BA-29 Tahun 2008. Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata 
Alam Direktorat Jenderal PHKA

2  Ujud, Tahajuddin. 2015. Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. 
Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, Jakarta

150 Book Chapter : Era Digitalisasi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis untuk Keberlangsungan Perusahaan 

sejumlah kecil yang terbaik berperan besar terhadap 
mayoritas pendapatan. Model bisnis ini memerlukan biaya 
inventori rendah dan platform yang kuat untuk membuat 
konten ceruk selalu tersedia untuk setiap pembeli yang 
tertarik. 

Konsep long tail diciptakan oleh Chris Anderson 
untuk menjelaskan pergeseran dalam bisnis media dari 
menjual beberapa item terlaris dalam jumlah besar menjadi 
menjual sejumlah besar item produk ceruk, masing-masing 
dalam jumlah yang relatif sedikit. Anderson menjelaskan 
berapa banyak penjualan yang tidak sering terjadi dapat 
menghasilkan total pendapatan yang besarnya sama dengan 
atau bahkan melampaui pendapatan yang dihasilkan karena 
berfokus pada produk terlaris. 

Anderson meyakini tiga pemicu ekonomi yang 
menghasilkan fenomena dalam industri media, yaitu 
demokratisasi peralatan produksi, demokratisasi distribusi 
internet dan konten digital, serta rendahnya biaya pencarian 
untuk menghubungkan permintaan dan penawaran. 

 
Unsur Di Website E-Marketing 

Untuk memasarkan produk atau jasa melalui E-Marketing 
maka yang perlu diperhatikan adalah: 

1.	 Logo yang Menarik 

Logo merupakan hal mendasar yang penting 
untuk jadi perhatian Anda. Logo yang menarik 
akan membuat konsumen dapat dengan mudah 
mengingat bisnis Anda. Pastikan logo website bisnis 
online Anda didesain sebagus mungkin dan dapat 
merepresentasikan jenis usaha Anda. Selain itu, 
lengkapi juga logo Anda dengan slogan singkat yang 
kreatif dan bernilai jual. 
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Logo Website 

2.	 Kolom Pencarian 

Kolom search atau pencarian merupakan 
fitur sederhana namun begitu penting. Hanya saja, 
terkadang ada website yang menampilkan seadanya 
saja dan tidak mengoptimalkan fungsinya. Padahal 
dengan fitur kolom search, konsumen dapat dengan 
mudah mencari produk dengan cepat dan praktis, 
terutama bagi pengunjung baru yang pastinya bingung 
harus menuju ke mana untuk mencari konten tertentu. 

Untuk itu, pastikan kolom search di website 
Anda berada di posisi yang strategis dengan tampilan 
yang cukup besar dan gampang terlihat. 

                                 
Kolom Pencarian 
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3.	 Keranjang Belanja 

Shopping cart atau keranjang belanja akan 
memudahkan konsumen dalam mengelola belanjaan. 
Konsumen akan dibantu ketika mengecek item yang 
dipesan, hingga akhirnya melakukan proses checkout. 
Untuk itu, usahakan prosesnya singkat dan sederhana. 

Jangan sampai membingungkan konsumen 
ketika proses registrasi dan checkout. 

4.	 Spesifikasi Produk 

Setiap foto produk harus dilengkapi dengan 
spesifikasi produk yang detail agar pengunjung website 
toko online Anda dapat mengetahui keunggulan 
produk yang dijual. 

Informasi produk harus jelas untuk meyakinkan 
calon pembeli. 

5.	 Metode Pembayaran 

Bagi konsumen yang baru pertama kali 
berbelanja di tempat Anda, tentu mereka masih 
belum tahu metode pembayaran yang berlaku. Seperti 
menggunakan transfer atm, kartu kredit, hingga cash 
on delivery (COD). 

6.	 Kontak Person 

	 Umumnya, calon pembeli suka bertanya-
tanya tentang produk yang dijual. Entah itu karena 
cuma penasaran atau memang benar-benar butuh dan 
akan membelinya. Untuk itu, pastikan website Anda 
mencantumkan contact person berupa nomor telepon 
atau email yang dapat dihubungi. 
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7.	 Ikon Media Sosial 

Sekarang zamannya media sosial. Orang suka 
membagikan hal-hal menarik di media sosial seperti 
Instagram, Twitter, Facebook, dan bahkan di aplikasi 
chat seperti WhatsApp dan LINE. Untuk itu, pasang ikon 
share media sosial pada setiap tampilan produk Anda, 
agar konsumen dapat dengan mudah membagikan link 
dalam situs Anda. 

8.	 Promosi 

Swastha Dh, Basu, (2012). Penawaran atau 
promosi sangat berpengaruh terhadap minat belanja 
konsumen. Usahakan untuk membuat penawaran 
spesial secara berkala untuk membuat konsumen tetap 
sering mengecek website Anda. 

 
E-Marketing Di Media Sosial 
Kelebihan dan Kekurangan E-Marketing di Media Sosial  

Facebook, Instagram, Twitter, dan Path merupakan 
media sosial terpopuler di Indonesia. E-Marketing di 
media sosial memang sudah tidak asing lagi di Tanah Air. 
Dahulu fungsi media sosial hanya menjadi tempat menjalin 
pertemanan di dunia maya, tapi sekarang fungsinya juga 
sudah menjadi media jual-beli online. 

Berdasarkan data dari perusahaan riset We Are Social, 
jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2017 
sudah mencapai 106 juta orang dari 132,7 juta pengguna 
internet. Tak heran, jika kini banyak orang memanfaatkan 
media sosial untuk berbisnis. Namun, menjalankan 
E-Marketing di media sosial memiliki sejumlah kelebihan 
dan kekurangan. Di antaranya: 
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Kelebihan E-Marketing di Media Sosial 

1.	 Sederhana 

	 Menjual barang di media sosial adalah strategi 
pemasaran online yang paling banyak dilakukan di 
Indonesia. 

	 Alasannya karena sangat mudah membuat sebuah 
akun dan kemudian bisa langsung memposting foto 
produk yang dijual. Cara yang simpel. 

2.	 Gratis 

	 Bermain media sosial tidak perlu bayar alias gratis. 
Pengguna tidak perlu membayar biaya apapun kepada 
perusahaan media sosial tersebut. 

	 Terkecuali Anda memasang iklan untuk 
mempromosikan akun dan produk Anda. Jadi, yang 
Anda butuhkan minimal hanya sebuah smartphone 
dan jaringan internet untuk dapat memposting produk 
jualan Anda kapan saja Anda mau. 

Kekurangan E-Marketing di Media Sosial 

1.	 Kurang Terpercaya 

	 Bagi bisnis online yang masih baru, konsumen akan 
sedikit ragu untuk berbelanja. Apalagi jika jumlah 
follower atau pengikut akun Anda masih sedikit dan 
Anda tidak punya website bisnis sendiri. 

	 Solusinya, Anda pun harus berusaha keras untuk 
menarik perhatian dan meyakinkan calon pembeli 
dengan melakukan sejumlah strategi promosi. 

	 Contohnya, dengan mengelola timeline postingan 
secara kreatif, melakukan endorsement, atau 
memasang iklan. 
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2.	 Manual 

	 Anda akan kerepotan dalam memproses pemesanan. 
Terkadang, ada saja calon konsumen yang bertanya 
atau memesan lewat kolom komentar. 

	 Jika sudah begitu, Anda harus mengeceknya dengan 
saksama, terlebih jika komentar yang masuk begitu 
banyak. Haryani, D. S. (2019).Untuk harus mengecek 
secara manual di postingan mana komentarnya, apa 
username akunnya, siapa nama penggunanya, dan apa 
yang dipesannya. 

	 Solusinya, Anda harus aktif mengecek akun media 
sosial dan meminta konsumen untuk melakukan 
closing pemesanan melalui pesan pribadi via LINE, 
WhatsApp, dan aplikasi chat lainnya. 

Peran Penting Customer Service Dalam E-Marketing 

1.	 Memberi Informasi 

	 Seorang CS berperan dalam memberikan informasi 
tentang produk dan layanan kepada calon pembeli. 
Mungkin banyak yang hanya bertanya namun akhirnya 
malah tidak jadi membeli, namun Anda tetap harus 
memberikan pelayanan yang baik. Anda harus 
memberikan kesan yang ramah terhadap setiap orang. 

2.	 Memasarkan Produk 

	 Seorang CS biasanya juga berperan dalam pemasaran. 
Selain memberikan informasi sejelas mungkin terkait 
produk atau jasa, Anda juga harus mampu menggunakan 
katakata promosi yang dapat menggugah pembeli. 

3.	 Memproses Pengiriman 

	 Setelah pembeli melakukan transaksi pembayaran, 
seorang customer service harus segera memproses 
pemesanan. Fatihudin, D., & Firmansyah, A. (2019). 
Dalam pembelian produk, proses pengemasan dan 
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pengiriman harus segera dilakukan. Namun, jika ada 
kendala dan pengiriman tertunda, maka Anda harus 
langsung memberitahukannya pada konsumen dengan 
memohon maaf dan pengertiannya. 

4.	 Menerima Keluhan 
	 Pelanggan yang merasa tidak puas tentu akan kecewa 

dan mengeluhkannya. Namun Anda jangan defensif 
terhadap keluhan pelanggan. 

	 Sebaiknya, tetaplah ramah menghadapi setiap 
pengaduan. Sebab customer service juga berperan 
dalam menerima pengaduan keluhan dan juga 
membereskan masalahnya. 

5.	 Mempertahankan Pelanggan 
	 Peran customer service tidak berhenti sampai pada 

pengiriman barang. Firmansyah, M. A., & Fatihudin, 
D. (2017). Dalam pemasaran global harus mampu 
menjalin hubungan baik dengan setiap pelanggan 
agar ia mau kembali menggunakan produk Anda di 
kemudian hari. 

	 Caranya, misalnya dengan mengucapkan terima kasih, 
meminta kritik dan saran kepada pelanggan, dan 
menyakinkannya bahwa Anda akan terus meningkatkan 
pelayanan dan kualitas bisnis Anda. 

Manfaat SEO untuk E-Marketing 

Setiap orang yang berbisnis, tentu saja ingin 
mendapatkan keuntungan yang maksimal. Segala cara pasti 
sudah ditempuh untuk mencapainya, seperti promosi melalui 
lisan, tulisan, banner atau melalui sosial media. 

Tapi, cara-cara di atas saja sebenarnya belum cukup untuk 
mengembangkan bisnis online Anda, masih ada cara lain yang 
bisa Anda lakukan agar usaha Anda tersebut bisa maju dengan 
pesat, yaitu melalui SEO atau Search Engine Optimization. 
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SEO adalah serangkaian upaya yang dilakukan seorang 
webmaster pada sebuah website yang bertujuan untuk 
meningkatkan visibilitas sebuah halaman website menjadi 
lebih baik di mesin pencarian, terutama Google. 
Manfaat SEO 

1.	 Membuat Situs Tampil di Halaman Depan Mesin 
Pencari 

	 Salah satu fungsi utama yang paling diinginkan oleh 
seseorang yang sudah menggunakan teknik SEO adalah 
menjadikan situsnya berada pada halaman paling 
depan Google. Halaman website yang memiliki ranking 
bagus di Google tentu saja dapat memperbesar peluang 
Anda untuk lebih banyak mendapatkan pengunjung 
secara terus menerus dengan gratis. Saat mengetikkan 
sebuah kata kunci di halaman pencarian Google dan 
akan melihat list situs yang berhubungan dengan kata 
kunci tersebut. Halaman situs yang teroptimasi dengan 
baik tentunya akan berada pada urutan paling atas 
atau setidaknya pada halaman 1 Google secara organik, 
bukan karena memasang iklan. 

2.	 Berpotensi Mendapatkan CTR (Click-Through Rate) 
Hingga 60% 

	 Menurut Ignitevisibility, digital marketing agency yang 
berlokasi di San Diego, California, Amerika Serikat, 
pernah meriset pada 2017 lalu situs yang berada pada 
peringkat 1-5 di Google, berpotensi mendapatkan CTR 
hingga 60%. 

3.	 Mendapatkan Pengunjung Tertarget 
	 Pengguna internet yang mengetikkan satu kata kunci 

di situs pencarian berarti memang membutuhkan 
segala macam informasi yang ingin ia ketahui. 

	 Jadi, besar kemungkinan bahwa pengunjung yang 
mengklik situs Anda adalah target market Anda. 
Dengan kata lain, pengunjung yang tertarget ini adalah 
pengunjung yang siap beli. 
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4.	 Berpotensi Meningkatan Penjualan dan Repeat Order 

	 Semakin banyak pengunjung tertarget yang datang ke 
situs Anda, maka akan semakin banyak juga peluang 
Anda untuk meningkatkan penjualan. Tapi dengan 
catatan bahwa produk yang Anda tawarkan benar-
benar berkualitas dan siap bersaing di pasar.Daryodi, 
P. K., & Hanifa, F. H. (2019) Jika kualitas produk yang 
Anda jual tetap terjaga atau bahkan semakin baik ke 
depannya, Anda hanya tinggal menunggu repeat order 
saja. 

5.	 Bisa Berkompetisi dengan Bisnis Berskala Besar 

	 Di era yang serba digital seperti ini, semuanya sudah 
serba mudah dan instan. Salah satunya dengan 
membuat produk Anda bisa dengan mudahnya 
berkompetisi dengan kompetitor sekelas bisnis 
berskala besar. Fatihuddin, D., & Firmansyah, M. A. 
(2018).Bahkan saat ini, sudah banyak UKM yang bisa 
menjual produknya jauh hingga ke mancanegara, 
semua karena kemudahan dari sistem online. 

6.	 Meningkatkan Brand Awareness 

	 Jika Anda memaksimalkan SEO, itu artinya situs Anda 
akan sering muncul di internet khususnya pada mesin 
pencarian Google. Firmansyah, M. A., & Fatihudin, D. 
(2019). Brand atau produk akan semakin dikenal luas 
oleh banyak orang dan tentu saja akan berdampak 
kepada awareness produk tersebut. 

8.	 SEO Bekerja 24 Jam 

	 Berbeda dengan teknik promosi biasa, SEO akan terus 
menerus bekerja selama 24 jam setiap harinya non-
stop. Tidak seperti iklan yang penayangannya akan 
diberhentikan jika budget atau kontrak sudah habis. 
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9.	 Data Hasil SEO Bisa Dimanfaatkan Untuk Pengembangan 
Bisnis 

	 Ketika menggunakan teknik SEO untuk bisnis, Anda 
akan bersinggungan langsung dengan tools milik 
Google bernama Google Analytics. Tools ini dapat 
memperlihatkan berbagai data seperti: 

•	 Jumlah pengunjung situs 

•	 Demografi pengunjung 

•	 Halaman situs mana yang sering dibuka dan 
diabaikan 

•	 Lama waktu membuka halaman pada situs 

•	 dan masih banyak yang lainnya. 

Data-data tersebut di atas sangat bisa digunakan untuk 
mengembangkan bisnis demi mendapatkan strategi terbaik. 
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PENDAHULUAN 

Era digitalisasi membuat banyak aspek kehidupan yang 
mengalami transformasi dimana salah satunya adalah dunia 
bisnis. Digitalisasi adalah proses mengintegrasikan teknologi 
digital ke dalam seluruh area bisnis, dengan tujuan untuk 
memperbaiki kinerja, efisiensi, dan daya saing bisnis (Russo-
Spena et al., 2022). Selain itu, digitalisasi juga memberikan 
kesempatan baru bagi bisnis untuk memperluas pasar, 
meningkatkan kualitas layanan, dan berinovasi dengan lebih 
cepat dan hemat. 

Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui 
UMKM di era digitalisasi, diperlukan pendekatan yang 
holistik dan dalam ekosistem, yang mencakup enam aspek, 
yaitu kebijakan, akses keuangan, pasar, kapasitas sumber 
daya manusia, pendampingan, dan budaya (Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, 2022). Aspek yang sangat 
penting salah satunya adalah pengembangan sumber daya 
manusia, yaitu proses yang dijalankan oleh UMKM untuk 

10



1 Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, 
Dan Social Learning Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 

1  PHKA, Dirjen. 2008. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga: 
Dipa BA-29 Tahun 2008. Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata 
Alam Direktorat Jenderal PHKA

2  Ujud, Tahajuddin. 2015. Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. 
Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, Jakarta

164 Book Chapter : Era Digitalisasi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis untuk Keberlangsungan Perusahaan 

memperbaiki kemampuan dan kualitas sumber daya manusia 
yang dimiliki oleh UMKM, baik sumber daya manusia internal 
maupun eksternal (Haryo, 2023). 

Beberapa cara untuk mengembangkan UMKM 
melakukan pengembangan sumber daya untuk memperbaiki 
kemampuan dan kualitas sumber daya yang mereka 
miliki, baik sumber daya manusia, finansial, fisik, maupun 
intelektual (Russo-Spena et al., 2022). Digitalisasi bagi 
UMKM adalah transformasi dari sistem tradisional ke digital 
untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi proses bisnis 
dan operasional  (Mawarsari, 2023). 

Pengembangan sumber daya dapat mendukung 
UMKM untuk memperbaiki kompetensi, kapasitas, dan 
kinerja mereka, serta menyelesaikan berbagai hambatan 
dan tantangan yang dialami oleh UMKM di era digitalisasi. 
Digitalisasi memberikan pengaruh besar pada sektor bisnis 
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM adalah 
sektor yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia, 
karena menyumbang sekitar 60% produk domestik bruto 
(PDB) dan mempekerjakan sekitar 97% tenaga kerja 
(Dieffenbacher, 2023). UMKM juga berkontribusi dalam 
pembangunan ekonomi, karena dapat membuka lapangan 
kerja, mengentaskan kemiskinan, dan memperbaiki 
kesejahteraan masyarakat (Sulastini et al., 2021). Selain itu, 
UMKM memiliki kemampuan untuk meningkatkan produk 
domestik bruto (PDB) dan ekspor (Fidela et al., 2020). 

Di era digitalisasi ini UMKM menghadapi banyak 
masalah, tantangan, dan hambatan. Masalah-masalah yang 
dialami UMKM di antaranya adalah minimnya literasi digital, 
terbatasnya akses ke modal, infrastruktur, dan sumber daya 
manusia yang berkualitas, serta ketatnya persaingan dengan 
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bisnis besar dan global (Indonesia Media, 2023; Halidi & 
Rachmawati, 2022). Selain itu, UMKM juga kesulitan dalam 
menyesuaikan dan merubah model bisnis tradisional mereka 
agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan 
yang semakin bervariasi dan dinamis. 

Digitalisasi membuat UMKM bisa menggunakan 
berbagai platform digital, seperti media sosial, e-commerce, 
dompet digital, dan aplikasi lainnya, untuk menunjang 
usaha mereka (Ismail & Bahgia, 2021). Perangkat digital 
yang banyak merombak model bisnis tradisional diperlukan 
oleh UMKM sebagai sarana mengembangkan sumber daya 
UMKM. Perangkat digital adalah perangkat, aplikasi, atau 
platform yang menggunakan teknologi digital yang dapat 
dimanfaatkan oleh UMKM untuk menunjang proses bisnis 
mereka, seperti pemasaran, penjualan, produksi, distribusi, 
dan administrasi (RussoSpena et al., 2022). Perangkat digital 
dapat mendukung UMKM untuk meningkatkan produktivitas, 
efektivitas, dan kreativitas mereka, serta meluaskan 
jangkauan pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan 
menambah nilai bagi bisnis mereka. 

Permasalahannya tidak semua UMKM mampu 
memanfaatkan peluang tersebut dengan optimal (Noerchoidah 
et al., 2022). Pengembangan sumber daya manusia dapat 
mendukung UMKM untuk memperbaiki kompetensi, 
kapasitas, dan kinerja mereka, serta menyelesaikan berbagai 
hambatan dan tantangan yang dialami oleh UMKM dalam 
era digitalisasi. Pengembangan sumber daya manusia 
UMKM dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan, 
pendidikan, konsultasi, bantuan, kemitraan, atau kolaborasi 
dengan pihak lain, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, 
asosiasi bisnis, atau bisnis lainnya. 
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Penelitian ini memiliki tujuan yang relevan dengan 
konteks perkembangan UMKM dan teknologi saat ini. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman pembaca 
tentang bagaimana UMKM dapat sukses beradaptasi 
dan berkembang di era digital. Dan untuk memberikan 
rekomendasi bagi UMKM, pemerintah, dan pihak terkait 
lainnya dalam meningkatkan potensi dan daya saing UMKM 
di era digitalisasi. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berfokus pada eksplorasi dampak 
digitalisasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 
khususnya dalam konteks pengembangan sumber daya 
manusia. Dalam era digitalisasi, perubahan teknologi 
telah memengaruhi berbagai aspek bisnis, dan penelitian 
ini bertujuan untuk memahami bagaimana UMKM dapat 
memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya manusia 
mereka dalam menghadapi tantangan dan peluang yang 
muncul. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode studi kasus. Metode studi kasus kualitatif 
digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki lebih 
dalam informasi yang berkaitan dengan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) yang secara aktif terlibat 
dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di era 
digital. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk 
memahami konteks, dinamika internal, dan kompleksitas 
perubahan yang terjadi di dalam UMKM tersebut (Gunawan, 
2022). Melalui wawancara mendalam, analisis dokumen 
kebijakan SDM, serta observasi langsung terhadap 
integrasi teknologi dalam pengembangan SDM, metode ini 
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memberikan wawasan mendalam yang diperlukan untuk 
menggali dampak dan strategi yang diterapkan oleh UMKM 
dalam menghadapi transformasi digital (Rukin, 2019). 

PEMBAHASAN 

Tantangan yang dihadapi UMKM dalam pengembangan 
sumber daya manusia (SDM) di era digital, termasuk 
keterbatasan akses dan pemahaman terhadap teknologi, 
serta resistensi terhadap perubahan, dapat tercermin dalam 
berbagai pandangan pelaku UMKM. Pemberdayaan UMKM 
di era digital adalah strategi untuk meningkatkan kinerja, 
produktivitas, dan daya saing UMKM.  

Digitalisasi pada pengembangan SDM UMKM adalah 
penerapan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas, 
kuantitas, dan kompetensi SDM UMKM. Teknologi digital yang 
dapat digunakan oleh UMKM meliputi platform e-learning 
untuk menyediakan pelatihan, bimbingan, sertifikasi, dan 
insentif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi SDM 
UMKM,  aplikasi HR untuk mengelola informasi dan data 
yang berkaitan dengan SDM UMKM, dan teknologi lainnya 
untuk mendukung aktivitas dan proses bisnis yang berkaitan 
dengan SDM UMKM (Evangeulista et al., 2023). 
1. Pengaruh Digitalisasi pada Pengembangan SDM  

Para pelaku UMKM memiliki pandangan yang bervariasi 
mengenai pengaruh digitalisasi pada pengembangan SDM, 
tetapi secara umum adopsi teknologi dalam pengembangan 
SDM di UMKM diharapkan memberikan keuntungan jangka 
panjang dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan 
keterampilan. Dari hasil diskusi dan wawancara dengan 
dengan pelaku UMKM yang telah menerapkan alat digital dan 
pengembangan sumber daya, diperoleh sejumlah temuan 
yang memberikan gambaran lebih mendalam tentang 
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dampak positif dan negatif digitalisasi. 

a.	 Peningkatan Efisiensi Operasional 

Positif: Banyak pelaku UMKM mungkin 
menganggap digitalisasi sebagai sarana 
untuk meningkatkan efisiensi dalam 
pengembangan SDM. Penggunaan 
platform elearning dan aplikasi HR 
dapat mempercepat proses pelatihan, 
pengembangan karyawan, dan manajemen 
sumber daya manusia secara keseluruhan. 

Negatif: 	 Beberapa pelaku UMKM mungkin 
mengalami kesulitan dalam menyesuaikan 
diri dengan teknologi baru dan dapat 
menganggapnya sebagai beban tambahan. 
Resistensi terhadap perubahan teknologi 
mungkin muncul, terutama jika pelaku 
bisnis tidak merasa nyaman dengan 
penggunaan alat baru. 

b.	 Akses ke Pembelajaran yang Lebih Baik 

Positif:  	 Pelaku UMKM yang menerapkan platform 
e-learning mungkin melihatnya sebagai 
peluang untuk memberikan pelatihan 
yang lebih baik kepada karyawan mereka. 
Ini dapat meningkatkan keterampilan dan 
pengetahuan, mendukung pertumbuhan 
bisnis, dan meningkatkan daya saing. 

Negatif: 	 Bagi UMKM yang tidak mampu atau 
tidak memiliki akses ke teknologi, 
ketidaksetaraan dalam akses ke 
pembelajaran dapat menjadi masalah. Hal 
ini dapat menciptakan divisi antara UMKM 
yang mampu dan tidak mampu dalam 
mengakses sumber daya pengembangan 
karyawan. 
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c.	 Manajemen Sumber Daya Manusia yang Lebih Efektif 

Positif: Penggunaan aplikasi HR dan teknologi lainnya 
dapat membantu UMKM dalam manajemen 
SDM, seperti pemantauan kinerja, evaluasi 
karyawan, dan manajemen absensi. Ini 
dapat membawa efisiensi dan akurasi 
yang lebih baik dalam proses manajemen 
sumber daya manusia. 

Negatif: Beberapa pelaku UMKM mungkin khawatir 
tentang keamanan data dan privasi 
karyawan yang terkait dengan penggunaan 
aplikasi HR. Kepercayaan terhadap 
keamanan teknologi menjadi faktor kunci 
dalam adopsi teknologi semacam itu. d. 
Tantangan Finansial  

Positif: Pelaku UMKM yang melihat digitalisasi 
sebagai investasi jangka panjang untuk 
pengembangan SDM mungkin melihatnya 
sebagai upaya untuk menciptakan tenaga 
kerja yang lebih terampil dan adaptif. 

Negatif: UMKM dengan sumber daya finansial 
yang terbatas mungkin kesulitan dalam 
mengimplementasikan teknologi 
pengembangan SDM. Biaya implementasi, 
pelatihan karyawan, dan pemeliharaan 
teknologi bisa menjadi hambatan bagi 
beberapa UMKM. 

Adopsi teknologi dalam pengembangan SDM UMKM 
adalah pandangan pelaku UMKM yang berkaitan dengan 
bagaimana mereka melihat, merasa, dan bertindak terhadap 
penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas, 
kuantitas, dan kompetensi SDM UMKM. Pandangan pelaku 
UMKM yang berbeda-beda dapat dipengaruhi oleh berbagai 
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faktor, seperti tingkat pendidikan, umur, jenis usaha, akses 
ke sumber daya, dan lingkungan bisnis (Ditjen Aptika, 2022). 
Secara umum, adopsi teknologi dalam pengembangan 
SDM UMKM diharapkan memberikan keuntungan jangka 
panjang dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan 
keterampilan karyawan.  

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaku 
UMKM yang mengadopsi teknologi digital antara lain adalah 
memperluas pasar dan jangkauan konsumen melalui platform 
e-commerce dan digital marketing, mempermudah transaksi 
dan pencatatan keuangan melalui platform pembayaran 
digital dan aplikasi HR, meningkatkan akses informasi dan 
pelatihan pengembangan usaha melalui platform e-learning 
dan media sosial dan meningkatkan inovasi produk dan 
proses bisnis melalui sistem informasi manajemen dan 
aplikasi mobile (Fitriyani et al., 2023).  
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pengembangan SDM UMKM, penting bagi pemerintah 
dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan 
dukungan, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung 
digitalisasi di kalangan UMKM, beberapa upaya yang telah 
dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan 
terkait antara lain adalah dengan memberikan insentif 
fiskal, permodalan dan bantuan hukum bagi UMKM yang 
mengadopsi teknologi digital, menyediakan infrastruktur 
telekomunikasi nasional yang berkualitas dan terjangkau bagi 
UMKM, mengembangkan program dan kurikulum pelatihan 
digital yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi UMKM, 
dan membangun jejaring, forum, kemitraan, dan ekosistem 
digital yang mengintegrasikan UMKM dengan berbagai pihak, 
seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, 
asosiasi usaha, komunitas, dan mitra bisnis. 
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2. Tantangan dan Hambatan 
UMKM merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian 
banyak negara (Mochklas et al., 2023;  Sulastini et al., 2021)., 
termasuk Indonesia. Namun UMKM menghadapi berbagai 
tantangan dan kendala di era digital, seperti: 

a.	 Terbatasnya akses dan pemahaman terhadap 
teknologi 

Terbatasnya akses dan pemahaman terhadap 
teknologi menjadi tantangan serius bagi banyak usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Infrastruktur 
teknologi yang tidak memadai, perangkat yang mahal, 
dan kompleksitas platform digital menjadi hambatan 
utama bagi UMKM untuk mengadopsi inovasi digital 
(Mawarsari, 2023;  Abdurohim, 2023). Sebagian 
UMKM mungkin tidak mampu mengakses internet 
berkualitas tinggi atau memiliki akses terbatas ke 
perangkat canggih, sehingga menghambat potensi 
pertumbuhan bisnis mereka. 

Selain itu, kurangnya pengetahuan, keterampilan, 
dan literasi digital juga menjadi kendala yang signifikan. 
Banyak pelaku UMKM mungkin tidak sepenuhnya 
memahami potensi dan manfaat teknologi digital, 
serta tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk 
mengoperasikan dan mengelola alat-alat tersebut secara 
efektif. Ini mencakup kekurangan pengetahuan tentang 
strategi pemasaran digital, manajemen data, dan keamanan 
cyber, yang semuanya sangat penting dalam dunia bisnis 
yang semakin terhubung secara digital (Sugiarto, 2018). 
Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, 
memberikan pelatihan, dan meningkatkan literasi digital di 
kalangan UMKM menjadi kunci dalam mengatasi hambatan 
ini dan memastikan agar sektor ini dapat memanfaatkan 
sepenuhnya potensi teknologi digital untuk pertumbuhan 
dan keberlanjutan (Idea, 2021). 
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b.	 Risiko keamanan dan privasi digital 
Risiko keamanan dan privasi digital menjadi 

ancaman serius bagi usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM). Pelanggaran data, serangan siber, 
dan pencurian identitas dapat berdampak langsung 
pada reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap 
UMKM (Ausat & Suherlan, 2021). Keamanan digital 
yang lemah dapat menyebabkan kehilangan data 
sensitif pelanggan atau bisnis, yang pada gilirannya 
dapat merugikan hubungan dengan pelanggan dan 
merusak citra merek. Selain itu, dampak finansial dari 
penanganan serangan siber atau pencurian identitas 
dapat memberikan beban tambahan pada UMKM 
yang mungkin memiliki sumber daya terbatas. 

Selain risiko keamanan, UMKM juga 
menghadapi ketidakpastian peraturan dan masalah 
kepatuhan di lingkungan digital (Abdurohim, 2023). 
Ketidakjelasan dalam regulasi dan aturan yang berlaku 
dapat meningkatkan ketidakpastian hukum, sehingga 
UMKM kesulitan untuk memastikan kepatuhan 
terhadap standar keamanan dan privasi yang berlaku. 
Kekhawatiran ini dapat memperlambat adopsi 
teknologi digital dan menghambat inovasi di sektor 
UMKM, karena mereka perlu memastikan bahwa 
operasi mereka sejalan dengan peraturan yang terus 
berkembang. Oleh karena itu, penting bagi UMKM 
untuk melibatkan ahli keamanan dan memahami 
kerangka peraturan yang berlaku untuk memitigasi 
risiko dan memastikan keberlanjutan operasi mereka 
di era digital ini. 
c.	 Persaingan yang semakin ketat 

Persaingan yang semakin ketat di era digital 
menempatkan tekanan tambahan pada usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM). Munculnya pendatang 
baru yang dapat dengan mudah memanfaatkan 



1Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, 
Dan Social Learning Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 

1  PHKA, Dirjen. 2008. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga: 
Dipa BA-29 Tahun 2008. Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata 
Alam Direktorat Jenderal PHKA

2  Ujud, Tahajuddin. 2015. Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. 
Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, Jakarta

173Book Chapter : Era Digitalisasi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis untuk Keberlangsungan Perusahaan 

teknologi digital untuk memasuki pasar, serta 
adanya produk dan layanan substitusi yang lebih 
inovatif, murah, dan cepat, meningkatkan risiko 
penurunan pangsa pasar bagi UMKM yang tidak 
mampu menyesuaikan diri dengan cepat (Abdurohim, 
2023; Ausat & Suherlan, 2021). Pesaing yang dapat 
mengoptimalkan teknologi digital untuk meningkatkan 
efisiensi operasional, menawarkan pengalaman 
pelanggan yang lebih baik, atau memberikan harga 
yang lebih kompetitif dapat menjadi ancaman serius 
terhadap keberlanjutan bisnis UMKM. 

Selain persaingan yang semakin ketat, UMKM 
juga menghadapi resistensi terhadap perubahan di 
tengah pengadopsian teknologi digital (Mawarsari, 
2023; Sugiarto, 2018). Beberapa pelaku bisnis 
mungkin mengalami ketakutan terhadap perubahan, 
keengganan untuk meninggalkan metode tradisional, 
dan ketidakpercayaan terhadap manfaat teknologi 
digital. Resisten terhadap perubahan ini dapat 
menghambat UMKM untuk memanfaatkan potensi 
penuh teknologi digital, mengancam keberlanjutan 
operasional mereka, dan mungkin mempertahankan 
pola bisnis yang ketinggalan zaman. Oleh karena itu, 
penting bagi UMKM untuk mengatasi resistensi ini 
melalui edukasi, pelatihan, dan dukungan agar dapat 
meraih manfaat positif dari transformasi digital dan 
tetap bersaing di pasar yang semakin dinamis. 

Untuk mengatasi masalah-masalah yang 
dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) dalam mengadopsi teknologi digital, solusi 
yang efektif melibatkan dukungan, bimbingan, dan 
regulasi yang proaktif dari pihak berwenang dan 
stakeholder terkait (StaffAny, 2023;  Wicaksono, 
2023).  
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Pertama, memberikan dukungan finansial dan teknis 
dapat membantu UMKM dalam mengakses infrastruktur 
teknologi yang diperlukan, memperoleh perangkat yang lebih 
terjangkau, serta mengembangkan dan mengelola platform 
digital. Inisiatif subsidi atau program pinjaman dengan suku 
bunga yang rendah untuk investasi dalam teknologi digital 
dapat menjadi cara efektif untuk merangsang adopsi digital 
di kalangan UMKM. 

Kedua, Bimbingan dan pelatihan juga merupakan 
komponen kunci dalam membantu UMKM mengatasi 
ketidakpastian dan resistensi terhadap perubahan. Pihak 
berwenang dapat memberikan program pelatihan yang 
terfokus pada literasi digital, manajemen data, dan keamanan 
cyber, sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
yang diperlukan untuk mengelola teknologi digital secara 
efektif. Dukungan ini dapat diberikan baik melalui program 
pemerintah maupun kemitraan dengan lembaga pendidikan 
dan industri. 

Ketiga, regulasi yang jelas dan mendukung dapat 
menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan 
teknologi digital di sektor UMKM. Pihak berwenang dapat 
merancang kebijakan yang mendorong inovasi, melindungi 
data pelanggan, dan memberikan insentif untuk investasi 
dalam teknologi digital. Dengan pendekatan ini, UMKM 
dapat meraih peluang yang ditawarkan oleh transformasi 
digital, memperkuat daya saing mereka, dan secara 
positif berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara 
keseluruhan. 
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3. Keberhasilan dan Manfaat 

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) 
menjadi kunci utama dalam meningkatkan keberhasilan 
dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
di era digital. Pelatihan dan pengembangan sumber daya 
manusia (SDM) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) memberikan manfaat yang besar terutama dalam 
meningkatkan produktivitas. Karyawan UMKM dapat 
memperbaiki keterampilan dan pengetahuan mereka, 
terutama yang berkaitan dengan teknologi digital, pemasaran 
online, data manajemen, dan keterampilan lain yang penting. 
Keterampilan ini membuat karyawan lebih efektif dalam 
menyelesaikan tugas-tugas mereka sehari-hari, menerapkan 
praktik-praktik terbaik, dan menggunakan perangkat lunak 
dan aplikasi terkini untuk meningkatkan produktivitas 
(Fidela et al., 2020). 

Pengembangan SDM juga dapat menciptakan iklim 
kerja yang positif dan inovatif. Karyawan yang merasa 
didorong dalam perkembangan karir mereka, dan 
memiliki kesempatan untuk terus belajar dan berkembang, 
cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen. Hal ini dapat 
meningkatkan kerja sama yang lebih baik, tim yang lebih 
produktif, dan kreativitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, 
pengembangan SDM tidak hanya meningkatkan keterampilan 
individu, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang 
kondusif dan proaktif, yang pada akhirnya meningkatkan 
produktivitas secara keseluruhan bagi UMKM (Risnawati et 
al., 2022). 

Kepuasan karyawan juga menjadi faktor penting yang 
dapat membawa manfaat positif. Karyawan yang merasa 
didukung dan diberdayakan untuk menguasai teknologi digital 
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cenderung lebih produktif dan berdedikasi. Pengembangan 
karir dan pengakuan atas pencapaian karyawan dalam 
mengadopsi inovasi digital dapat meningkatkan motivasi dan 
loyalitas. Selain itu, atmosfer kerja yang positif dan terbuka 
terhadap gagasan baru dapat merangsang kolaborasi kreatif, 
membantu UMKM untuk tetap relevan dan kompetitif di 
pasar yang terus berubah. 

Peningkatan daya saing UMKM di era digital juga dapat 
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Selain itu, pengembangan SDM juga melibatkan 
pemahaman mendalam tentang tren digital yang berkembang. 
Pelatihan dalam hal literasi digital, manajemen data, dan 
keamanan siber membantu UMKM untuk mengelola risiko 
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Dengan keseluruhan pendekatan ini terhadap 
pengembangan SDM, UMKM dapat mengalami peningkatan 
produktivitas, kepuasan karyawan, dan daya saing di era 
digital. Secara keseluruhan, strategi ini membantu UMKM 
untuk menjembatani kesenjangan teknologi, meningkatkan 
efisiensi operasional, dan tetap relevan di pasar yang semakin 
terdigitalisasi. 
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1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 
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4. Rekomendasi dan Implikasi  

Untuk meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pengembangan sumber 
daya manusia (SDM) di era digital, beberapa rekomendasi 
dan implikasi yang dapat diadopsi oleh UMKM, pemerintah, 
dan pemangku kepentingan lainnya.  

Pertama, UMKM perlu mengutamakan investasi dalam 
pelatihan dan pengembangan SDM, terutama yang berkaitan 
dengan literasi digital, manajemen data, dan keterampilan lain 
yang mendukung transformasi digital. Ini dapat membentuk 
tim yang lebih terampil dan berdaya saing tinggi. 

Kedua, pemerintah dapat memberikan dukungan 
finansial dan kebijakan yang memudahkan akses UMKM 
ke pelatihan dan pengembangan SDM. Inisiatif subsidi atau 
insentif pajak untuk investasi dalam program pelatihan 
digital dapat mendorong UMKM agar lebih aktif dalam 
mengadopsi teknologi. Selain itu, pemerintah juga dapat 
mendukung pembangunan pusat pelatihan atau kerja sama 
dengan lembaga pendidikan dan industri untuk menyediakan 
sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan. 

Ketiga, kolaborasi antara UMKM, pemerintah, dan 
pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat. Ini dapat 
melibatkan pembentukan kemitraan strategis dengan 
lembaga pendidikan, asosiasi industri, dan perusahaan 
teknologi untuk menyediakan sumber daya dan keahlian 
yang diperlukan bagi UMKM. Pemangku kepentingan 
dapat memberikan bimbingan dan dukungan teknis yang 
berkelanjutan, membantu UMKM dalam mengatasi hambatan 
dan mengimplementasikan solusi digital dengan lebih efektif. 
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Keempat, transparansi dan akses informasi perlu 
ditingkatkan. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat 
memfasilitasi platform komunikasi dan pertukaran informasi 
antara UMKM untuk berbagi pengalaman sukses, hambatan 
yang dihadapi, dan peluang kolaborasi. Ini dapat menjadi 
sumber inspirasi dan pembelajaran bagi UMKM, serta 
mempercepat penyebaran praktik terbaik di seluruh sektor. 

Kelima, diperlukan pemantauan dan evaluasi 
berkelanjutan untuk mengukur dampak dari upaya 
pemberdayaan UMKM melalui pengembangan SDM. 
Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat 
mengimplementasikan sistem pelaporan dan pemantauan 
kinerja yang dapat mengukur peningkatan produktivitas, 
kepuasan karyawan, dan daya saing UMKM dalam era digital. 
Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan 
meningkatkan program pemberdayaan SDM yang telah ada 
dan menyusun strategi berkelanjutan untuk mendukung 
UMKM di masa depan. 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan 
sumber daya manusia (SDM) di Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam 
meningkatkan daya saing era digital. Literasi digital, 
manajemen data, dan keterampilan lain yang meningkat 
memberikan dampak positif seperti operasional yang lebih 
efisien, pembelajaran yang lebih baik, dan sumber daya 
manusia yang lebih efektif. Hambatan seperti keterbatasan 
akses dan pemahaman terhadap teknologi, ancaman 
keamanan digital, dan kompetisi yang ketat teridentifikasi. 

Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan investasi 
UMKM dalam pelatihan SDM, terutama yang berkaitan 
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dengan teknologi digital. Dukungan finansial dan kebijakan 
pemerintah diperlukan untuk mendorong penggunaan 
teknologi digital oleh UMKM. Kerja sama erat antara UMKM, 
pemerintah, dan pemangku kepentingan lain dianggap 
penting, sementara transparansi dan akses informasi 
diutamakan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan. 
Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dianggap penting 
untuk mengukur dampak upaya pemberdayaan UMKM 
melalui pengembangan SDM, dengan harapan dapat 
meningkatkan daya saing mereka di pasar digital. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa saran penting 
untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia 
(SDM) di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era 
digital. Pertama, UMKM disarankan untuk meningkatkan 
investasi dalam pelatihan SDM, terutama menekankan 
literasi digital dan keterampilan teknologi. Inisiatif ini 
melibatkan pelatihan rutin, seminar, dan program khusus 
untuk memastikan karyawan memiliki pengetahuan yang 
diperlukan untuk menghadapi transformasi digital. Kedua, 
peran pemerintah sangat penting dalam memberikan 
dukungan finansial dan kebijakan yang mendorong 
penggunaan teknologi digital oleh UMKM. Ini meliputi 
insentif pajak, bantuan keuangan, serta pembangunan 
pusat sumber daya untuk memberikan bimbingan teknis. 
Peningkatan kolaborasi antara UMKM, pemerintah, dan 
pemangku kepentingan lainnya juga dianjurkan, baik melalui 
forum diskusi, kemitraan strategis, maupun pembentukan 
jaringan untuk meningkatkan pertukaran pengalaman dan 
pengetahuan. Peningkatan transparansi, akses informasi, 
serta pemantauan dan evaluasi berkelanjutan juga disarankan 
agar UMKM dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan 
peluang di era digital. 
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PENDAHULUAN 

Kehadiran perusahaan digital di era saat ini makin 
bertambah banyak, hal ini bertujuan memanjukkan 
perkembangan industri. Perusahaan- perusahaan melalui 
sistem digitalisasi dapat mengalihkan pemasarannya 
melalui website, aplikasi, atau platform sehingga tidak 
membutuhkan sebuah kantor cabang perusahaan apabila 
ingin beroperasi di negara lain. Perusahaan yang berhasil 
meraup keuntungan antara lain Facebook, Google, Amazon 
dan Alibaba telah mampu meningkatkan penjualan mereka 
sebesar 2050% setiap tahun selama lima tahun terakhir. 
Eksistensi digital telah merubah tatanan aktivitas ekonomi, 
tidak hanya di Indonesia tetapi juga seluruh belahan dunia. 
Bisa dikatakan bangkitnya era industri baru atau yang 
disebut revolusi Industri. Besarnya potensi pendapatan dari 
perusahaan digital tersebut menghadirkan daya tarik bagi 
perusahaan-perusahaan lain untuk mempraktekkan hal yang 
sama. Fenomena ini berimbas kepada kehadiran investor riil 
atau nyata di suatu negara sehingga mengurangi pendapatan 
negara dari sektor pajak (Ujang Badru Jaman & Endah 
Pertiwi, 2023).  
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Ekonomi berbasis informasi muncul dengan 
penyediaan layanan yang mewakili lebih dari setengah 
dari semua kegiatan ekonomi di negara-negara industri. 
E-commerce merupakan sumber pendapatan bisnis yang 
signifikan. Teori Significant Economics Presence, karena 
seiring dengan meningkatnya transaksi produk digital 
tersebut. Transaksi produk digital dengan menggunakan 
teori tersebut akan memunculkan pajak digital. Jenis pajak 
digital terbagi menjadi dua, yaitu pajak penghasilan dan pajak 
pertambahan nilai (Aprilika & Ekowati, 2022). Kesulitan yang 
dirasakan terkait penerapan pajak di era digital tidak hanya 
dirasakan di Indonesia. Ketiadaan aturan perpajakan pada 
perusahaan digital menghilangkan potensi yang seharusnya 
menjadi pendapatan negara. 

Dampak perpajakan dari transaksi e-commerce 
memiliki peluang yang besar. Jumlah pelaku usaha yang 
melakukan jual beli di platform e-commerce sangat banyak. 
Hal ini menjadi peluang perpajakan baru bagi pemerintah. 
Oleh karena itu, pemerintah merespon perkembangan ini 
dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 
Tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 
tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjelaskan 
bahwa pelapak di Toko online atau e-commerce diwajibkan 
memiliki izin usaha. Peraturan ini juga berlaku pada badan 
usaha di luar negeri (Wijayanti, 2020). Dan PMK Nomor 210/
PMK.010/2018 menjelaskan tentang Perlakuan Perpajakan 
atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. 
Aturan pemerintah memiliki sifat memaksa. Meskipun 
demikian niat untuk membayar pajak sangat dipengaruhi oleh 
besaran pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, pemerintah 
perlu memperhatikan signifikansi dari kehadiran sebuah 
perusahaan digital. Perusahaan digital dengan pengguna 
yang banyak telah banyak menerima manfaat keuangan dari 
beroperasinya di Indonesia. 
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Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 
menyampaikan bahwa penerimaan negara dari pajak telah 
mencapai Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023. Dengan 
demikian, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan yaitu 
sebesar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini tercatat 
tumbuh 7,8% secara tahunan (Indonesia, 2023). Dalam 
meningkatkan kemakmuran rakyat salah satu upaya yang 
dilakukan pemerintah yaitu dengan pembangunan nasional. 
Di Indonesia pajak memberikan kontribusi yang cukup besar 
pada penerimaan negara, meskipun penerimaan perpajakan 
dianggap sebagai sumber utama penerimaan Negara namun, 
dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan. 
Peningkatan sistem perpajakan yang terus diperbarui dapat 
meningkatkan capainan penerimaan negara, penerapan 
kepatuhan pajak terbaru ialah industri digital yang masuk 
ke Indonesia, atau industri internal di Indonesia diwajibkan 
untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan 
pemerintah mengenai Perdangangan Melalui Sistem 
Elektronik yang sudah diterapkan beberapa tahun terkahir 
(Primadini & Gunadi, 2023). 

 
KAJIAN PUSTAKA
Pajak Digital

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat 
(Setiawan et al., 2022). Subjek pajak adalah orang pribadi, 
warisan, atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik yang 
berada didalam negeri maupun berada di luar negeri, yang 
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mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
Menurut Wijayanti, (2020) Pajak digital adalah pajak yang 
dikenakan kepada perusahaanperusahaan yang produknya 
bergerak dalam bidang teknologi informasi. Perusahaan 
digital menjadi sumber pajak baru yang sedang dikejar 
oleh semua negara. Bentuk operasi dari produk perusahaan 
digital adalah menggunakan jaringan internet sebagai syarat 
penggunaan. Pentingnya Transparansi dan Pelaporan dalam 
Perpajakan Digital menurut Permatasari et al., (2023) sebagai 
berikut: 

1.	 Menjamin Keadilan  
2.	 Meningkatkan Kepatuhan  
3.	 Mendorong Ketepatan  
4.	 Membangun Kepercayaan  
5.	 Pendukung Pembangunan Berkelanjutan 

Industri Digital  

Perusahaan digital adalah badan usaha yang 
bergerak dengan menggunakan sistem elektronik selain 
itu Perusahaan digital juga sebuah perusahaan di mana 
hampir semua hubungan bisnis organisasi, penting dengan 
pelanggan, para penyalur, dan karyawan dimungkinkan 
dapat secara digital. Kelebihan dari perusahaan digital ialah 
pemanfaatan teknologi cepat, Berkaitan erat dengan media 
digital, Jangkauan luas, Memberikan Pengalaman terbaik 
Bagi pelanggan, Produktivitas yang tinggi, dll.  

Produk digital merupakan barang tidak berwujud 
berbentuk informasi elektronik atau digital terdiri dari 
barang hasil konversi atau pengalihwujudan ataupun barang 
yang secara original berbentuk elektronik, tidak terbatas 
pada multimedia, piranti lunak, atau data elektronik. 
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Jenis produk dan jasa digital luar negeri yang terkena 
PPN ialah langganan streaming film, streaming music, aplikasi 
dan games digital, dan jasa online. Produk-produk digital 
luar negeri diperlakukan sesuai dengan produk dan jasa 
konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang 
terkena PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi 
oleh pelaku usaha dalam negeri. 

 
Peraturan Pemerintah 

Peraturan Pemerintah RI No 80 Tahun 2019 mengenai 
perdagangan melalui sistem elektonik. Ketentuan umum 
dalam PP tersebut salah satunya  

1.	 Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang 
terkait dengan transaksi Barang dan/atau 
Jasa di dalam negeri dan melampaui batas 
wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak 
atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh 
imbalan atau kompensasi. (ayat 1) 

2.	 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 
yang selanjutnya disingkat PMSE adalah 
Perdagangan yang transaksinya dilakukan 
melalui serangkaian perangkat dan prosedur 
elektronik. (ayat 2) 

3.	 Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem 
Elektronik yang selanjutnya disingkat 
PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana 
Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk 
transaksi Perdagangan. (ayat 11) 

4.	 Penerimaan Secara Elektronik adalah 
tindakan penerimaan dan pernyataan 
persetujuan secara sadar atas syarat dan 
kondisi yang disampaikan dalam Penawaran 
Secara Elektronik baik yang dilakukan secara 
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terhubung dalam jaringan (onlinel maupun 
yang dilakukan secara terpisah di luar jaringan 
(off-line) (ayat 15) 

5.	 Jasa Digital adalah Jasa yang dikirim melalui 
internet atau jaringan elektronik, bersifat 
otomatis atau hanya melibatkan sedikit 
carnpur tangan manusia, dan tidak mungkin 
untuk memastikannya tanpa adanya teknologi 
Informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
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Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 
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dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam 
Daerah Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 
Beberapa pengertian yang diatur dalam PMK Nomor 48/
PMK.03/2020 adalah sebagai berikut:  

a.	 PMSE adalah perdagangan yang transaksinya 
dilakukan melalui serangkaian perangkat dan 
prosedur elektronik. (Pasal 1 angka 3).  

b.	 Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang 
dikenai pajak berdasarkan 
Undangundang Pajak Pertambahan Nilai. 
(Pasal 1 angka 4)  

c.	 Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai 
pajak berdasarkan Undangundang Pajak 
Pertambahan Nilai. (Pasal 1 angka 4)  

d.	 Penyelenggara PMSE (PPMSE) adalah pelaku 
usaha penyedia sarana komunikasi elektronik 
yang digunakan untuk transaksi perdagangan. 
(Pasal 1 angka 12)  

e.	 Pelaku Usaha PMSE adalah orang pribadi atau 
badan yang melakukan kegiatan usaha di 
bidang PMSE yang terdiri dari Pedagang Luar 
Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, PPMSE Luar 
Negeri, dan/atau PPMSE Dalam Negeri. (Pasal 
1 angka 15) 

Pajak Pengahasilan 

Pajak penghasilan menurut Aprilika & Ekowati, (2022) 
yaitu pajak atas pendapatan yang terhutang terkait dengan 
kewajiban wajib pajak yang telah dilakukan, dan pendapatan 
lain terhadap pekerjaan wajib pajak tersebut. Terdapat 
beberapa Pajak Penghasilan, seperti Pajak Penghasilan Pasal 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan 
Badan. Fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu pada 
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Pajak Penghasilan Badan. Pajak Penghasilan Badan Kontribusi 
wajib pajak badan yang terkait apapun penghasilan yang 
diperoleh dari luar dan dalam negeri oleh suatu badan yaitu 
Pajak Penghasilan (PPh) Badan.  

Teori Evaluasi 

Menurut William N. Dunn dalam Aprilika & Ekowati, 
(2022), evaluasi kebijakan memiliki kriteria yang digunakan, 
yaitu sebagai berikut:  

a.	 Efektif yaitu suatu kebijakan yang dapat 
dilihat keberhasilannya.  

b.	 Efisien yaitu penilaian upaya yang dilakukan 
terhadap rencana pencapaian.  

c.	 Kecukupan yaitu penilaian dalam pemecahan 
masalah yang dapat mengatasi tujuan yang 
ingin dicapai.  

d.	 Pemerataan yaitu suatu cara untuk 
mendapatkan keadilan antar pihak.  

e.	 Responsivitas yaitu penilaian kebijakan 
terhadap kebutuhan yang ditanggapi.  

f.	 Ketepatan yaitu penilaian manfaat kebijakan 
terhadap kriteria yang ditetapkan. 

 
METODE KAJIAN  

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi 
literatur untuk melihat peluang dan tantangan perpajakan 
digital di Indonesia. Kajian pustaka atau studi pustaka 
merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, 
khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah 
mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat 
praktis. Studi literatur dilakukan dengan menganalisis 
kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan 
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perkembang industri digital. Literatur yang digunakan 
masih terbatas karena topik ini masih baru dalam dunia 
perpajakan. Objek penulisan ialah industri dimana kesiapan 
pelaku usaha/industri yang melakukan PMSE untuk 
mengimplementasikan PP Nomor 80 Tahun 2019 dan PMK 
Nomor 210/PMK.010/2018.  

PEMBAHASAN 

Penerimaan negara dari sektor pajak sangat diandalkan, 
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong 
penerimaan negara yang berasal dari pajak. Berbagai macam 
model bisnis dalam ekonomi digital yaitu Participative 
Network Platform, Cloud Computing, Financial Technology, 
App Stores, Online Advertising, dan E-Commerce. Platform 
digital berpeluang untuk memberikan penerimaan negara 
dari sektor pajak. Indonesia memiliki peluang dalam Level 
Playing Field, yaitu menyamakan perlakuan perpajakan bagi 
transaksi Offline dan Online, Pembelian Domestik dan Luar 
Negeri, serta perdagangan melalui marketplace maupun 
media sosial (Arimbhi et al., 2021). 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjelaskan bahwa 
pelapak di Toko online atau e-commerce diwajibkan memiliki 
izin usaha. PMSE ialah perdagangan yang transaksinya 
dilakukan melalui serangkaian perangkat dan mekanisme 
elektronik. Pelaku usaha yang melakukan PMSE yang belum 
memiliki NPWP harus mendaftarkan diri dan bagi mereka 
yang memiliki omzet lebih dari 4,8 miliar per tahun maka 
wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
Hal ini dijelaskan dalam pasal 3 ayat 9 Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang 
Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui 
Sistem Elektronik (Wijayanti, 2020). Produk perusahaan 
digital biasanya berbentuk aplikasi yang biasanya di akses 
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melalu smartphone, produk tersebut banyak berupa jasa 
digital. 

Perusahaan digital wajib untuk mengikuti peraturan 
perpajakan yang berlaku. Pemerintah dalam menentukan 
target penerimaan pajak pasti disesuaikan dengan 
perkembangan peraturan pajak yang berlaku. Hambatan 
dalam penerapan pajak di industri digital  (PMSE) 
Permasalahan utama dialami Pemerintah dalam menerapkan 
kebijakan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP dan JKP 
Digital sebagaimana diatur didalam Peraturan Menkeu No 48 
Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut 

1.	 Perhambatnya akses Dirjen Pajak untuk 
memperoleh data pelaku usaha Digital 
Asing 

2.	 Lemahnya Monitoring dan Penegakan 
hukum terkait ketidakpatuhan pelaku 
usaha Digital Asing 

3.	 Tingginya biaya dalam kepatuhan pajak 

Pemerintah menerapkan pembayaran pajak dikenakan 
jika pendapatan dari toko maupun pribadi telah melebihi 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Menurut Syah & 
Helmiah, (2021) Dasar hukum tentang pajak e-commerce 
tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas 
Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang 
telah berlaku secara efektif mulai 1 April 2019. ketentuan 
perpajakan di e-commerce yang tertuang dalam peraturan 
tersebut:  

a.	 Omzet Bruto kurang dari atau sama dengan 
Rp4,8 miliar/ tahun, maka dikenakan tarif 
PPh Final 0,5% dengan maksimal PPh Rp2 
juta/bulan  
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b.	 Omzet Bruto lebih dari Rp4,8 miliar/tahun, 
maka bisnis termasuk Pengusaha Kena 
Pajak (PKP), sehingga akan dikenakan 
tarif PPh Normal sebesar 17% atau 20% 
(khusus untuk Perseroan Terbuka, Tbk), 
ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
sebesar 11%. 

Implikasi pengenakan pajak pada industri digital 
menurut teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Teori 
tersebut memiliki tolak ukur menentukan sejauh mana 
evaluasi kebijakan, seberapa efektif, efisien, memiliki 
kecukupan, terdapat pemerataan, responsivitas dan 
mendapat ketepatan penilaian kebijakan. Langkah pertama 
menurut teori evaluasi dengan tujuan kebijakan perencanaan 
pengenaan pajak penghasilan perusahaan digital tersebut 
yaitu untuk menambah jumlah penerimaan negara melalui 
pajak dan sebagai bentuk pemerataan perpajakan di 
Indonesia. Langkah kedua yang diperlukan untuk proses 
evaluasi yaitu masalah atau kendala yang terjadi dapat 
diidentifikasi. Perkembangan terkait tingkat pertumbuhan 
nilai perusahaan salah satunya profit pada industri digital 
di Indonesia menjadi incaran pemerintah yang memiliki 
kewajiban membayar pajak terutama pajak penambahan 
nilai (PPN). Berdasarkan berita detik finance  terdapat 9 
(Sembilan) perusahaan baru memenuhi kriteria dalam 
pemungutan pajak pertambahan nilai Perdangan Melalui 
Sistem Elektronik (PMSE) atau produk digital yang dijual 
dipasar Indonesia (Indraini, 2023). 

1.	 Wondershare Global Limited,  
2.	 Asiaplay Taiwan Digital Entertainment Ltd,  
3.	 Taxamo Checkout Ltd,  
4.	 Amplitude Inc,  
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5.	 Unity Technologies SF,  
6.	 Epic Games Commerce GmbH,  
7.	 Epic Games Entertainment International 

GmbH,  8. Amazon Advertising LLC, dan  
9. Amazon Service Europe S.a.r.l. 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
60 Tahun 2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai 
pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas 
produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. 
Perkembangan perpajakan di Indonesia Direktorat Jenderal 
Pajak (DJP) telah bersiap penerapan pilah 1 OECD/G20 
menargetkan perusahaan multinasional dengan pendapatan 
bruto di atas 20 miliar euro dan tingkat profit 10%. 
Ketika perusahaan multinasional tersebut memiliki profit 
setidaknya 1 juta euro dari yurisdiksi tempat perusahaan 
memperoleh, maka mereka (perusahaan multinasional) 
harus membagikan profitnya kepada negara yurisdiksi. 
Berdasarkan kesepakatan G20/BEPS Juli 2021, tarif alokasi 
yang dibebankan akan berkisar 25% sesuai dengan penjualan 
ke setiap yurisdiksi (www.pajakku.com). 

Pemerintah menambah perusahaan digital untuk 
melakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
Perdagangan Melalui Sistem Elektonik (PMSE) atau biasa 
disebut dengan pajak digital. Terdapat tambahan delapan 
perusahaan yang akan memungut PPN atas produk digital 
yang dijual ke pelanggan Indonesia. Pelaku Usaha PMSE yang 
ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE merupakan Pelaku 
Usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu pada 
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 48/PMK.03/2020), 
meliputi:  
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a.	 Nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/
atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi 
jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; 
dan/atau  

b.	 Jumlah traffic atau pengakses melebihi 
jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.  

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor PER12/PJ/2020, batasan kriteria 
Pelaku Usaha PMSE ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE 
ditentukan sebagai berikut: 

a.	 Nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia 
melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/atau  

b.	 Jumlah traffic atau pengakses di Indonesia 
melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 
(satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 
(satu) bulan 

Berdasarkan DJP mengenai PPN Import Produk 
Digital Terhitung mulai 1 Juli 2020, pemanfaatan barang 
tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam 
Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem 
elektronik (Perdagangan melalui Sistem Elektronik disingkat 
PMSE) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
Pihak yang memungut PPN atas transaksi barang tidak 
berwujud maupun jasa luar negeri tersebut adalah pelaku 
usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pelaku 
usaha PMSE dapat berupa Pedagang Luar Negeri, Penyedia 
Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE Luar Negeri, dan/atau 
Penyelenggara PMSE Dalam Neger (https://pajak.go.id/id/
pajakdigital). DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin 
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komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual 
produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan 
sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka sehingga 
diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang 
ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus 
bertambah. Khusus untuk marketplace yang merupakan 
wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, 
maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan 
barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual 
melalui marketplace tersebut. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa 
era digital telah membawa perubahan mendasar dalam 
dunia bisnis. Pajak adalah kewajiban warga negara yang 
merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal 
baliknya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib 
pajak dan bersifat memaksa. Selain itu industri digital di 
Indonesia selalu bertambah oleh sebab itu pemerintah 
membuat peraturan pajak terkait ecommerce menunjukkan 
perhatian pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. Sebagai pelaku bisnis yang baik, maka perlu 
mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk mematuhi 
dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cara 
membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. PP 
Nomor 80 Tahun 2019 dan PMK Nomor 210/PMK.010/2018 
merupakan bukti dari usaha pemerintah untuk menangkap 
peluang dalam sektor perpajakan. 
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Marista Oktaviani1, Budi Wahyu Mahardhika2 1,2) 

Universitas Muhammadiyah Surabaya
email: maristaoktaviani@um-surabaya.ac.id

LATAR BELAKANG  

Kemajuan dunia industri menimbulkan banyak 
kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya, 
sehingga muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak 
negatif ini. Banyak perusahaan kini mengembangkan apa 
yang disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Tanggung 
jawab sosial perusahaan ialah perusahaan memiliki tanggung 
jawab kepada konsumen, karyawan, pemegang saham serta 
lingkungan sekitar perusahaan dengan beberapa aspek CSR 
ialah sosial, lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, infatruktur, 
dll. Menurut Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3 yang menyatakan 
sebagai berikut. 

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah 
komitmen perseroan untuk berperan serta 
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan 
guna meningkatkan kualitas kehidupan 
dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 
perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 
masyarakat pada umumnya.” 

12
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Corporate Social Responsibility merupakan salah satu 
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Melalui 
Undang-Undang ini, industri atau korporasi wajib untuk 
melaksanakanya, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial 
dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Tanggung jawab 
sosial suatu perusahaan tidak hanya pelaksanaan saja namun 
membawa konsekuensi baik tidaknya citra perusahaan di 
Masyarakat. Corporate Social Responsibility juga berperan 
dalam peningkatan kinerja dan sumber daya perusahaan 
yang semakin baik dari sebelumnya. Implementasi CSR 
tersebut dapat diwujudkan dalam peran sosial perusahaan 
terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaannya 
secara berkesinambungan, lingkungan internal perusahaan 
meliputi pemegang saham (stockholder), manajer (managers) 
dan karyawan (employees). Sedangkan lingkungan eksternal 
perusahaan diantaranya, pelanggan (customers), pemasok 
(suppliers), pemerintah (government), masyarakat lokal (local 
communities) dan masyarakat secara umum (generalpublic) 
(Ramadina & Hidayatullah, 2018). 

Tanggung jawab sosial merupakan salah satu kewajiban 
perusahaan dalam dunia bisnis untuk menjadi akutable 
terhadap seluruh stakeholder. Karena jika perusahaan tidak 
memberikan akuntabilitas kepada seluruh stakeholder yang 
meliputi pelanggan, karyawan, komunitas, lingkungan global 
ataupun lokal, pada akhirnya perusahaan akan dinilai buruk 
dan tidak akan mendapatkan dukungan dari Masyarakat 
selain itu perusahaan harus menganggap CSR sebagai 
strategi jangka panjang yang menguntungkan, bukan sebagai 
suatu aktivitas yang merugikan (Yunindra & Tamrin, 2022). 
Penerapan CSR pada perusahaan memiliki banyak manfaat 
yang diperoleh perusahaan antara lain produk semakin 
disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. 
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Keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya diukur 
dari keuntungan bisnis perusahaan, melainkan juga dilihat 
dari sejauh mana kepeduliaan perusahaan terhadap aspek 
sosial dan lingkungan. Kepedulian perusahaan tersebut salah 
satunya dapat dinilai melalui laporan keberlanjutan yang 
memperlihatkan mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan 
sosial yang ditimbulkan dari operasional perusahaan, baik 
dampak positif maupun dampak negatif. Untuk menjadikan 
perusahaan bernilai baik, maka perusahaan harus transparan 
dalam setiap pelaporan aktivitas perusahaan 

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat memasuki 
kehidupan didunia industri.  Kondisi dunia informasi saat ini, 
menjadikan teknologi sebagai acuan yang terpercaya untuk 
mengelola informasi di setiap aktifitas manusia di berbagai 
bidang. salah satu tujuan utama perusahaan adalah dalam 
meningkatkan kinerja perusahaan (Ajo Putri et al., 2023). 
Contoh teknologi ikut berperan dalam pengembangan CSR 
ialah media sosial dapat digunakan sebagai saluran tambahan 
untuk mengkomunikasikan CSR. Literatur akademik dan 
bisnis telah melihat munculnya media sosial sebagai saluran 
komunikasi interaktif baru untuk terlibat dengan pelanggan 
saat ini dan calon pelanggan. 

 
KAJIAN TEORI 
Corporate Social Responsibility  	  

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate 
Social Reponsibility) adalah bentuk pertanggungjawaban 
perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sederhananya 
bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggungjawab 
untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui 
program-program social, yang ditekankan adalah program 
pendidikan dan lingkungan (Hardiningsih et al., 2020). 
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Pengungkapan CSR Perusahaan biasanya dipandu oleh 
Global Inisiatif Pelaporan (GRI). Dampak yang ditimbukan 
oleh operasi perusahaan, menurut Global Reporting Initiative 
(GRI) G-4 antara lain Menurut GRI ada 3 yaitu aspek ekonomi, 
Aspek lingkungan, aspek sosial. 

1.	 Dampak Ekonomi  
2.	 Dampak Lingkungan 
3.	 Dampak Sosial 

Global Reporting Initiative (GRI) adalah pelaporan, 
pengungkapan standar yang berindikator tanggung jawab 
sosial yang diemban oleh perusahaan untuk menciptakan/
memberikan manfaat pelaporan kepada para Stakeholder 
perusahaan. Maka dari itu dalam negara Indonesia juga 
mengatur    tenang  pertanggung  jawban sosial, Sesuai dengan 
regulasi yang terdapat didalam Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas 
(PT) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 
Tahun 2012 Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa 
setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 
dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam 
diwajibkan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial (CSR) 
(Nur Zalliza Gaus, 2021). 

 
Standarisasi Lingkungan ISO 26000 

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi SR atau 
Social Responsibility saja. disebabkan karena pedoman ISO 
26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi 
bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. 
ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat 
sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang 
mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat 
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baik di negara berkembang maupun negara maju. Adapun 7 
subjek dalam ISO 26000 

Gambar 1 Social responsibility: 7 core subjects

Sumber : Internasional Organization for Standardization, (2018) 

a.	 Tata kelola organisasi (organizational 
governance): sistem pengambilan dan 
penerapan keputusan perusahaan dalam 
rangka pencapaian tujuannya. 

b.	 Hak asasi manusia (human rights): hak dasar 
yang berhak dimiliki semua orang sebagai 
manusia, yang antara lain mencakup hak sipil, 
politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

c.	 Praktik ketenagakerjaan (labour practices): 
segala kebijakan dan praktik yang terkait 
dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam 
atau atas nama perusahaan. 

d.	 Lingkungan (the environment): dampak 
keputusan dan kegiatan perusahaan terhadap 
lingkungan. 
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e.	 Prosedur operasi yang wajar (fair operating 
procedures): perilaku etis organisasi saat 
berhubungan dengan organisasi dan individu 
lain. 

f.	 Isu konsumen (consumer issues): tanggung 
jawab perusahaan penyedia barang/jasa 
terhadap konsumen dan pelanggannya. 

g.	 Pelibatan dan pengembangan masyarakat 
(community involvement and development): 
hubungan organisasi dengan masyarakat di 
sekitar wilayah operasinya. 

Transformasi Digital 

Digital transformation atau transformasi digital 
adalah sebuah perubahan cara penanganan sebuah 
perkerjaan dengan mengunakan teknologi informasi untuk 
mendapatkan efisiensi dan efektifitas. Bebarapa bidang yang 
telah melakukan transformasi ini seperti pendidikan dengan 
e-learningnya, bisnis dengan e-business, perbankan dengan 
e-banking, pemerintah dengan e-government dan masih 
banyak lagi yang lain, intinya adalah peningkatan efisiensi 
dan efektivitas pekerjaan dan berkas pendukungnya dengan 
menggunakan database. Perubahan ini membawa dampak 
positif maupun negative bagi setiap individu maupun 
perusahaan yang berkaitan dengan proses bisnis tersebut. 
Bisnis transformasi digital, memberikan kemudahan 
para pelanggan untuk memesan produk atau melakukan 
pemesanan tentang berbagai hal lainnya dengan mudah 
dan murah. Tidak lagi semua harus bertransaksi langsung 
namun secara online transaksi ini dapat dilakukan dengan 
berbagai media teknologi informasi, mulai dari pemesanan, 
pembayaran, konfirmasi sampai pada proses pengecekan 



1 Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, 
Dan Social Learning Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 

1  PHKA, Dirjen. 2008. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga: 
Dipa BA-29 Tahun 2008. Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata 
Alam Direktorat Jenderal PHKA

2  Ujud, Tahajuddin. 2015. Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. 
Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, Jakarta

206 Book Chapter : Era Digitalisasi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis untuk Keberlangsungan Perusahaan 

pengiriman barang semua dilakukan secara digital. Efek 
berlanjut ke harga produk yang akan semakin murah, hal 
ini karena proses pemasaran dan administrasinya tidak 
membutuhkan biaya yang besar. Akhirnya mereka yang 
berbisnis secara tradisional akan menuai kerugian karena 
beralihnya pelanggan ke transaksi digital yang mudah, 
murah, cepat dan efisien (Danuri, 2019). 

 
METODE KAJIAN 

Penelitian kajian pustaka adalah hasil analisa berbagai 
informasi konseptual serta datadata kualitatif maupun 
kuantitatif dari berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi 
sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi pustaka yang berfungsi sebagai tuntunan dalam 
mengkaji suatu masalah penelitian (review of research). 
Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan 
yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian 
akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan 
aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Metode kajian 
dalam penulisan ini berupa kajian pustaka yang berisi teori 
dan hasil penelitian mengenai corporate social responsibility 
dan perkembangan teknologi di Indonesi.  

 
PEMBAHASAN 

Corporate social responsibility (CSR) merupakan sebuah 
komitmen dalam berkontribusi untuk berkelanjutan dalam 
bidang ekonomi, lingkungan dan sosial kemasyarakatan.  
Pengungkapan CSR mampu membuktikan kepada 
masyarakat bahwa perusahaan mampu memproduksi produk 
berkualitas dan melaksanakan kegiatan operasi secara etis 
dan bertanggung jawab (Munzir et al., 2023). Pengungkapan 
corporate social responsibility (CSR) dapat diukur dengan 
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menggunakan indeks Global Reporting Initiative (GRI) 
generasi ke 4 (G4) yang berjumlah 91 indikator kinerja 
dalam 3 kategori (ekonomi, lingkungan,sosial). Semakin 
besar indeks pengungkapan CSR pada suatu perusahaan, 
maka semakin tinggi pengungkapan CSR yang dilakukan 
perusahaan. Perhitungan indeks CSR, dapat dihitung 
berdasarkan deskripsi pengungkapan CSR pada laporan 
tahunan dan/atau laporan keberlanjutan pada masing-
masing perusahaan yang terdaftar, dengan memberikan nilai 
ada berapa indikator yang diungkapkan dari 91 indikator 
pengungkapan CSR. 
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Menurut Nugroho et al., (2022) ada empat model atau 
pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di 
Indonesia, yaitu sebagai berikut:  

1.	 Keterlibatan langsung  

Program CSR perusahaan dikelola 
langsung oleh perusahaan yang 
menyelenggarakan acara sosial sendiri dan 
menyalurkan donasi kepada masyarakat tanpa 
perlu perantara. Sebuah perusahaan biasanya 
mengirim salah satu personel seniornya, 
seperti sekretaris perusahaan atau manajer 
urusan masyarakat, untuk menjalankan 
peran ini, atau terlibat dalam tugas hubungan 
masyarakat.  

2.	 Melalui yayasan atau organisasi sosial 
perusahaan  

Di bawah payung perusahaan atau 
kelompoknya, bisnis mengembangkan 
fondasinya sendiri. Konsep ini didasarkan 
pada model yang sering digunakan dalam 
bisnis negara-negara industri. Biasanya, 
bisnis menawarkan modal awal, uang tunai 
berkelanjutan, atau dana abadi yang dapat 
digunakan untuk kegiatan yayasan secara 
teratur.  

3.	 Bermitra dengan pihak lain  

Baik dalam mengelola keuangan 
maupun melakukan kegiatan sosial, korporasi 
melakukan CSR melalui kerjasama dengan 
lembaga sosial/lembaga swadaya masyarakat 
(LSM), instansi pemerintah, perguruan tinggi, 
atau media.  
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4.	 Mendukung atau bergabung dalam suatu 
konsorsium  

Tujuan perusahaan adalah untuk 
bergabung mendukung lembaga sosial yang 
diciptakan untuk mengatasi masalah sosial. 
Dibandingkan model sebelumnya, model ini 
lebih fokus menyalurkan “dana pembangunan” 
ke korporasi. Konsorsium atau organisasi 
semacam itu, yang dipercaya oleh perusahaan 
mensponsori, mencari lembaga operasional 
berkolaborasi dan kemudian mengembangkan 
rencana yang disepakati bersama. 

Perkembangan teknologi dari tahun ketahun mulai 
mengalami kemajuan penerapan sistem digitalisasi sudah 
80% diterapkan di perusahaan. Tujuan utama perusahaan 
ialah memperoleh keuntungan dari jenis bisnisnya, pada 
saat ini peningkatan nilai perusahaan salahsatunya ialah 
transformasi melalui digitalisasi, melalui program CSR yang 
dikeluarkan perusahaan tiap tahun dengan program-program 
memperbaiki lingkungan serta membantu Masyarakat. 

Contoh perkembangan CSR perusahaan di Indonesia 
telah bertransformasi digital ialah 

a.	 PT Telekomunikasi Seluler  

Telkomsel beberapa tahun terakhir ini sudah 
memanfaatkan teknologi dalam penerapan program 
CSR untuk mengatasi permasalahan ekonomi dengan 
memberikan dampak sosial nyata di Masyarakat 
(Kadir et al., 2013). 
1.	 Pilar Pendidikan : Program IndonesiaNEXT dan 

T-Perpus (Perpustakaan Digital Telkomsel). 
2.	 Pilar Masyarakat Digital : program The NextDev 

dan Internet BAIK 
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3.	 Pilar Pemberdayaan Masyarakat : program Baktiku 
Negeriku, Patriot Desa Digital, dan Creative 
Millennials. 

4.	 Pilar Aksi Filantropi : TERRA (Telkomsel 
Emergency Response & Recovery Activity). 

b. 	 PT Indosat Tbk 

1.	 Pilar Pendidikan dengan slogan bersama berikan 
dampak positif untuk Indonesia, nama program 
pendidikan digital ialah ID Camp, Save Our Socmed 

2.	 Pilar Pemberdayaan Perempuan mendukung 
pengusaha perempuan mikro, kecil, dan 
menengah agar lebih berdaya melalui program 
SheHacks, sebuah program yang didesain untuk 
memberdayakan perempuan Indonesia untuk 
mengurangi kesenjangan gender dalam bidang 
ekonomi, Pendidikan dan kesehatan. 

3.	 Pilar Lingkungan : Indosat berperan 
mengembangkan generasi mendatang dalam 
upaya menuju dunia yang berkelanjutan. Program 
lingkungan yaitu Sampah jadi pulsa, Konservasi 
Laut dan Perikanan 

	 Sumber : web indosat ooredo

c. 	 PT. Gojek dan Tokopedia 

PT. gojek merupakan salah satu perusahaan yang 
berperan di Indonesia pada tahun 2019 mengurangi 
angka pengangguran untuk meningkatkan 
pendapatan dan kualitas hidup. Gojek berkomitmen 
untuk menciptakan dampak positif jangka panjang 
sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam 
aspek lingkungan mendorong masyarkat untuk maju, 
meningkatkan jejak lingkungan serta memastikan 
ekosistem sehat dan aman. Pilar yang diusung Gojek 
dalam menerapkan tanggung jawab sosial ialah  
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1.	 Gogreener  untuk mengubah perilaku dalam 
skala besar dan memungkinkan semua orang 
untuk menjalani gaya hidup yang bertanggung 
jawab terhadap lingkungan 

2.	 Goforward  bertujuan untuk memberdayakan 
semua orang dengan menyediakan peluang untuk 
meningkatkan mata pencaharian 

3.	 Gotogether  bertujuan memberikan kesempatan 
yang sama ditempat kerja, serta memastikan 
setiap orang dihargai, dilibatkan dan didukung.  

	 Sumber: web gojek 

Perusahaan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini 
terus memperbaiki program tanggung jawab sosial kepada 
Masyarakat dengan merepakan sistem transformasi digital, 
tidak hanya 3 perusahaan diatas namun masih banyak lagi 
perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan hal tersebut. 
Berdasarkan berita Top CSR of The Year tahun 2022 dimana 
perusahaan lebih fokus terhadap Bantuan Sosial Masyarakat 
yang mendominasi dengan 26,62%, disusul Bantuan 
Kesehatan dan Bantuan Pendidikan dengan 18,63%, Bantuan 
Lingkungan dengan 14,45%, Pemberdayaan Ekonomi 
(UMKM) dengan 11,41% dan terakhir Bantuan Bencana 
Alam dengan 10,27% (Mashud Toarik, 2022), sebagian besar 
perusahaan sudah banyak menjalankan CSR, tidak hanya 
berfokus pada pengembangan dan pelibatan masyarakat 
(community involvement and development) saja, namun juga 
implementasi CSR yang selaras dan relevan dengan tujuh 
subyek inti ISO 26000. Pada tahun 2022 perusahaan yang 
meraih Top CSR salah satunya MNC Group, Bank Jatim, Sharp 
Electronics Indonesia, Perusahaan Gas Negara, dll. 
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Program CSR menjadi bagian penting bagi perusahaan 
pada tahun 2023 perusahan di Indonesia menjalankan 
program CSR mulai dari kegiatan sosial, bantuan bencana 
alam, pemberian beasiswa, hingga pemberdayaan Masyarakat 
Peraih penghargaan TOP Corporate Social Responsibility of 
the Year 2023 dinilai berdasarkan metode penilaian dengan 
menggunakan tiga parameter yaitu; CSR Concept, CSR Impact, 
dan CSR Donation Value. Peraih penghargaan TOP CSR of 
the Year 2023 di antaranya adalah PT Permodalan Nasional 
Madani (PNM), PT Elnusa Tbk, PT Prudential Life Assurance, 
PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Mora Telematika 
Indonesia Tbk, dan PT Telkom Indonesia (Persero) 
Tbk (Sunda, 2023). Pada tahun yang sama juga Badan 
Standarisasi Nasional (BSN) mengapresiasi perusahaan yang 
menjalankan CSR berbasis SNI ISO 26000 selain itu BSN 
mengajak pelaku usaha/industri untuk menerapkan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) dan ketentuan yang berlaku.  Sebab, 
penerapan Standar yang konsisten tidak hanya meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas organisasi, namun mendorong 
munculnya inovasi-inovasi baru yang mengedepankan aspek 
berkelanjutan (Ria, 2023). 

 
KESIMPULAN  

Pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan 
di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dampak 
dari CSR perusahaan berfokus pada bidang ekologi, ekonomi, 
serta sosial Masyarakat sebagai acuan kinerja dengan 
tujuan yaitu untuk penerapan strategi perusahaan dimasa 
datang yang berkelanjutan. ISO 26000 merupakan acuan/
panduan perusahaan untuk menjalankan CSR sesuai dengan 
SNI. CSR bukanlah sekedar kegiatan amal melainkan untuk 
penguatan dan dukungan dari masyarakat dan pemangku 
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kepentingan (stakeholder) kepada perusahaan, di mana 
CSR mengharuskan perusahaan memperhitungkan dampak 
terhadap seluruh kegiatan dan pengambilan keputusan yang 
dilakukan oleh perusahaan, termasuk lingkungan hidup. 
Perusahaan khususnya di Indonesia sudah mulai menerapkan 
CSR mengunakan teknologi digital misalnya Masyarakat 
digital, Pencarian pekerjaan dengan sistem digital.
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Uang dan Fungsinya 

Uang pengganti sistem barter. Uang dinilai paling 
efisien sebagai alat tukar. Setiap negara memiliki mata uang 
sendiri. Misalnya Rupiah Indonesia, Dollar Amerika serikat, 
Ringgit Malaysia, Yen Jepang, Rupee India, Yuan China. 
Berlaku tidaknya mata uang suatu negara, itu dilindungi 
oleh undang-undang negara yang bersangkutan. Tujuan 
dibuatnya uang adalah alat tukar yang memiliki nilai 
untuk memudahkan perpindahan barang atau uang sejenis 
diantara orang yang bertransaksi. Ada tiga fungsi uang ; (1) 
alat transaksi (2) investasi dan (3) spekulasi. Juga ada yang 
menyebut uang sebagai penyimpan nilai kekayaan. Irving 
Fisher (Pass C,1997) dalam teori kuantitas uang ; jumlah 
uang yang beredar akan berbanding lurus dengan perubahan 
harga. Jumlah uang beredar akan berpengaruh pada jumlah 
barang. Peningkatan jumlah uang menjadi penyebab inflasi, 
begitu pula kebalikannya. Perspektif makro ; penyebab 
inflasi itu dua ; disebabkan naiknya ongkos produksi dan 
meningkatnya jumlah permintaan. Di dunia ini rasanya tidak 
yang tidak menggunakan uang dalam transaksi apa saja. 
Mulai dari perorangan, keluarga, organisasi, perusahaan 
hingga negara. 

13
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Uang Kartal, Uang Giral dan Uang Digital 

Uang kartal adalah uang yang beredar berupa uang 
koin dan uang kertas yang dicetak oleh PT.Peruri (dulu 
Perum Peruri) yang diedarkan oleh Bank Indonesia melalui 
peraturan Bank Indonesia. Uang inilah yang banyak dipegang 
oleh masyarakat untuk melakukan transaksi tunai. Membeli 
sayur, beras, ikan di pasar memakai uang kartal. Uang giral 
adalah uang dalam bentuk giro, deposito, tabungan, Obligasi, 
reksadana, Sukuk, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sertifikat 
Bank Negara (SBN), Surat Utang Negara (SUN) yang tercatat 
di industri perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Giro 
misalnya digunakan untuk transaksi dari bisnis ke bisnis (B to 
B). Sedangkan Uang Digital adalah uang non tunai (cashless) 
yang tercatat dan ada pada perbankan, lembaga keuangan 
lain, marketplace, financial technologi (Fintec). Uang 
digital sering disebut uang virtual, uang online, non tunai. 
Contohnya e-money, e-wallet. Membayar jalan tol berbayar, 
cukup memakai e-tol ;  membayar barang kebutuhan sehari-
hari rumah tangga belanja di supermarket, cukup memakai 
kartu ATM debet (debet card) atau ATM kredit (credit card). 
Uang digital memudahkan seseorang dalam bertransaksi. 
Tidak usah membawa uang yang tebal di dompet. Cukup 
dengan simpan kartu-kartu debet, kredit atau dengan cara 
mengaplikasikan QRIS pada merchandis yang memasang 
QRIS. QRIS semacam barcode yang cukup ditempelkan 
saja, handhone anda pada QRIS yang sudah tertera pada 
teller atau barang yang bersangkutan. (QRIS=Quick Respon 
Code Indonesia Standard). Adalah standarisasi pembayaran 
menggunakan metode QR dari Bank Indonesia agar proses 
transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat 
dan terjaga keamanananya. Tujuan QRIS adalah untuk 
mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non-tunai di 
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wilayah Indonesia. Maksimum transaski dengan QRIS 10 juta 
per transaki. Nominal kumulatif harian atau bulanan dari 
transaksi QRIS dapat ditentukan oleh penerbit. Berdasarkan 
manajemen resiko penerbit QRIS. 

Perkembangan Transfer Manual versus Digital 
Pengiriman uang (transfer) adalah perpindahan 

dana(uang) antar rekening dari suatu bank ke cabang bank 
sendiri, bank lain atau ke jasa keuangan lainnya, untuk 
kepentingan nasabah dan atau untuk kepentingan bank 
itu sendiri.  Sebelum teknologi berkembang pengiriman 
uang dilakukan melalui bank dan wesel. Cara pengiriman 
uang biasanya dengan transfer via ATM (Anjungan Tunai 
Mandiri) atau mendatangi langsung ke bank/kantor pos 
degan membawa uang yang hendak ditansfer. Ada juga 
jasa pengiriman uang antarnegara seperti Western Union.  
Transfer secara konvensional offline contohnya bank, kantor 
pos, pegadaian, koperasi.  

Berkembangnya teknologi komunikasi dan 
informasi, jasa layanan trasfer uang pun kian bertambah. 
Adanya fitur internet banking(i-banking) dan elektronik 
banking(ebanking) dari perbankan. Orang bisa mengirim 
uang dengan mudah, cepat, menggunakan handphone(HP) 
seluler yang terkoneksi dengan internet atau memakai pulsa. 
Selain bank, banyak jasa lain penyedia jasa pengiriman uang 
berbasis online yang mampu bersaing  dengan bak dalam hal 
kecepatan, kemudahan, keamanan, dan biaya pengiriman. 
Bahkan secara umum penyedian kayanan non bank tersebut 
lebih unggul dari pada bank dalam beberapa hal. Tidak sedikit 
pedagang, UMKM yang menggunakan jasa pengiriman uang 
non bank. Ini Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2012 
yang mengatur tentang Trasnfer Dana (www.bi.go.id). 
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Berikut ini pilihan jasa pengiriman uang yang 
konvensional hingga yang berbasis online. Konvesnional 
seperti ;(1)Bank ;(2)Kantor Pos ; (3)Mini Market ; (4) 
Western Union ; (5)PayPal ; (6)Wise. Bank ; mekanisme 
transfer uang antar bank di Indonesia menurut OJK (Otoritas 
Jasa Keuangan), yakni; Real Time Gross  Settlement (RTGS), 
Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI), Lalu Lintas Giro 
(LLG), dan Riel Time Online (RTO). Pastikan anda memahami 
tiap mekanisme tersebut untuk memilih mana yang paling 
efisien dan sesuai kebutuhan. Sekarang hampir semua bank 
telah memiliki aplikasi onlinenya tak perlu datang ke kantor 
banknya. Kantor Pos masih menyediakan layanan transfer 
uang lewat wesel pos. Pengirim mengharuskan datang ke 
kantor pos terdekat untuk mengakses layanan tersebut. Jika 
harus mengirim uang beberapa kali di waktu yang berbeda. 
Pengiriman uang harus berulang kali memberikan syarat 
yang dibutuhkan sehingga kurang praktis. Tetapi sekarang 
Kantor pos juga telah memiliki aplikasi versi onlinenya.   

Mini Market ; indomaret, alfamart didatangi tidak hanya 
untuk membeli barang saja, akan tetapi juga bisa kepentingan 
untuk transfer uang.  Minimarket sekarang sudah  terkoneksi 
dengan bank dan berbagai penyedia layanan pengiriman 
uang dari mulai perbankan hingga ke Wester Union. Western 
Union ; Western Union adalah penyedia layanan pengiriman 
uang  yang telah memiliki reputasi global. Western Union 
melayani pengiriman uang ke lebih dari 200 negara di dunia. 
Kini anda juga bisa kirim uang menggunakan aplikasinya 
(online)  tak perlu datang ke kantornya seperti dulu. PayPal 
; boleh dikatakan pionir layanan jasa pengiriman uang yang 
telah memanfaatkan teknologi internet. PayPal sudah lama 
berdiri dan diterima di lebih dari 30 juta merchant di seluruh 
dunia sehingga kredibilitasnya tak diragukan lagi. Wise ; jasa 
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layanan transfer uang ini awalnya bernama Transferwise. 
Biayanya terjangkau dan transparan. Pengiriman uangnya 
cepat meski ke negara lain, namun jasa layanan ini lebih 
fokus ke luar negeri, bukan dalam negeri. 

Ada tips alokasi penghasilan bagi anak muda milenial 
; semakin banyak anak muda yang produktif. Memiliki 
pekerjaan dari rumah, tetapi memiliki omzet lumayan besar. 
Berbisnis lewat media sosial seperti youTobe, istagram, 
facebook, WhatApps. Banyak yang jadi youTober. Ada istilah 
orang desa, tapi memiliki pendapatan kota. Maksudnya 
walaupun berada di desa pelosok, tetapi memiliki penghasilan 
melebihi orang kota. Sebab masih muda kadang belanja yang 
konsumtif melebihi dari kebutuhan. Mengutamakan gaya dari 
pada kebutuhan. Di bawah ini ada tips alokasi penghasilan 
bulanan. 

Kebutuhan belanja kebutuhan maksimum 40 persen 
saja. Cicilan hutang tidak melebihi 30 persen. Tabungan 
untuk investasi dan dana darurat dianjurkan 20 persen. 
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keinginan yang bisa ditunda cukup 10 persen saja. Dalam 
teori ekonomi urutan prioritas sebenarnya ; kebutuhan 
utamakan terlebih dahulu, keinginan bisa ditunda. Terpenting 
adalah kemampuan daya beli. Disposible income yang siap 
dibelanjakan. Pendapatan bersih yang sudah dipotong bayar 
hutang, pajak, bunga, dan infaq. Boleh memiliki hutang 
lebih 50 persen asal untuk investasi yang produktif, bukan 
untuk konsumtif. Investasi produktif itu diharapkan di masa 
mendatang bisa meningkatkan penghasilan dan kekayaan.  

Setiap orang akan selalu melakukan transaksi. Baik 
secara perorangan maupun secara kelompok. pemerintah, 
keluarga, organisasi hingga ke perusahaan bisnis. Ini contoh 
empiris perbankan (BRI) yang mengembangkan lini bisnis 
retail keuangan melalui agen, toko.

Sumber : BI,BCA,BRI (2023) 
 

Media Promosi Financial Technology (Fintec) untuk 
anak muda milenial  biasanya melalui media sosial (medsos) 
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online seperti : YouTobe, Istagram, Face book, Twitter, dsb 
itu lebih efektif. Siapapun dia, termasuk anak muda, dalam 
mentrasnfer uang akan mencari jasa pengiriman yang 
paling murah. Mencari yang lebih efisien. Sesuai dengan 
teori keekonomian. Konsumen yang rasional akan selalu 
menimbang. Seberapa besar uang yang dikeluarkan apakah 
seimbang tidak dengan manfaat (utilitas) yang dia peroleh?. 

e-Money  versus  e-Wallet  

Perbedaan Uang elektronik (e-money) dengan Dompet 
elektronik (e-wallet). Sekaligus keunggulan dan kelemahan 
masing-masing. Pasti sering mendengar e-Money dan 
e-Wallet, sebab berkaitan erat dengan teknologi digital. 
Banyak yang mengira uang elektronik (e-Money) sama dengan 
dompet elektronik (e-Wallet). Padahal banyak perbedaan 
dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 

e-Money dan e-Wallet adalah dua hal yang berbeda. 
Misalnya untuk membayar angkutan umum, jalan tol, ojek 
online, KRL Commuter Line, Bus TransJakarta, tiket hiburan 
hingga belanja di supermarket. Sekilas sama, yakni uang 
tunai yang bentuk dan pembayarannya dilakukan secara 
digital. e-Money dari pengertiannya adalah alat pembayaran 
digital berupa uang yang tersimpan dalam media elektronik 
tertentu, seperti di sistem perbankan. Transakasi elektronik 
yang menggunakan e-Money biasanya berbasis ‘Chip’ yang 
ditanamkan di dalam kartu. E-Money pertama kali ada sejak 
tahun 2009. E-Money diterbitkan oleh lembaga perbankan. 
Penerbitan kartu e-Money harus mendapatkan persetujuan-
izin Bank Indonesia. 

Sedangkan e-Wallet adalah salahsatu bentuk financial 
technology (fintech) yang menjadi alternatif metode 
pembayaran online. E-Wallet adalah untuk menyimpan 
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uang yang digunakan untuk transaksi secara online atau 
offline dengan menggunakan QR code (Quick Respon) 
respon cepat. QR atau disebut QRIS (Quick Respons code 
Indonesian Standard). QRIS adalah standarisasi pembayaran 
menggunakan metode QR dari Bank Indonesia agar 
transaksi lebih mudah, cepat dan aman. Tujuan QRIS untuk 
mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non-tunai di 
seluruh Indonesia.  

e-Wallet adalah aplikasi sistem yang sudah terkoneksi 
dengan internet sehingga memudahkan konsumen untuk 
menggunakannnya. Penggunaannya lebih beragam bila 
dibandingkan dengan e-Money.  Misalnya melakukan transfer 
traktir bakso ke teman, melakukan belanja online, juga 
membayar listrik, air PDAM, telepon, kuota pulsa, pajak mobil-
motor, dan sebagainya. Sepertinya masyarakat terutama 
kaum milenial dan generasi Z lebih sering menggunakan 
e-Wallet dibandingkan dengan e-Money. Sebab eWallet lebih 
banyak layanannya disamping promosi iklan cashback.  

 Perbedaan e-Money dengan e-Wallet ; 

Produk digital  e-Money  e-Wallet  
Perbedaan 
bentuk  

Chip based (Kartu)  Server based (Aplikasi)  

Pengisian 
Saldo  

Biasanya harus melalui 
bank yang menerbitkan 
dan melalui ATM  

Bisa melalui m-banking  

Penerbit  Dikeluarkan oleh bank 
atau fintech  

Dikeluarkan oleh fintech  

Kegunaan  Biasanya untuk 
membayar transportasi, 
tarif tol, tempat hiburan.  

Biasanya untuk belanja 
online atau transaksi 
tempat belanja.  

Sumber : www.Kemenkominfo.  
 

Produk digital ; e-money maupun e-wallet memiliki 
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka para 
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nasabah pandai-pandai saja dalam memilih aplikasi atau 
kartu chip. Terpenting adalah uangnya ada idak untuk mengisi 
kartu atau aplikasi tersebut. Sering melihat terutama ibu-ibu 
muda, ketika buka dompetnya, terlihat banyak sekali kartu-
kartu e-money atau ATMnya, apa itu kartu debet, ataupun 
kartu kredit. Gaya. Tapi tidak ada isinya. Malu. Bagaimanapun 
banyak kartu ataupun aplikasi, jika penghasilan kita terbatas, 
tetap saja tidak ada gunanya. Terpenting adalah tingkatkan 
terus penghasilan kita. ATM, kartu kredit atau kartu debet 
boleh banyak asalkan banyak isinya. Top up dong yang 
banyak.  
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Uang Elektronik yang Diijinkan Bank Indonesia :

No.  BERBASIS SERVER (AP-
LIKASI)  

BERBASIS CHIP 
(KARTU)  

1  MYT e-money  Topizy  
2  M-Bayar  ASACash  
3  Ezellink  IVAs Card  
4  Blue-spay cash  Sky-card  

     5         KasPro  Brizzi  
6  Paytren  Nobo-money  
7  Isaku  Top cash  
8  OVO cash  Mega cash  
9  Speed cash  Mandiri e-money  
10  Gudang Voucer  JackCard  
11  Dompet  Flazz  
12  Dana   
13  Truemoney   
14  Gopay   
15  Uangku   
16  XL tunai   
17  T-cash   
18  Flexy cash   
19  Sky mobile money   
20  Doku pay   
21  Finn channel   
22  T-bank   
23  BBM money   
24  Nobu e-money   
25  UnikQu   
26  Mega Virtual   
27  Mandiri e-cash   
28  Rekening Ponsel   
29  Sakuku   

Sumber : Bank Indonesia (2010) 
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Entah masih berlaku tidak. E-money maksimum hanya 
boleh di isi tidak lebih dari satu juta rupiah. Sebab kalau 
jatuh di jalan dan ditemukan orang lain. kartu tersebut dapat 
dibelanjakan secara tunai oleh penemu kartu. Oleh karena 
itu hati-hatilah jika pegang emoney. Berbeda dengan aplikasi 
berapapun mau diisi uang, bebas, hampir tidak ada batasan 
jumlah simpanannya. Banyak silahkan, sedikit tidak apa. 
tergantung kepentingan transaksinya. 

Bijaklah dalam menggunakan uang. Jangan sampai 
besar pasak dari pada tiang. Belanja lebih banyak dari 
penghasilan. Biaya operasional lebih besar dari pada 
pendapatan operasional. Bukannya surplus. Malahan minus. 
Hutangnya banyak. dibuatlah surplus. Pendapatan harus 
lebih besar dari pengeluarannya. Prioritaskan kebutuhan 
dari pada keinginan dan gaya hidup. Boleh bergaya hidup 
tinggi, tetapi harus diikutioleh penghasilan yang tinggi pula. 

Referensi 

Pass. Chrsistopher & Bryan Lowes (1997). Dictionary 
of Economics, second edition, Harper Collins 
Publishers.UK www.bi.go.id.Peraturan Bank 
Indonesia No.14/23/PBI/2012 tentang Transfer 
Dana  www.linkqu.id, penyedia jasa transfer uang 
terbaik. 

www.Kemenkominfo. Sama atau Memang Berbeda 
e-Money dan e-Wallet. 
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PENDAHULUAN 

Digitalisasi perusahaan adalah proses mengadopsi dan 
mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek 
operasional dan manajemen perusahaan. Hal ini dilakukan 
untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya 
saing perusahaan di era digital. Beberapa aspek digitalisasi 
perusahaan dapat diperhatikan dari segi Sistem Informasi 
Terintegrasi, Cloud Computing, Analisis Data dan Kecerdasan 
Buatan,  E-Commerce dan Digital Marketing, Internet of 
Things (IoT), Keamanan Informasi, Kolaborasi Digital, serta 
Pendidikan dan Pelatihan Digital. 

Digitalisasi perusahaan dapat membawa banyak 
manfaat, tetapi juga memerlukan perubahan budaya dan 
investasi yang signifikan. Perusahaan perlu memahami 
kebutuhan mereka, merancang strategi digitalisasi yang 
tepat, dan melibatkan karyawan dalam perubahan tersebut 
agar dapat mencapai hasil yang optimal. Tentunya hal ini 
perlu dikaji secara seksama oleh beberapa perusahaan 
agar kedepannya perusahaan memiliki kemampuan yang 
baik dalam menghadapi situasi digital yang akan selalu 
berkembang di kemudian hari. 

14
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Perkembangan zaman saat ini, membuat perusahaan 
wajib untuk meningkatkan pelayanan secara profesional 
sesuai dengan sektornya masing-masing. Pergantian 
teknologi dan arus data yang begitu cepat telah mendorong 
perusahaan harus bisa memenuhi kebutuhan serta keinginan 
pelanggan, sehingga akan merasa terpenuhi dengan apa yang 
sudah mereka miliki dari perusahaan. Banyak metode yang 
dapat dilakukan, dengan memberikan kesan yang baik dalam 
perihal pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan adalah 
faktor yang sangat penting di sektor usaha apapun untuk 
meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satunya PT. PLN 
(Persero) yang merupakan perusahaan milik negara dalam 
naungan Kementerian BUMN yang memberikan pelayanan 
dalam penyediaan jasa dan penjualan tenaga listrik di 
Indonesia.  

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, penyediaan 
tenaga listrik kepada masyarakat bersumber pada UUD RI 
No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Bahwasanya, 
tenaga listrik memiliki kedudukan yang sangat penting 
dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan 
nasional. Usaha penyediaan tenaga listrik dipegang oleh 
negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan 
dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga 
listrik dalam jumlah yang cukup, menyeluruh dan bermutu. 
Oleh sebab itu, PT. PLN (Persero) memberikan perhatian 
khusus saat berlangsungnya kegiatan pelayanan dalam hal 
pemenuhan kebutuhan pelanggan supaya penerapannya 
dapat memuaskan pelanggan.  

Indonesia saat ini dianggap telah mengalami 
pertumbuhan dari segi perekonomian dengan baik. Sebab, 
mayoritas dari perusahaan milik pemerintah tersebut sudah 
memperdagangkan sebagian bidang usaha yang mengatur 
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kebutuhan hidup masyarakat banyak. Dengan harapan bisa 
memenuhi kebutuhan dan kemauan kepada masyarakat, agar 
dapat mempertahankan citra yang baik berupa pemberian 
layanan yang berkualitas. Melihat keadaan demikian, 
masyarakat akan merasa dihargai dan tidak merasa diabaikan 
haknya. Sehingga, masyarakat sebagai pelanggan dari jasa 
yang ditawarkan oleh perusahaan milik pemerintah akan 
merasa puas.  

Apabila jasa pelayanan berada di bawah tingkat yang 
diharapkan, pelanggan akan merasa kurang atau tidak puas. 
Pelanggan yang merasa tidak puas terhadap mutu pelayanan 
yang diberikan, dengan sendirinya akan menceritakan 
kepada orang lain sebagai komplain atas ketidakpuasannya. 
Dengan begitu, pengukuran kepuasan dalam pelayanan yang 
diberikan oleh PT. PLN (Persero) pada masyarakat wajib 
senantiasa dilakukan untuk mengetahui dan merencanakan 
strategi yang lebih baik di masa mendatang. Agar tercipta 
peningkatan mutu layanan untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan dan meminimalisir masalah. 

Sebagai bukti nyata kepedulian terhadap pelanggan, 
PT. PLN (Persero) bertransformasi di era digitalisasi 
bisnis dengan meluncurkan aplikasi PLN Mobile untuk 
memudahkan pelayanan pada pelanggan. Mengutip dari 
(Bisnis.com) aplikasi tersebut dirilis pada tanggal 31 
Oktober 2016 oleh Direksi PLN bertepatan dengan upacara 
Hari Listrik Nasional ke-71. PLN Mobile merupakan suatu 
aplikasi Mobile Customer Self Service yang terintegrasi 
dengan Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu (APKT) 
dan Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) yang 
digunakan untuk melakukan pengaduan dan keluhan terpadu. 
Sehingga, pelanggan lebih mudah mendapatkan informasi 
dari fitur-fitur aplikasi tersebut berupa: cek tagihan dan 
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riwayat token, pembelian token listrik, permohonan pasang 
baru, perubahan daya, penyambungan sementara, cek status 
pengaduan dan permohonan, informasi tarif listrik terkini, 
berita terkini mengenai PLN, informasi pemeliharaan listrik 
dan telepon contact center PLN. Aplikasi PLN Mobile bisa di 
dapatkan pelanggan melalui pengunduhan dan penginstalan 
melalui Google Play Store, App Store, dll. 

Meskipun PT. PLN (Persero) sudah berusaha 
memberikan pelayanan yang baik, namun belum menjamin 
adanya kepuasan pelanggan dalam menyampaikan 
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 
penyediaan jasa tenaga listrik. Masih ada beberapa keluhan 
pelanggan yang belum tertangani dengan tanggap dan cepat. 
Berikut ini hasil observasi yang terjadi di PLN ULP Indrapura 
Surabaya. 

Tabel 1. Keluhan  Pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Indrapura. 

No  Jenis  
Keluhan  

Indikator  Produk  Keluhan  Total 
Keluhan  

1.  Layanan 
Komunikasi  

Responsivenes 
(Ketanggapan)  

Pasang Baru / 
Instalasi  

50  

2.  Ketepatan 
Layanan  

Realibility 
(Keandalan)  

Kabel Putus  40  

3.  Ketidakpastian 
Waktu Dan Biaya  

Assurance 
(Jaminan)  

KWH Meter  35  

4.  Kemudahan 
Layanan  

Attention 
(Perhatian)  

Tagihan Listrik  25  

Sumber: PT PLN (Persero) ULP Indrapura

Dari data diatas menunjukkan total laporan keluhan 
pada pelanggan di PT. PLN (Persero) ULP Indrapura yang 
berjumlah 150 laporan dalam 3 bulan terakhir, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa keluhan tersebut muncul adanya 
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permasalahan pada kualitas pelayanan dalam produk-
produk layanan di PT. PLN (Persero) ULP Indrapura yang 
belum dilakukan secara maksimal, Adapun permasalahan 
yang paling signifikan dari data tersebut yaitu pada jenis 
keluhan layanan komunikasi yang berkaitan dengan indikator 
kualitas layanan responsivenes (ketanggapan). Tidak hanya 
itu, peneliti juga mengambil 

 
Gambar 1.  Jumlah Pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Indrapura  

Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Indrapura, 2023

Dari penjabaran diatas, bahwa jumlah pelanggan atau 
pengguna listrik di wilayah Indrapura mengalami kenaikan 
yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir yakni: jenis 
tegangan menengah dengan jumlah 353 pelanggan yang di 
dominasi sektor usaha atau bisnis, sedangkan jenis tegangan 
rendah berjumlah 207.555 pelanggan yang di dominasi oleh 
sektor umum atau rumah tangga.   

Mengingat dunia digitalisasi begitu marak dari 
berbagai bidang, maka PT. PLN (Persero) tidak ketinggalan 
pula untuk meningkatkan kualitas produk berupa aplikasi 
PLN Mobile. Apalagi sebanyak 80,1% penggunaan internet 
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di Indonesia untuk mencari informasi. Demikian, peluang PT. 
PLN (Persero) dalam mengembangkan kepuasaan pelayanan 
sangat memudahkan pelanggan dalam berinteraksi tentang 
ketenagalistrikan. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk 
menemukan hasil seberapa banyak sales promotion atau 
promosi penjualan dan kepuasan layanan yang diberikan PT. 
PLN (Persero) kepada pelanggan dalam bentuk layanan yang 
berbasis online.  

 
TELAAH PUSTAKA 
Kualitas Pelayanan  

Riyanto (2018) menyatakan kualitas merupakan 
kelengkapan fitur suatu produk atau jasa yang mempunyai 
kemampuan untuk memberikan kepuasan terhadap suatu 
kebutuhan. Kualitas yakni cara sederhana untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan, dalam menekankan kepuasan 
pembeli atau nasabah (Riau, 2018). Sedangkan Armistead 
dan Clark (2019) berpendapat bahwa kualitas pelayanan 
ialahsuatu kemampuan perusahaan untuk memberikan 
pelayanan terbaik yang bermutu dibanding dengan 
pesaingnya. Kemudian, Rohman (2019) mengemukakan 
bahwa pelayanan berasal dari kata layan dan kata kerjanya 
adalah melayani, yang berarti membantu dan menyediakan 
segala apa yang diperlukan orang lain. Definisi kualitas sebagai 
kondisi dinamis yang dimana berhubungan dengan produk, 
jasa, sumber daya manusia, proses dan juga lingkungan yang 
melebihi harapan (Ariana, 2016). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diartikan 
bahwa kualitas pelayanan ialah sebuah harapan untuk 
mencapai tujuan dalam suatu kegiatan yang berkaitan 
dengan pemasaran produk atau jasa. Kualitas tidak selalu 
tentang layanan atau barang-barang yang mahal. Namun, 
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kualitas berupa produk atau layanan yang mudah dijangkau, 
efisien, efektif serta aman untuk terus-menerus dievaluasi 
dan ditingkatkan. Adapun Indikator kualitas pelayanan 
terdiri dari: tangible, realibility, responsivenes, assurance dan 
emphaty. 

Aplikasi PLN Mobile  

Menurut Muryono (2022) aplikasi PLN Mobile 
ialah perangkat lunak yang dibuat untuk memberikan 
seputar informasi-informasi produk PLN. Anggoro (2019) 
mengemukakan bahwa aplikasi mobile resmi yang 
diluncurkan untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan, 
berisikan layanan informasi dan komunikasi interaktif antara 
pelanggan dengan PLN perihal layanan ketenagalistrikan. 
Aplikasi PLN Mobile menyajikan data terpadu pelanggan 
dengan tingkat validasi, akurasi dan keamanan data yang 
dapat dipertanggung jawabkan (Brier & Jayanti, 2020). 
Sedangkan, menurut Saputra (2021) aplikasi PLN Mobile 
merupakan sistem yang diciptakan dengan banyak kegunaan 
agar dapat membantu dan memudahkan pelayanan pada 
pelanggan. Selanjutnya, PLN Mobile yakni layanan mandiri 
pelanggan berbasis teknologi smartphone android dan iOS 
yang terhubung dengan fitur online terpusat sebagai tempat 
pengaduan keluhan pada gangguan listrik (Khairuzzaman, 
2016). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diartikan 
bahwa aplikasi PLN Mobile termasuk produk inovasi dari 
PLN yang berkerjasama dengan PT Indonesia Coment Plus 
sebagai anak perusahaan PLN. Aplikasi tersebut diluncurkan 
bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, 
namun juga untuk mempermudah dan mengefisiensi 
waktu dalam layanan pelanggan. Jika dibandingkan dengan 
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pelayanan secara offline, pelayanan kurang maksimal dan 
kurang efektif dilihat dari masih banyaknya keluhan pada 
pelanggan. Indikator aplikasi PLN Mobile terdiri dari: isi / 
konten aplikasi, keakuratan aplikasi, format / bentuk aplikasi, 
kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna. 

Promosi  

Menurut  Arisandy (2018) promosi adalah suatu 
kegiatan yang dilakukan untuk menarik dan mempertahankan 
konsumen. Lalu, promosi merupakan upaya untuk 
mendorong pembelian atau penjualan dari suatu produk 
atau jasa (Jurini, 2020). Sedangkan, menurut Amanah (2017) 
promosi ialah salah satu kegiatan pemasaran yang dilakukan 
oleh perusahaan utuk memasarkan barang atau jasa yang 
dihasilkan. Kemudian, promosi adalah variabel dalam 
bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh 
perusahaan untuk memasarkan produk dan jasanya (Fitriana 
& Utami, 2017). Terakhir, menurut Putri (2016) promosi 
merupakan upaya dari pemasar dalam menginformasikan 
dan memepengaruhi orang atau pihak lain untuk tertarik 
melakukan transaksi atau untuk melakukan pertukaran 
produk atau jasa yang dipasarkannya. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diartikan 
bahwa promosi adalah sebuah usaha perusahaan yang 
dilakukan guna mendorong minat pembelian dari konsumen 
serta untuk mempertahankan pelangan pada suatu produk 
maupuan jasa. Indikator promosi terdiri dari: periklanan, 
promosi penjualan, hubungan masyarakat, informasi dari 
mulut ke mulut dan hadiah. 
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Kepuasan Pelanggan  

Menurut Kotler dalam buku dari (Kasmir, 2012)  
kepuasan pelanggan merupakan penilaian dari pelanggan 
atas penggunaan barang maupun jasa dibandingkan dengan 
harapan sebelum pengunaannya. Kepuasan pelanggan ialah 
istilah yang menggambarkan tingkat kepuasan yang dialami 
pelanggan ketika mengkonsumsi produk atau jasa yang 
di keluarkan oleh produsen (Fadil & Utama, n.d.). Philip 
Kotler dalam buku dari (Dharmawati, 2019) menyatakan 
bahwa when all departments of the company work together 
to serve the interests of customers, the result is integrated 
marketing. Selanjutnya, Bandu (2017) mengatakan bahwa 
kepuasan pelanggan yakni tentang bagaimana yang sudah 
dialami pelanggan atas pelayanan yang telah diberikan 
dibanding dengan apa yang mereka inginkan. Sedangkan 
definisi kepuasan pelanggan dari Trisnawandari (2016) yaitu 
perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja dengan 
hasil yang dirasakan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diartikan 
bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat penilaian dari 
pengguna atau konsumen yang merasa puas terhadap 
pelayanan yang di berikan produsen dari produk maupun 
jasa. Indikator kepuasan pelanggan terdiri dari: kualitas 
produk, kualitas pelayanan, keluhan dan citra. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
untuk menggambarkan serta menjelaskan suatu kondisi atau 
fenomena dalam berbagai variabel penelitian. Kemudian, 
adanya sebuah kejadian yang bisa diobservasi serta dapat 
diungkapkan melalui sesi wawancara maupun bahan-bahan 
dokumenter. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian 
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yang berlandaskan positivistic (data konkrit). Penelitian 
tersebut berupa pengukuran angka-angka menggunakan 
statistik sebagai alat uji hitung. Berkaitan dengan masalah 
yang akan diteliti untuk menghasilkan kesimpulan, 
sedangkan filsafat positivistic digunakan pada populasi atau 
sampel tertentu. 

Populasi yang digunakan yakni pengguna aplikasi 
dengan sebanyak 42.591 pelanggan di PT. PLN (Persero) 
ULP Indrapura Surabaya dari sektor industri dan umum. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini 
yakni Simple Random Sampling. Karena semua sampel dari 
populasi memiliki kriteria yang sesuai dengan yang peneliti 
tentukan. Simple Random Sampling adalah teknik sederhana 
pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa melihat 
kesamaan atau strata yang dilakukan dalam populasi. Cara 
ini digunakan apabila anggota populasi dianggap homogen 
atau sama dan tidak dapat dibedakan.  

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari PT. PLN 
(Persero) ULP Indrapura pada tahun 2023 sebanyak 42.591 
pelanggan. Agar mempermudah peneliti, maka ukuran 
sampel minimal yang ditetapkan oleh teknik linier regresi 
dengan jumlah 10% dari populasi. Berikut perhitungan 
rumus dari Slovin dalam (Nuraeni, 2016) : 
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kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 
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Teknik pengolahan data penelitian ini adalah analisis 
regresi linier berganda yang menggunakan penghitungan 
komputasi dengan program SPSS (Statistical Product and 
Service Solution). Dikarenakan program tersebut memiliki 
kemampuan analisis statistik cukup tinggi dan sistem 
manajemen data pada lingkungan grafis berupa menu 
deskriptif serta tabel dialog yang sederhana, sehingga mudah 
dipahami cara pengoperasiannya. 
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PEMBAHASAN 
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 
Pelanggan 

Berdasarkan dari hasil uji t (parsial) yang sudah diolah 
dapat diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan pada 
variabel Kualitas Pelayanan (X ) terhadap variabel Kepuasan 
Pelanggan (Y). Dapat dibuktikan dengan nilai t hitung = 2,422 
pada Sig 0,017 hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih 
besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai Sig lebih kecil 
dari 0,05 yang artinya bahwa variabel Kualitas Pelayanan 
bisa dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi variabel 
Kepuasan Pelanggan. Jadi, hipotesis yang menyatakan bahwa 
“Diduga Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh terhadap 
Kepuasan Pelanggan PT. PLN ULP Indrapura Surabaya” 
diterima.  

Pembahasan diatas bahwa terdapat pengaruh positif 
antara Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan. Jadi, 
dapat disimpulkan semakin baik kualitas pelayanan yang 
diberikan PT. PLN ULP Indrapura Surabaya kepada pelanggan 
maka tingkat kepuasan pelanggan juga semakin meningkat. 

Pengaruh Aplikasi PLN Mobile Terhadap Kepuasan 
Pelanggan 

Berdasarkan dari hasil uji t (parsial) yang sudah diolah 
dapat diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan pada 
variabel Aplikasi PLN Mobile (X ) terhadap variabel Kepuasan 
Pelanggan (Y). Dapat dibuktikan dengan nilai t hitung = 6,152 
pada Sig 0,00 hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih 
besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai Sig lebih kecil 
dari 0,05 yang artinya bahwa variabel Aplikasi PLN Mobile 
bisa dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi variabel 
Kepuasan Pelanggan. Jadi, hipotesis yang menyatakan bahwa 
“Diduga Aplikasi PLN Mobile mempunyai pengaruh terhadap 
Kepuasan Pelanggan PT. PLN ULP Indrapura Surabaya” diterima.  
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Pembahasan diatas bahwa terdapat pengaruh positif 
antara Aplikasi PLN Mobile dengan Kepuasan Pelanggan. 
Jadi, disimpulkan bahwa pelanggan PT. PLN (Persero) ULP 
Indrapura dapat diuntungkan dengan menggunakan Aplikasi 
PLN Mobile melalui fitur-fiturnya yang bermanfaat sehingga 
timbul kepuasan pada pelanggan. 

Pengaruh Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan  
Berdasarkan dari hasil uji t (parsial) yang sudah diolah 

dapat diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel 
Promosi (X ) terhadap variabel Kepuasan Pelanggan (Y). 
Dapat dibuktikan dengan nilai t hitung = 4,609 pada Sig 0,00 
hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari nilai 
t tabel sebesar 1,985 dan nilai Sig lebih besar dari 0,05 yang 
artinya bahwa variabel Promosi tidak bisa dijadikan sebagai 
dasar untuk memprediksi variabel Kepuasan Pelanggan. 
Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa “Diduga Promosi 
mempunyai pengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan PT. PLN 
ULP Indrapura Surabaya” diterima.  

Pembahasan diatas dapat diketahui bahwa ada 
pengaruh positif antara Promosi dengan Kepuasan Pelanggan. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Promosi yang dilakukan PT. 
PLN ULP Indrapura Surabaya kepada pelanggan memuaskan. 

Pengaruh Simultan Kualitas Pelayanan, Aplikasi PLN 
Mobile dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan 

 Berdasarkan dari hasil analisis uji F (Simultan) dapat 
diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 76,737 pada sig 0,00, 
berarti menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan, Aplikasi PLN 
Mobile dan Promosi mempunyai pengaruh secara signifikan 
terhadap variabel terikat yaitu Kepuasan Pelanggan. Jadi, 
hipotesis yang diajukan diduga ada pengaruh Kualitas 
Pelayanan, Aplikasi PLN Mobile dan Promosi mempunyai 
pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap Kepuasan 
Pelanggan PT. PLN ULP Indrapura Surabaya diterima.  
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Pembahasan diatas bahwa penelitian ini dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan bagi pihak PT. PLN ULP 
Indrapura Surabaya apabila ingin meningkatkan Kepuasan 
Pelanggan, maka dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 
Kualitas Pelayanan, Aplikasi PLN Mobile dan Promosi. 

KESIMPULAN & SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan uji 
hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, ada 
beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1.	 Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan di PT. PLN 
(Persero) ULP Indrapura Surabaya dengan hasil nilai 
signifikansi yang telah dihitung. 

2.	 Aplikasi PLN Mobile secara parsial berpengaruh 
positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan di PT. 
PLN (Persero) ULP Indrapura Surabaya dengan hasil 
nilai signifikansi yang telah dihitung. 

3.	 Promosi secara parsial berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan di PT. PLN (Persero) 
ULP Indrapura Surabaya dengan hasil nilai signifikansi 
yang telah dihitung. 

4.	 Kualitas pelayanan, aplikasi PLN Mobile dan promosi 
secara simultan berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan di PT. PLN (Persero) 
ULP Indrapura Surabaya dengan hasil nilai signifikansi 
yang telah dihitung. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 
diketahui bahwa kualitas pelayanan, aplikasi PLN Mobile dan 
promosi mempunyai pengaruh yang baik secara simultan 
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(bersama-sama) terhadap kepuasan pelanggan. Dengan 
demikian, semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan 
kepada pelanggan dan ditingkatkannya aplikasi PLN Mobile 
dan promosi dari Perusahaan maka kepuasan pelanggan 
akan lebih meningkat. Berikut adalah berbagai saran yang 
diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian: 

1.	 Dari hasil analisis pernyataan responden mengenai 
Kualitas Pelayanan, Aplikasi PLN Mobile dan Promosi 
terhadap kepuasan pelanggan secara keseluruhan 
dapat dikatakan baik. Namun, ada beberapa hal yang 
perlu menjadi perhatian Perusahaan yakni harus lebih 
meningkatkan inovasi baru dalam hal promosi. Agar 
dapat membuat pelanggan puas ketika mengambil 
keputusan dalam menggunakan Aplikasi PLN Mobile 
dan supaya banyak masyarakat yang mengetahui atau 
mengenal Aplikasi PLN Mobile. Maka Perusahaan 
harus mempromosikannya tidak hanya di satu titik 
tempat, namun juga di beberapa titik yang terdapat 
banyak masyarakat sedang beraktivitas. Agar 
masyarakat memiliki rasa tertarik untuk mengambil 
keputusan menggunakan Aplikasi PLN Mobile. 

2.	 Dalam hal kepercayaan, Perusahaan harus tetap 
mepertahankan pelanggannya untuk menggunakan 
Aplikasi PLN Mobile karena kehandalan teknologi 
informasi yang baik. Maka sebagian besar pelanggan 
percaya bahwa Aplikasi PLN Mobile praktis, cepat 
dan dapat menghemat waktu saat digunakan apabila 
terjadi sesuatu atau pelanggan ingin menambah daya 
listrik baru. Demikian, pelanggan hanya menghubungi 
call center 123 yang ada didalam Aplikasi PLN Mobile 
tersebut tanpa dikenakan biaya pulsa (gratis). 

3.	 Dalam kualitas pelayanannya harus lebih diutamakan 
dan lebih ditingkatkan lagi untuk menerima setiap 
pengaduan dan keluhan pelanggan dalam masalah 
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kelistrikan dengan respon pelayanan yang cepat 
tanggap dan dapat dihandalkan, maka membuat 
pelanggan tetap yakin menggunakan Aplikasi PLN 
Mobile. Dalam hal aplikasi ada sebagian besar 
pelanggan mengeluhkan bahwa Aplikasi PLN Mobile 
terkadang mengalami gangguan seperti: ketika log 
in tiba-tiba aplikasi tidak berfungsi dengan baik, jadi 
keluar dengan sendirinya. Ada baiknya Perusahaan 
meng-upgrade situs dan terus memperbaiki 
aplikasinya agar lebih cepat dan mudah saat digunakan 
untuk mengakses Aplikasi PLN Mobile. 

4.	 Untuk pihak yang ingin meneliti lebih lanjut, dapat 
menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi 
Kepuasan Pelanggan, dengan faktor-faktor lain pada 
Aplikasi PLN Mobile, seperti: kesetiaan merek, nilai 
pelanggan dan lain-lain. 
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PENDAHULUAN 

Isu-isu terkait Pemilu dan Pilkada  serentak di tahun 
2024 memang selalu menarik untuk dibahas. Mulai dari isu 
yang berkaitan dengan regulasi dan mekanisme pengaturan 
pemilu, teknis pelaksanaan hingga  isu dan wacana terkait 
calon kandidat dan peserta pemilu. Berkaitan dengan hal 
tersebut, kurang rasanya apabila kita juga tidak membahas 
mengenai isu wacana digitalisasi Pemilu. Pelaksanaan Pemilu 
2024 mendatang dinilai memiliki tantangan tersendiri, 
terutama menyangkut kecepatan informasi dan data. Kondisi 
tersebut mesti disikapi dengan tepat di tengah perkembangan 
teknologi digital yang semakin maju. Beberapa prinsip 
yang diterapkan dalam pengembangan digitalisasi pemilu. 
diantaranya meliputi upaya meningkatkan derajat pemilu 
demokratis, memudahkan para pihak (pemilih dan peserta), 
menjamin keamanan digital, dan membuat data pemilu 
terbuka. Mendukung hal tersebut, KPU dalam era digital 
mengaplikasikan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), 
Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM), Sistem 
Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), dan Sistem Informasi 
Pencalonan (SILON). 
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Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 
berkomitmen melakukan kerja sama dengan stakeholder 
(para pemangku kepentingan) yang terkait mengawasi 
transparansi dana kampanye partai politik. Ikhtiar tersebut 
sebagai upaya Bawaslu, menjamin transparansi penerimaan, 
penggunaan, dan pelaporan dana kampanye peserta Pemilu 
Serentak 2024. Selama ini pengawasan Bawaslu dalam 
laporan dan transaksi dana kampanye baru sebatas menilai 
asas kepatuhan partai politik dalam melakukan laporan,  
jika terjadi keterlambatan pelaporan dana kampanye atau 
ada  tidaknya korelasi akuntan publik yang melakukan audit 
laporan dana kampanye. Adapaun stakeholder yang dimaksud 
dalam melakukan pengawasan transaksi dana kampanye 
adalah lembaga yang memiliki wewenang melacak aliran 
transaksi dana, contohnya PPATK dan OJK. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU)  merilis Laporan Awal 
Dana Kampanye (LADK) 18 partai politik (parpol) peserta 
Pemilu 2024.  Menurut catatan KPU, PDI Perjuangan menjadi 
partai politik dengan LADK paling besar mencapai lebih 
dari Rp 183 miliar. Di urutan kedua, ada Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI) dengan LADK sebesar Rp 33 miliar. Sementara, 
LADK Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi yang terkecil, 
yakni Rp 301 juta.. Penyampaian LADK merupakan upaya 
untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum, akuntabel, 
dan transparansi dalam pemilu. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 Undang-undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kegiatan kampanye 
Pemilihan Umum didanai dan menjadi tanggung jawab 
peserta Pemilihan Umum. LADK memuat sejumlah formulir 
kelengkapan, di antaranya, formulir daftar penerimaan 
sumbangan dana kampanye, formulir laporan aktivitas 
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, hingga formulir 
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laporan awal dana kampanye calon anggota legislatif (caleg).  
Partai politik peserta Pemilu 2024 menyampaikan LADK 
kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melalui 
Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). 
Berdasarkan fenomena yang terjadi menjeleng Pemilu 
2024, maka digitalisasi, akuntabilitas dan transparansi dana 
kampanye Pemilu 2024,  menjadi hak mutlak yang perlu 
dicermati sebagai salah satu pendidikan politik bagi warga 
nega ra Indonesia. 

 
TELAAH PUSTAKA 
Partai Politik 

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir 
yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-
nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh 
kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), 
dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-
kebijakan mereka (Budiardjo, 2004). Menurut Bab 1 Pasal 
1 Ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 
Tahun 2011 bahwa, ”Partai  Politik  adalah  organisasi yang  
bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh  sekelompok  warga  
negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk  memperjuangkan  dan  
membela  kepentingan  politik anggota, masyarakat,  bangsa  
dan  negara,  serta  memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan  
Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
Dengan demikian partai politik merupakan lembaga publik 
yang dibentuk dalam upaya membangun kesadaran politik 
yang dapat digunakan masyarakat Indonesia dalam rangka 
kewajibannya sebagai waraga negara Indonesia untuk peduli 
dan memelihara keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  
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Indonesia  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

Fungsi Partai Politik 

Budiardjo (2004) menyatakan ada empat fungsi 
partai politik, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, 
rekruitmen politik dan pengelolaan konflik. Penjabaran dari 
keempat fungsi tersebut, adalah sebagai berikut : 

a.	 Sarana Komunikasi Politik. 

Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi 
masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di 
masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah 
penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada 
(interest aggregation) agar dapat di rumuskan secara lebih 
terstruktur atau teratur (interest articulation). Selanjutnya, 
partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu 
usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah 
agar menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai 
politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, 
sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan 
antara pemerintah dan masyarakat. 

b.	 Sarana Sosialisasi Politik. 

Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas 
masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri 
sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai 
politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran 
anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan 
tanggungjawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut 
dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyatanya dapat 
berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan 
lain-lain. 
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c.	 Sarana Rekruitmen Politik. 
Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan 

mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai 
anggota partai politik tersebut (political recruitment). Hal ini 
merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. 
Selain itu, rekruitmen politik yang di arahkan pada generasi 
muda potensial menjadi sarana untuk mempersiapkan 
regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik. 

d.	 Sarana Mengelola Konflik. 
Partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul 

di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika 
demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan 
pendapat. Dengan demikian fungsi partai politik dalam 
kehidupan demokrasi di Indonesia, tidak boleh dianggap 
“remeh”. Partai politik menjadi “alat” yang digunakan dalam 
membangun Pemerintahan di Indonesia yang sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Dalam penyelenggaraan Pemilu, terdapat beberapa 

lembaga yang terlibat untuk menunjang kelancaran proses 
pemilu. Salah satu lembaga yang terlibat dan berperan 
besar adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum. menurut 
Pasal 1 Butir ke-6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, KPU atau Komisi 
Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara 
pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang 
bertugas untuk melaksanakan pemilu. KPU memiliki visi 
dan misi tertentu untuk melancarkan penyelenggaraan 
pemilu. Berikut ini adalah visi dan misi KPU. Visi  Menjadi 
Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, 
dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER 
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JURDIL atau Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan 
Adil. Misi 

1.	 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu 
yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta 
aksesibel; 

2.	 Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi 
dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan 
mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu; 

3.	 Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan 
kepastian hukum, progresif, dan partisipatif; 

4.	 Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu untuk 
seluruh pemangku kepentingan; 

5.	 Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam 
pemilu, pemilih berdaulat negara kuat; dan 

6.	 Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi 
informasi dalam penyelenggaraan pemilu. 

 
Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan transparansi 
dan akuntabilitas keuangan partai politik mulai banyak 
dilakukan. Kholmi (2010) menyatakan secara empiris bahwa 
menurut persepsi konstituen akuntabilitas keuangan partai 
politik dalam kategori sedang dan rendah, baik pelaporan 
keuangan tahunan maupun pelaporan keuangan dana 
kampanye. Diperlukan upaya untuk mendorong partai politik 
meningkatkan akuntabilitas keuangan, antara lain adanya 
regulasi yang jelas dari pemerintah dan KPU, penegakan 
hukum yang efektif, adanya pengawasan atau kontrol 
keuangan partai politik dari tim independen, administrasi 
parpol yang tertib, parpol lebih terbuka atas dana kampanye, 
lebih meningkatkan peran akuntan, dan membangun 
kredibilitas parpol.  
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Hasil penelitian Novianti (2010) tentang pengukuran 
akuntabilitas politik KPU Kabupaten Situbondo pada 
Pelaksanaan Pilkada 2010, bahwa KPU sebagai lembaga yang 
bersifat Independen dalam melaksanakan kinerjanya harus 
tetap berpegang teguh pada aturan perundang-undangan 
yang ada dan diperlukan azas keterbukaan. Kholmi (2013) 
melakukan penelitian terhadap 5 partai politik di Malang, 
yaitu Partai Demokrat, PDI, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan 
PPP, dan dapat disimpulkan bahwa pengurus partai politik 
sependapat untuk menerapkan tiga kategori akuntabilitas 
keuangan dalam mengelola organisasi partai politik, yaitu 
akuntabilitas keuangan tahunan; akuntabilitas keuangan 
dana kampanye; dan akuntabilitas keuangan dana bantuan 
APBD. Sebagian besar responden menjawab sangat setuju 
(47,26%) dan setuju (43,24%) adanya akuntabilitas 
keuangan partai politik, tetapi masih terdapat pengurus 
partai sangat tidak setuju (2,31%) atas akuntabilitas 
keuangan partai politik. Responden juga sangat tidak setuju 
jika partai melakukan penyusunan program dan rencana 
keuangan, partai membuat rekening khusus dana kampanye, 
dan partai memiliki rekening atas nama partai masing-
masing prosentase jawaban responden 17,65%.  

Rachmatie (2013) dengan penelitiannya tentang partai 
politik sebagai lembaga publik, tidak terkecuali dituntut 
melakukan pelayanan informasi terhadap publik yang ingin 
mengakses segala jenis informasi yang diatur oleh undang-
undang. Namun, berdasarkan laporan ICW, betapa sulitnya 
partai politik memberikan informasi yang diminta oleh pihak 
ICW. Hasil penelitian Sugiwa (2014) mengungkap 5 partai 
politik dengan perolehan suara tertinggi di 5 kabupaten/
kota di provinsi Bali memenuhi unsur kepatuhan ketepatan 
waktu pelaporan dan pelaporan sumbangan dana kampanye 
pada pemilu legislatif 2014.  
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Diputra (2015) penelitian ini menunjukkan bahwa; 
1) KPU Kabupaten Bangli telah melaporkan pengelolaan 
anggaran hibah dalam pelaksanaan Pilkada Bangli tahun 
2015 secara transparan dan akuntabel, 2) Pasangan Calon 
(Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2015 sudah 
melaporkan dana kampanye secara transparan dan akuntabel 
sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 yang dibuktikan 
dengan pemberian opini patuh dari KAP dan 3) Kendala yang 
dihadapi dalam proses pertanggungjawaban dari KPU adalah 
adanya transisi regulasi serta kurangnya pemahaman Paslon 
dalam membuat laporan dana kampanye.  

Permadi (2015) menyatakan bahwa pemahaman 
pengurus partai politik di DPC PDIP Kota Mojokerto terhadap 
kewajiban pelaporan keuangan sesuai Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tergolong sangat rendah. DPC PDIP 
Kota Mojokerto juga tidak menyajikan laporan keuangan 
sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
partai politik. Dari segi transparansi dan akuntabilitas, partai 
politik belum menyajikan laporan keuangan yang dapat 
memenuhi kriteria tersebut.  

Mufazzal (2017) hasil penelitiannya ini menunjukkan 
bahwa 5 partai politik dominan di Provinsi Aceh belum 
menerapkan standar transparansi sesuai dengan undang-
undang tentang keterbukaan informasi publik, sedangkan 
dalam sisi akuntabilitas menunjukkan Partai Aceh dan Golkar 
telah menunjukan cukup baik, sedangkan Nasdem, Demokrat 
dan PAN masih jauh dari harapan. 

LINGKUP KAJIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan 
menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur 
review. Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif 
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tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik 
yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang 
sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum 
diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah 
dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney, A. 
S., & Tewksbury, 2013). 

 
PEMBAHASAN 
Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye 

Partai politik hendaknya bersifat akuntabel dan 
memiliki auditas internal maupun eksternal agar tidak 
terjadi split personality pimpinan atau anggota dengan 
masalah hukum, Elwood (1993). Sehingga partai politik 
bersih dari tuduhan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kholmi 
(2010) menyatakan secara empiris bahwa menurut persepsi 
konstituen akuntabilitas keuangan partai politik dalam 
kategori sedang dan rendah, baik pelaporan keuangan tahunan 
maupun pelaporan keuangan dana kampanye. Diperlukan 
upaya untuk mendorong partai politik meningkatkan 
akuntabilitas keuangan, antara lain adanya regulasi yang jelas 
dari pemerintah dan KPU, penegakan hukum yang efektif, 
adanya pengawasan atau kontrol keuangan partai politik 
dari tim independen, administrasi parpol yang tertib, parpol 
lebih terbuka atas dana kampanye, lebih meningkatkan 
peran akuntan, dan membangun kredibilitas parpol. 
Pandangan ini, membenarkan teori Elwood (1993) bahwa 
ketika akuntabilitas keuangan partai politik dalam kategori 
sedang bahkan rendah, maka perlu dipertanyakan apakah 
pimpinan atau anggota partai tersebut, sering mendapatkan 
tuduhan hukum (korupsi, kolusi dan nepotisme) atau tidak. 
Banyak kasus korupsi akhir-akhir ini terungkap, melalui 
media massa, Kepala Daerah selalu identik dengan kasus 
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“suap”. Hampir semua daerah di Indonesia, ada saja yang 
tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang semakin 
gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Hal ini menjadi fenomena dan tanda tanya besar, benarkah 
partai politik yang merupakan “penghasil” pimpinan maupun 
kepala daerah, merupakan sarang korupsi? Akibat rendahnya 
tingkat akuntabilitas keuangan partai politik ? 

 Tidak semua partai politik pada saat pelaksanaan 
Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) mau terbuka terhadap 
pengelolaan dana kampanyenya, padahal setiap partai politik 
wajib melakukan transparansi dan akuntabilitas keuangan 
partainya terhadap publik. Hal ini didukung pernyataan 
Rachmatie (2013) tentang partai politik sebagai lembaga 
publik, tidak terkecuali dituntut melakukan pelayanan 
informasi terhadap publik yang ingin mengakses segala 
jenis informasi yang diatur oleh undang-undang. Namun, 
berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), 
betapa sulitnya partai politik memberikan informasi yang 
diminta oleh pihak ICW. Partai politik menyelenggarakan 
beberapa fungsi, Bastian (2007:151) pertama, partai politik 
sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik menyalurkan 
aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta 
mengaturnya sedemikian rupa, sehingga kesimpangsiuran 
pendapat dalam masyarakat menjadi berkurang. Kedua, 
partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi 
politik diartikan sebagai proses sikap dan orientasi seseorang 
terhadap fenomena politik dalam mengikuti kecenderungan 
masyarakatnya. Selain itu, sebagai pelaku pendidikan politik 
bagi anggotanya dan masyarakat luas, warga negara republik 
Indonesia juga sadar akan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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Terkait dengan fungsi partai politik sebagai pelaku 
pendidikan politik bagi anggota nya dan masyarakat luas, 
sampai hari ini, masih belum dapat terlaksana dengan 
baik. Citra partai politik di masyarakat dan kepercayaan 
masyarakat terhadap partai politik pasca reformasi, masih 
rendah. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang 
melakukan gerakan “Golput” atau tidak mencoblos pada saat 
Pemilu Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah, bahkan Pemilihan 
Presiden. Bagi masyarakat, siapapun pemimpinnya, tidak 
akan merubah nasib mereka. Anggapan masyarakat ini tentu 
saja boleh dikatakan benar, karena banyak partai politik 
yang gagal melakukan salah satu fungsinya, yaitu fungsi 
partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Banyak 
partai politik lupa menyalurkan aneka ragam pendapat 
dan aspirasi masyarakat, ketika menjadi pemenang dalam 
Pemilu. Banyak anggota partai yang setelah menjadi anggota 
DPR, Kepala Daerah maupun Presiden, “mencederai” 
hati nurani masyarakat yang telah memilihnya, dengan 
melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntabilitas 
partai politik menjadi indikator penting agar tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin 
meningkat, dan mengurangi adanya “Golput” dalam setiap 
pelaksaan pemilu. Akuntabilitas partai politik menurut 
pandangan Bastian (2017) merupakan pertanggungjawaban 
keuangan organisasi partai politik, sebagai suatu entitas 
yang menggunakan dana publik yang besar, harus transparan 
sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal 
yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini didukung penelitian 
Kholmi (2013) yang melakukan penelitian terhadap 5 partai 
politik di Malang, yaitu Partai Demokrat, PDI, Golkar, PKS, 
PAN, PKB, dan PPP, yang dapat disimpulkan bahwa pengurus 
partai politik sependapat untuk menerapkan tiga kategori 
akuntabilitas keuangan dalam mengelola organisasi partai 
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politik, yaitu akuntabilitas keuangan tahunan; akuntabilitas 
keuangan dana kampanye; dan akuntabilitas keuangan dana 
bantuan APBD. Sebagian besar responden menjawab sangat 
setuju (47,26%) dan setuju (43,24%) adanya akuntabilitas 
keuangan partai politik, tetapi masih terdapat pengurus 
partai sangat tidak setuju (2,31%) atas akuntabilitas 
keuangan partai politik. Responden juga sangat tidak setuju 
jika partai melakukan penyusunan program dan rencana 
keuangan, partai membuat rekening khusus dana kampanye, 
dan partai memiliki rekening atas nama partai masing-
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tetapi dalam pelaksanaanya, masih sebagian kecil responden 
dalam penelitian tersebut menolak.  

Digitalisasi Dana Kampanye 
Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye 
(SIKADEKA) 

Dana kampanye telah diatur dalam Peraturan KPU 
(PKPU) Nomor 18 Tahun 2023. Dalam aturan ini tercatat 
bahwa sumber dana awal kampanye dapat diperoleh dari 
sumbangan perorangan maupun kelompok, perusahaan, 
dan/atau badan usaha non-pemerintah. Sikadeka 
merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan 
untuk membantu dalam mengelola kegiatan kampanye, 
pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye peserta 
Pemilu tahun 2024. Pengadaan Sikadeka KPU ini dilakukan 
untuk mendukung kelancaran jalannya pemilu. Di samping 
itu, keberadaan sikadeka ini juga menunjukkan keterbukaan 
informasi terkait penyelenggaraan tahapan pemilu, 
khususnya pada saat kampanye. 
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Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 
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Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 Bab IX Pasal 105 
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur : 

(1)	 Dalam pelaksanaan tahapan pelaporan Dana Kampanye, 
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu 
dan KAP dengan memanfaatkan teknologi informasi 
berupa Sikadeka yang berpedoman pada Peraturan 
Komisi ini.  

(2)	 Peserta Pemilu menggunakan Sikadeka sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun dan 
menyampaikan Laporan Dana Kampanye.  

(3)	 KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sikadeka 
dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye, serta 
pelaksanaan pengadaan KAP.  

(4)	 KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 
Sikadeka dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye 
dan penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye.  

Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 Bab IX Pasal 106 
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur :  

(1)	 KPU membuka akses Sikadeka untuk Pasangan Calon 
dan Partai Politik tingkat pusat yang telah mengajukan 
surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada 
KPU melalui Sikadeka.

(2)	 KPU Provinsi membuka akses Sikadeka untuk Calon 
Anggota DPD yang telah mengajukan surat permohonan 
pembukaan akses Sikadeka kepada KPU Provinsi 
melalui Sikadeka.

(3)	 Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dibuat dengan menggunakan formulir CONTOH SURAT 
PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA 
PESERTA PEMILU.
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(4)	 Ketentuan mengenai formulir CONTOH SURAT 
PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA 
PESERTA PEMILU sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.  

(5)	 KPU dan KPU Provinsi mengirimkan persetujuan 
permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada 
Pasangan Calon, Partai Politik tingkat pusat, dan Calon 
Anggota DPD melalui surat elektronik yang tercantum 
pada surat permohonan pembukaan akses Sikadeka 
dengan menggunakan formulir MODEL-PERSETUJUAN 
AKSES SIKADEKA PESERTA PEMILU.  

(6)	 Ketentuan mengenai formulir MODEL-PERSETUJUAN 
AKSES SIKADEKA PESERTA PEMILU sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran 
XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Komisi ini.  

 
Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 Bab IX Pasal 107 
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur :  

(1) 	 KAP yang melakukan audit Laporan Dana Kampanye 
mengajukan permohonan akses  Sikadeka kepada KPU.  

(2) 	 Permohonan akses Sikadeka sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir 
CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES 
SIKADEKA KAP.

(3) 	 Ketentuan mengenai formulir CONTOH SURAT 
PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA KAP 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum 
dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
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(4) 	 KPU mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan 
akses Sikadeka kepada KAP melalui surat elektronik 
yang tercantum pada surat permohonan pembukaan 
akses Sikadeka dengan menggunakan formulir MODEL-
PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA KAP.  

(5) 	 Ketentuan mengenai formulir MODEL-PERSETUJUAN 
AKSES SIKADEKA KAP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.  

 
Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 Bab IX Pasal 108 
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur :  

(1)	 KPU memberikan akses pembacaan data Laporan 
Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada: a. 
Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/
Kota; d.lembaga negara yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang; dan e. lembaga negara 
yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana 
korupsi.  

(2)	 Akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang 
ada pada Sikadeka sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diberikan setelah ada pengajuan permohonan akses 
Sikadeka kepada KPU.  

(3)	 KPU mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan 
akses pembacaan data Sikadeka  melalui surat elektronik 
yang tercantum pada surat permohonan pembukaan 
akses pembacaan data Sikadeka dengan menggunakan 
formulir MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA 
PEMANGKU KEPENTINGAN.  

(4)	 Ketentuan mengenai formulir MODEL-PERSETUJUAN 
AKSES SIKADEKA PEMANGKU KEPENTINGAN 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum 
dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.   
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Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 Bab IX Pasal 109 
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur :  

(1)	 KPU mengumumkan informasi penerimaan dan 
pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu.  

(2)	 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setiap hari secara berkala melalui laman KPU.  

KESIMPULAN 

Dengan menggunakan Sistem Informasi Kampanye 
dan Dana Kampanye (SIKADEKA), informasi tentang 
kontribusi dana kampanye dapat dicatat dan diverifikasi 
secara transparan, mengurangi risiko praktik korupsi atau 
pengaruh yang melanggar hukum dalam proses politik. Selain 
itu, juga dapat digunakan untuk memperkuat transparansi 
dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan mencatat secara 
terbuka setiap transaksi keuangan di Sistem Informasi 
Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA),  publik dapat 
melacak pengeluaran publik dan memastikan anggaran 
digunakan secara efektif, akuntabel dan transparan. 
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 PENDAHULUAN 

Teknologi yang semakin berkembang dapat 
memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat dari 
berbagai macam profesi. Kesiapan sarana dan prasarana 
serta sumber daya manusia menjadi hal yang utama dari 
semua perubahan yang terjadi. 

Pada era transformasi yang serba digital menimbulkan 
dampak yang luar biasa bagi organisasi/perusahaan, 
terutama yang berkaitan dengan pola bekerja bagi karyawan 
yang ada didalamnya. Beradaptasi dari pola tradisional 
menjadi digital tidaklah mudah dilakukan, namun perlu 
adanya pembelajaran bagi karyawan untuk mencapai tujuan 
yang diharapkan oleh organisasi. Tidaklah menjadi mudah 
untuk semua dapat menerima terjadinya masa peralihan 
tersebut, baik dari sisi karyawan maupun organisasi. 

Karyawan dianggap sebagai pihak yang dominan atas 
perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar, 
dikarenakan sebagai penggerak jalannya semua kegiatan 
yang ada. 

Rasionalitas serta informasi dapat mempengaruhi 
perilaku manusia, hal ini seperti yang diungkapkan oleh 
Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 yang memperkenalkan 
tentang theory of reasoned action yang mengungkapkan 

16



1 Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, 
Dan Social Learning Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 

1  PHKA, Dirjen. 2008. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga: 
Dipa BA-29 Tahun 2008. Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata 
Alam Direktorat Jenderal PHKA

2  Ujud, Tahajuddin. 2015. Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. 
Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, Jakarta

264 Book Chapter : Era Digitalisasi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis untuk Keberlangsungan Perusahaan 

dengan keyakinannya bahwa manusia pada umumnya 
melakukan tindakannya dengan cara menggunakan 
rasionalitas dan informasi, (Icek Ajzen & Fishbein, 1980). 
Mempertimbangkan dari dampak perilaku, maka terlebih 
dahulu sebelum memberi keputusan untuk melakukan atau 
tidak melakukan perilakunya.  

Pada tahun 1988 theory of reasoned action oleh Ajzen 
dikembangkan dengan  theory of planned behavior yang 
terjadi penambahan determinan didalamnya yaitu perceived 
behavioral control atau kontrol perilaku yang dipersepsikan, 
(I. Ajzen, 1991, hal. 179-211). 

Atas dari teori itulah maka terjadi perubahan perilaku 
karyawan dalam melakukan pekerjaannya, oleh karenanya 
salah satu aspek dari fungsi manajemen yaitu controlling 
menjadi bagian yang utama dalam kegiatan organisasi.  

 
KAJIAN TEORI 

1.	 Theory of Planned Behaviour (TPB) 

Theory of Planned Behaviour atau lebih dikenal 
dengan istilah TPB menjelaskan tentang perilaku individu 
yang ditimbulkan adanya niat individu itu sendiri untuk 
berperilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal dan 
eksternal, (Mahyarni, 2013).  

Teori ini menjelaskan tentang model psikologi yang biasa 
dilakukan untuk meramalkan perilaku seseorang. Teori ini 
digunakan untuk meramalkan serta menjelaskan tingkah 
laku seseorang secara spesifik.  
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Gambar 1. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1988) 

2.	 Perilaku Manusia 

Perilaku manusia (Human Behaviour) merupakan 
reaksi yang memiliki sifat sederhana dan kompleks, secara 
luas tidak hanya ditinjau dari sikap saja. Pembahasan tentang 
perilaku dari teori motivasi, memberikan penekanan yang 
berbeda jika ditinjau dari sisi teori belajar dan sudut pandang 
yang lainnya. Namun yang perlu dapat disimpulkan bahwa 
perilaku manusia tidaklah mudah dipahami dan diprediksi.  
          

 
                                          Gambar 2. Teori Lingkungan 
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Gambar 2 menjelaskan tentang manusia memiliki 
perilaku yang unik, artinya tidak terdapat kesamaan antar 
dan inter manusia itu sendiri, baik dalam hal kepandaian, 
bakat, sikap, minat, maupun kepribadiannya. Manusia 
berperilaku dikarenakan adanya tujuan yang hendak dicapai. 
Terdapat kebutuhan pada diri manusia maka menimbulkan 
motivasi, sehingga manusia melakukan aktifitasnya. Disaat 
tujuan tercapai, maka menimbulkan kepuasan pada diri 
manusia itu sendiri. 

 
3.	 Pengertian Kontrol Perilaku

Kontrol perilaku adalah komponen yang melengkapi 
Theory Planned Behavior untuk memprediksi intensi atau 
niat konsumen dalam berperilaku. Kontrol perilaku mengacu 
pada keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan 
suatu perilaku yang mereka sukai, (I. Ajzen, 1991). Kontrol 
perilaku adalah persepsi individu mengenai kemudahan atau 
kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu yang mengacu 
pada keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan 
suatu perilaku.  

Kontrol perilaku dapat juga diartikan sebagai 
pemahaman mengenai sederhana atau kompleksnya dalam 
melakukan perbuatan atas dasar pada pengalaman terdahulu 
dan kendala yang dapat dicari solusinya dalam melakukan 
suatu perbuatan, (Feldman, 2012). Pada situasi tertentu 
kontrol perilaku dan bentuk perilaku akan bervariasi sesuai 
dengan situasi yang dihadapi konsumen, (I. Ajzen, 1991).  

Kontrol perilaku didefinisikan sebagai persepsi 
seseorang terhadap hambatan dalam melakukan suatu 
perilaku. Kontrol perilaku memandang pengendalian yang 
dimiliki seseorang terhadap perilakunya berada pada sebuah 
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kontinum dari perilaku yang mudah dilakukan dengan usaha 
dan sumber daya yang cukup. Dalam teori perilaku terencana, 
mengemukakan bahwa persepsi kontrol dipengaruhi 
oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber 
daya berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan 
kesempatan yang mendukung atau menghambat perilaku 
yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya 
tersebut dalam mewujudkan perilaku tersebut, (Mahyarni, 
2013). Kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada 
faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja perilaku yang 
dapat dikategorikan menjadi dua komponen. Bagian pertama 
adalah kepercayaan diri individu dalam kemampuannya 
untuk melakukan tingkah laku. Bagian kedua, di sisi lain, 
disebut sebagai kondisi memfasilitasi, mengacu pada 
ketersediaan sumber daya diperlukan untuk terlibat dalam 
perilaku, (Sartika Dani, 2020).  

Ketika individu semakin merasakan banyak faktor 
yang menjadi pendukung dan hanya sedikit faktor yang 
menghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka 
akan lebih besar kontrol yang dapat mereka rasakan atas 
perilaku tersebut serta begitu juga sebaliknya, semakin 
sedikit individu merasakan faktor pendukung dan banyak 
faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, 
maka individu akan cenderung mempersepsikan diri sulit 
untuk melakukan perilaku tersebut.  

Berdasarkan pemaparan beberapa teori di atas 
dapat disimpulkan bahwa kontrol perilaku adalah persepsi 
individu/seseorang terhadap sesuatu yang melibatkan 
faktor-faktor tertentu apakah terdapat kemudahan ataupun 
kesulitan terhadap tindakan/perilaku yang dilakukan. 



1 Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, 
Dan Social Learning Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 

1  PHKA, Dirjen. 2008. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga: 
Dipa BA-29 Tahun 2008. Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata 
Alam Direktorat Jenderal PHKA

2  Ujud, Tahajuddin. 2015. Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. 
Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, Jakarta

268 Book Chapter : Era Digitalisasi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis untuk Keberlangsungan Perusahaan 

PEMBAHASAN 

Era digital menjadikan pimpinan organisasi mengubah 
pola untuk melakukan pengawasan yang berbeda dari 
pola yang sebelumnya (tradisional), dikarenakan hampir 
sebagian besar pekerjaan dilakukan secara digital mulai dari 
perencanaan sampai dengan tahap pengawasan. Pengawasan 
bagi organisasi menjadi yang paling utama dari tiap tahapan 
fungsi manajemen, terutama pengawasan karyawan. 
Karyawan menjadi sumber dari setiap aktifitas organisasi, 
oleh karenanya diperlukan yang Namanya kontrol perilaku 
pada karyawan.

Kontrol perilaku tidaklah mudah untuk dilakukan 
oleh pimpinan dari organisasi itu sendiri, karena bagian 
didalamnya terdapat faktor niat dan kemauan dari masing-
masing individu.

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang 
mengatakan bahwa  terdapat hubungan yang signifikan 
antara variabel kontrol perilaku dengan perilaku yang 
dikerjakan oleh individu atas dasar kemauan dari dalam diri, 
(Icek Ajzen, 2020).

Kontrol perilaku  dapat dipengaruhi oleh beberapa 
kemungkinan karena adanya kondisi yang mendukung 
atau menghambat suatu perilaku  dan persepsi yang 
mempengaruhi tiap kondisi untuk mempermudah atau 
mempersulit melakukan perilaku.

Disaat kesempatan dan peluang kepercayaan yang 
diberikan oleh individu atau dalam hal ini adalah karyawan, 
maka akan mempengaruhi perilaku tanpa didasari rasa niat 
itu sendiri, (Barbera & Ajzen, 2020). Oleh karenanya perilaku 
karyawan dalam melakukan kegiatan bekerja tidak dibatasi 
oleh kondisi yang mendukung atau yang bersifat menghambat, 
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karena perilaku karyawan lebih mengutamakan kearah 
kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan pekerjaan 
dengan pencapaian tujuan dari organisasi. 

KESIMPULAN 

Kontrol perilaku seseorang dipengaruhi oleh 
banyak faktor, dikarenakan kondisi yang mendukung 
atau menghambat suatu perilaku dan persepsi yang 
mempengaruhi tiap kondisi untuk mempermudah atau 
mempersulit melakukan perilaku, terutama pada karyawan 
di lingkungan pekerjaannya.

Adanya kesempatan dan kepercayaan yang dimiliki 
oleh individu, serta sedikitnya hambatan maka semakin 
tinggi persepsi kontrol terhadap perilaku.
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PENDAHULUAN

Pemasaran halal adalah proses menciptakan, 
mengkomunikasikan, dan menyampaikan produk atau jasa 
yang sesuai dengan prinsip dan nilai Islam kepada konsumen 
Muslim (Irfany, Khairunnisa, & Tieman, 2023). Digitalisasi 
adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi 
proses bisnis, produk, dan layanan (Zulfa Nadiya & Rahmawaty, 
2023). Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 
dan 2012, yang dicirikan oleh kelahiran digital, kesadaran 
sosial, dan keragaman mereka (Ahmed, 2023). Dimana para 
Gen Z memiliki kesadaran digital yang tinggi karena hidup di 
Tengah perkembangan teknologi yang canggih.

Ketiga konsep diatas saling terkait dalam konteks 
industri halal global, yang keuntungannya akan mencapai 
$3,2 triliun pada tahun 2024 (Islamic Service of America, 
2023). Muslim Gen Z, yang terdiri dari 11% dari populasi 
dunia, membentuk landscape industri halal dengan cara 
yang sebelumnya tidak terbayangkan. Dengan kemampuan 
mereka untuk terhubung secara global melalui media sosial 
dan teknologi, Muslim Gen Z menggunakan suara mereka 

17
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untuk menuntut lebih banyak produk dan layanan halal, 
terutama di bidang kosmetik, fashion, makanan, dan traveling 
di berbagai negara (Ahmed, 2023) 

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim 
terbesar di dunia, menawarkan potensi pengembangan yang 
besar untuk pembiayaan berbasis Syariah dan industri halal 
yang mencakup makanan, pariwisata, fashion, dan perbankan. 
Menurut Dr. Ebi Junaedi dari Universitas Indonesia, Indonesia 
menduduki peringkat ke-4 di antara negara-negara dengan 
skor indikator Ekonomi Syariah tertinggi di dunia pada tahun 
2022 (Salama, 2023b). Selain itu, Indonesia juga menduduki 
peringkat ke-6 untuk keuangan syariah, peringkat ke-2 untuk 
makanan halal, peringkat ke-3 untuk fashion muslim, dan 
peringkat ke-9 untuk kategori farmasi dan kosmetik (Salama, 
2023b)

Sebuah studi yang dilakukan di Indonesia mengenai 
Generasi Z Muslim menunjukkan bahwa mereka banyak 
menghabiskan waktu untuk makan di warung dan restoran 
daripada makan di rumah dibandingkan dengan generasi 
sebelumnya. Studi ini diatas juga menemukan bahwa 
keyakinan agama, paparan, dan alasan kesehatan sangat 
berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran halal, yang 
mana hal tersebut dapat berkontribusi positif dalam 
meningkatkan minat untuk membeli makanan halal. Di sisi 
lain, Gen Z tidak terlalu tertarik untuk merek-merek Islami 
sehingga tidak terlalu mempengaruhi minat beli Muslim 
Generasi Z terhadap produk halal (Febriandika, Wijaya, & 
Hakim, 2023) 

Indonesia terus menunjukkan skor yang relatif 
tinggi dalam modal sosial, yang mengacu pada manfaat 
dan keuntungan yang diperoleh dari hubungan sosial, 
kepercayaan, kerja sama, norma, dan nilai bersama dalam 
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masyarakat. Generasi milenial dan Gen-Z membentuk pasar 
halal masa depan di Indonesia karena lebih dari 70% orang 
Indonesia mengandalkan media sosial untuk mencari tahu 
tentang makanan halal baru. Pada Januari 2021, Indonesia 
berada di peringkat ketiga setelah China dan India dengan 
jumlah pengguna media sosial mencapai 170 juta orang. 
Generasi milenial dan Gen-Z dengan 55% dari total populasi 
merupakan konsumen potensial keuangan syariah dan 
industri halal di Indonesia. (Salama, 2023b) 

Pertumbuhan industri halal yang pesat menghadirkan 
peluang yang signifikan untuk investasi, ekspor, dan intra-
perdagangan di antara negara-negara anggota dan komunitas 
Muslim. Untuk memanfaatkan potensi ini, para pemangku 
kepentingan harus fokus pada pembangunan ekosistem 
yang mendukung, mengatasi tantangan pembiayaan, dan 
mengoptimalkan manajemen rantai pasok pada industry 
halal (Salama, 2023a).

Dari penjelasan di atas, peluang produk halal untuk 
masuk dan dipasarkan di Indonesia menjadi sangat besar 
potensinya. Memasarkan produk kepada konsumen Gen 
Z bisa menjadi tantangan, tetapi juga akan memberikan 
keuntungan. Muslim Gen Z adalah segmen yang besar dan 
berpengaruh dalam industri halal global, dan Indonesia 
yang memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda dari 
generasi sebelumnya.  

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kajian teori, 
metode kajian dan pembahasan mengenai bagaimana 
memasarkan produk halal pada generasi Z muslim di 
Indonesia. Tulisan ini memberikan gambaran kepada para 
praktisi pemasar produk halal untuk masuk ke pasar Gen Z 
yang ada di Indonesia. 
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KAJIAN TEORI  
Generasi Z 

Generasi Z (juga dikenal sebagai Gen Z atau Zoomers) 
adalah kelompok demografis yang menggantikan Generasi 
Milenial dan mendahului Generasi Alfa. Para peneliti dan 
media populer menggunakan istilah Gen Z dengan tahun 
kelahiran akhir tahun 1990-an sebagai tahun kelahiran 
awal dan awal tahun 2010-an sebagai tahun kelahiran akhir 
. Anggota Generasi Z adalah generasi sosial pertama yang 
tumbuh dengan akses Internet dan teknologi digital portable 
yang cukup memadai sejak usia muda, menjadikan mereka 
“penduduk asli digital” (Itsnaini & Widyanti, 2022; Wikipedia, 
2023). Dibandingkan dengan generasi sebelum, kemampuan 
dan adaptasi mereka terhadap penggunaan teknologi dan 
internet yang lebih cepat menjadi pembeda dari generasi 
sebelumnya.

Menurut sebuah penelitian terbaru, 27,2% dari 
populasi Muslim dunia terdiri dari Gen Z (Itsnaini & 
Widyanti, 2022). Sedangkan dalam hal agama, Muslim Gen 
Z dikenal dengan keterbukaan, kesetaraan, dan kebebasan 
berekspresi. Mereka adalah penduduk asli digital yang 
tumbuh di era di mana informasi sudah tersedia dan lebih 
menerima keberagaman (Yasin, 2018).

Secara keseluruhan, Muslim Gen Z adalah kelompok 
orang yang beragam yang membuat jejak mereka di dunia 
digital dengan berbagai cara. Mereka dikenal karena 
pandangan progresif mereka dan kesediaan mereka untuk 
menerima perubahan.



1Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, 
Dan Social Learning Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 

1  PHKA, Dirjen. 2008. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga: 
Dipa BA-29 Tahun 2008. Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata 
Alam Direktorat Jenderal PHKA

2  Ujud, Tahajuddin. 2015. Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. 
Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, Jakarta

275Book Chapter : Era Digitalisasi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis untuk Keberlangsungan Perusahaan 

Digitalisasi 
Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi 

digital untuk mengubah model bisnis, menciptakan aliran 
pendapatan baru dan peluang yang menghasilkan nilai. 
Proses ini melibatkan pengintegrasian alat dan sistem 
digital ke dalam berbagai aspek operasi bisnis, mulai dari 
manajemen dan komunikasi hingga produksi dan layanan 
pelanggan(Prysmian Group, 2022). Digitalisasi dapat 
membantu bisnis beradaptasi dengan perubahan kondisi 
pasar, memenuhi ekspektasi pelanggan, dan mengoptimalkan 
proses mereka untuk efisiensi dan produktivitas yang lebih 
besar(Walkme, 2023).  

Pemasaran Halal
Pemasaran halal adalah proses menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menyampaikan produk atau jasa 
yang sesuai dengan prinsip dan nilai Islam kepada konsumen 
Muslim (Irfany et al., 2023).  Pemasaran halal adalah sebuah 
konsep yang didasarkan pada paradigma bahwa Islam 
mempengaruhi pilihan konsumen Muslim. Pemasaran halal 
mengacu pada promosi dan penjualan produk dan layanan 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana 
dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah .(Shah, Azhar, & Bhutto, 
2020) Pemasaran halal biasanya mencakup pemasaran dalam 
aspek makanan dan minuman, gerai makanan, obat-obatan, 
dan produk perawatan pribadi di mana bahan-bahannya 
membuat perbedaan apakah produk tersebut diizinkan 
(Halal) atau dilarang (Haram) (Bano, 2022; Shah et al., 2020), 
atau produk yang sudah resmi bersertifikasi halal  

Pemasaran halal dapat digunakan sebagai strategi 
segmentasi, targeting, dan positioning untuk menarik 
konsumen Muslim, serta konsumen dari latar belakang 
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agama atau etika lain yang menghargai produk dan layanan 
halal. Pemasaran halal juga dapat membantu pemasar untuk 
membedakan penawaran mereka dari para pesaing dan 
menciptakan citra merek yang positif (Bano, 2022; Shah et 
al., 2020).

METODE KAJIAN 

Metode dalam penulisan menggunakan studi 
literatur dari berbagai sumber diantaranya, artikel jurnal 
internasional, dan nasional, buku, informasi berita yang dan 
kredibel sumbernya mengenai pemasaran halal dan Gen Z.

PEMBAHASAN  

Strategi pemasaran halal adalah proses merancang, 
mengembangkan, dan mempromosikan produk atau layanan 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memenuhi 
kebutuhan dan preferensi konsumen Muslim (Irfany et al., 
2023). Generasi Z, atau Gen Z, adalah kelompok orang yang 
lahir antara tahun 1995 dan 2010, yang merupakan generasi 
digital, sadar sosial, dan sadar lingkungan (Ahmed, 2022; 
Polas, Raju, Hossen, Karim, & Tabash, 2022; Wikipedia, 2023). 
Perlu penulis hubungkan bagaimana pemasaran halal pada 
generasi Z. Untuk beradaptasi dengan generasi Z, pemasar 
halal perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

-	Targeting yang jelas: Gen Z memiliki kepedulian 
dengan dampak konsumsi diri, lingkungan, masyarakat, dan 
keyakinan mereka. Mereka ingin membeli dari merek yang 
memiliki nilai-nilai yang sama dengan mereka dan memiliki 
tujuan yang jelas di luar keuntungan. Pemasar halal harus 
mengkomunikasikan bagaimana produk atau layanan mereka 
berkontribusi terhadap kesejahteraan planet, masyarakat, 
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dan agama/kepercayaan (Irfany et al., 2023). Sebagai contoh 
apabila pemasaran halal mampu menunjukan produk ini 
tidak merusak lingkungan, free animal, halal dan bermanfaat 
bagi Kesehatan mereka makan produk tersebut akan lebih 
diperhatikan oleh konsumen Gen Z

-	Religiusitas: Gen Z muslim sangat kritis dan terbuka 
dalam hal keagamaan, mereka lebih suka pandangan agama 
yang moderat dan rasional dibandingkan agama yang 
doktrin dan tradisi. Keterbukaan dalam hal mengkaji agama 
sangat ditekankan pada pasar gen Z. Oleh karena itu dalam 
pemasaran halal yang menekankan aspek nilai syariah islam 
perlu ada aspek pengetahuan yang benar /logis dan jelas 
bukan doktrin sehingga produk halal yang dipromosikan 
dengan pengetahuan halal tersebut akan membuat gen Z 
memilih produk tersebut (Agarwala, Mishra, & Singh, 2019; 
Liza Nora & Nurul Sriminarti, 2023; Yasin, 2018)

-	Keaslian/bukan manipulatif: Gen Z sangat skeptis 
terhadap iklan tradisional dan lebih memilih untuk 
mengandalkan promosi dari mulut ke mulut (word of mouth), 
ulasan online, dan influencer kredibel di media sosial 
(Ahmed, 2023). Mereka mencari informasi yang jujur dan 
transparan dari merek yang dapat mereka percaya. Pemasar 
halal harus menggunakan sumber yang kredibel, seperti 
lembaga sertifikasi halal, untuk memverifikasi klaim mereka 
dan menampilkan testimoni dan kisah nyata dari pelanggan 
(Febriandika et al., 2023). Validasi dan keakuratan informasi 
sangat disukai oleh Gen Z, jangan sampai perusahaan dalam 
memasarkan produk halalnya menunjukkan sisi negatif 
seperti manipulatif informasi atau memasarkan produk tidak 
sesuai kenyataan. Gen Z akan mudah memviralkan produk 
tersebut ke media sosial dan membuat produk tersebut 
mendapatkan citra negatif.
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-	Personalisasi: Gen Z sangat beragam dan individualis. 
Mereka ingin mengekspresikan identitas dan preferensi 
mereka melalui pilihan mereka. Mereka juga mengharapkan 
merek halal dapat menawarkan solusi yang disesuaikan 
dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan mereka. 
Pemasar halal harus mensegmentasi target pasar mereka 
berdasarkan kriteria yang relevan, seperti usia, jenis kelamin, 
lokasi, gaya hidup, dan perilaku, serta menawarkan produk, 
layanan, dan pengalaman yang dipersonalisasi(Irfany et al., 
2023). Berdasarkan penelitian Polas et al (2022) menunjukkan 
generasi Z akan mengunjungi kembali restaurant halal apabila 
jasa tersebut dapat memberikan kualitas servis, lingkungan 
jasa restaurant halal, dan persepsi harga yang tepat. Mereka 
sangat kritis dalam resiko dan manfaat dikarenakan hal 
tersebut memberikan pengalaman pribadi bagi mereka. 
Mereka sangat detail menilai ekspetasi, resiko dan kenyataan 
jasa yang didapatkan. Jika pelayanan jasa mampu memberikan 
servis terbaik dan memberikan pengalaman personalisasi 
akan membuat Generasi Z sangat puas terhadap pelayanan 
jasa tersebut (Polas et al., 2022) - Teknologi and Digitalisasi: 
Perangkat teknologi dan digitalisasi memiliki peran penting 
sebagai media komunikasi bagi Gen Z (Wikipedia, 2023). 
Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Gen Z 
sangat melek terhadap tekonologi dan digitilalisasi. Mereka 
hanya membutuhkan smartphone,  yang tesambung oleh 
internet untuk mencari informasi yang mereka butuhkan, 
Oleh karena itu pemasar halal perlu mengkomunikasi melalui 
teknologi dan digitalisasi media sosial baik Instagram, tiktok, 
twitter untuk memberikan konten yang menarik bagi gen 
Z (Zulfa Nadiya & Rahmawaty, 2023). Pembelian produk 
Halal juga harus diakomodasi melalui media market place 
atau media sosial yang saling terintegrasi Dimana para Gen 
Z dapat mengakses untuk mengunjungi dan membelinya 
(Berakon, Wibowo, Nurdany, & Aji, 2023; Juliana et al., 2024) 
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KESIMPULAN

Strategi pemasaran halal perlu disesuaikan dengan 
preferensi dan karakteristik Generasi Z agar berhasil menarik 
perhatian dan memenuhi kebutuhan mereka. Faktor kunci 
yang harus diperhatikan pemasar halal diantaranya

Pertama, pemasar halal perlu menekankan tujuan 
dan nilai-nilai yang sejalan dengan kepedulian Generasi Z 
terhadap dampak konsumsi, lingkungan, masyarakat, dan 
keyakinan mereka 

Kedua, penting untuk menghindari pendekatan 
manipulatif dalam pemasaran. Generasi Z cenderung 
skeptis terhadap iklan tradisional dan lebih percaya pada 
promosi dari mulut ke mulut, ulasan online, dan influencer 
kredibel di media sosial. Oleh karena itu, pemasar halal 
perlu menggunakan sumber yang kredibel, seperti lembaga 
sertifikasi halal, untuk memverifikasi klaim mereka dan 
menampilkan testimoni nyata dari pelanggan.

Ketiga, personalisasi. Generasi Z sangat beragam dan 
individualis, sehingga pemasar halal perlu mensegmentasi 
target pasar mereka berdasarkan kriteria yang relevan 
dan menawarkan produk, layanan, dan pengalaman yang 
dipersonalisasi sesuai dengan preferensi dan keinginan 
individu dari generasi ini.

Terakhir, pemasaran halal harus memanfaatkan 
teknologi dan digitalisasi sebagai media komunikasi 
utama. pemasar halal perlu aktif berkomunikasi melalui 
platform-platform ini, memberikan konten yang menarik, 
dan memastikan ketersediaan produk halal melalui media 
market place atau media sosial yang terintegrasi.
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PENDAHULUAN 

Di era digital saat ini yang semakin maju, optimasi 
website menjadi faktor krusial dalam memperluas visibilitas 
serta  meningkatkan daya saing perusahaan untuk kesuksesan 
bisnis mereka. Salah satu teknik yang tak terhindarkan dalam 
upaya ini adalah SEO (Search Engine Optimization), suatu 
metode yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas lalu lintas pengunjung ke website melalui mesin 
pencari. Buku ini menjadi panduan yang ditujukan untuk 
pemula yang ingin memahami konsep SEO dengan bahasa 
yang santai dan mudah dipahami. Namun, buku ini tidak akan 
hanya membahas teknik-teknik SEO, melainkan juga akan 
menjelaskan bagaimana potensi digital bisa dioptimalkan 
untuk menjaga berkelanjutan perusahaan. 

Era digital yang saat ini kita jalani telah mengubah 
fundamental cara kita berkomunikasi, berbelanja, dan 
bahkan bekerja. Termasuk perusahaan-perusahaan juga 
harus mampu menangkap momentum ini dan memanfaatkan 
potensi digital untuk memaksimalkan berbagai aspek bisnis 
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1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 
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mereka. Namun, sebelum kita menyelami secara lebih 
mendalam, kita perlu memahami baik apa yang dimaksud 
dengan tren digital dan bagaimana pemanfaatan internet 
serta data e-commerce dapat membantu perusahaan dalam 
menjalankan strategi optimal mereka. 

Dalam bab-bab selanjutnya, buku ini akan membawa 
Anda melalui perjalanan yang menarik, mulai dari dasar-
dasar SEO hingga kompleksitas strategi digital yang dapat 
membantu perusahaan bertahan dan berkembang dalam era 
digital yang penuh tantangan. Dengan bahasa yang ringan dan 
penuh contoh praktis, Anda akan diajak untuk menjelajahi 
dunia digital dengan lebih percaya diri dan kompeten. 
Semoga buku ini akan memberikan wawasan yang berharga 
dalam menghadapi perubahan yang tak terhindarkan di era 
digital ini.(et al. 2022) 
 
KAJIAN TEORI
Panjang Konten 

Panjang konten adalah salah satu faktor yang 
memengaruhi SEO. Namun, tidak ada aturan pasti mengenai 
jumlah kata yang ideal untuk konten SEO. Berdasarkan 
studi yang dilakukan oleh Yoast pada tahun 2022, jumlah 
kata minimum yang diperlukan bervariasi tergantung pada 
jenis halaman. Sebagai contoh, halaman kategori (taxonomy 
pages) sebaiknya memiliki 250 kata atau lebih, sementara 
halaman produk (product pages) sebaiknya memiliki 200 
kata atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa panjang konten 
perlu disesuaikan dengan tujuan dan jenis halaman yang 
Anda buat. 
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Penggunaan Kata dalam Konten 
Penggunaan kata dan bahasa dalam konten juga 

memengaruhi SEO. Konten yang mudah dipahami dan 
menggunakan bahasa yang sederhana dapat membantu 
meningkatkan SEO. Ini berarti bahwa konten sebaiknya ditulis 
dengan bahasa yang tidak terlalu teknis atau rumit, sehingga 
mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, menemukan 
data atau studi yang mendukung klaim dalam konten 
dan menautkannya ke sumber asli juga dapat membantu 
meningkatkan SEO. Ini menunjukkan bahwa referensi dan 
dukungan data yang kuat dapat membantu membangun 
otoritas konten Anda di mata mesin pencari. 

Dalam rangka meningkatkan SEO konten Anda, 
penting untuk mempertimbangkan kedua faktor ini: panjang 
konten yang sesuai dengan jenis halaman dan penggunaan 
kata dan bahasa yang mudah dipahami. Dengan memahami 
bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi peringkat SEO, 
Anda dapat membuat konten yang lebih efektif dan relevan 
bagi pembaca dan mesin pencari.
 
METODE KAJIAN

Metode kajian ini bertujuan untuk mengoptimalkan 
potensi digital, khususnya dalam konteks SEO (Search Engine 
Optimization). Lingkup kajian mencakup berbagai teknik 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan 
peringkat sebuah website di mesin pencari, seperti Google. 
Berikut adalah metode kajian dan penjelasan lebih lanjut: 

Keyword Research (Penelitian Kata Kunci) : 
1.	 Penjelasan: Keyword research melibatkan pencarian 

kata kunci yang relevan dengan bisnis dan produk 
yang ditawarkan. Ini membantu dalam memahami kata 
kunci apa yang dicari oleh calon pelanggan dalam mesin 
pencari. 
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2.	 Metode Kajian: Penelitian dapat dilakukan dengan 
menggunakan alat seperti Ahrefs Keyword Explorer, 
Google Keyword Planner, atau Ubersuggest. Analisis data 
pencarian dan tren kata kunci adalah inti dari metode ini. 

On-Page Optimization (Optimisasi Halaman) : 

1.	 Penjelasan: On-Page Optimization melibatkan 
pengoptimalan elemen-elemen di dalam halaman 
website, termasuk judul, deskripsi, dan konten. Ini 
bertujuan untuk memasukkan kata kunci yang relevan 
dan membuat halaman lebih relevan dengan kata kunci 
tersebut. 

2.	 Metode Kajian: metode ini melibatkan penentuan kata 
kunci yang akan dioptimalkan pada halaman, penempatan 
kata kunci dalam judul, deskripsi, dan konten, serta 
pemantauan perkembangan peringkat halaman tersebut. 

Off-Page Optimization (Optimisasi di Luar Halaman): 

1.	 Penjelasan: Off-Page Optimization berkaitan dengan 
usaha untuk meningkatkan otoritas website dengan cara 
mendapatkan backlink dari website lain yang berkualitas. 
Backlink dari situs berkualitas dapat meningkatkan 
peringkat SEO. 

2.	 Metode Kajian: ini melibatkan strategi pembuatan 
konten berkualitas yang relevan dengan bisnis, produk, 
atau industri, sehingga dapat menarik perhatian situs 
lain untuk memberikan backlink. 

Mobile Optimization (Optimisasi Mobile) :

1.	 Penjelasan: mobile optimization adalah upaya 
memastikan bahwa website dapat diakses dan 
ditampilkan dengan baik pada perangkat mobile. Karena 
semakin banyak orang mengakses internet melalui 
ponsel, optimisasi mobile menjadi penting.
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2.	 Metode Kajian: metode ini mencakup pembuatan website 
yang responsif (responsive design) atau menciptakan 
versi mobile yang lebih sederhana dan sesuai dengan 
perangkat seluler. 

Content Creation (Pembuatan Konten): 

1.	 Penjelasan: Pembuatan konten berkualitas dan relevan 
dengan bisnis dan produk yang ditawarkan adalah kunci 
penting dalam SEO. Konten yang berkualitas dapat 
membantu meningkatkan peringkat SEO dan menarik 
pengunjung ke website. 

2.	 Metode Kajian: Ini melibatkan proses pembuatan konten 
yang informatif, relevan, dan menarik, serta penggunaan 
kata kunci dengan bijak dalam konten tersebut.(Trias 
Santoso 2013) 

 
PEMBAHASAN 
Tren Digital 

Tren digital mengacu pada evolusi teknologi digital 
yang dapat memengaruhi cara perusahaan beroperasi dan 
berinteraksi dengan konsumen. Dalam upaya pengoptimalan 
potensi digital, perusahaan diharuskan mampu untuk 
mengikuti bahkan mampu untuk meramalkan tren digital yang 
muncul. Misalnya, tren pembayaran digital telah berkembang 
pesat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk memaksimalkan 
potensi digital, perusahaan harus memastikan terlebih 
dahulu apakah mereka memiliki sistem pembayaran yang 
aman dan nyaman bagi konsumen mereka atau tidak. Selain 
itu, tren seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) 
dan analitik data juga dapat membantu perusahaan dalam 
mengoptimalkan potensi digital mereka. Contohnya, dengan 
menggunakan alat kecerdasan buatan, perusahaan dapat 
mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan meningkatkan 
personalisasi layanan pelanggan (Wibowo 2022). 
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Gambar 1.  Grafik Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia dalam 

5 Tahun Terakhir 

 
Gambar diatas merupakan grafik pertumbuhan 

pengguna Internet di Indonesia dalam 5 tahun terakhir : 

1.	 Menurut [We Are Social], di tahun 2022, pengguna 
internet di seluruh dunia mencapai 5,22 miliar orang 
atau sekitar 66,6% dari total populasi dunia. 

2.	 Penggunaan media sosial juga terus meningkat. 
Menurut [Hootsuite], di tahun 2022, pengguna media 
sosial di seluruh dunia mencapai 4,8 miliar orang atau 
sekitar 61,3% dari total populasi dunia. 

3.	 Selain itu, penggunaan perangkat mobile juga terus 
meningkat. Menurut [Statista], di tahun 2022, 
pengguna smartphone di seluruh dunia mencapai 3,8 
miliar orang atau sekitar 48,5% dari total populasi 
dunia. 

 
Statistik Penggunaan Internet 

Penggunaan internet di era ini sudah menjadi 
bagian dari kehidupan semua oramg. Memahami statistik 
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penggunaan internet merupakan kunci dalam merumuskan 
strategi digital yang efektif. Menurut data terbaru, 
sekitar 60% populasi dunia memiliki akses internet. 
Dalam pengoptimalan potensi digital, perusahaan dapat 
memanfaatkan popularitas media sosial atau platform online 
lainnya untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan 
interaksi dengan konsumen mereka. Misalnya, perusahaan 
dapat menggunakan media sosial guna mempromosikan 
produk, layanan, serta berinteraksi dengan pelanggan secara 
langsung, sehingga membangun hubungan yang lebih kuat. 

 
Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Survei 
Penetrasi Internet Indonesia 2023 

 
Dilihat dari data Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia 
mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. 
Yang kemudian meningkat 2,67% dibanding periode 
sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna yang 
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setara dengan 78,19% dari 275,77 juta jiwa. We Are Social 
(2022), menunjukkan bahwa di Indonesia pengguna internet 
mencapai 196,7 juta orang atau sekitar 70,2% dari total 
populasi. Hootsuite (2022), menyatakan bahwa terdapat 160 
juta orang atau sekitar 57,1% dari total populasi Indonesia 
adalah pengguna media sosial.  Statista (2022), mengatakan 
bahwa pengguna smartphone di Indonesia mencapai 149,5 
juta orang atau sekitar 53,3% dari total populasi Indonesia. 

Data E-commerce 
E-commerce telah menjadi salah satu elemen 

kunci dalam dunia bisnis saat ini. Data ecommerce dapat 
memberikan wawasan berharga kepada perusahaan 
mengenai perilaku konsumen, tren pembelian, dan preferensi 
konsumen. Dalam pengoptimalan potensi digital, perusahaan 
dapat menggunakan data e-commerce untuk mengidentifikasi 
peluang bisnis baru, meningkatkan layanan pelanggan, dan 
mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Selain itu 
keberadaan e-commerce sendiri membuat perusahaan tidak 
perlu mengeluarkan biaya berlebih untuk menyediakan 
banyak toko atau gedung dengan pegawai yang banyak. Hal 
ini juga tentunya akan meningkatkan keuntungan dengan 
menurunkan biaya operasional perusahaan atau bisa disebut 
dengan pengurangan harga produk. Salah satu contohnya 
adalah dengan menganalisis data e-commerce, perusahaan 
dapat menyesuaikan katalog produk mereka, menawarkan 
rekomendasi yang dipersonalisasi kepada konsumen, 
meningkatkan transaksi antar wilayah tanpa menggunakan 
toko fisik secara berlebih, dan memperoleh keunggulan 
kompetitif di pasar. Dengan demikian, memahami data 
e-commerce merupakan langkah penting dalam menghadapi 
tantangan era digital yang terus berubah dan kompetitif.
(Wirapraja and Aribowo 2018) 
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Statista Market Insights menyatakan bahwa jumlah 
pengguna e-commerce diperkirakan mencapai 178,94 juta 
orang di tahun 2022. Bahkan jumlahnya di proyeksikan 
mencapai 196,47 juta pengguna hingga akhir tahun 2023. 
Jumlah tersebut meningkat 12,79% dibandingkan tahun 
sebelumnya yang sebanyak 158,65 juta pengguna. Beberapa 
faktor yang menyebabkan peningkatan penggunaan 
e-commerce tersebut adalah tingginya angka pertumbuhan 
penduduk di Indonesia. Di tahun 2019, kelas menengah di 
Indonesia mencapai peningkatan sebesar 21% dari total 
populasi. Selain itu, perilaku konsumtif dari masyarakat 
di Indonesia juga menjadi alasan mengapa e-commerce di 
Indonesia  terus berkembang.  

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 
adanya 34,10% usaha yang melakukan kegiatan e-commerce 
hingga 15 September 2022. Persentase tersebut terus 
meningkat dibanding pada 31 Desember 2021 yang sebesar 
32,23%. BPS juga mencatat, 2,87 juta usaha daring tersebar 
di seluruh provinsi. Sebanyak 1,5 juta atau 52,22% usaha 
daring berada di Pulau Jawa. Yang disebabkan karena Jawa 
memiliki pangsa pasar besar hingga infrastuktur pendukung 
yang memadai. Menurut Statista, nilai transaksi e-commerce 
global pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 4,9 triliun 
dolar AS. Di Indonesia, e-commerce juga terus berkembang. 
Menurut Katadata, nilai transaksi e-commerce di Indonesia 
di tahun 2022 diperkirakan mencapai 82,7 miliar dolar AS. 

Nilai ekonomi sektor e-commerce pada 2022 sudah 
meningkat 22% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-
year/yoy) yang masih US$48 miliar. Jika dibanding sebelum 
pandemi, nilai ekonomi e-commerce Indonesia tahun ini 
bahkan naik 136% dari pencapaian tahun 2019 yang hanya 
US$25 miliar. Hal ini di karenakan pada masa pandemi 
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covid-19 pemerintah memberlakukan pembatasan sosial 
yang menyebabkan masyarakat sulit melakukan aktivitas 
diluar rumah, karena itu pelaku usaha memilih memanfaatkan 
e-commerce untuk tetap mempertahankan usahanya. 

Adapun data dari Bank Indonesia (BI), yang 
menunjukkan bahwa transaksi e-commerce di tahun 2022 
mencapai Rp 476,3 triliun atau tumbuh sekitar 18% dari 
2021 yang mencapai Rp 401 triliun. Sementara pertumbuhan 
transaksi e-commerce di 2021 di atas 50%. 
 
KESIMPULAN 

Buku ini membahas secara komprehensif mengenai 
pentingnya mengoptimalkan potensi digital dalam era digital 
yang semakin maju. Teknik SEO (Search Engine Optimization) 
menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan visibilitas 
dan daya saing bisnis melalui website. Berbagai teknik 
seperti on-page optimization, keyword research, off-page 
optimization, content creation, dan mobile optimization 
menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, 
penting untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami 
dan sederhana, serta menyertakan data atau studi yang 
mendukung klaim dalam konten, untuk meningkatkan 
efektivitas SEO. 

Peran SEO dalam digital marketing sangat penting, 
karena membantu meningkatkan visibilitas dan lalu lintas 
organik ke situs web. Namun, buku ini tidak hanya berfokus 
pada SEO, melainkan juga membahas tren digital, statistik 
penggunaan internet, dan data ecommerce. Mengikuti 
tren digital, memanfaatkan statistik penggunaan internet, 
dan menggunakan data e-commerce, perusahaan dapat 
memperoleh keunggulan kompetitif di pasar yang semakin 
digital ini. Membangun strategi digital yang cerdas dan 
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inovatif menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi 
digital.(Irfan Maulana, Jovanna Merseyside br. Manulang n.d.) 

Dalam menghadapi perubahan yang cepat dan peluang 
yang ditawarkan oleh teknologi digital, perusahaan harus 
siap untuk berubah dan berinovasi. Mengoptimalkan potensi 
digital bukan sekadar tren, melainkan merupakan langkah 
penting untuk kelangsungan perusahaan. Dengan langkah-
langkah tersebut, perusahaan dapat menghadapi masa depan 
yang semakin digital dengan percaya diri dan kompeten. 

Kajian ini memberikan wawasan yang berharga kepada 
para pembaca, khususnya pemula yang ingin memahami 
konsep SEO dan strategi digital. Dalam bahasa yang mudah 
dipahami dan penuh contoh praktis, kajian ini memandu 
pembaca untuk menjelajahi dunia digital dengan lebih 
percaya diri. 
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Pemulihan Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Era Next 
Normal, sedangkan jurnal penelitian dengan judul 
Tax Avoidance Berbanding Dengan Kinerja Keuangan 
Mempengaruhi Corporate Governance Dan Capital 
Intensity, Literasi Keuangan dan Uang Saku Sebagai 
Keputusan Berinvestasi: Perilaku Keuangan, Peran 
Devidend Policy Pada Solvensi dan Kinerja Keungan 
Terhadap Nilai Perusahaan, dll 

19.	 Marista Oktaviani,SE.,MM. Lahir di Surabaya dan 
menempuh pendidikan S1 Akuntansi di UMM. S2 
Manajemen di UMM. Saat ini penulis sebagi Dosen 
FEB di UMSurabaya. Adapun bidang ilmu yang 
ditekuninya tentang Manajemen Keuangan. Beberapa 
karya yang telah ditulisnya adalah: Buku dengan 
judul Perekayasaan Laba – Laporan Keuangan, Garda 
Nusantara, UMKM Membangun Desa Berpotensi sebagai 
Penggerak Perekonomian di Masa Pandemi, Mencari 
Peluang Dengan Mengalahan Risiko : Wirausaha 
Bangkit, sedangkan jurnal penelitian dengan judul 
Literasi Keuangan dan Uang Saku Sebagai Keputusan 
Berinvestasi: Perilaku Keuangan, Peran Devidend 
Policy Pada Solvensi dan Kinerja Keungan Terhadap 
Nilai Perusahaan, Strategic to Increase Firm Value with 
Earning Per Share and Current Ratio, dll. 

20.	 Budi Wahyu Mahardhika,SE.,ST.,MM. Lahir di 
Jakarta dan menempuh pendidikan S1 Manajemen di 
UNAIR. S2 Manajemen di UNS. Saat ini penulis sebagi 
Dosen FEB di UMSurabaya. Adapun bidang ilmu yang 
ditekuninya tentang Manajemen Keuangan. Beberapa 
karya yang telah ditulisnya adalah: Buku dengan judul 
Pengantar Manajemen, Dasar-Dasar Pengelolaan 
Keuangan, Manajemen Keuangan, Manajemen Risiko, 
Studi Kelayakan Bisnis, Bank dan Fintech, Praktikum 
Kewirausahaan dan beberapa Book Chapter. Sedangkan 
jurnal penelitian terkait tentang penelitian di Bidang 
Manajemen Keuangan, Investasi dan Risiko. 
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21.	 Anita Roosmawarni,SE.,M.S.E. Lahir di Probolinggo 
dan lulus S1 dari Prodi Ilmu Ekonomi di Universitas 
Brawijawa, S2 dari Prodi Magister Ilmu di Ekonomi 
Universitas Airlangga dan saat ini sedang menempuh 
S3 pada Prodi Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas 
Airlangga. Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap 
Asisten Ahli di FEB UMSurabaya. Pengampu mata 
kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, Matematika Ekonomi, 
Ekonomi Moneter, Ekonomi Pembangunan, Manajemen 
Bank. Penerima Hibah ristekdikti tahun 2017. 
Pembicara pada visiting lecture di University Selangor 
(UNISEL) Malaysia. Penulis buku ajar Marketing 
Syariah dan Keiwausahaan (Dasar dan Konsep). 
Beberapa judul karya yang telah ditulisnya : Marketing 
Framework of Small & Medium Enterprises (SME’s) 
Based on Marketing Mix Syariah, Model Pengembangan 
dan Pemetaan Potensi Jawa Timur Melalui Peranan 
Key Sector Kota/Kabupaten, Characteristic Analysis 
of Economy Growth of East Java Through Sectoral 
Approach, Analysis Of ROA, IOS, Tangebility Assets, 
Tax, Sales Growth And Its Effect On Capital Structure 
In Sub Sector Company Of Metal And Mineral Mining In 
Indonesia Stock Exchange. 

22.	 Dra.Siti Salbiyah,M.Kes. Saat ini penulis adalah 
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surabaya, berdomisili di Surabaya. 
Beberapa karya yang telah ditulisnya adalah  Motivation 
And Its Effect On Women’s Lecturer Performance 
In University of Muhammadiyah Surabaya, SSRG 
International Journal of Economics and Management 
Studies (IJEMS), 6(09), 48-55, Theory Of Planned 
Behavior Terhadap Kinerja Mahasiswa dengan Mind 
Mapping sebagai Mediasi. Journal BALANCE: Economic, 
Business, Management and Accounting Journal, 18(1), 
71-76, Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 
Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah 
Surabaya Tahun 2016. BALANCE: Economic, Business, 
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Management and Accounting Journal, 14(02), 
Implementasi Strategi Pemasaran Udang Vannamei 
Bagi Petani Tambak Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh 
Kabupaten Sampang. Balance Economics, Bussiness, 
Management and Accounting Journal, 8(2), 133-144. 
Untuk artikel lainnya dapat dilihat pada Google Scholar 
berikut  https://shorturl.at/ahkV1  

23.	 Muhammad Alhakim Danurwindo,SE.,MM. Lahir 
di Surabaya dan menempuh pendidikan S1 Prodi 
Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya. S2 
Prodi Magister Manajemen Universitas Pembangunan 
Nasional Jawa Timur. Pengalaman bekerja Sebagai Guru 
Ekstrakurikuler SD, Tenaga Administratif Fakultas, dan 
Dosen. Saat ini penulis adalah Dosen Tetap Universitas 
Muhammadiyah Surabaya. Adapun bidang ilmu yang 
ditekuninya tentang Manajemen Pemasaran dan 
Manajemen Strategik. Beberapa karya yang telah 
ditulisnya adalah Pengaruh Word Of Mouth, Lifestyle 
dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Pada 
Komunitas Red Koffiee Armina Daily. Improvement: 
Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2(2), 165-173, The Role 
of Perceived Usefulness, Customer Satisfaction, and 
Emotional Stability, to Continuance Intention of C2c 
Online Shop in Surabaya. Matrik: Jurnal Manajemen, 
Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan, 109-122, Mediation 
of Financial Literacy in Predicting Risk Tolerance on 
Muhammadiyah Organization Members in East Java. 
Sentralisasi:, 12(2), 46-59, New Customer Journey: 
Fenomena Baru Perjalanan Keputusan Pembelian 
Konsumen Pasca Pandemi. Buku Tantangan Pemulihan 
Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Era Next Normal.

24.	 Rosyidin Sulthoni Ramadhan, Lahir di Bojonegoro, 13 
Desember 1999 dan sedang menempuh pendidikan S1 
di Universitas Muhammadiyah Surabaya.  Pengalaman 
bekerja di PT PLN (Persero) Gardu Induk Surabaya 
Selatan, Sebagai Koordinator dan K3L, Saat ini penulis 
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adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan 
sambil bekerja. Adapun bidang ilmu yang ditekuninya 
tentang Manajemen Pemasaran. 

25.	 Gita Desipradani,S.Pd.,MM.,MSA. Lahir di Surabaya, 
Jawa Timur dan menempuh pendidikan S1 Pendidikan 
Ekonomi Akuntansi di Universitas Negeri Surabaya 
(UNESA). S2 Magister Manajemen Sumber Daya 
Manusia di STIE ABHI Surabaya dan Magister Sains 
Akuntansi di STIESIA Surabaya. Sebelum berkarir 
didunia pendidikan, penulis bekerja sebagai Sales 
Asuransi, Administrasi Logistik, Front Office dan Staf 
Akuntansi beberapa kantor di Surabaya . Saat ini penulis 
adalah dosen tetap Asisten Ahli di FEB UMSurabaya. 
Adapun bidang ilmu yang ditekuninya tentang 
Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, dan Akuntansi 
Sektor Publik. Beberapa karya yang telah ditulisnya 
adalah : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 
di Pemkot Surabaya, Financial Aid Accountability 
and Transparency Partai Amanat Nasional East Java, 
dan Variabel berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan Pemkot Surabaya. 

26.	 Halimatus Sa’diyah,SE.,M.Ak. Lahir di Sumenep Jawa 
Timur dan menempuh pendidikan S1 Akuntansi di 
Universitas Muhammadiyah Surabaya. S2 Magister 
Akuntansi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 
Saat ini penulis adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis  UMSurabaya. Adapun bidang ilmu yang 
ditekuninya tentang Akuntansi Syariah, Akuntansi 
ZISW, dan Akuntansi Koperasi dan UMKM. Beberapa 
karya yang telah ditulisnya adalah: Akuntabilitas dan 
Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan 
Trenggalek Tahun 2017, Characteristic Board Of 
Directors And Investment Opportunity Set on Firm 
Value, dan Pemulihan Ekonomi Melalui Pendampingan 
Laporan Keuangan UMKM Wilayah Gunung Anyar 
Surabaya. 



1Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, 
Dan Social Learning Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki 
berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu 
kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin  
kelangsungan hidup manusia baik  di masa sekarang maupun 
di masa yang akan datang.1 Namun demikian hampir semua 
kawasan konservasi mengalami ancaman  dan gangguan baik 
berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus 
meningkat dari waktu ke waktu.2  

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi 
dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih 
lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) 
tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap 
nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan 
masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan 
lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar 
kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan 
diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu dengan cara 

1  PHKA, Dirjen. 2008. Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga: 
Dipa BA-29 Tahun 2008. Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata 
Alam Direktorat Jenderal PHKA

2  Ujud, Tahajuddin. 2015. Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. 
Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik. Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, Jakarta

307Book Chapter : Era Digitalisasi Ekonomi, Keuangan dan Bisnis untuk Keberlangsungan Perusahaan 

27.	 Dr. Dina Novita, SE,MM. Lahir di Surabaya, Jawa 
Timur dan menempuh pendidikan S1 Ekonomi 
Jurusan Manajemen di Univ.17 Agustus 1945 Surabaya, 
dilanjutkan menempuh Pendidikan S2 Magister Ilmu 
Ekonomi di Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya dan saat 
ini penulis meneruskan doctoral (S3) Ilmu Ekonomi di 
Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis merupakan 
Dosen Dpk yang ditempatkan pada Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. 
Adapun bidang ilmu yang ditekuninya tentang 
Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Organisasi, 
Pengantar Manajemen, Pengantar Bisnis, dan 
Kewirausahaan. Beberapa karya yang telah ditulisnya 
adalah: Relationship between Eco Transformational 
Leadership, Eco Training, Employee Eco Behavior 
and Employee Eco Bahavior on Sustainable Corporate 
Performance of SMEs;  

Peran Merek dan Packing dalam Penjualan Keripik 
Pisang Kekinian di Surabaya; Pengaruh Job Insecurity 
Dan Intention to Leave Terhadap Kinerja Karyawan 
Kontrak Di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya; Strategi 
Pengembangan Studi Dalam Meningkatkan Perolehan 
Jumlah Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Swasta; 
Identification of Factors in Determining Strategy to 
Increase Competitiveness SMEs Written Batik Jetis in 
Sidoarjo Regency, Indonesia; Celebrity Endorser dalam 
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat pada Vaksin 
Covid-19. 

28.	 Ali Imaduddin Futuwwah S.Sos., M.SM., CMA, Lahir di 
Surabaya, 29 November 1993. Menempuh pendidikan 
S1 Manajemen Dakwah di STID Al-Hadid Surabaya. 
dan menyelesaikan S2 Magister Sains Manajemen 
Konsentrasi Manajemen Pemasaran di Universitas 
Airlangga. Pengalaman bekerja penulis diantaranya 
sebagai asisten riset dosen ketika menempuh studi S2 
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di UNAIR dan menjadi tim konsultan manajemen di 
EDP UNAIR. Saat ini penulis adalah Dosen Manajemen 
Pemasaran di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surabaya, serta aktif sebagai pengurus 
Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya di 
bagian penelitian dan pengabdian Masyarakat. Penulis 
juga berperan sebagai penyelia halal dan pendamping 
proses produk halal yang membantu para pelaku usaha 
untuk proses pendaftaran sertifikasi halal. Adapun 
bidang ilmu yang ditekuninya penulis diataranya 
manajemen pemasaran, perilaku konsumen,  pemasaran 
digital dan media sosial, dan pemasaran halal. Beberapa 
karya terakhir yang telah ditulis diantaranya, The 
Relationship of Online Brand Community, Value Creation 
Practices, Brand Trust, and Brand Loyalty, Exploration 
of Mindful Learning Systems in Medical Education in the 
COVID-19 Pandemic Era, dan Behind the Viral of BTS 
Meal on Twitter: The Role of Fans Base Community in 
Promoting BTSmeal. Selain itu penulis juga menulis Book 
chapter dengan judul New Customer Journey: Fenomena 
Baru Perjalanan Keputusan Pembelian Konsumen Pasca 
Pandemi serta Book chapter dan pengabdian masyrakat 
mengenai sertifikasi produk halal diatarannya Buku 
Pedoman Pelatihan Pendamping Pph (Proses Produk 
Halal), dan Pelatihan Pendamping PPH Halal Center 
UMSurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi 
Halal Pemerintah.  

29.	 Anggita Nurhayati, Mahasiswa yang menempuh 
perkuliahan pada Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surabaya yang saat ini berada pada semester 5 dengan 
NIM 20211221115. Karya ilmiah yang pernah ditulis 
berjudul Gaya kepemimpinan Demokratis Dalam 
Pengambilan Keputusan Di Rumah Sakit Aisyiyah 
Bojonegoro.  
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